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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya, buku bertajuk "Mahkamah Konstitusi 

Indonesia: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan 

Keadilan Konstitusional" ini dapat diselesaikan dan hadir di 

hadapan pembaca. 

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 

capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 

lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping 

Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal 

konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung hak asasi 

manusia (the protector of human rights), serta penafsir akhir 

konstitusi (the final interpreter of the constitution). 

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membedah secara 

mendalam bagaimana MK menjalankan mandat tersebut dalam 

dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus berubah. Kami 

menyadari bahwa memahami MK tidak cukup hanya dengan membaca 

teks undang-undang, melainkan harus melihat bagaimana putusan-

putusannya berinteraksi dengan realitas sosial, politik, dan hukum di 

tengah masyarakat. 

 

Apa yang Dibahas dalam Buku Ini? 

Secara garis besar, buku ini mengeksplorasi tiga pilar utama: 

1. Peran Strategis: Bagaimana MK memosisikan diri sebagai 

penyeimbang kekuasaan (checks and balances) antarlembaga 

negara. 

2. Fungsi Yuridis: Analisis mendalam terhadap kewenangan MK, 

mulai dari pengujian undang-undang (judicial review) hingga 

penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. 

3. Dampak Nyata: Sejauh mana putusan MK memberikan kontribusi 

konkret dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi setiap 

warga negara. 
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Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang 

berharga bagi para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, 

hingga masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam 

mengenai jantung dari sistem demokrasi hukum kita. Di tengah 

berbagai tantangan global dan domestik, pemahaman yang jernih 

mengenai konstitusi adalah modal utama untuk menjaga 

keberlangsungan negara hukum yang demokratis. 

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi 

sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di 

Indonesia. 

 

Selamat membaca. 

 

 

Penulis 
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Akar Konstitusional dan Gagasan Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi 

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia lahir 

dari kebutuhan rekonstruksi sistem ketatanegaraan pascareformasi 

1998. Reformasi membuka ruang bagi pembenahan struktur 

konstitusional yang sebelumnya dianggap terlalu tersentralisasi dan 

kurang memberikan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. 

Sejumlah ahli hukum tata negara Indonesia melihat bahwa salah satu 

kelemahan utama sistem sebelum reformasi adalah absennya lembaga 

yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-

undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Kekosongan ini 

menyebabkan konstitusi lebih sering diperlakukan sebagai dokumen 

politik daripada norma hukum yang mengikat. 

Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu tokoh akademik yang 

paling awal menekankan pentingnya kehadiran constitutional court. 

Dalam analisisnya, konstitusi seharusnya berfungsi sebagai living 

document yang memiliki daya paksa hukum, bukan sekadar pedoman 

moral kenegaraan. Jimly berpendapat bahwa tanpa lembaga penafsir 

konstitusi yang independen, konstitusi berpotensi diselewengkan 

oleh cabang kekuasaan yang dominan (Asshiddiqie, 2005). Karena itu, 

pembentukan MK merupakan instrumen untuk memastikan adanya 

penjaga terakhir konstitusi (the guardian of the constitution). 

Sementara itu, Harun Al Rasyid menyoroti konteks perubahan 

UUD 1945 sebagai titik balik yang melahirkan kebutuhan mendesak 

akan sebuah lembaga peradilan konstitusional. Menurutnya, 

perubahan UUD bukan hanya mengubah susunan lembaga negara, 

tetapi juga membangun paradigma baru mengenai hubungan antara 

warga negara dan negara. MK kemudian diposisikan sebagai penafsir 

konstitusi yang mampu mencegah penggunaan kekuasaan secara 

sewenang-wenang, terutama dalam pembentukan undang-undang 

(Rasyid, 1999). 

Dari perspektif perumus konstitusi, Yusril Ihza Mahendra 

menjelaskan bahwa gagasan MK telah hadir sejak tahap awal 

pembahasan perubahan UUD 1945. Inspirasi modelnya banyak 

dipengaruhi pengalaman negara-negara Eropa Kontinental, 
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khususnya Jerman, Austria, dan Italia, di mana pengadilan konstitusi 

berfungsi terpusat dan memiliki kewenangan tunggal dalam judicial 

review. Yusril menegaskan bahwa pembentukan MK adalah jawaban 

terhadap kebutuhan menciptakan mekanisme checks and balances 

yang lebih kuat serta perlindungan hak konstitusional warga negara 

(Mahendra, 2004). 

Selain itu, pandangan normatif mengenai pentingnya judicial 

review dikembangkan juga oleh Maria Farida Indrati, yang 

menegaskan bahwa keberadaan MK berkaitan erat dengan 

peningkatan kualitas pembentukan undang-undang. Dalam karyanya 

mengenai ilmu perundang-undangan, ia menyebut bahwa proses 

legislasi selalu mengandung potensi cacat secara formil maupun 

materiil, dan karenanya harus tersedia mekanisme koreksi yang 

bersifat yudisial, bukan semata-mata politis (Indrati, 2007). 

Gagasan pembentukan MK kemudian mendapatkan legitimasi 

penuh pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam perkembangan ini, 

sejumlah tokoh seperti Mahfud MD menekankan bahwa kehadiran MK 

merupakan wujud penguatan prinsip negara hukum. MK diposisikan 

bukan hanya sebagai pemutus sengketa konstitusional, tetapi juga 

sebagai pengawal agar demokrasi tidak bergeser ke arah 

otoritarianisme baru (Mahfud, 2009). 

Dengan demikian, akar konstitusional MK dapat dirangkum 

dalam tiga pilar utama: 

1. Penegakan supremasi konstitusi, 

2. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, dan 

3. Perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Keseluruhan gagasan tersebut kini menjadi fondasi operasional 

MK sebagai lembaga tinggi negara yang menjaga kemurnian konstitusi 

sekaligus memastikan praktik kenegaraan berjalan dalam kerangka 

demokratis. 

Berpijak pada konteks di atas, perdebatan mengenai perlunya 

sebuah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia telah berlangsung 

jauh sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) resmi berdiri pada tahun 

2003. Dalam fase awal pembangunan negara, UUD 1945 memang 

menyediakan norma dasar mengenai konsep kekuasaan kehakiman, 

namun tidak memberikan ruang bagi mekanisme judicial review 
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terhadap produk legislasi. Sebelum reformasi, supremasi konstitusi 

cenderung bersifat deklaratif dan tidak memiliki instrumen legal yang 

efektif untuk diuji secara yudisial. Oleh sebab itu, penulis merangkum 

terdapat beberapa dasar akar dalam pembentukan Mahkamah 

Konstitusi, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegelisahan Akademik Sebelum Reformasi 

Para akademisi hukum tata negara mengkritik absennya 

mekanisme pengujian undang-undang. Suatu konstitusi tidak akan 

memiliki makna sebagai hukum tertinggi apabila tidak tersedia 

lembaga yang berwenang mengontrol kesesuaiannya dengan 

tindakan legislasi dan praktik kekuasaan lainnya. Jimly 

menekankan bahwa keberadaan lembaga pengawal konstitusi 

adalah syarat minimal negara hukum modern (Asshiddiqie, 2005). 

Gagasan ini sejalan dengan pandangan Harun Al Rasyid, yang 

sejak lama menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia 

terlalu bertumpu pada kekuatan politik, bukan kekuatan hukum. 

Menurutnya, perubahan konstitusi pasca 1998 harus mampu 

menegaskan kembali prinsip negara hukum melalui mekanisme 

kontrol yudisial terhadap legislasi (Rasyid, 1999). 

 

2. Reformasi 1998 sebagai Titik Balik 

Momentum reformasi merupakan pemicu utama lahirnya gagasan 

pembentukan MK. Dalam proses perubahan UUD 1945, muncul 

kesadaran bahwa praktik penyelenggaraan negara selama Orde 

Baru telah mengabaikan asas pembatasan kekuasaan. Yusril Ihza 

Mahendra, yang terlibat langsung dalam amandemen UUD, 

menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap lembaga konstitusi 

bersifat mendesak, terutama untuk memastikan bahwa undang-

undang tidak lagi menjadi alat legitimasi kebijakan politik, 

melainkan tunduk pada prinsip konstitusionalitas (Mahendra, 

2004). 

Pembentukan MK juga dimaksudkan sebagai respons 

terhadap lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa antar 

lembaga negara sebelumnya. Tanpa peradilan konstitusional, 

konflik antar cabang kekuasaan kerap diselesaikan melalui 

kompromi politik yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai 

konstitusi. 
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3. Pengaruh Model Eropa Kontinental 

Gagasan pembentukan MK tidak lahir dalam ruang hampa, 

melainkan dipengaruhi oleh perkembangan peradilan konstitusi di 

berbagai negara. Indonesia mengadopsi model centralized 

constitutional court ala Jerman, Austria, dan Italia, di mana 

pengujian undang-undang hanya dapat dilakukan oleh satu 

lembaga khusus, bukan oleh seluruh pengadilan seperti dalam 

model Amerika Serikat. 

Dalam pandangan Yusril, model ini paling sesuai bagi negara-

negara yang baru melakukan rekonstruksi sistem politik. Adanya 

lembaga tunggal yang memonopoli penafsiran konstitusi 

memberikan kepastian hukum serta mencegah fragmentasi 

interpretasi konstitusional (Mahendra, 2004). 

 

4. Reposisi Lembaga Negara dan Kepastian Hukum 

Keberadaan MK juga dilandasi oleh kebutuhan memperjelas 

hierarki norma hukum. Maria Farida Indrati, dalam kajiannya 

mengenai legislasi, menyebut bahwa proses pembentukan undang-

undang selalu berpotensi mengalami cacat formil maupun materiil. 

Tanpa pengujian yudisial, cacat tersebut dapat menghasilkan 

norma yang merugikan warga negara dan bertentangan dengan 

konstitusi (Indrati, 2007). 

Oleh karena itu, MK diproyeksikan sebagai mekanisme koreksi 

akhir terhadap produk legislatif, sekaligus lembaga penafsir 

otoritatif terhadap nilai-nilai dasar konstitusi. 

 

5. Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi 

Pembentukan MK merupakan manifestasi dari prinsip the rule of 

law. Dalam negara hukum, kekuasaan politik tidak boleh menjadi 

penafsir tunggal konstitusi. MK menjadi filter terhadap potensi 

penyalahgunaan kekuasaan serta pengawal agar demokrasi tetap 

berada dalam koridor konstitusi (Mahfud, 2009). 

MK tidak hanya bertugas menjaga naskah konstitusi, tetapi 

juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti 

perlindungan HAM, keadilan, dan kesetaraan warga negara. Dalam 

konteks ini, MK dianggap sebagai institusi yang menjembatani 
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kepentingan rakyat dengan norma konstitusional yang mengikat 

seluruh penyelenggara negara. 

 

6. Transformasi Menuju Budaya Konstitusional 

Setelah MK berdiri, Indonesia memasuki fase perkembangan baru 

dalam penegakan konstitusi. Perubahan ini bukan hanya bersifat 

kelembagaan, tetapi juga kultural. Kehadiran MK telah mendorong 

masyarakat untuk melihat konstitusi sebagai alat perjuangan hak-

hak konstitusional. 

Dengan kata lain, akar konstitusional pembentukan MK tidak 

hanya teknis dan normatif, tetapi juga memiliki dimensi ideologis: 

membangun budaya konstitusional di mana hukum, bukan politik, 

menjadi penentu akhir dalam penyelesaian sengketa fundamental 

kehidupan bernegara. 

 

Dinamika Reformasi 1998 dan Lahirnya Mahkamah 

Konstitusi 

Reformasi 1998 merupakan titik balik paling fundamental dalam 

sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gerakan sosial-politik yang muncul 

sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan Orde Baru membuka 

ruang untuk mendesain ulang struktur negara agar lebih demokratis 

dan akuntabel. Dalam konteks inilah, gagasan pembentukan 

Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan relevansinya. Reformasi 

tidak hanya menuntut perubahan kepemimpinan, tetapi juga 

merombak sistem konstitusional agar kekuasaan negara dapat 

dikontrol melalui mekanisme hukum yang independen. Sebelum 

reformasi, tidak terdapat lembaga yang mampu menguji undang-

undang terhadap konstitusi; akibatnya, konstitusi sering diperlakukan 

sebagai dokumen politik yang tidak memiliki kekuatan memaksa 

secara yudisial. 

Reformasi membawa kesadaran nasional bahwa demokrasi tidak 

dapat berjalan tanpa institusi hukum yang kuat dan independen. Ia 

menegaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar sistem sebelum 

1998 adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan yang efektif, sehingga 

eksekutif dan legislatif dapat bekerja tanpa pengawasan yudisial 
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terhadap produk legislasi (Mahfud, 2009). Dalam pandangan Mahfud, 

pembentukan MK merupakan langkah strategis untuk memastikan 

bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh proses politik tetap 

berada dalam koridor konstitusi sebagai hukum tertinggi. 

Kualitas legislasi pada masa pra-reformasi seringkali tidak 

memenuhi asas-asas pembuatan undang-undang yang baik. Ia 

menjelaskan bahwa tanpa mekanisme pengujian yudisial, undang-

undang yang cacat formil maupun materiil tetap berlaku dan 

berpotensi merugikan publik (Indrati, 2007). Reformasi kemudian 

mendorong kebutuhan untuk menyediakan mekanisme koreksi 

konstitusional yang tidak bergantung pada dinamika politik, sehingga 

lahirlah MK sebagai lembaga yang dapat membatalkan undang-

undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi. 

Selain itu, reformasi juga memperkenalkan gagasan baru 

mengenai relasi antar lembaga negara. Sebelumnya, penyelesaian 

sengketa antar lembaga negara sepenuhnya merupakan wilayah 

politik, bukan hukum. Sistem ketatanegaraan modern memerlukan 

lembaga arbitrase konstitusional untuk menyelesaikan perbedaan 

kewenangan antar lembaga negara secara objektif (Asshiddiqie, 

2005). Tanpa mekanisme demikian, konflik institusional dapat 

menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan membuka peluang 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 

Yusril Ihza Mahendra, salah satu tokoh penting dalam proses 

amandemen UUD 1945, mencatat bahwa perubahan ketiga konstitusi 

menjadi momentum penentuan bentuk final MK. Ia menjelaskan 

bahwa para perumus amandemen terinspirasi oleh model Eropa 

Kontinental yang menempatkan peradilan konstitusi sebagai lembaga 

khusus dengan kewenangan eksklusif dalam menafsirkan konstitusi 

dan menguji undang-undang (Mahendra, 2004). Inspirasi dari Jerman 

dan Austria dianggap paling sesuai karena menawarkan model 

centralized judicial review yang memberikan kepastian dan 

konsistensi dalam penafsiran konstitusi. 

Reformasi juga memperluas cakupan kewenangan MK dengan 

memberikan tugas untuk mengawal demokrasi melalui penyelesaian 

sengketa hasil pemilihan umum. Dalam berbagai literatur, 

kewenangan ini sebagai ekspresi dari prinsip bahwa demokrasi tidak 
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hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, melainkan juga oleh 

integritas proses pemilu (Isra, 2010). Keberadaan MK sebagai 

pemutus sengketa pemilu menegaskan bahwa legitimasi politik harus 

memperoleh dasar legal yang kuat. 

Oleh sebab itu, lahirnya MK merupakan hasil tarik-menarik 

antara kebutuhan untuk membangun negara hukum modern dan 

keinginan untuk memperkuat demokrasi pasca-reformasi. MK 

dirancang sebagai benteng konstitusi, pengawal demokrasi, sekaligus 

penyeimbang kekuasaan. Dalam struktur UUD hasil amandemen, MK 

menjadi simbol bahwa era baru ketatanegaraan Indonesia tidak lagi 

bertumpu pada supremasi politik, tetapi pada supremasi konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia didirikan pada era 

reformasi sebagai respons terhadap kebutuhan akan penegakan 

hukum yang lebih ketat dan perlindungan hak-hak sipil dan politik 

yang lebih baik. Mahkamah Konstitusi Indonesia, seperti halnya 

Mahkamah Konstitusi Austria, adalah pengadilan tertinggi di negara 

ini dan memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan yudisial 

terhadap perundang-undangan (Razak, 2023). 

 

Desain Kelembagaan dan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi 

dalam UUD 1945 

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 

1999–2002 menandai transformasi konstitusional paling besar dalam 

sejarah Indonesia. Salah satu hasil paling fundamental dari rangkaian 

amandemen tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) 

sebagai lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan. Desain 

kelembagaan MK tidak hanya merupakan inovasi struktural, tetapi 

juga konsekuensi logis dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum 

modern (modern constitutional state) yang bersandar pada supremasi 

konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan kontrol yudisial terhadap 

tindakan legislatif maupun eksekutif. 

1. Justifikasi Filosofis dan Teoritis Kelembagaan MK 

Dari perspektif teori negara, MK dibangun atas asumsi bahwa 

konstitusi merupakan norma tertinggi yang harus dijaga oleh 

lembaga independen. Salah satu kelemahan sistem Indonesia 
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sebelum reformasi adalah tidak adanya lembaga yang secara 

eksplisit diberi kewenangan menjaga kemurnian konstitusi 

(Asshiddiqie, 2005). Meskipun Mahkamah Agung memiliki 

kapasitas sebagai peradilan kasasi tertinggi, ia tidak diberi hak 

untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dengan 

demikian, supremasi konstitusi tidak pernah benar-benar 

diwujudkan dalam sistem hukum. 

Dalam desain sistem baru, MK muncul sebagai the guardian of 

the constitution, the interpreter of the constitution, sekaligus the 

protector of fundamental rights. Ketiga fungsi ini membedakan MK 

dari Mahkamah Agung dan menjadikan Indonesia sebagai negara 

yang menganut sistem dualisme kekuasaan kehakiman. 

 

2. Rasionalitas Politik dan Konstitusional Pembentukan MK 

Kehadiran MK merupakan tuntutan historis akibat pengalaman 

masa lalu ketika cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif 

cenderung mendominasi peradaban politik bangsa (Marzuki, 

2006). Menurutnya, pembentuk UUD pasca-reformasi ingin 

menempatkan sebuah lembaga yang dapat mengontrol legitimasi 

kebijakan politik melalui norma konstitusi, bukan melalui 

kompromi politik. 

Hal ini penting karena praktik selama orde baru menunjukkan 

bahwa undang-undang sering digunakan sebagai alat legitimasi 

kekuasaan, bukan instrumen penyelenggaraan negara 

berdasarkan prinsip keadilan. Dengan memberikan kewenangan 

kepada MK untuk menguji undang-undang, sistem baru 

memberikan jaminan bahwa produk politik harus tunduk kepada 

standar konstitusional. 

 

3. Struktur Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Pasal 24C UUD 1945 merumuskan empat kewenangan utama dan 

satu kewajiban MK: 

a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian undang-

undang terhadap UUD 

Kewenangan ini merupakan inti keberadaan MK. Fungsi ini 

menjadi mekanisme koreksi terhadap potensi cacat formil dan 
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materiil dalam pembentukan undang-undang (Indrati, 2007). 

Tanpa kontrol yudisial, DPR dan Presiden memiliki kekuasaan 

legislasi yang nyaris absolut. 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan konstitusi 

Kewenangan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

kekuasaan. Jimly menyebutnya sebagai mekanisme “penjaga 

keseimbangan struktur ketatanegaraan” karena Indonesia 

sebelumnya tidak memiliki forum yang objektif untuk 

menyelesaikan konflik antar lembaga negara (Asshiddiqie, 

2005). 

c. Memutus pembubaran partai politik 

Demokrasi tidak boleh membiarkan kebebasan politik berjalan 

tanpa batas. Jika partai politik bertentangan dengan konstitusi 

atau mengancam negara, mekanisme pembubaran harus ada. 

Namun pembubaran tidak boleh dilakukan oleh pemerintah 

karena berpotensi menciptakan represi politik; karena itu 

diberikan kepada MK (Mahfud, 2011). 

d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum 

Kewenangan ini merupakan respons terhadap kondisi politik 

Indonesia yang kompleks. Sengketa hasil pemilu harus 

diselesaikan di lembaga yudisial agar hasil pemilu memperoleh 

legitimasi yang kuat (Isra, 2010). 

e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wapres 

Kewajiban ini membuat MK berperan sebagai constitutional 

judge dalam proses pemakzulan. 

Sifat khas kewenangan MK merupakan ciri unik sistem 

ketatanegaraan Indonesia: MK bukan sekadar peradilan 

konstitusi, melainkan lembaga yang menjaga kontinuitas 

demokrasi, stabilitas politik, dan kemurnian konstitusi. 

 

4. Desain Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengangkatan 

Hakim 

MK terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang masing-masing 

diusulkan oleh: 
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a. Tiga dipilih DPR, 

b. Tiga ditunjuk Presiden, 

c. Tiga dipilih Mahkamah Agung. 

Skema ini dirancang agar tidak ada satu cabang kekuasaan 

yang mendominasi. Menurut Laica, mekanisme ini merupakan 

bentuk multi-entry system agar komposisi MK mencerminkan 

pluralitas pemikiran ketatanegaraan (Marzuki, 2006). Desain ini 

juga mencegah konsentrasi kekuasaan dan memperkuat 

independensi hakim. 

Hakim konstitusi memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat 

dipilih kembali satu kali. Masa jabatan terbatas memberikan ruang 

regenerasi pemikiran, namun masih cukup untuk menjaga 

stabilitas yurisprudensi. 

 

5. MK sebagai Lembaga Penafsir Konstitusi 

Dalam praktiknya, MK tidak sekadar menguji undang-undang, 

tetapi juga mengembangkan doktrin-doktrin konstitusional yang 

membentuk living constitution. MK melalui putusan-putusannya 

telah melahirkan doktrin seperti: 

a. Open legal policy, 

b. Constitutional identity, 

c. Konstitusional bersyarat, 

d. Non-self-executing rights, 

e. Constitutional importance. 

Doktrin-doktrin ini menjadi pedoman baru tidak hanya bagi 

legislator, tetapi juga bagi hakim dan masyarakat dalam memahami 

batas-batas konstitusi. Fungsi interpretatif MK adalah bentuk 

konstitusionalisme progresif yang membuat konstitusi selalu 

relevan (Asshiddiqie, 2006). 

 

6. Posisi MK dalam Arsitektur Ketatanegaraan Indonesia 

Dalam struktur baru UUD 1945, MK merupakan lembaga yang 

berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, Presiden, DPR, dan 

lembaga negara lainnya. MK tidak berada di bawah, tetapi 

berdampingan dengan cabang kekuasaan lain sebagai pilar utama 

negara hukum. 
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Menurut Saldi Isra, penempatan MK pada tingkat yang sejajar 

merupakan cara untuk menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman 

memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kekuasaan 

legislatif dan eksekutif (Isra, 2010). Dengan struktur ini, Indonesia 

menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi konstitusional yang 

tidak mengizinkan satu cabang kekuasaan pun mendominasi 

proses politik. 

 

Perkembangan Teori dan Praktik Pengujian Konstitusional 

di Mahkamah Konstitusi 

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, 

pengujian konstitusional (constitutional review) mengalami 

perkembangan yang sangat pesat baik pada tataran teori maupun 

praktik. Sebelum kehadiran MK, tidak pernah ada lembaga negara 

yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah undang-undang 

sejalan dengan konstitusi. Karena itu, pembentukan MK tidak hanya 

menambahkan satu institusi dalam struktur ketatanegaraan, tetapi 

juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem hukum 

Indonesia, yaitu supremasi konstitusi melalui mekanisme yudisial 

yang terpusat. 

1. Karakter Dasar Pengujian Konstitusional di Indonesia 

MK mengadopsi model centralized judicial review seperti yang 

berkembang di Eropa Kontinental khususnya Austria dan Jerman 

yang menempatkan pengujian undang-undang hanya pada satu 

institusi. Dalam pandangan Pan Mohamad Faiz, model ini 

memungkinkan adanya kepastian interpretasi serta konsistensi 

tafsir konstitusi, sekaligus membentuk budaya hukum baru di 

mana konstitusi menjadi rujukan utama dalam menilai kebijakan 

negara (Faiz, 2014). 

Indonesia kemudian mengembangkan model sendiri yang 

tidak sepenuhnya meniru negara lain. Model ini terlihat dari 

lingkup kewenangan yang dimiliki MK, doktrin hukum yang 

dibangun melalui putusan, serta kecenderungan MK untuk 

menggunakan pendekatan progresif dalam menyelesaikan 

persoalan konstitusional, terutama terkait hak asasi manusia, 

pemilu, dan kebijakan publik. 
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2. Doktrin-Doktrin Penting yang Dikembangkan MK 

Seiring meningkatnya kompleksitas perkara yang diajukan, MK 

menciptakan berbagai doktrin yang mengarahkan bagaimana 

pengujian konstitusional harus dilakukan. Menurut Fitriani Ahlan 

Syarif, doktrin-doktrin tersebut membentuk “identitas 

konstitusional Indonesia” dalam praktik judicial review (Syarif, 

2013). 

Beberapa doktrin yang paling berpengaruh antara lain: 

a. Doktrin Open Legal Policy 

MK menyatakan bahwa pembentuk undang-undang memiliki 

ruang kebijakan bebas (open legal policy) sejauh tidak 

bertentangan dengan konstitusi. Melalui doktrin ini, MK 

membedakan mana persoalan yang merupakan ranah politik, 

dan mana yang wajib dinilai dari sudut pandang konstitusi. 

Melalui doktrin ini, MK tidak serta-merta membatalkan 

undang-undang, tetapi mempertimbangkan konteks 

pembentukannya. 

b. Doktrin Constitutional Importance 

Doktrin ini digunakan MK untuk menilai apakah suatu perkara 

memiliki signifikansi konstitusional yang cukup untuk diuji. 

Menurut Faiz, doktrin ini penting untuk mencegah banjir 

perkara sekaligus menjaga agar MK tetap fokus pada isu-isu 

fundamental (Faiz, 2014). 

c. Doktrin Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional/ 

Unconstitutional) 

Ini merupakan salah satu inovasi terbesar MK. Dalam banyak 

putusan, MK menyatakan bahwa suatu norma konstitusional 

hanya dalam tafsir tertentu. Dengan demikian, MK tidak perlu 

selalu membatalkan norma, melainkan menegaskan batas 

penggunaannya. 

d. Doktrin Living Constitution 

MK mengakui bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang 

harus ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Hal ini 

memperkuat posisi MK sebagai penafsir dinamis, bukan sekadar 

pelaksana teks konstitusi. 
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3. Peran Praktis MK dalam Melindungi Hak Konstitusional 

Warga Negara 

Dalam praktiknya, MK tidak hanya menjaga konstitusi secara 

abstrak, tetapi juga berperan melindungi hak-hak warga negara. 

Banyak uji materi yang diajukan oleh kelompok masyarakat, 

individu, organisasi sipil, hingga kelompok minoritas. Fitra Arsil 

mencatat bahwa sebagian besar putusan MK memiliki dampak 

langsung terhadap kehidupan publik karena sering menyentuh isu 

seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pajak, dan pemilu 

(Arsil, 2009). 

Dalam sejumlah kasus, MK memutuskan demi kepentingan 

rakyat meskipun berpotensi bertentangan dengan arah kebijakan 

pemerintah dan DPR. Contohnya adalah putusan terkait pemilu, 

hak politik, hak sosial-ekonomi, dan diskriminasi. Ini menegaskan 

bahwa MK berfungsi sebagai instrumen koreksi struktural 

berdasarkan prinsip keadilan konstitusional. 

 

4. MK sebagai Pembentuk Kebijakan Publik Melalui Putusan 

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa MK bukan hanya 

lembaga yudisial, tetapi juga memainkan peran penting dalam 

pembentukan kebijakan publik. Melalui putusan yang bersifat erga 

omnes, MK dapat mengubah arah regulasi hingga memaksa 

pemerintah merumuskan ulang kebijakan. 

Pan Mohamad Faiz mengkategorikan putusan MK sebagai 

bentuk “judicial statesmanship” di mana hakim tidak hanya 

menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan arah masa depan 

ketatanegaraan (Faiz, 2014). 

Contoh klasiknya meliputi putusan terkait sistem pemilu 

proporsional terbuka, penguatan hak anak luar kawin, 

penghapusan pasal-pasal pidana tertentu, dan pembatalan 

pembatasan hak konstitusional kelompok tertentu. Putusan-

putusan ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya pelindung 

konstitusi, tetapi juga transformator sosial. 

 

5. Tantangan dalam Pengujian Konstitusional 

Perkembangan kewenangan MK juga menghadapi tantangan. Fitra 

Arsil mencatat setidaknya tiga tantangan besar: 
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a. Potensi “Aktivisme Berlebihan”; 

b. Tekanan Politik Dari Cabang Kekuasaan Lain; 

c. Kebutuhan konsistensi doktrin hukum (Arsil, 2009). 

Aktivisme berlebihan dapat membuat MK dianggap 

melampaui fungsi yudisialnya, sementara tekanan politik dapat 

menguji independensi hakim. Tantangan ini harus dihadapi dengan 

menjaga keseimbangan antara progresivitas dan moderasi. 

 

6. MK sebagai Institusi yang Membangun Budaya Konstitusi 

MK telah menjadi penentu arah perkembangan hukum dan 

demokrasi di Indonesia. Dengan jumlah perkara yang terus 

meningkat setiap tahun, MK terbukti menjadi ruang konstitusional 

yang efektif bagi warga negara untuk menuntut keadilan. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Faiz dan Fitriani Ahlan Syarif, MK 

ikut membangun budaya konstitusional di mana masyarakat 

semakin sadar bahwa konstitusi adalah alat untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka (Syarif, 2013). 

Secara keseluruhan, perkembangan teori dan praktik 

pengujian konstitusional di Indonesia menunjukkan bahwa MK 

tidak hanya menegakkan teks konstitusi, tetapi juga menghidupkan 

nilai-nilai fundamental konstitusi, menjadikannya lembaga yang 

memainkan peran sentral dalam demokrasi modern Indonesia. 

 

Signifikansi Historis dan Posisi Mahkamah Konstitusi 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 

pencapaian paling monumental dalam sejarah ketatanegaraan 

Indonesia. Lembaga ini lahir sebagai hasil pergulatan panjang antara 

tuntutan reformasi, kebutuhan memperkuat negara hukum, serta 

keinginan menggeser pola hubungan kekuasaan dari model 

otoritarian ke model demokrasi konstitusional. Dalam kerangka 

perubahan UUD 1945, MK bukan sekadar institusi baru, melainkan 

simbol transformasi politik dan hukum yang secara fundamental 

mengubah hubungan antara konstitusi, negara, dan warga negara. 

1. Signifikansi Historis Pembentukan MK 

Secara historis, Indonesia telah mengalami dinamika panjang 

antara hukum dan kekuasaan. Pada masa sebelum reformasi, tidak 
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ada mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk menguji 

undang-undang terhadap konstitusi. Model yang dianut ketika itu 

menempatkan lembaga legislatif dan eksekutif pada posisi 

dominan tanpa mekanisme checks and balances yang memadai. 

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kondisi tersebut 

menunjukkan absennya institusi yang bertugas menjaga supremasi 

konstitusi secara yudisial, sehingga undang-undang kerap menjadi 

instrumen konfirmasi terhadap kehendak politik pihak yang 

berkuasa (Mahendra, 2004). 

Dalam konteks inilah kehadiran MK menjadi signifikan. Ia 

merupakan lembaga yang menjamin bahwa konstitusi tidak hanya 

menjadi perangkat normatif, tetapi menjadi hukum tertinggi yang 

mengikat semua cabang kekuasaan. Jimly Asshiddiqie, sebagai 

Ketua MK pertama, bahkan menegaskan bahwa lembaga ini adalah 

simbol “kelahiran rezim konstitusi” di Indonesia, suatu fase baru 

ketika hukum tidak lagi sekadar formalitas, tetapi dasar legitimasi 

seluruh tindakan negara (Asshiddiqie, 2005). 

Di samping itu, MK muncul sebagai respons terhadap krisis 

legitimasi politik yang terjadi pada akhir Orde Baru. 

Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara serta ketiadaan 

mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang netral menjadi 

salah satu faktor pendorong munculnya MK. Oleh karena itu, 

kehadiran MK bukan hanya produk kesadaran hukum, tetapi juga 

konsekuensi logis dari tuntutan reformasi. 

 

2. Posisi MK dalam Struktur Ketatanegaraan 

Pasca amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia 

mengalami redesain besar-besaran. Salah satu pembaruan paling 

penting adalah pemisahan kekuasaan kehakiman menjadi dua 

pilar: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Laica Marzuki menyebut hubungan antara keduanya sebagai the 

judicial dualism, yakni dua institusi yang sama-sama menjalankan 

kekuasaan kehakiman namun dengan fungsi yang berbeda 

(Marzuki, 2006). 

Posisi MK berada dalam tataran yang sejajar dengan lembaga-

lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, MPR, DPD, 
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BPK, dan MA. Penyebutan MK dalam Bab IX UUD 1945 menegaskan 

kedudukannya sebagai organ konstitusi, bukan lembaga pembantu 

atau subordinasi dari kekuasaan lain. Dengan kedudukan tersebut, 

MK memainkan peran sentral sebagai: 

a. penjaga konstitusi (guardian of the constitution), 

b. penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), 

c. pelindung hak konstitusional warga negara, 

d. penyeimbang kekuasaan (judicial counterweight). 

Posisi ini memperkuat sistem checks and balances dan 

mencegah konsentrasi kekuasaan. 

 

3. Peran MK dalam Pembentukan Demokrasi Konstitusional 

Sistem ketatanegaraan yang demokratis hanya dapat tegak jika 

terdapat mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan tidak 

dijalankan secara sewenang-wenang. MK menjadi instrumen 

tersebut dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan 

undang-undang yang dibuat DPR sesuai dengan prinsip konstitusi 

(Mahfud, 2011). 

Selain itu, penanganan sengketa pemilu oleh MK memperkuat 

legitimasi demokrasi elektoral. Sengketa hasil pemilu adalah isu 

paling sensitif dalam demokrasi, dan penanganannya 

membutuhkan lembaga yang independen. Saldi Isra 

menggarisbawahi bahwa keberadaan MK dalam proses ini 

memastikan bahwa pergantian kekuasaan berjalan secara damai 

dan konstitusional (Isra, 2010). 

Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai 

pengadilan normatif, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas politik. 

 

4. Kontribusi MK terhadap Penguatan Hak Konstitusional Warga 

Negara 

Salah satu dampak paling signifikan dari keberadaan MK adalah 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional 

mereka. Melalui mekanisme judicial review, warga negara dapat 

menantang undang-undang yang dianggap merugikan haknya. 

Maria Farida Indrati, sebagai ahli perundang-undangan dan 

mantan hakim konstitusi, menegaskan bahwa keberadaan MK 
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memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi subjek aktif 

dalam proses konstitusional, bukan sekadar objek kebijakan 

(Indrati, 2007). 

Banyak putusan MK yang memperluas atau menegaskan hak-

hak warga negara, termasuk hak politik, hak sosial-ekonomi, dan 

hak kelompok minoritas. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai 

jaring pengaman konstitusional bagi warga negara terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan. 

 

5. MK sebagai Pelaku Modernisasi Konstitusi 

Suatu konstitusi tidak bisa hidup hanya melalui teks; ia harus 

ditafsirkan sesuai dinamika masyarakat (Rasyid, 1999). Dalam 

konteks ini, MK memainkan peran penting sebagai lembaga yang 

menghidupkan konstitusi melalui interpretasi progresif. Putusan-

putusan MK telah memperbaharui wajah hukum nasional dan 

memberikan arah baru bagi praktik demokrasi konstitusional. 

Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

penguji, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan modernisasi 

konstitusional. 

 

Penutup 
Sebagai penutup, seluruh pembahasan mengenai sejarah, gagasan, 

desain kelembagaan, perkembangan doktrin, hingga signifikansi 

historis Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini 

merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi 

konstitusional Indonesia. MK lahir dari kebutuhan mendesak untuk 

membangun sistem ketatanegaraan yang lebih adil dan modern dan 

mampu mengoreksi penyimpangan kekuasaan seperti yang terjadi 

pada masa sebelumnya. Kehadirannya menandai berakhirnya era 

dominasi politik atas hukum dan membuka jalan bagi terbangunnya 

supremasi konstitusi yang lebih kokoh. Reformasi konstitusional yang 

melahirkan MK tidak hanya mengubah struktur hukum, tetapi juga 

memperkenalkan paradigma baru tentang bagaimana kekuasaan 

negara harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. 
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Melalui kewenangannya terutama pengujian undang-undang 

terhadap UUD 1945, MK telah menjadi aktor sentral dalam 

membentuk arah perkembangan hukum nasional sekaligus menjadi 

lembaga yang menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-

putusan MK tidak sekadar menghentikan norma-norma yang 

bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menghasilkan doktrin-

doktrin penting yang memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia. 

Doktrin seperti living constitution, open legal policy, dan konstitusional 

bersyarat menjadi bukti bahwa MK tidak hanya menjadi penjaga teks, 

tetapi penafsir dinamis yang memastikan konstitusi tetap relevan 

dengan perkembangan masyarakat, perubahan sosial, dan tantangan 

zaman. Dengan demikian, MK bukan hanya institusi yudisial, 

melainkan lokomotif pembaruan hukum dalam konteks demokrasi 

modern. 

Secara keseluruhan, perjalanan Mahkamah Konstitusi selama dua 

dekade menunjukkan bahwa lembaga ini telah memainkan peran 

strategis dalam menjaga stabilitas politik, menegakkan prinsip negara 

hukum, serta memperkuat sistem checks and balances. MK telah 

berkembang menjadi institusi yang dipercaya publik untuk 

menyelesaikan persoalan konstitusional dan menjamin agar negara 

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam 

UUD 1945. Ke depan, tantangan mungkin semakin kompleks baik dari 

dinamika politik, kebutuhan konsistensi putusan, maupun tekanan 

eksternal. Namun, selama MK tetap berpegang pada integritas, 

independensi, dan nilai-nilai konstitusional, maka lembaga ini akan 

terus menjadi pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia dan 

penjaga masa depan negara hukum yang berkeadilan. 
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Pendahuluan 

Negara hukum demokratis mensyaratkan adanya pembatasan dan 

pengaturan kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu organ 

kekuasaan tertentu. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi 

melahirkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang 

yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Oleh karena 

itu, pemisahan kekuasaan negara merupakan fondasi utama dalam 

bangunan negara hukum modern, termasuk dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Sejak kelahirannya, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan kerangka 

dasar pembagian kekuasaan, meskipun dalam bentuk yang khas dan 

tidak sepenuhnya mengikuti model klasik pemisahan kekuasaan ala 

Montesquieu (Rasyid, 2007). 

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan 

tidak dimaknai sebagai pemisahan yang kaku dan absolut, melainkan 

sebagai pembagian fungsi kekuasaan yang saling berkaitan dan saling 

mengawasi. Jimly Asshiddiqie menyebut model ini sebagai pemisahan 

kekuasaan secara fungsional yang dilengkapi dengan mekanisme 

checks and balances guna menjaga keseimbangan antar cabang 

kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2015). Konsep tersebut menegaskan 

bahwa tujuan utama pemisahan kekuasaan bukanlah sekadar 

pembagian kewenangan, melainkan perlindungan terhadap konstitusi 

dan hak-hak konstitusional warga negara. 

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

terjadi setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan amandemen UUD 

1945. Salah satu implikasi paling penting dari amandemen tersebut 

adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru 

yang memiliki kewenangan khusus di bidang konstitusi. Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas kebutuhan akan 

lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang 

mampu memastikan supremasi konstitusi dalam praktik 

penyelenggaraan negara (Mahendra, 1996). Kehadiran Mahkamah 

Konstitusi sekaligus menandai pergeseran paradigma kekuasaan 

kehakiman yang tidak lagi hanya berorientasi pada penegakan hukum 

biasa, tetapi juga pada pengujian konstitusionalitas tindakan dan 

produk hukum negara. 
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Dalam konteks pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi 

menempati posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai 

instrumen penyeimbang kekuasaan politik yang bekerja melalui 

mekanisme hukum (Mahfud, 2010). Dengan kewenangan menguji 

undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara, hingga menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 

umum, Mahkamah Konstitusi menjadi aktor penting dalam menjaga 

agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi. 

Lebih lanjut, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan 

modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalisme. 

Keberadaan pengujian undang-undang oleh lembaga yudisial 

merupakan manifestasi nyata dari pembatasan kekuasaan legislatif 

dan eksekutif (Indrati, 2007). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi 

berfungsi sebagai benteng terakhir yang mencegah terjadinya 

penyimpangan konstitusi oleh pembentuk undang-undang. 

Seiring berjalannya waktu, praktik ketatanegaraan menunjukkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir 

konstitusi, tetapi juga sebagai pembentuk arah perkembangan hukum 

tata negara. Saldi Isra menilai bahwa putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam relasi antar 

cabang kekuasaan negara serta memperkuat perlindungan hak 

konstitusional warga negara (Isra, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas 

demokrasi dan negara hukum. 

Namun demikian, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga 

menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait batas antara 

kewenangan yudisial dan wilayah kebijakan politik. Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga yang berada di titik temu antara hukum 

dan politik, sehingga potensi gesekan dengan cabang kekuasaan lain 

merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan (Marzuki, 2006). Dalam 

kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tetap menjaga 

independensi dan integritasnya agar tidak kehilangan legitimasi 

konstitusional. Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjalankan fungsi 

hukum, tetapi juga menjadi pilar penegak etika konstitusional dalam 

kehidupan bernegara (Amin, 2023). 
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Kajian mengenai Mahkamah Konstitusi dan pemisahan 

kekuasaan negara menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika 

ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Mahkamah Konstitusi 

merupakan pilar utama demokrasi konstitusional yang 

keberadaannya harus dipahami secara utuh, baik dari aspek teoritis 

maupun praktik (Sjarif, 2019). Oleh karena itu, pembahasan dalam 

bab ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam posisi Mahkamah 

Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan negara, peran dan 

fungsinya dalam mekanisme checks and balances, serta tantangan 

yang dihadapi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. 

 

Pemisahan Kekuasaan Negara dalam Perspektif 

Konstitusional Indonesia 

Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip fundamental dalam 

negara hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan 

kekuasaan pada satu tangan. Dalam perspektif ketatanegaraan 

Indonesia, konsep pemisahan kekuasaan tidak diterapkan secara 

mutlak sebagaimana model klasik Montesquieu, melainkan 

dikembangkan dalam bentuk pembagian kekuasaan yang disesuaikan 

dengan karakter konstitusi dan sejarah ketatanegaraan Indonesia. 

Sejak awal perumusan UUD 1945, para pendiri negara tidak 

bermaksud menerapkan pemisahan kekuasaan secara rigid, 

melainkan membangun sistem yang memungkinkan kerja sama antar 

lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan negara (Rasyid, 2007). 

Konstitusi Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat 

yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara, baik legislatif, 

eksekutif, maupun yudikatif, harus tunduk dan dibatasi oleh 

konstitusi. Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 pasca-amandemen 

lebih tepat dipahami sebagai pemisahan fungsi kekuasaan yang 

disertai mekanisme checks and balances antar lembaga negara 

(Asshiddiqie, 2015). Dengan demikian, tidak ada satu pun lembaga 

negara yang memegang supremasi absolut atas lembaga lainnya. 

Dalam praktik ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945, 

pemisahan kekuasaan cenderung bersifat lemah karena dominasi 

kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Presiden tidak hanya 
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menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap fungsi legislasi dan yudikatif. Kondisi ini 

menyebabkan prinsip pembatasan kekuasaan tidak berjalan secara 

optimal. Lemahnya pemisahan kekuasaan pada masa tersebut 

menjadi salah satu faktor utama lahirnya tuntutan reformasi 

konstitusi (Mahendra, 1996). 

Amandemen UUD 1945 kemudian membawa perubahan 

mendasar dalam struktur kekuasaan negara. Kekuasaan legislatif 

diperkuat melalui peran DPR sebagai pembentuk undang-undang 

bersama Presiden, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh mekanisme 

pengawasan parlemen, dan kekuasaan yudikatif diperluas dengan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menjelaskan bahwa 

perubahan ini mencerminkan komitmen konstitusi untuk 

membangun sistem pemisahan kekuasaan yang lebih seimbang dan 

demokratis (Mahfud, 2010). 

Dalam perspektif hukum tata negara modern, pemisahan 

kekuasaan tidak hanya berfungsi untuk membagi kewenangan, tetapi 

juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan 

kekuasaan melalui konstitusi merupakan syarat utama bagi tegaknya 

negara hukum (Indrati, 2007). Kekuasaan legislatif, meskipun 

mewakili kehendak rakyat, tetap harus dibatasi agar tidak melahirkan 

produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan hak-hak 

warga negara. 

Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia 

pasca-amandemen mengalami pergeseran penting, terutama dalam 

fungsi legislasi (Isra, 2010). DPR tidak lagi berada dalam posisi 

subordinat terhadap Presiden, melainkan menjadi mitra sejajar dalam 

pembentukan undang-undang. Pergeseran ini mempertegas bahwa 

pemisahan kekuasaan di Indonesia berkembang ke arah 

keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional. 

Namun demikian, pemisahan kekuasaan dalam konteks 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip kerja sama antar 

lembaga negara. Hubungan antar cabang kekuasaan negara bersifat 

dialogis, bukan kompetitif (Marzuki, 2006). Setiap lembaga negara 

menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi tetap berada dalam 

satu kerangka tujuan konstitusional yang sama, yaitu mewujudkan 

keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat. 
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Dengan demikian, pemisahan kekuasaan negara dalam perspektif 

konstitusional Indonesia merupakan konsep yang dinamis dan 

kontekstual. Ia tidak dimaknai sebagai pemisahan yang absolut, 

melainkan sebagai sistem pembagian kekuasaan yang disertai 

mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Model ini 

menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan menjadikan 

seluruh lembaga negara sebagai pelaksana mandat konstitusional 

yang harus bertanggung jawab kepada rakyat dan hukum. 

 

Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 

perubahan paling fundamental dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK tidak dapat dilepaskan dari 

semangat reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat prinsip 

negara hukum, demokrasi, serta pemisahan kekuasaan negara secara 

lebih seimbang. Sebelum amandemen UUD 1945, tidak terdapat 

lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-

undang terhadap konstitusi, sehingga supremasi konstitusi belum 

memperoleh jaminan kelembagaan yang memadai (Rasyid, 2007). 

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi pertama kali 

ditegaskan keberadaannya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MK merupakan bagian 

integral dari kekuasaan kehakiman, namun dengan fungsi dan 

kewenangan yang bersifat khusus. Pemisahan kekuasaan kehakiman 

ke dalam dua pilar utama (Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi) merupakan inovasi konstitusional yang bertujuan 

memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan negara (Asshiddiqie, 

2015). 

Di sisi lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara 

eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 24C 

ayat (1) memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-

undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga 
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negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus 

pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 24C ayat (2) mengatur 

kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Pengaturan kewenangan ini menempatkan MK sebagai 

penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir UUD 1945 (Mahendra, 

1996). 

Dari perspektif pemisahan kekuasaan, kewenangan pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan instrumen utama 

dalam membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Tanpa adanya 

judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, produk politik yang 

dihasilkan oleh pembentuk undang-undang berpotensi menyimpang 

dari nilai-nilai konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga 

negara (Mahfud, 2010). Oleh karena itu, keberadaan MK menjadi 

manifestasi nyata dari prinsip checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

Analisis terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum juga memperkuat 

argumentasi konstitusional mengenai pentingnya Mahkamah 

Konstitusi. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara 

negara harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji secara yudisial. 

Negara hukum mensyaratkan adanya lembaga peradilan yang 

independen dan berwenang menguji keabsahan norma hukum 

terhadap norma yang lebih tinggi (Indrati, 2007). Dalam konteks ini, 

MK berfungsi sebagai pengawal hierarki norma hukum dan penjamin 

supremasi konstitusi. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan erat dengan 

penguatan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945. Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil 

pemilihan umum menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya 

diwujudkan melalui mekanisme pemilihan, tetapi juga melalui 

jaminan konstitusional atas proses demokrasi yang jujur dan adil. 

Peran MK dalam sengketa pemilu memperlihatkan fungsi 

konstitusionalnya sebagai pelindung demokrasi substantif, bukan 

sekadar demokrasi prosedural (Isra, 2010). 



Mahkamah Konstitusi dan Pemisahan Kekuasaan Negara 
 

 

31 Fakhry Amin 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering berada pada 

posisi yang sensitif karena putusannya dapat berdampak langsung 

pada konfigurasi kekuasaan politik. Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga yang berada di persimpangan antara hukum dan politik, 

namun tetap harus berpijak pada konstitusi sebagai sumber legitimasi 

utama (Marzuki, 2006). Oleh sebab itu, independensi dan integritas 

hakim konstitusi menjadi syarat mutlak agar MK tidak terjebak dalam 

kepentingan politik praktis. 

Maka dari itu, lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan wujud 

konkret dari upaya konstitusional untuk menyempurnakan sistem 

pemisahan kekuasaan negara di Indonesia. Melalui pengaturan 

kewenangannya dalam UUD 1945, MK berperan sebagai penjaga 

konstitusi, penyeimbang kekuasaan negara, serta pelindung hak-hak 

konstitusional warga negara. Keberadaan MK tidak hanya 

memperkuat struktur ketatanegaraan, tetapi juga menegaskan 

komitmen Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang 

menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. 

 

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and balances 
Sistem checks and balances merupakan elemen kunci dalam 

pemisahan kekuasaan negara modern yang bertujuan mencegah 

dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lainnya. 

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) 

memainkan peran sentral sebagai lembaga yudisial yang menjalankan 

fungsi pengawasan konstitusional terhadap kekuasaan legislatif dan 

eksekutif. Keberadaan MK menegaskan bahwa prinsip checks and 

balances tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilembagakan melalui 

mekanisme hukum yang mengikat. 

Checks and balances dalam negara konstitusional bekerja secara 

efektif apabila terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

menilai dan membatalkan tindakan cabang kekuasaan lain yang 

bertentangan dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2015). Dalam sistem 

Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut 

dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi, khususnya melalui mekanisme 

pengujian undang-undang terhadap UUD sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini menempatkan MK 

sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan legislasi DPR dan Presiden. 
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Peran MK dalam sistem checks and balances tampak nyata dalam 

praktik judicial review. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Komisi 

Yudisial menjadi salah satu contoh penting. Dalam putusan tersebut, 

MK membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim 

konstitusi dengan alasan menjaga independensi kekuasaan 

kehakiman. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya 

mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga menata 

hubungan antar lembaga negara agar tetap sejalan dengan prinsip 

konstitusional. 

Mahfud MD menilai bahwa fungsi checks and balances yang 

dijalankan MK melalui putusan-putusan pengujian undang-undang 

merupakan bentuk pengendalian kekuasaan politik melalui hukum 

(Mahfud, 2010). Dalam perspektif ini, MK bertindak sebagai “rem 

konstitusional” terhadap kecenderungan pembentuk undang-undang 

untuk melampaui batas kewenangannya. Tanpa peran tersebut, 

supremasi konstitusi berpotensi dikalahkan oleh logika mayoritas 

politik di parlemen. 

Selain pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam 

menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara juga 

memperkuat sistem checks and balances. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang melibatkan sengketa 

antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memperlihatkan peran 

MK sebagai penafsir final kewenangan konstitusional lembaga negara. 

Mekanisme ini penting untuk mencegah konflik kewenangan yang 

berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas ketatanegaraan 

(Indrati, 2007). 

Dalam ranah demokrasi elektoral, peran MK dalam memutus 

perselisihan hasil pemilihan umum juga merupakan bagian integral 

dari sistem checks and balances. Putusan MK dalam perkara 

perselisihan hasil pemilu tidak hanya menyelesaikan konflik elektoral, 

tetapi juga memastikan bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara konstitusional. 

Peran ini memperlihatkan fungsi MK sebagai pelindung demokrasi 

substantif, bukan sekadar penjaga prosedur formal pemilu (Isra, 

2010). 
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Namun demikian, penguatan peran MK dalam sistem checks and 

balances tidak terlepas dari kritik. Beberapa putusan MK kerap 

dipandang terlalu progresif dan dianggap memasuki wilayah 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-

undang. Laica Marzuki menyebut fenomena ini sebagai konsekuensi 

logis dari posisi MK yang berada di persimpangan antara hukum dan 

politik (Marzuki, 2006). Meskipun demikian, selama putusan MK 

didasarkan pada penafsiran konstitusi yang argumentatif dan 

rasional, peran aktif tersebut justru memperkuat konstitusionalisme. 

Analisis terhadap berbagai putusan MK menunjukkan bahwa 

lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma, tetapi juga 

sebagai penata ulang relasi kekuasaan negara. MK telah berkembang 

menjadi aktor utama dalam membangun sistem checks and balances 

yang efektif di Indonesia (Sjarif, 2019). Keberadaan MK mendorong 

cabang kekuasaan lain untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan 

kewenangannya, karena setiap tindakan dan produk hukum 

berpotensi diuji dari perspektif konstitusional. 

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama 

dalam sistem checks and balances ketatanegaraan Indonesia. Melalui 

kewenangan konstitusionalnya dan praktik putusan-putusan yang 

berdampak luas, MK berkontribusi secara signifikan dalam menjaga 

keseimbangan kekuasaan negara, menegakkan supremasi konstitusi, 

serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam negara 

hukum demokratis. 

 

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi 

Konstitusional 
Demokrasi konstitusional merupakan konsep yang menempatkan 

demokrasi tidak semata-mata sebagai kekuasaan mayoritas, 

melainkan sebagai sistem pemerintahan yang dibatasi dan diarahkan 

oleh konstitusi. Dalam demokrasi konstitusional, kehendak rakyat 

harus dijalankan dalam kerangka hukum dasar yang menjamin 

perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pembatasan 

kekuasaan negara. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi (MK) 

memiliki peran strategis sebagai institusi yang memastikan bahwa 

praktik demokrasi di Indonesia tetap berada dalam koridor 

konstitusional. 
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Prinsip konstitusionalisme merupakan fondasi utama dalam 

penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegakkan melalui supremasi 

konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, 

dan keberadaan lembaga yang bertugas menjaga agar setiap tindakan 

pemerintah selaras dengan konstitusi. MK dibentuk sebagai institusi 

konstitusional yang memiliki kewenangan utama untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan kewenangan 

tersebut, MK menjadi benteng terakhir untuk memastikan bahwa 

seluruh produk legislasi dan praktik ketatanegaraan tidak 

menyimpang dari norma-norma konstitusional (Amin, 2025). 

Demokrasi tanpa konstitusionalisme berpotensi melahirkan 

tirani mayoritas, sedangkan konstitusionalisme tanpa demokrasi akan 

menjauhkan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2005). Mahkamah 

Konstitusi berfungsi sebagai jembatan antara dua prinsip tersebut 

dengan menjalankan peran pengujian konstitusional terhadap produk 

dan proses demokrasi. Melalui kewenangan yang dimilikinya, MK 

memastikan bahwa proses politik yang demokratis tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diatur dalam UUD 1945. 

Salah satu peran utama MK dalam menjaga demokrasi 

konstitusional adalah melalui kewenangan pengujian undang-undang 

terhadap UUD 1945. Produk legislasi yang lahir dari proses politik di 

DPR dan Presiden tidak selalu menjamin perlindungan hak 

konstitusional warga negara. Mekanisme judicial review oleh MK 

merupakan instrumen korektif terhadap potensi penyimpangan 

demokrasi prosedural yang mengabaikan substansi keadilan dan hak 

asasi manusia (Mahfud, 2011). Dalam hal ini, MK bertindak sebagai 

pengawal hak konstitusional warga negara dari dominasi kepentingan 

politik mayoritas. 

Peran MK dalam menjaga demokrasi konstitusional juga 

tercermin dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. 

Kewenangan ini menunjukkan bahwa pemilu sebagai sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat harus dijamin keadilannya melalui 

mekanisme hukum yang independen. Keberadaan MK dalam sengketa 

pemilu memperkuat legitimasi demokrasi karena memberikan 
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kepastian hukum terhadap hasil pemilihan yang berpotensi 

dipersoalkan secara politis (Isra, 2017). Dengan demikian, MK tidak 

hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai 

penjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam 

menjaga demokrasi konstitusional melalui penyelesaian sengketa 

kewenangan lembaga negara. Sengketa antar lembaga negara sering 

kali dipicu oleh tumpang tindih kewenangan yang berpotensi 

mengganggu stabilitas demokrasi. Mekanisme penyelesaian sengketa 

kewenangan oleh MK merupakan sarana untuk menjaga 

keseimbangan konstitusional antar lembaga negara sekaligus 

memastikan berjalannya pemerintahan secara efektif dan demokratis 

(Indrati, 2007). 

Dalam beberapa putusannya, MK juga menunjukkan peran 

progresif dalam memperluas makna hak-hak konstitusional warga 

negara. Fitriani Ahlan Sjarif dan Pan Faiz Mohammad mencatat bahwa 

MK kerap menafsirkan konstitusi secara dinamis guna merespons 

perkembangan demokrasi dan tuntutan keadilan sosial (Sjarif, 2019). 

Penafsiran konstitusi yang progresif ini memperlihatkan bahwa MK 

tidak hanya menjaga teks konstitusi, tetapi juga nilai-nilai demokrasi 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Namun demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga 

demokrasi konstitusional tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak 

menilai bahwa putusan MK terkadang terlalu jauh memasuki ranah 

kebijakan politik yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk 

undang-undang. Laica Marzuki memandang kondisi ini sebagai dilema 

inheren dalam demokrasi konstitusional, di mana pengadilan 

konstitusi harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap 

proses demokrasi dan kewajiban menjaga supremasi konstitusi 

(Marzuki, 2006). Selama MK tetap berpegang pada argumentasi 

konstitusional yang rasional dan transparan, peran aktif tersebut 

justru memperkuat demokrasi konstitusional. 

Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental 

dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi konstitusional di 

Indonesia. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, 

penyelesaian sengketa pemilu, serta perlindungan hak konstitusional 
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warga negara, MK memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan 

secara prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan. Keberadaan 

MK pada akhirnya menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah 

demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan hukum, bukan semata-

mata kehendak mayoritas politik. 

 

Dinamika, Kritik, dan Tantangan Mahkamah Konstitusi 

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

mengalami dinamika yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan 

Indonesia. Dinamika tersebut tidak hanya terlihat dari semakin 

luasnya peran MK dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, 

tetapi juga dari meningkatnya intensitas interaksi MK dengan cabang 

kekuasaan negara lainnya. Dalam konteks negara demokrasi 

konstitusional, perkembangan ini merupakan konsekuensi logis dari 

kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus penyeimbang 

kekuasaan negara. 

Dinamika Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses 

konsolidasi demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia 

(Asshiddiqie, 2006). Putusan-putusan MK yang bersifat progresif 

sering kali mencerminkan upaya untuk mengisi kekosongan hukum 

atau memperbaiki praktik ketatanegaraan yang tidak sejalan dengan 

semangat UUD 1945. Dalam kerangka ini, MK tidak hanya berfungsi 

sebagai negative legislator yang membatalkan norma undang-undang, 

tetapi dalam batas tertentu juga berperan sebagai penafsir konstitusi 

yang aktif. 

Pada saat yang sama, dinamika tersebut juga melahirkan berbagai 

kritik terhadap Mahkamah Konstitusi. Salah satu kritik utama 

diarahkan pada kecenderungan judicial activism, yakni ketika MK 

dianggap terlalu jauh memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka 

(open legal policy) yang secara konstitusional merupakan 

kewenangan pembentuk undang-undang. Mahfud MD menyatakan 

bahwa ketegangan antara MK dan pembentuk undang-undang 

merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam sistem checks 

and balances, tetapi harus dikelola agar tidak merusak keseimbangan 

kekuasaan negara (Mahfud, 2011). 
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Kritik lain terhadap MK berkaitan dengan konsistensi putusan 

dan kepastian hukum. Beberapa putusan MK dinilai berubah-ubah 

atau tidak sepenuhnya konsisten dengan putusan sebelumnya, 

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai lembaga 

penjaga konstitusi, MK dituntut untuk menjaga stabilitas penafsiran 

konstitusi tanpa mengabaikan kebutuhan akan perkembangan hukum 

(Isra, 2018). Dalam hal ini, tantangan MK adalah menemukan titik 

keseimbangan antara konsistensi dan responsivitas terhadap 

dinamika sosial dan politik. 

Tantangan serius lainnya yang dihadapi Mahkamah Konstitusi 

adalah menjaga integritas dan independensi lembaga. Kepercayaan 

publik terhadap MK sangat bergantung pada integritas hakim 

konstitusi dan transparansi proses pengambilan putusan. Legitimasi 

MK tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga dari 

kepercayaan masyarakat terhadap moralitas dan independensi para 

hakimnya (Marzuki, 2006). Setiap pelanggaran etik atau konflik 

kepentingan berpotensi meruntuhkan wibawa MK sebagai penjaga 

konstitusi. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan 

dalam konteks hubungan antara hukum dan politik. Fitriani Ahlan 

Sjarif dan Pan Faiz Mohammad mencatat bahwa putusan MK sering 

kali memiliki implikasi politik yang luas, terutama dalam perkara 

pemilu dan pengujian undang-undang strategis (Sjarif, 2019). Kondisi 

ini menuntut MK untuk tetap berpegang pada argumentasi hukum 

yang kuat agar tidak dipersepsikan sebagai aktor politik, melainkan 

sebagai lembaga yudisial yang menjalankan mandat konstitusi. 

Di sisi lain, tantangan ke depan bagi Mahkamah Konstitusi juga 

berkaitan dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap 

perlindungan hak konstitusional warga negara. MK harus mampu 

merespons tuntutan keadilan konstitusional tanpa melampaui batas 

kewenangannya sebagai lembaga peradilan (Arsyil, 2017). Hal ini 

menuntut kehati-hatian dalam merumuskan putusan, terutama ketika 

pengujian undang-undang bersentuhan langsung dengan kebijakan 

publik yang berdampak luas. 

Dinamika, kritik, dan tantangan Mahkamah Konstitusi 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perannya dalam sistem 
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demokrasi konstitusional. Kritik terhadap MK seharusnya dipahami 

sebagai mekanisme kontrol publik yang konstruktif untuk 

memperkuat peran dan legitimasi lembaga ini. Ke depan, Mahkamah 

Konstitusi dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara peran 

aktif dalam menegakkan konstitusi dan penghormatan terhadap 

prinsip pemisahan kekuasaan, agar tetap menjadi pilar utama negara 

hukum demokratis di Indonesia. 

 

Penutup 

Pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi dan pemisahan 

kekuasaan negara menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan 

Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 telah mengalami 

transformasi mendasar menuju model demokrasi konstitusional yang 

lebih matang. Pemisahan kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai 

pemisahan yang kaku dan absolut, melainkan sebagai pembagian 

kekuasaan yang bersifat fungsional dan saling terkait dalam kerangka 

checks and balances. Konstitusi menempati posisi sentral sebagai 

hukum tertinggi yang membatasi sekaligus mengarahkan seluruh 

penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai 

institusi kunci yang menjembatani prinsip demokrasi dan 

konstitusionalisme. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan 

sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum, serta menilai dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, menegaskan perannya sebagai penjaga 

konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan politik. Melalui fungsi-

fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berkontribusi langsung dalam 

memastikan bahwa kehendak politik mayoritas tidak melampaui 

batas-batas konstitusional. 

Analisis terhadap praktik dan putusan Mahkamah Konstitusi 

menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai 

penguji norma hukum, tetapi juga sebagai penata ulang relasi 

kekuasaan negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah 

memengaruhi arah perkembangan hukum tata negara, memperkuat 
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perlindungan hak konstitusional warga negara, serta meningkatkan 

kualitas demokrasi substantif. Dalam konteks ini, Mahkamah 

Konstitusi berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan 

proses politik yang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai konstitusi. 

Namun demikian, peran strategis Mahkamah Konstitusi juga 

diiringi oleh dinamika, kritik, dan tantangan yang tidak ringan. 

Tuduhan judicial activism, persoalan konsistensi putusan, serta isu 

integritas dan independensi hakim konstitusi merupakan tantangan 

nyata yang harus dihadapi secara serius. Kritik-kritik tersebut pada 

dasarnya mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap 

Mahkamah Konstitusi sebagai simbol keadilan konstitusional. Oleh 

karena itu, keberlanjutan peran Mahkamah Konstitusi sangat 

bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara 

peran aktif dalam menegakkan konstitusi dan penghormatan 

terhadap batas-batas kewenangan cabang kekuasaan lain. 

Secara reflektif, Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari 

upaya bangsa Indonesia untuk membangun negara hukum 

demokratis yang berlandaskan konstitusi. Keberadaannya 

menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui 

mekanisme elektoral, tetapi harus disertai dengan pengawasan 

konstitusional yang efektif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai 

pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, supremasi 

konstitusi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. 

Pada akhirnya, penguatan Mahkamah Konstitusi bukan hanya 

tanggung jawab internal lembaga tersebut, tetapi juga merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen ketatanegaraan. Selama 

Mahkamah Konstitusi tetap berpijak pada konstitusi, integritas, dan 

rasionalitas hukum, keberadaannya akan terus relevan sebagai 

penjaga demokrasi konstitusional dan penopang utama negara hukum 

Indonesia. 
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Pendahuluan: Dasar Filosofis dan Konstitusional 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki dasar 

filosofis yang kuat, terutama dalam kerangka nomokrasi 

(pemerintahan berdasarkan hukum) dan supremasi konstitusi. Secara 

empiris, pembentukan MK juga dipengaruhi oleh dinamika 

amandemen UUD 1945 dan perbandingan dengan model pengawasan 

konstitusi di negara lain, seperti model Kelsenian. Nomokrasi 

menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, 

bukan kekuasaan semata. MK menjadi manifestasi dari prinsip negara 

hukum (rechtsstaat) dan rule of law, di mana konstitusi menjadi 

hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara (Usman, 2020; 

Pigome, 2011). Supremasi konstitusi mengharuskan seluruh 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara tunduk pada 

konstitusi. MK berperan sebagai penjaga konstitusi (guardian of the 

constitution), memastikan tidak ada norma hukum yang bertentangan 

dengan UUD 1945 (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Usman, 

2020). Secara filosofis, kekuatan putusan MK juga berakar pada 

prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan substantif, serta 

menghidupkan nilai-nilai konstitusional dan ideologi Pancasila dalam 

kehidupan bernegara (Indra et al., 2023; Usman, 2020). 

Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia sangat 

eksekutif-sentris (executive heavy), dengan kekuasaan presiden yang 

dominan dan minim mekanisme checks and balances (Indra et al., 

2023; Sila et al., 2025). Amandemen UUD 1945 (1999–2002) didorong 

oleh tuntutan reformasi untuk memperkuat supremasi hukum, 

membatasi kekuasaan eksekutif, memperluas perlindungan HAM, dan 

membangun sistem demokrasi yang lebih akuntabel (Sila et al., 2025; 

Sumadi et al., 2025). Pembentukan MK menjadi solusi atas 

kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar 

lembaga negara dan sebagai koreksi atas dominasi kekuasaan 

eksekutif di masa lalu (Arifien et al., 2025; Indra et al., 2023; Sila et al., 

2025). 

Model Kelsenian (Austria) menempatkan pengadilan konstitusi 

sebagai lembaga khusus yang berwenang menguji undang-undang 
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terhadap konstitusi (judicial review), berbeda dengan model Amerika 

Serikat yang bersifat difus (semua pengadilan dapat melakukan 

judicial review) (Castillo-Ortiz, 2020; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 

2025). MK Indonesia mengadopsi model Kelsenian, di mana pengujian 

konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh satu lembaga 

khusus, sehingga menjamin konsistensi dan supremasi konstitusi 

(Arifien et al., 2025; Riyadi et al., 2023; El-Ghawati, 2025). Negara-

negara lain seperti Jerman, Hungaria, Turki, dan Afrika Selatan juga 

membentuk MK sebagai respons terhadap kebutuhan membatasi 

kekuasaan rezim otoriter dan memperkuat perlindungan hak 

konstitusional (Indra et al., 2023). Pendirian MK di Indonesia 

merupakan manifestasi filosofi nomokrasi dan supremasi konstitusi, 

lahir dari kebutuhan membatasi kekuasaan dan memperkuat 

perlindungan hak konstitusional pasca amandemen UUD 1945. Model 

pengawasan konstitusi yang diadopsi sejalan dengan model 

Kelsenian, menegaskan peran MK sebagai pilar utama negara hukum 

demokratis. 

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai negative legislator 

hanya membatalkan norma tanpa membentuk norma baru 

merupakan landasan filosofis awal yang diatur dalam UUD 1945 dan 

undang-undang terkait. Namun, tuntutan terhadap peran MK yang 

lebih proaktif (judicial activism) dalam pembangunan hukum nasional 

telah memunculkan dinamika dan pergeseran praktik. Secara 

normatif, MK diberi kewenangan terbatas sebagai negative legislator, 

yaitu membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 

tanpa membentuk norma baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 dan 

57 UU MK, yang melarang MK mengeluarkan amar putusan selain yang 

ditentukan undang-undang, termasuk larangan membentuk norma 

pengganti (Elisabet & Memi, 2019; Nugraha et al., 2020; Hakim & Rasji, 

2019; Bintari, 2012). Prinsip ini didasarkan pada pemisahan 

kekuasaan dan menjaga checks and balances antara lembaga negara 

(Bintari, 2012; Suparto & Zulkifli, 2022). 

Dalam praktik, MK kerap mengambil peran sebagai legislator 

positif, terutama dalam situasi mendesak, kekosongan hukum, atau 

demi keadilan substantif masyarakat. Judicial activism MK muncul saat 

pengadilan menilai pembentuk undang-undang lamban atau tidak 
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responsif, sehingga MK merasa perlu mengisi kekosongan hukum 

untuk mencegah kekacauan atau pelanggaran hak konstitusional 

(Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Prabowo & Wiryanto, 2022; 

Ardhanariswari et al., 2023). Namun, praktik ini menimbulkan 

ketidakkonsistenan dan perdebatan, karena tidak selalu didasarkan 

pada standar yang jelas (Prabowo & Wiryanto, 2022). 

 

Tabel 3.1: Kondisi MK sebagai Negative vs Positive Legislator 

Kondisi 
Negative legislator 

(Filosofis) 

Positive Legislator 

(Praktis) 

Norma 

hukum jelas 

Membatalkan norma Tidak membentuk norma 

baru 

Kekosongan 

hukum 

Tidak membentuk norma 

baru 

Membentuk norma baru 

jika mendesak 

Tuntutan 

keadilan 

Menahan diri (judicial 

restraint) 

Judicial activism, inovasi 

hukum 

Sumber: Elisabet & Memi, 2019; Nugraha et al., 2020; Hakim & Rasji, 

2019; Bintari, 2012; Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Prabowo & 

Wiryanto, 2022; Ardhanariswari et al., 2023 

 

Landasan filosofis MK sebagai negative legislator masih relevan 

secara normatif, namun dalam praktik, tuntutan keadilan dan 

kebutuhan hukum sering mendorong MK bertindak lebih proaktif. 

Pergeseran ini dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap 

memerlukan batasan tegas agar tidak melampaui kewenangan 

legislatif dan menjaga prinsip checks and balances. 

Pemisahan kekuasaan di Indonesia menganut prinsip checks and 

balances, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling 

mengawasi untuk mencegah dominasi satu lembaga. Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji produk legislatif (judicial 

review) bukanlah bentuk intervensi, melainkan mekanisme 

pembatasan kekuasaan legislatif agar tetap sesuai dengan konstitusi. 

Sistem checks and balances ini memastikan tidak ada lembaga 

negara yang berkuasa mutlak. MK berperan sebagai pengawal 

konstitusi, menjaga agar undang-undang yang dibuat legislatif tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi ini justru memperkuat 
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pemisahan kekuasaan, bukan melemahkannya (Pattimahu et al., 2023; 

Hasibuan et al., 2024; Heryansyah & Nugraha, 2020). Kewenangan MK 

menguji undang-undang menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum 

tertinggi. Tafsir konstitusi oleh MK membatasi keleluasaan legislatif 

dan eksekutif, sehingga setiap produk hukum harus tunduk pada UUD 

1945 (Heryansyah & Nugraha, 2020; Triningsih & Agustine, 2020). 

Judicial review oleh MK adalah bentuk pengawasan 

konstitusional, bukan intervensi legislatif. MK tidak membentuk 

norma baru, melainkan memastikan produk legislatif sesuai konstitusi 

(Elisabet & Memi, 2019; Heryansyah & Nugraha, 2020). MK berfungsi 

sebagai penyeimbang, mencegah terjadinya abuse of power oleh 

legislatif maupun eksekutif. Peran ini penting dalam sistem 

presidensial Indonesia yang menuntut adanya pengawasan antar 

lembaga (Pattimahu et al., 2023; Hasibuan et al., 2024; Heryansyah & 

Nugraha, 2020). Kewenangan MK menguji produk legislatif 

merupakan implementasi prinsip checks and balances dan supremasi 

konstitusi, bukan intervensi terhadap kekuasaan legislatif. Hal ini 

justru memperkuat pemisahan kekuasaan dan menjaga 

keseimbangan antar lembaga negara. 

 

Kedudukan dan Sifat Organisasi Mahkamah Konstitusi 

dalam Sistem Ketatanegaraan 

Fokus pada kedudukan konstitusional MK sebagai lembaga negara 

independen (state organ) yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Secara teoritis, subbab ini menganalisis independensi dan 

imparsialitas MK. Secara empiris, jelaskan bagaimana MK berinteraksi 

dan berkoordinasi dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, 

seperti Mahkamah Agung. Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) 

dari pengaruh politik sangat bergantung pada dua aspek utama: 

kemandirian anggaran dan proses rekrutmen/personel. Namun, bukti 

empiris menunjukkan bahwa kedua aspek ini masih menghadapi 

tantangan dalam menjamin kebebasan MK dari intervensi politik. 

MK memiliki kewenangan terbatas sebagai "negative budgeter” 

dan ”positive budgeter” dalam pengujian UU APBN, namun tetap 

bergantung pada alokasi anggaran negara yang ditetapkan eksekutif 
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dan legislatif. Ketergantungan ini berpotensi membuka ruang 

intervensi politik, terutama jika anggaran dapat digunakan sebagai 

alat tekanan (Susanto, 2018). 

Mekanisme pengisian hakim MK melibatkan DPR, Presiden, dan 

MA, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan 

pengaruh politik dalam proses seleksi. Kasus-kasus suap dan 

pemberhentian hakim sebelum masa jabatan berakhir menjadi bukti 

empiris bahwa independensi personal belum sepenuhnya terjamin 

(Alsyam, 2023; Dressel & Inoue, 2018).  

Penelitian berbasis data pada 80 kasus politik besar MK (2004–

2018) menunjukkan bahwa, meski ada persepsi publik tentang 

politisasi, secara statistik tidak ditemukan bukti kuat bahwa latar 

belakang atau jalur pengangkatan hakim memengaruhi keputusan MK 

secara sistematis. Namun, terdapat kecenderungan perilaku strategis 

menjelang akhir masa jabatan (Dressel & Inoue, 2018). Pengukuran 

independensi secara global menggunakan model statistik (de facto 

judicial independence) menilai aspek otonomi anggaran, proses 

rekrutmen, dan pola keputusan pengadilan terhadap pemerintah (Zer 

& Taton, 2015; Brinks & Blass, 2017). Independensi anggaran dan 

personel MK di Indonesia belum sepenuhnya memadai untuk 

menjamin kebebasan dari pengaruh politik. Pengukuran empiris 

menunjukkan adanya tantangan struktural dan perilaku strategis, 

meski tidak selalu berdampak langsung pada putusan. Penguatan 

mekanisme rekrutmen dan otonomi anggaran tetap menjadi agenda 

penting untuk memperkuat independensi MK. 

Agar fungsi pengawasan konstitusi berjalan optimal, hubungan 

struktural Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lembaga legislatif 

(DPR/DPD) dan eksekutif harus didesain berbasis prinsip 

keseimbangan kekuasaan, independensi, dan saling kontrol yang jelas. 

MK harus berdiri independen dari pengaruh legislatif dan eksekutif, 

baik dalam pengangkatan hakim, anggaran, maupun pelaksanaan 

tugas. Independensi ini menjadi syarat utama agar MK dapat menguji 

undang-undang dan kebijakan pemerintah secara objektif (Tupytskyi 

et al., 2020; Herlinanur et al., 2024; Lailam, 2021). Hubungan antara 

MK, DPR/DPD, dan eksekutif harus bersifat horizontal (setara), bukan 

subordinatif. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan mekanisme 
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kontrol yang saling mengawasi, misalnya MK menguji UU hasil 

DPR/DPD dan kebijakan eksekutif, sementara DPR/DPD mengawasi 

pelaksanaan putusan MK (Herlinanur et al., 2024; Bustamin & Jaya, 

2019; Lailam, 2021; Abustan, 2017). Proses pengambilan keputusan, 

baik di MK maupun di legislatif dan eksekutif, harus terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Penguatan mekanisme pelaporan, evaluasi, 

dan partisipasi publik sangat penting (Herlinanur et al., 2024; Alam et 

al., 2025; Indriyani, 2022). Hubungan struktural MK dengan DPR/DPD 

dan eksekutif harus berbasis independensi, keseimbangan 

kewenangan, dan transparansi. Penguatan checks and balances 

menuntut reformasi pengangkatan hakim, perluasan peran DPD, serta 

komitmen semua lembaga untuk saling mengawasi secara efektif demi 

tegaknya konstitusi dan demokrasi. 

 

Komposisi Keanggotaan: Filosofi Hakim Konstitusi dan 

Keseimbangan Profesionalisme 

Metode seleksi tripartit (Presiden, DPR, MA) pada Mahkamah 

Konstitusi (MK) Indonesia dirancang untuk mencerminkan prinsip 

checks and balances. Namun, efektivitasnya dalam menjaga 

independensi dan kualitas putusan MK sangat dipengaruhi oleh 

praktik politik dan transparansi proses seleksi. Keterlibatan tiga 

lembaga negara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, 

terutama jika proses seleksi didominasi pertimbangan politik, bukan 

meritokrasi. Hal ini dapat mengancam independensi dan kredibilitas 

hakim MK (Soedirjo & Santiago, 2024; Alsyam, 2023). Studi empiris 

menunjukkan bahwa hakim yang dipilih melalui proses seleksi yang 

transparan dan partisipatif cenderung lebih independen dalam 

memutus perkara dibandingkan yang dipilih secara tertutup dan 

politis (Ali et al., 2024; Soedirjo & Santiago, 2024). Jika seleksi 

didominasi kepentingan politik, kualitas putusan MK dapat menurun 

karena hakim cenderung loyal pada institusi pengusul, bukan pada 

prinsip keadilan konstitusional (Soedirjo & Santiago, 2024; Alsyam, 

2023; Ali et al., 2024). 

Sistem seleksi campuran (mixed/multi-constituency) seperti di 

Indonesia juga diterapkan di beberapa negara (misal: Italia, Turki, 
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Jerman). Model ini dinilai dapat meningkatkan deliberasi dan 

mencegah dominasi satu cabang kekuasaan, asalkan prosesnya 

transparan dan berbasis merit (Tiede, 2019; Awawda, 2024; Prastiwi 

& Yusdiansyah, 2024). Best practice internasional menekankan 

pentingnya mekanisme seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, 

serta melibatkan pengawasan publik atau komisi independen untuk 

meminimalisir politisasi (Awawda, 2024; Prastiwi & Yusdiansyah, 

2024; Alsyam, 2023). Efektivitas model tripartit sangat bergantung 

pada budaya politik dan tingkat penghormatan terhadap konstitusi di 

suatu negara (Nićiforović, 2025; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024). 

 

Tabel 3.2: Pengaruh Seleksi Tripartit terhadap Independensi MK 

Aspek Seleksi 
Dampak Empiris di 

Indonesia 

Best Practice 

Internasional 

Transparansi 

rendah 

Menurunkan 

independensi, 

kualitas 

Transparansi tinggi 

wajib 

Keterlibatan 

politik 

Potensi loyalitas pada 

pengusul 

Komisi/oversight 

independen 

Meritokrasi Sering diabaikan 
Seleksi berbasis 

kompetensi 

Sumber: Soedirjo & Santiago, 2024; Ali et al., 2024; Alsyam, 2023; 

Awawda, 2024; Ali et al., 2024; Prastiwi & Yusdiansyah, 2024 

 

Metode seleksi tripartit dapat mendukung independensi dan 

kualitas putusan MK jika dijalankan secara transparan, akuntabel, dan 

berbasis merit. Namun, tanpa pengawasan publik dan mekanisme 

seleksi yang jelas, risiko politisasi tetap tinggi. Model ini sejalan 

dengan praktik internasional, tetapi perlu penguatan pada aspek 

transparansi dan akuntabilitas agar benar-benar mencerminkan best 

practice global. 

Kriteria "negarawan" untuk Hakim Konstitusi diatur dalam UUD 

1945 dan undang-undang, namun pengukurannya secara objektif 

masih sangat terbatas dan cenderung normatif. Sementara itu, 

keseimbangan disiplin ilmu di antara hakim MK juga menghadapi 
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tantangan tersendiri. Kriteria "negarawan" dalam konteks hakim MK 

mencakup integritas, kepribadian yang tidak tercela, keadilan, 

penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

jabatan negara (Gusman, 2024; Barhamudin, 2019). Namun, tidak ada 

indikator kuantitatif atau instrumen penilaian objektif yang baku 

untuk mengukur kualitas kenegarawanan (Gusman, 2024; 

Barhamudin, 2019). Penilaian terhadap kenegarawanan seringkali 

didasarkan pada persepsi publik, rekam jejak, dan reputasi moral, 

sehingga rentan terhadap bias politik dan kepentingan institusi 

pengusul (Gusman, 2024). Proses seleksi yang transparan, partisipatif, 

dan berbasis merit dapat membantu menilai aspek kenegarawanan 

secara lebih objektif, meski tetap sulit sepenuhnya lepas dari 

subjektivitas (Gusman, 2024; Barhamudin, 2019). 

Hakim MK idealnya berasal dari berbagai latar belakang keilmuan 

seperti hukum tata negara, administrasi, pidana, dan bidang lain yang 

relevan, agar putusan MK komprehensif dan responsif terhadap isu 

konstitusi (Gusman, 2024). Tidak ada ketentuan eksplisit yang 

mewajibkan proporsi disiplin ilmu tertentu dalam komposisi hakim 

MK. Akibatnya, dominasi satu bidang ilmu (misal: hukum tata negara) 

sering terjadi (Gusman, 2024). Seleksi hakim sebaiknya 

mempertimbangkan keseimbangan keilmuan, misalnya dengan 

menetapkan kuota atau kriteria khusus untuk disiplin ilmu tertentu, 

serta memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan internal 

(Gusman, 2024; Jurdi et al., 2021). Kriteria "negarawan" untuk hakim 

MK sulit diukur secara objektif karena bersifat normatif dan subjektif. 

Untuk menjaga kualitas dan integritas, seleksi harus transparan dan 

berbasis merit. Keseimbangan disiplin ilmu dapat diperkuat dengan 

kebijakan afirmatif dalam seleksi dan evaluasi hakim, agar putusan 

MK tetap kredibel dan multidisipliner. 

 

Struktur Internal Organisasi: Jabatan, Tugas, dan Fungsi 

Administratif 

Pembagian beban kerja dan spesialisasi antar Hakim Konstitusi di 

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia belum diatur secara rinci dalam 

struktur internal MK. Penanganan perkara lebih menekankan pada 
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prinsip kolegialitas dan integritas, bukan pada spesialisasi bidang 

hukum tertentu. Semua perkara di MK diputuskan secara kolektif oleh 

seluruh hakim konstitusi, tanpa pembagian tetap berdasarkan 

spesialisasi bidang hukum. Setiap hakim berhak memberikan 

pendapat hukum (legal opinion), baik dalam bentuk pertimbangan 

utama, concurring opinion, maupun dissenting opinion (Muda, 2021). 

Tidak ditemukan pengaturan formal mengenai pembagian beban 

kerja berdasarkan spesialisasi atau sub-bidang hukum tertentu. Setiap 

hakim terlibat dalam seluruh jenis perkara yang masuk, sehingga 

efisiensi dan konsistensi penanganan perkara sangat bergantung pada 

koordinasi internal dan integritas individu (Muda, 2021). Efisiensi dan 

konsistensi penanganan perkara lebih dijaga melalui pengawasan 

perilaku dan kode etik oleh Dewan Etik serta Majelis Kehormatan MK, 

bukan melalui pembagian spesialisasi (Nurhawa, 2018; Mardiya, 

2017; Sorik et al., 2018). 

Struktur administrasi Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya 

Sekretariat Jenderal, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung 

fungsi judicial review yang cepat dan transparan, terutama 

menghadapi peningkatan volume perkara. Penerapan teknologi 

digital di MK telah meningkatkan transparansi dan akses publik 

terhadap proses judicial review. Namun, masih terdapat kendala 

dalam konsistensi penerapan digitalisasi, seperti keterlambatan 

pembaruan jadwal sidang, kurangnya dasar hukum yang jelas untuk 

publikasi dokumen, dan lambatnya penyajian dissenting opinion. Hal 

ini menunjukkan perlunya percepatan transformasi digital dan 

penguatan prinsip paperless serta contactless service untuk efisiensi 

dan keterbukaan (Setiawan et al., 2024). Peningkatan volume perkara, 

terutama sengketa hasil pemilu, menuntut penyesuaian jumlah dan 

kapasitas staf administrasi. Keterbatasan staf dan sistem pendukung 

dapat menghambat kecepatan penanganan perkara dan transparansi 

proses (Jurdi et al., 2021). Struktur pengawasan etik dan administratif 

di MK masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun jumlah 

staf pendukung, agar dapat menjadi sistem peringatan dini (early 

warning) dan menjaga kepercayaan publik (Jurdi et al., 2021). 

Struktur administrasi MK, khususnya Sekretariat Jenderal, masih 

menghadapi tantangan dalam mendukung judicial review yang cepat 
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dan transparan. Optimalisasi diperlukan melalui digitalisasi, 

penambahan sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan 

internal agar MK mampu merespons lonjakan perkara secara efisien 

dan akuntabel. 

 

Prinsip-Prinsip Peradilan Konstitusi dan Etika Hakim 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPHK) 

dirancang untuk mencegah konflik kepentingan, termasuk yang 

bersumber dari latar belakang politik rekrutmen hakim, melalui 

aturan, larangan, dan mekanisme pengawasan internal yang ketat. 

KEPPHK melarang hakim konstitusi merangkap jabatan sebagai 

pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau 

pegawai negeri. Hakim juga dilarang menerima hadiah, janji, atau 

melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Suparto, 2020; Hukum 

et al., 2024). Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) dan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berwenang menerima 

laporan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, 

termasuk yang terkait nepotisme atau intervensi politik. Sanksi dapat 

berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat (Hukum et al., 

2024; Sorik et al., 2018; Pirdaus et al., 2024). Proses pemeriksaan etik 

dilakukan secara transparan, melibatkan laporan masyarakat dan 

media, serta diatur dalam peraturan internal MK. Putusan etik yang 

terbukti dapat menjadi dasar tindakan hukum lebih lanjut, seperti 

dalam kasus nepotisme (Hukum et al., 2024; Pirdaus et al., 2024). 

KEPPHK secara efektif mencegah konflik kepentingan politik melalui 

larangan tegas, pengawasan internal, dan sanksi yang jelas. Namun, 

efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan yang konsisten, 

penguatan kelembagaan, dan keterbukaan terhadap pengawasan 

eksternal. 

Mekanisme pengawasan etika oleh Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi (MKMK) belum memiliki “gigi” yang memadai 

untuk sepenuhnya menjamin kepercayaan publik terhadap integritas 

MK, terutama jika dibandingkan dengan lembaga pengawas peradilan 

di negara maju. MKMK berwenang memeriksa, memutus, dan 
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menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik hakim konstitusi, termasuk 

sanksi berat seperti pemberhentian dari jabatan ketua MK (Hukum et 

al., 2024; Fernanda et al., 2024; Pirdaus et al., 2024). Prosesnya dapat 

diinisiasi oleh laporan masyarakat atau temuan media (Sibarani & 

Hutahean, 2024; Pirdaus et al., 2024). Pengawasan MKMK bersifat 

internal, tanpa mekanisme banding atau pengawasan eksternal, 

sehingga menimbulkan kekhawatiran soal transparansi, akuntabilitas, 

dan potensi konflik kepentingan (2025; Sibarani & Hutahean, 2024; 

Prakosa et al., 2019). Struktur dan prosesnya masih rentan terhadap 

intervensi internal, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip due 

process dan checks and balances (2025; Sibarani & Hutahean, 2024; 

Prakosa et al., 2019). Kasus pelanggaran etik yang melibatkan pejabat 

tinggi MK menunjukkan sanksi yang dijatuhkan kadang tidak tegas 

dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Fernanda et al., 2024; 

Sinulingga & Pamungkas, 2024; Utama & Erliyana, 2024). 

Lembaga pengawas peradilan di negara maju umumnya 

melibatkan unsur eksternal, memiliki mekanisme banding, dan proses 

yang lebih transparan serta independen. Contoh: Judicial Service 

Commission di Afrika Selatan, National Assembly di Korea Selatan, dan 

Republican Judicial Council di Makedonia (Sibarani & Hutahean, 2024; 

2025). Sistem pengawasan di negara maju dinilai lebih efektif dalam 

menjaga integritas dan kepercayaan publik karena adanya 

pengawasan eksternal dan checks and balances yang kuat (2025; 

Sibarani & Hutahean, 2024; Prakosa et al., 2019). MKMK telah 

berperan dalam menjaga etika hakim konstitusi, namun efektivitasnya 

masih terbatas karena minimnya pengawasan eksternal dan 

mekanisme banding. Untuk menjamin kepercayaan publik, penguatan 

independensi, transparansi, dan checks and balances sangat 

diperlukan, sebagaimana praktik di negara maju. 

 

Lembaga Pendukung (Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal): Fungsi Teknis dan Administratif 

Kualitas dukungan teknis dari Kepaniteraan, khususnya dalam riset 

hukum dan penyusunan naskah putusan, sangat mempengaruhi 

kecepatan dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 
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Dukungan teknis yang baik mempercepat proses, meningkatkan 

akurasi, dan memperkuat argumentasi hukum dalam putusan. 

Kualitas riset hukum yang dilakukan oleh Kepaniteraan sangat 

menentukan ketepatan dan kekuatan argumentasi dalam putusan MK. 

Riset yang komprehensif membantu hakim menemukan preseden, 

menelaah norma, dan mengantisipasi implikasi hukum, sehingga 

putusan menjadi lebih solid dan minim kekeliruan (Mudatsir & 

Samsuri, 2023; Prabowo & Wiryanto, 2022). Penyusunan naskah 

putusan yang sistematis dan jelas, didukung oleh staf teknis yang 

kompeten, mempercepat proses finalisasi dan meminimalisir potensi 

ambiguitas atau kerancuan dalam amar putusan (Mudatsir & Samsuri, 

2023; Prabowo & Wiryanto, 2022).  

Penerapan digitalisasi dalam proses administrasi dan riset 

hukum di MK terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

aksesibilitas, sehingga mempercepat penyusunan dan publikasi 

putusan (Setiawan et al., 2024). Negara-negara maju yang telah 

mengadopsi digitalisasi menunjukkan peningkatan kecepatan dan 

kualitas putusan secara signifikan (Setiawan et al., 2024; Turan & 

Küçüksille, 2025). Dukungan teknis Kepaniteraan yang berkualitas, 

terutama dalam riset hukum, penyusunan naskah, dan digitalisasi, 

sangat krusial untuk mempercepat proses dan meningkatkan kualitas 

putusan MK. Peningkatan kapasitas teknis dan adopsi teknologi 

menjadi kunci agar putusan MK semakin responsif, akurat, dan 

dipercaya publik. 

Digitalisasi proses persidangan melalui e-court di Mahkamah 

Konstitusi (MK) telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi 

para pencari keadilan serta berkontribusi pada pengurangan judicial 

delay, meskipun masih terdapat tantangan infrastruktur dan literasi 

digital. E-court memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan 

dokumen, dan pemantauan proses persidangan secara daring, 

sehingga memudahkan pencari keadilan, terutama di wilayah 

terpencil atau dengan mobilitas terbatas (Setiawan et al., 2024; 

Amarini et al., 2023; Pratiwi et al., 2020). Aplikasi seperti Click 

Constitutional Court juga memperluas akses publik terhadap informasi 

persidangan melalui perangkat mobile (Setiawan et al., 2024). 

Implementasi e-court mempercepat proses administrasi, mengurangi 
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biaya, dan meminimalisir kebutuhan kehadiran fisik, sehingga 

mempercepat penyelesaian perkara (Djamaludin et al., 2023; Pratiwi 

et al., 2020; Amarini et al., 2023). Studi empiris menunjukkan 

peningkatan efisiensi, kepuasan pengguna, dan keandalan sistem, 

meski tantangan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi 

hambatan di beberapa daerah (Djamaludin et al., 2023; Gede, 2025; 

Pratiwi et al., 2020). Tantangan utama meliputi keterbatasan 

infrastruktur, literasi digital rendah, dan resistensi budaya hukum 

konvensional (Djamaludin et al., 2023; Gede, 2025; Pratiwi et al., 

2020). Perlu penguatan regulasi dan sosialisasi agar digitalisasi benar-

benar inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan akses (Setiawan et 

al., 2024; Pratiwi et al., 2020). Digitalisasi e-court di MK telah 

membawa kemajuan signifikan dalam aksesibilitas dan efisiensi, serta 

membantu mengurangi judicial delay. Namun, optimalisasi penuh 

membutuhkan investasi infrastruktur, peningkatan literasi digital, 

dan penyesuaian regulasi agar manfaatnya merata di seluruh 

Indonesia. 

 

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: 

Tinjauan Teori dan Implementasi 

Doktrin yurisdiksi konstitusional menegaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi (MK) hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara 

limitatif diatur dalam UUD 1945, dengan pembatasan agar tidak 

melampaui batas kekuasaan (ultra vires). Secara empiris, berikut 

contoh putusan signifikan untuk setiap kewenangan MK beserta 

refleksi keterbatasan kekuasaan: 

1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial 

review) 

a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 

(UU KPK), Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 (UU Asuransi), 

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 (UU SDA). 

b. Signifikansi: MK menegaskan batas waktu konstitusionalitas 

dan perintah penyesuaian dengan UUD 1945, namun tetap 

membatasi diri pada pengujian norma, bukan pembentukan 

norma baru secara aktif (Ali et al., 2019; Putra, 2022; Nggilu, 

2019). 
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c. Keterbatasan: MK tidak berwenang menguji undang-undang 

ratifikasi perjanjian internasional (Putusan No. 33/PUU-

IX/2011), menegaskan batas yurisdiksi (Pratiwi, 2020). 

 

2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-

XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020 

(sengketa terkait kewenangan Komisi Yudisial). 

b. Signifikansi: MK menafsirkan batas kewenangan lembaga 

negara, misalnya membatasi kewenangan Komisi Yudisial 

dalam seleksi hakim tingkat pertama (Suanro, 2016). 

c. Keterbatasan: MK hanya memutus sengketa antar-lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan UUD, bukan oleh 

undang-undang biasa (Nggilu, 2019; Suanro, 2016). 

 

3. Pembubaran Partai Politik 

Contoh Putusan: Tidak disebutkan secara spesifik dalam data, 

namun doktrin menegaskan MK hanya dapat membubarkan partai 

politik jika memenuhi syarat konstitusional, bukan atas dasar 

pertimbangan politik semata (Nggilu, 2019). 

 

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

a. Contoh Putusan: Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (sengketa 

hasil pilkada). 

b. Signifikansi: MK menegaskan kewenangan permanen dalam 

menyelesaikan sengketa hasil pilkada, namun tetap dalam 

kerangka hukum dan konstitusi (Kamila, 2024). 

c. Keterbatasan: Kewenangan ini bersifat final dan mengikat, 

namun tidak menutup kemungkinan evaluasi ke depan terkait 

kebutuhan badan peradilan khusus (Kamila, 2024). 

 

5. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden 

Contoh Putusan: Tidak ada putusan empiris dalam data, namun 

doktrin menegaskan MK hanya memberi putusan atas pendapat 

DPR jika ada dugaan pelanggaran hukum berat oleh 

Presiden/Wapres (Nggilu, 2019). 
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Secara empiris, MK konsisten menjalankan doktrin yurisdiksi 

konstitusional dengan membatasi diri pada kewenangan yang 

diberikan UUD 1945, serta menegaskan keterbatasan kekuasaan 

melalui putusan-putusan yang menjadi preseden penting dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Doktrin stare decisis (asas preseden) dalam sistem hukum 

Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak diterapkan 

secara mengikat seperti di negara common law, namun putusan-

putusan MK tetap memiliki kekuatan rujukan yang kuat dan bersifat 

final serta mengikat (final and binding). MK tidak secara yuridis terikat 

pada preseden (putusan sebelumnya), baik putusan MK sendiri 

maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, tidak ada larangan 

untuk menggunakannya sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum 

(Sujono, 2022). Setiap putusan MK berlaku erga omnes (untuk semua 

pihak) dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain, sehingga secara 

praktis putusan MK menjadi acuan penting dalam pembentukan 

hukum dan peradilan berikutnya (Putra, 2022; Nugroho, 2019; 

Maulidi, 2019). Dalam praktiknya, MK sering merujuk pada putusan-

putusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan kepastian 

hukum, meskipun secara teoritis tetap dapat melakukan perubahan 

atau penafsiran baru sesuai kebutuhan keadilan dan perkembangan 

masyarakat (Sujono, 2022; Ali et al., 2019; Maulidi, 2019). Secara 

empiris, doktrin stare decisis di MK Indonesia bersifat fleksibel: 

putusan sebelumnya dijadikan rujukan untuk konsistensi, namun 

tidak mengikat secara mutlak. Sifat final dan mengikat putusan MK 

memperkuat peran preseden dalam praktik, meski tetap memberi 

ruang bagi inovasi yudisial demi keadilan konstitusional. 

Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya berperan sebagai 

negative legislator membatalkan norma undang-undang yang 

bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, MK 

kadang bertindak sebagai legislator positif dengan menciptakan 

norma baru, terutama untuk mengisi kekosongan hukum atau 

mencegah kekacauan hukum. Batas antara interpretasi konstitusi dan 

pembuatan kebijakan (policy making) menjadi isu penting dalam 

yurisprudensi MK.  
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Secara prinsip, MK tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk 

membentuk norma hukum baru, karena fungsi legislasi adalah milik 

DPR dan Presiden. Namun, dalam situasi tertentu, misal terjadi 

kekosongan hukum, kebutuhan mendesak, atau demi keadilan 

substantif, MK dapat menafsirkan atau bahkan membentuk norma 

baru melalui putusan bersyarat (conditionally constitutional/ 

unconstitutional) (Yadjitala, 2025; Nugraha et al., 2020; Elisabet & 

Memi, 2019; Ru'ati et al., 2022). Contoh empiris: Putusan MK No. 

21/PUU-XII/2014 dan No. 46/PUU-XIV/2016 menunjukkan 

perbedaan: pada No. 21/PUU-XII/2014, MK membentuk norma baru 

karena tidak ada sanksi pidana, sedangkan pada No. 46/PUU-

XIV/2016, MK menahan diri dan menyerahkan pembentukan norma 

pidana kepada pembentuk undang-undang (Elisabet & Memi, 2019; 

Suratno, 2018). 

MK menafsirkan norma agar sesuai dengan UUD 1945, misal 

dengan memperluas atau mempersempit makna pasal tanpa 

menambah substansi baru yang bersifat kebijakan (Ru'ati et al., 2022; 

Suratno, 2018). Jika putusan MK sampai merumuskan norma baru 

yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (misal, 

menetapkan sanksi pidana baru atau mengatur detail kebijakan), 

maka MK telah melampaui batas sebagai negative legislator (Elisabet 

& Memi, 2019; Fauzani & Rohman, 2020; Maulidi, 2019). MK sering 

menahan diri (judicial restraint) dan menyatakan bahwa suatu norma 

adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi 

kewenangan pembentuk undang-undang, bukan ranah MK (Fauzani & 

Rohman, 2020; Mubarok, 2020; Gusman, 2024). 

 

Tabel 3.3: Perbedaan Empiris Interpretasi Konstitusi vs. 

Pembuatan Kebijakan 

Aspek 

Interpretasi 

Konstitusi 

(Yudisial) 

Pembuatan 

Kebijakan 

(Legislatif) 

Contoh 

Putusan 

Kewenangan 

MK 

Menafsirkan, 

memperluas/ 

mempersempit 

norma 

Membentuk norma 

baru, menetapkan 

sanksi 

46/PUU-

XIV/2016 
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Batasan Tidak menambah 

substansi baru 

Menambah 

substansi/kebijakan 

baru 

21/PUU-

XII/2014 

Sikap MK Judicial restraint, 

open legal policy 

Judicial activism, 

ultra petita 

10/PUU-

III/2005, 

dst 

Sumber: Elisabet & Memi, 2019; Ru'ati et al., 2022; Suratno, 2018; 

Fauzani & Rohman, 2020; Maulidi, 2019 

 

MK dapat membentuk "hukum baru" secara terbatas dalam 

kondisi khusus, namun harus membedakan antara interpretasi 

konstitusi (yudisial) dan pembuatan kebijakan (legislatif). Batasnya 

terletak pada tidak memasuki ranah kebijakan yang menjadi domain 

pembentuk undang-undang, serta menahan diri melalui prinsip 

judicial restraint dan open legal policy. 

 

Aspek Keuangan dan Anggaran Mahkamah Konstitusi: 

Otonomi dan Akuntabilitas 

Perencanaan, pengajuan, dan pertanggungjawaban anggaran 

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur mengikuti prinsip umum 

pengelolaan keuangan negara, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan 

pengawasan publik. Namun, secara empiris, tingkat transparansi dan 

akuntabilitas MK masih menghadapi tantangan jika dibandingkan 

dengan lembaga negara lain. Anggaran MK direncanakan berdasarkan 

kebutuhan tahunan, disusun secara rinci dan spesifik sesuai visi, misi, 

dan program kerja lembaga. Kejelasan sasaran anggaran menjadi 

kunci agar dapat dipertanggungjawabkan (Gunawan & Rasji, 2023). 

Pengajuan anggaran MK dilakukan melalui mekanisme APBN, 

mengikuti prosedur yang berlaku untuk seluruh lembaga negara. 

Proses ini melibatkan pembahasan bersama pemerintah dan DPR, 

dengan batasan agar tidak terjadi intervensi antar lembaga (Yunus & 

Faraby, 2014). MK wajib menyusun laporan keuangan secara periodik, 

mengikuti standar akuntansi pemerintah, dan menyampaikannya 

kepada publik serta lembaga pengawas eksternal seperti BPK. 

Laporan ini harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses masyarakat 

(Sitorus et al., 2025; Gunawan & Rasji, 2023). 
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Secara umum, transparansi anggaran di Indonesia meningkat 

melalui sistem e-budgeting dan e-reporting, namun implementasinya 

di MK masih menghadapi tantangan terkait keterbukaan informasi 

dan akses publik (Sitorus et al., 2025; Yuliana, 2024). Lembaga 

eksekutif dan legislatif cenderung lebih terdorong untuk membuka 

data anggaran karena tekanan politik dan partisipasi publik yang lebih 

tinggi. Akuntabilitas MK didukung oleh mekanisme pengawasan 

internal dan eksternal, serta kewajiban pelaporan keuangan. Namun, 

secara empiris, tingkat partisipasi publik dan pengawasan masyarakat 

terhadap anggaran MK masih lebih rendah dibandingkan lembaga 

eksekutif atau pemerintah daerah (Sitorus et al., 2025; Gunawan & 

Rasji, 2023; Yuliana, 2024). Kejelasan sasaran anggaran dan 

transparansi terbukti meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga 

pemerintah, termasuk MK. Namun, kualitas sumber daya manusia dan 

budaya organisasi juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

prinsip-prinsip tersebut (Gunawan & Rasji, 2023; Sitorus et al., 2025). 

Secara regulasi, MK menerapkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Namun, secara empiris, 

transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran MK 

masih tertinggal dibandingkan lembaga negara lain, terutama 

eksekutif dan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas SDM dan 

budaya organisasi menjadi kunci untuk memperkuat akuntabilitas 

dan transparansi di MK. 

Ketergantungan finansial Mahkamah Konstitusi (MK) pada 

persetujuan anggaran oleh DPR berpotensi menjadi ancaman 

terhadap independensi institusional MK, khususnya saat menangani 

perkara yang sensitif secara politik. Ketergantungan pada persetujuan 

anggaran DPR dapat membuka ruang bagi intervensi atau tekanan 

politik, terutama jika DPR tidak puas dengan putusan MK yang 

bertentangan dengan kepentingan politik mereka. Tekanan ini dapat 

berupa pengurangan, penundaan, atau pengawasan ketat terhadap 

anggaran MK (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023). 

Studi tentang pelemahan MK menyoroti bahwa selain intervensi 

dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim, tekanan eksternal 

juga dapat terjadi melalui mekanisme anggaran, yang berpotensi 

mengganggu independensi dan objektivitas MK dalam memutus 
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perkara (Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023). Dalam kasus yang 

sangat politis, seperti pengujian undang-undang pemilu atau perkara 

yang menyangkut kepentingan elite politik, DPR dapat menggunakan 

kontrol anggaran sebagai alat tekanan tidak langsung terhadap MK 

(Salsabil, 2024; Gunawan & Rasji, 2023; Atqiya et al., 2024). 

Secara normatif, independensi MK dijamin oleh UUD 1945 dan 

peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman harus bebas dari intervensi pihak lain, termasuk eksekutif 

dan legislatif (Gunawan & Rasji, 2023; Atqiya et al., 2024). Namun, 

dalam praktiknya, tekanan politik tetap terjadi, baik melalui 

mekanisme anggaran maupun tindakan lain seperti recall hakim oleh 

DPR, yang secara nyata mengancam independensi MK (Salsabil, 2024; 

Gunawan & Rasji, 2023). Penguatan mekanisme pengawasan, 

transparansi, dan reformasi struktural sangat diperlukan untuk 

meminimalisir potensi ancaman ini (Salsabil, 2024). Ketergantungan 

finansial MK pada persetujuan DPR secara empiris dapat menjadi 

celah bagi intervensi politik, terutama dalam perkara sensitif. 

Penguatan perlindungan institusional dan transparansi anggaran 

sangat penting untuk menjaga independensi MK sebagai penjaga 

konstitusi. 

Mekanisme audit dan pengawasan internal di Mahkamah 

Konstitusi (MK) sangat penting untuk memastikan otonomi anggaran 

tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi prinsip 

akuntabilitas publik. Audit kinerja dan pengendalian internal terbukti 

secara signifikan meningkatkan akuntabilitas publik. Audit kinerja 

memberikan evaluasi independen atas efektivitas, efisiensi, dan 

kepatuhan penggunaan anggaran, sehingga mencegah 

penyalahgunaan otonomi anggaran (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 

2023). Pengendalian internal yang baik meliputi sistem pelaporan 

keuangan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, serta pemberian 

saran perbaikan kepada manajemen. Hal ini memastikan setiap 

penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparan (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 2023; Amiq et al., 2024). 

Audit internal juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap 

potensi kecurangan, korupsi, atau penyimpangan prosedur, sehingga 

memperkuat tata kelola dan integritas lembaga (Amiq et al., 2024). 
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Akuntabilitas publik tercapai jika hasil audit dan pengawasan 

internal disampaikan secara terbuka melalui laporan keuangan yang 

dapat diakses publik, serta adanya pengawasan eksternal oleh 

lembaga seperti BPK (Salihi, 2022; Pamungkas et al., 2023). Kualitas 

audit dan pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh independensi 

auditor, profesionalisme, serta penerapan standar pengendalian yang 

ketat (Amiq et al., 2024). Audit kinerja dan pengendalian internal 

secara bersama-sama dapat mempengaruhi akuntabilitas publik 

hingga 64,8%, menunjukkan peran vital kedua mekanisme ini dalam 

menjaga kepercayaan masyarakat (Salihi, 2022). Audit kinerja dan 

pengawasan internal yang kuat di MK dapat menjamin otonomi 

anggaran tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi 

akuntabilitas publik. Keterbukaan hasil audit dan pengawasan, serta 

independensi auditor, menjadi kunci utama dalam menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran MK. 

 

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara 

Lainnya 

Hubungan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Presiden, DPR, DPD, 

dan MA membentuk pola interaksi yang kompleks dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, teori kelembagaan 

(institutionalism) menekankan pentingnya institusi sebagai aktor 

yang membentuk, membatasi, dan mengarahkan perilaku politik serta 

hukum melalui norma, aturan, dan mekanisme formal (Passchier & 

Stremler, 2023; Ansell, 2020; Fioretos et al., 2016). Teori kelembagaan 

melihat MK sebagai institusi yang tidak hanya berperan sebagai 

penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penyeimbang (balancer) dalam 

sistem checks and balances. Hubungan antar-lembaga negara 

dipengaruhi oleh struktur formal (aturan konstitusi), norma, serta 

dinamika kekuasaan yang berkembang seiring waktu (Passchier & 

Stremler, 2023; Ansell, 2020; Fioretos et al., 2016). Perubahan pasca-

amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan 

dan menempatkan MK sejajar dengan lembaga negara lain, sehingga 

interaksi antar-lembaga menjadi lebih horizontal dan fungsional 

(Anwar & Mosshananza, 2023; Arfan & Rohman, 2023; Herlinanur et 

al., 2024). 
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Secara empiris, hubungan MK dengan lembaga negara lain 

terwujud melalui beberapa mekanisme formal. Presiden dan DPR 

terlibat aktif dalam pembahasan dan pengesahan UU, sementara DPD 

berperan dalam memberikan pertimbangan, meski kewenangannya 

lebih terbatas dibanding DPR. MK berperan sebagai penguji 

konstitusionalitas UU, dan putusannya bersifat final dan mengikat 

(Patra, 2018; Kartika, 2021; Hantoro, 2016). Implementasi putusan 

MK seringkali memerlukan koordinasi dengan DPR, Presiden, dan MA. 

Namun, secara empiris, terdapat kendala seperti kurangnya 

mekanisme penegakan, perbedaan penafsiran, dan lemahnya political 

will, sehingga tidak semua putusan MK direspons secara optimal oleh 

lembaga terkait (Flassy et al., 2025; Lumbuun, 2018; Ningrum et al., 

2022; Hariri & Arifin, 2025). Dalam kasus judicial review, MA wajib 

menunda proses pengujian jika materi yang sama sedang diuji di MK, 

menunjukkan adanya mekanisme koordinasi formal antara dua 

lembaga yudisial (Ningrum et al., 2022; Hantoro, 2016). 

Data menunjukkan hanya sekitar 54% putusan MK yang dipatuhi 

sepenuhnya oleh lembaga terkait; sisanya dipatuhi sebagian, tidak 

dipatuhi, atau belum jelas implementasinya (Ningrum et al., 2022; 

Hariri & Arifin, 2025). DPR dan Presiden kadang mengabaikan atau 

menunda pelaksanaan putusan MK, terutama dalam isu-isu sensitif, 

yang menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan politik dalam 

pola hubungan antar-lembaga (Flassy et al., 2025; Lumbuun, 2018; 

Ningrum et al., 2022). Diperlukan penguatan mekanisme komunikasi, 

pengawasan, dan sanksi agar hubungan antar-lembaga berjalan 

efektif dan prinsip checks and balances tetap terjaga (Patra, 2018; 

Hariri & Arifin, 2025; Herlinanur et al., 2024). Secara teoritis, 

hubungan MK dengan lembaga negara lain menegaskan pentingnya 

institusi sebagai aktor utama dalam tata kelola negara. Secara empiris, 

efektivitas hubungan ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme 

komunikasi formal, koordinasi, dan komitmen politik untuk 

menegakkan prinsip checks and balances serta supremasi konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial atau sulit 

diimplementasikan sering menghadapi hambatan kepatuhan dari 

eksekutif maupun legislatif. Faktor utama penghambat adalah 

lemahnya mekanisme penegakan, kurangnya political will, dan 
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ketiadaan sanksi tegas (Hariri & Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; 

Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 

2025). Banyak putusan MK bersifat deklaratif dan tidak memiliki 

perangkat eksekusi langsung, sehingga implementasinya sangat 

bergantung pada kemauan lembaga terkait (Hariri & Arifin, 2025; 

Phiau et al., 2025; Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati et al., 2021; 

Amanta & Hurni, 2025). Penundaan atau pengabaian sering terjadi 

karena pertimbangan politik, terutama jika putusan menyentuh isu 

sensitif atau mengancam kepentingan partai penguasa (Hariri & 

Arifin, 2025; Hukum et al., 2025; Sumodiningrat, 2023). Tidak adanya 

aturan pelaksana atau batas waktu implementasi menyebabkan 

putusan MK “menggantung” tanpa tindak lanjut (Hariri & Arifin, 2025; 

Phiau et al., 2025; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025). 

 

Strategi Efektif Menjamin Kepatuhan 

1. Penguatan Regulasi: Perlu revisi undang-undang untuk mengatur 

batas waktu implementasi, sanksi administratif, dan mekanisme 

pengawasan khusus terhadap pelaksanaan putusan MK (Hariri & 

Arifin, 2025; Phiau et al., 2025; Sumodiningrat, 2023; Sulistyowati 

et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025). 

2. Pembentukan Lembaga Pengawas/Eksekutor: Usulan 

pembentukan badan khusus atau unit eksekusi untuk memantau 

dan menindaklanjuti implementasi putusan MK (Hariri & Arifin, 

2025; Sulistyowati et al., 2021; Amanta & Hurni, 2025). 

3. Keterlibatan Masyarakat dan Media: Meningkatkan tekanan publik 

melalui advokasi, pelibatan media, dan partisipasi masyarakat sipil 

agar lembaga negara lebih akuntabel (Hariri & Arifin, 2025; Hukum 

et al., 2025; Sumodiningrat, 2023). 

4. Harmonisasi Proses Legislasi: Memasukkan kewajiban 

menindaklanjuti putusan MK ke dalam prosedur pembentukan 

peraturan perundang-undangan (Sumodiningrat, 2023; Lubis, 

2025). 

Tanpa penguatan mekanisme hukum, pengawasan, dan sanksi, 

MK sulit menjamin kepatuhan lembaga negara atas putusan yang 

kontroversial. Reformasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas, 

dan tekanan publik menjadi kunci efektivitas implementasi putusan 

MK. 
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Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) secara 

empiris mempengaruhi agenda politik dan prioritas legislatif. DPR 

melalui dua mekanisme utama: efek langsung (pembatalan/ 

pengubahan norma) dan efek tidak langsung (shadow effect). Hal ini 

mencerminkan peran MK sebagai policy-maker tidak langsung. 

Putusan MK yang membatalkan atau mengubah norma hukum 

memaksa DPR untuk menyesuaikan atau merevisi undang-undang, 

sehingga agenda legislasi DPR harus mengakomodasi putusan 

tersebut (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; Fikriya et al., 

2024). 

DPR sering melakukan penyesuaian kebijakan secara pre-

emptive, yaitu mengantisipasi kemungkinan judicial review dengan 

merancang undang-undang yang lebih “aman” secara konstitusional. 

Hal ini terjadi karena DPR menyadari potensi pembatalan jika 

bertentangan dengan konstitusi (Ja & Stiansen, 2021; Schroeder, 

2022; Vanberg, 1998; Gabel et al., 2024). Judicial review mendorong 

DPR untuk lebih memperhatikan aspek konstitusionalitas dalam 

proses legislasi, meski kadang terjadi resistensi atau upaya 

“mengakali” putusan MK (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; 

Fikriya et al., 2024). 

Studi terbaru menunjukkan MK Indonesia mulai berperan 

sebagai legislator positif, tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga 

menambah atau mengarahkan substansi hukum, seperti pada Putusan 

90/PUU-XXI/2023 (Tatawu & Tawai, 2023; Fikriya et al., 2024). Peran 

ini menimbulkan ketegangan antara fungsi legislatif DPR dan yudikatif 

MK, namun juga memperkuat perlindungan hak konstitusional warga 

negara (Tatawu & Tawai, 2023; Akmal et al., 2020; Fikriya et al., 2024). 

Judicial review membentuk pola legislasi yang lebih berhati-hati dan 

responsif terhadap putusan MK, sehingga MK berperan sebagai policy-

maker secara tidak langsung (Pavone & Stiansen, 2021; Schroeder, 

2022; Vanberg, 1998; Gabel et al., 2024). Secara empiris, judicial 

review oleh MK memaksa dan mendorong DPR menyesuaikan agenda 

politik dan prioritas legislasi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini menegaskan peran MK sebagai policy-maker tidak 

langsung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
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Penutup: Tantangan Organisasi dan Masa Depan Mahkamah 

Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menghadapi tantangan 

struktural dan organisasi yang semakin kompleks, mulai dari 

integritas hakim hingga efisiensi penyelesaian sengketa pemilu hingga 

adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Secara filosofis, peran MK 

juga diuji dalam konteks konstitusionalisme global yang menuntut 

keterbukaan dan harmonisasi dengan standar internasional. Kasus 

pelanggaran etik dan intervensi politik dalam proses rekrutmen 

hakim menurunkan kepercayaan publik dan kredibilitas MK. 

Reformasi mendesak diperlukan untuk memperkuat independensi, 

transparansi, dan pengawasan etik, termasuk pembentukan lembaga 

pengawas internal yang efektif (Jaya, 2025; Ibrahim, 2024). 

MK menghadapi beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, dan 

kompleksitas pembuktian dalam sengketa pemilu. Tekanan politik 

dan ekspektasi publik di era digital memperberat tantangan menjaga 

netralitas dan kualitas putusan (Wahanisa et al., 2025; Nainggolan et 

al., 2025). Digitalisasi proses peradilan dapat meningkatkan 

transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi. Namun, implementasi 

teknologi masih belum optimal dan membutuhkan penguatan tata 

kelola, prinsip paperless, serta layanan daring yang terstandar 

(Setiawan et al., 2024; Poyarkov, 2025). 

MK kini dituntut berperan sebagai penjaga konstitusi yang tidak 

hanya nasional, tetapi juga terbuka terhadap norma dan praktik 

internasional. Konsep “open constitutionalism” menekankan dialog 

antara sistem hukum nasional dan global, serta pentingnya 

harmonisasi dengan standar hak asasi manusia universal (Poyarkov, 

2025; Kopcha, 2024). Tantangan integritas, efisiensi, dan adaptasi 

teknologi menuntut reformasi struktural dan organisasi MK. Secara 

filosofis, relevansi MK di masa depan terletak pada kemampuannya 

beradaptasi dengan konstitusionalisme global. Reformasi seleksi 

hakim, digitalisasi, manajemen perkara, dan keterbukaan 

internasional menjadi kunci penguatan MK ke depan. 

Krisis kepercayaan publik akibat pelanggaran etik di Mahkamah 

Konstitusi (MK) menuntut reformasi mendesak pada aspek organisasi 
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dan struktur. Langkah-langkah berikut dipandang krusial untuk 

segera dilakukan demi memulihkan legitimasi MK. Pertama, 

penguatan dan reformasi dewan etik serta majelis kehormatan 

melalui penguatan kewenangan dan independensi Dewan Etik Hakim 

Konstitusi (DE-HK) agar mampu menindak tegas pelanggaran etik, 

termasuk memperluas kewenangan pemanggilan pihak terkait dan 

memperjelas mekanisme sanksi (Mardiya, 2017; Nurhawa, 2018; 

Sorik et al., 2018). Majelis Kehormatan harus konsisten dan 

transparan dalam menegakkan sanksi, seperti pemberhentian tidak 

hormat pada pelanggaran berat, serta memastikan pengawasan 

berjalan efektif dan tidak sekadar formalitas (Nurhawa, 2018; Sorik et 

al., 2018). Kedua, reformasi mekanisme rekrutmen hakim. Seleksi 

hakim harus lebih transparan, akuntabel, dan berbasis integritas serta 

kenegarawanan, bukan sekadar kompromi politik. Perlu keterlibatan 

panitia ad hoc independen untuk meminimalisir konflik kepentingan 

(Zulfikar, 2016; Alsyam, 2023), yang diikuti dengan pengetatan 

persyaratan integritas dan rekam jejak calon hakim, serta evaluasi 

berkala terhadap kinerja dan perilaku hakim (Zulfikar, 2016; Alsyam, 

2023). Ketiga, sinergi pengawasan eksternal dengan memperkuat 

peran Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim MK, termasuk 

mekanisme rekomendasi sanksi yang mengikat dan pendidikan etik 

berkelanjutan (Mamulai, 2019). Keempat, transparansi, partisipasi 

publik, dan good governance, melalui peningkatan transparansi proses 

persidangan, putusan, dan pengawasan etik melalui digitalisasi dan 

keterbukaan informasi (Yuliana, 2024), sekaligus mendorong 

partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran etik, 

serta melibatkan masyarakat sipil dalam evaluasi kinerja MK (Yuliana, 

2024). Pemulihan legitimasi MK membutuhkan reformasi 

menyeluruh: penguatan pengawasan etik, seleksi hakim berbasis 

integritas, sinergi pengawasan eksternal, serta transparansi dan 

partisipasi publik. Langkah-langkah ini esensial untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjaga marwah MK 

sebagai penjaga konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memperluas akses keadilan 

konstitusional bagi masyarakat melalui inovasi digital, namun tetap 

harus menjaga kualitas dan kedalaman analisis putusan. 
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Keseimbangan ini dapat dicapai dengan strategi yang terukur dan 

berorientasi pada prinsip good judicial governance. Implementasi 

sistem peradilan berbasis teknologi informasi (e-court, paperless, 

contactless service) meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 

aksesibilitas bagi pencari keadilan, termasuk kelompok rentan 

(Setiawan et al., 2024; Hasan & Rupa, 2021; Hakim et al., 2021). 

Namun, digitalisasi harus disertai pelatihan SDM, perlindungan data, 

dan kepatuhan pada standar hukum dan etika (Setiawan et al., 2024; 

Hakim et al., 2021). 

MK telah mengembangkan delapan layanan berbasis ICT untuk 

memperluas akses, seperti direktori putusan online dan sistem 

informasi perkara, yang terbukti meningkatkan kepuasan dan akses 

masyarakat (Hakim et al., 2021). Penggunaan antarmuka digital yang 

ramah pengguna, edukasi literasi hukum, serta penyederhanaan 

prosedur pengajuan perkara secara daring dapat mengurangi 

hambatan akses, khususnya bagi masyarakat awam (Setiawan et al., 

2024; Djuraev et al., 2025). Digitalisasi tidak boleh mengorbankan 

kedalaman analisis. Proses digital harus tetap mengedepankan prinsip 

due process online, menjaga independensi, transparansi, dan 

akuntabilitas hakim, serta memastikan putusan tetap berbasis 

argumentasi hukum yang kuat (Saputra et al., 2022; Reiling & Contini, 

2022). Digitalisasi memungkinkan MK memperluas akses keadilan 

konstitusional tanpa mengorbankan kualitas putusan, asalkan diiringi 

tata kelola yang baik, perlindungan hak, edukasi publik, dan 

penguatan kapasitas internal. Keseimbangan inovasi dan kualitas 

analisis menjadi kunci keberhasilan di era digital governance. 
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Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengujian undang-undang 

terhadap konstitusi (constitutional review atau judicial review) 

merupakan instrumen fundamental dalam menjaga supremasi 

konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Konstitusi tidak 

hanya diposisikan sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai 

pedoman utama pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme kelembagaan yang efektif untuk memastikan 

bahwa tindakan legislatif dan eksekutif tidak menyimpang dari nilai-

nilai konstitusional. 

Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

lembaga yudisial khusus yang berwenang menguji konstitusionalitas 

undang-undang serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Untuk 

memahami posisi dan karakter Mahkamah Konstitusi Indonesia 

secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan perbandingan 

dengan sistem pengawal konstitusi di negara lain. Negara-negara yang 

dipilih dalam pembahasan ini adalah Australia, Amerika Serikat, Korea 

Selatan, dan Jerman, mewakili variasi model pengujian konstitusional, 

baik yang terpusat (concentrated review), tersebar (diffuse review), 

maupun yang sama sekali meniadakan pengujian konstitusional oleh 

pengadilan. Pendekatan perbandingan difokuskan pada empat 

aspek utama: (1) kewenangan atau otoritas konstitusional; (2) 

struktur dan komposisi hakim; (3) mekanisme pengangkatan hakim; 

dan (4) jenis perkara atau putusan yang dapat diajukan 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai hasil dari 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, khususnya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang bertujuan 

memperkuat prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan 

mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menandai pergeseran 

penting dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi, 

dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang 

mengikat seluruh cabang kekuasaan negara (Cahyawati & Azharil, 

2023). 
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Dalam struktur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi 

berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka. Peran utama Mahkamah 

Konstitusi adalah sebagai guardian of the constitution, yakni menjaga 

agar undang-undang dan praktik ketatanegaraan tidak menyimpang 

dari norma dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Melalui 

kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 

Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki 

kompetensi untuk menyatakan konstitusionalitas atau 

inkonstitusionalitas suatu undang-undang secara final dan mengikat 

(Eddyono, 2024). 

1. Komposisi dan Pengangkatan Hakim Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi. 

Mekanisme pengangkatan hakim dirancang untuk mencerminkan 

prinsip keseimbangan kekuasaan antar cabang negara, dengan 

melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dewan 

Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-

masing mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi yang 

selanjutnya diangkat oleh Presiden. Model ini dimaksudkan untuk 

mencegah dominasi satu cabang kekuasaan dalam pembentukan 

Mahkamah Konstitusi serta menjaga independensi lembaga 

peradilan konstitusional (Jumiati, 2019). 

Pada awal pembentukannya, masa jabatan hakim konstitusi 

ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. 

Namun, perubahan signifikan terjadi setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan masa jabatan 

hakim konstitusi menjadi satu kali masa jabatan selama 15 tahun 

atau sampai mencapai usia 70 tahun. Perubahan ini memicu 

perdebatan akademik yang luas, terutama terkait potensi 

pengaruhnya terhadap prinsip independensi hakim dan 

mekanisme akuntabilitas kekuasaan kehakiman (Lindsey, 2024). 

Selain pengaturan masa jabatan, undang-undang juga 

menetapkan persyaratan bagi hakim konstitusi, antara lain 

berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia paling rendah 

40 tahun, serta memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, 

dan pengalaman di bidang hukum atau pernah menduduki jabatan 
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hukum tertentu. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 

dipilih secara internal oleh dan dari antara para hakim konstitusi. 

 

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang 

tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 

empat kewenangan konstitusional utama. Pertama, menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, 

memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketiga, memutus 

pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum, yang mencakup pemilihan presiden 

dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala 

daerah (Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 2023). 

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga 

memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, hingga saat 

ini kewenangan impeachment tersebut belum pernah digunakan 

untuk memeriksa langsung presiden atau wakil presiden, 

sementara kewenangan lain, khususnya pengujian undang-undang 

dan sengketa hasil pemilu, secara aktif dan rutin dijalankan. 

 

3. Jenis Perkara dan Sifat Putusan 

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara yang 

diajukan oleh warga negara, kelompok masyarakat, lembaga 

negara, partai politik, maupun DPR, sepanjang memenuhi syarat 

kedudukan hukum (legal standing). Dalam praktik, perkara 

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan jenis 

perkara yang paling dominan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri. 

Hal ini menunjukkan peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam 

menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan 

mengoreksi produk legislasi yang berpotensi bertentangan dengan 

konstitusi (Eddyono, 2024). 
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Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat 

(final and binding), sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. 

Apabila suatu norma undang-undang dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945, norma tersebut kehilangan kekuatan hukum 

mengikat sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi tidak 

dapat bertindak atas inisiatif sendiri (ex officio), melainkan hanya 

memeriksa perkara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

pihak yang berkepentingan. Dengan karakter kewenangan dan 

sifat putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peran 

strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi serta menjaga 

keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

(Cahyawati & Azharil, 2023). 

 

Australia (High Court  of Australia) 

Berbeda dengan Indonesia yang menganut model centralized 

constitutional review melalui Mahkamah Konstitusi, Australia 

menerapkan sistem pengujian konstitusional yang bersifat diffuse dan 

terintegrasi dalam sistem peradilan umum. Tidak terdapat Mahkamah 

Konstitusi khusus. Sebaliknya, kewenangan pengujian konstitusional 

dijalankan oleh pengadilan biasa, dengan High Court  of Australia 

sebagai otoritas yudisial tertinggi dalam menafsirkan dan 

menegakkan Konstitusi Australia (Gageler, 2023). 

Konstitusi Australia (Commonwealth of Australia Constitution Act 

1900) tidak secara eksplisit menyebut istilah judicial review. Namun, 

pada dasarnya sejak putusan awal Marbury-style Australia dalam 

Australian Communist Party v Commonwealth (1951), High Court  

secara konsisten menegaskan kewenangannya untuk menilai 

konstitusionalitas undang-undang federal maupun negara bagian. 

Dengan demikian, judicial review di Australia berkembang melalui 

praktik yurisprudensial, bukan perumusan tekstual eksplisit dalam 

konstitusi (Twomey, 2019). 

1. Kedudukan dan Struktur High Court  of Australia 

The High Court  of Australia merupakan puncak kekuasaan 

kehakiman nasional dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem 

federal Australia. Selain berfungsi sebagai pengadilan banding 

tertinggi, High Court  memiliki original jurisdiction dalam perkara- 
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perkara konstitusional tertentu serta appellate jurisdiction 

atas pengadilan negara bagian dan federal. Melalui kewenangan 

tersebut, High Court  menjadi institusi utama dalam menjaga 

pembagian kekuasaan antara Persemakmuran dan negara bagian 

(federal balance) (High Court  of Australia, n.d.). 

Komposisi High Court  terdiri dari tujuh orang hakim, 

termasuk Chief Justice. Para hakim diangkat oleh Gubernur Jenderal 

atas nasihat pemerintah federal. Tidak seperti Indonesia, tidak 

terdapat keterlibatan langsung parlemen atau lembaga yudisial 

lain dalam proses nominasi. Masa jabatan hakim berlangsung 

hingga mencapai usia pensiun konstitusional, yaitu 70 tahun. Pada 

dasarnya model ini mencerminkan pendekatan Australia yang 

menekankan stabilitas institusional dan profesionalisme yudisial 

dibandingkan mekanisme representatif antar cabang kekuasaan 

(Gageler, 2023). 

 

2. Kewenangan Pengujian Konstitusional 

Kewenangan pengujian konstitusional High Court  mencakup 

penilaian terhadap kesesuaian undang-undang federal dan negara 

bagian dengan Konstitusi Australia. Pengujian ini terutama 

berfokus pada pembagian kewenangan legislatif antara 

Commonwealth dan negara bagian, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 51 Konstitusi. Dalam konteks ini, High Court  berfungsi 

sebagai penafsir final atas batas-batas kekuasaan legislatif dalam 

sistem federal (Twomey, 2019). 

Selain pengujian pembagian kewenangan, High Court  juga 

mengembangkan doktrin-doktrin konstitusional tidak tertulis, 

yang paling menonjol adalah implied freedom of political 

communication. 

Doktrin ini pertama kali ditegaskan dalam perkara Australian 

Capital Television v Commonwealth (1992) dan Nationwide News v 

Wills (1992), dan kemudian dipertegas dalam Lange v Australian 

Broadcasting Corporation (1997). Melalui doktrin ini, High Court  

menegaskan bahwa kebebasan komunikasi politik merupakan 

prasyarat struktural bagi sistem demokrasi perwakilan yang diatur 

oleh Konstitusi Australia, meskipun tidak secara eksplisit 

tercantum sebagai hak konstitusional tertulis (Reynolds, 2018). 
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3. Jenis Perkara dan Karakter Putusan 

Perkara konstitusional di Australia dapat diajukan oleh individu, 

negara bagian, atau pemerintah federal sepanjang terdapat matter 

atau sengketa hukum yang nyata. The High Court  tidak 

memberikan advisory opinions, sehingga seluruh pengujian 

konstitusional harus berangkat dari perkara konkret. Hal ini 

membedakan sistem Australia dari beberapa negara yang 

memungkinkan pengujian abstrak atau preventif (Gageler, 2023). 

Putusan High Court  bersifat final dan mengikat bagi seluruh 

yurisdiksi di Australia. Apabila suatu undang-undang dinyatakan 

inkonstitusional, undang-undang tersebut tidak berlaku sejak awal 

(invalid ab initio). Dengan demikian, meskipun Australia tidak 

memiliki Mahkamah Konstitusi khusus, fungsi penjagaan 

konstitusi tetap dijalankan secara efektif melalui peran High Court  

sebagai pengawal supremasi konstitusi dan federalisme (Twomey, 

2019). 

 

Amerika Serikat (Mahkamah Agung AS) 

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang secara 

yurisprudensial mengembangkan doktrin judicial review, meskipun 

Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 tidak secara eksplisit 

menyebut kewenangan tersebut. Kewenangan pengujian 

konstitusional lahir dari praktik peradilan melalui putusan 

monumental Marbury v. Madison (1803), di mana Mahkamah Agung 

Amerika Serikat (Supreme Court of the United States) menegaskan 

kewenangannya untuk menyatakan undang-undang Kongres 

bertentangan dengan Konstitusi dan karenanya tidak berlaku 

(Corwin, 1914). 

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, tidak terdapat 

Mahkamah Konstitusi khusus. Judicial review dijalankan oleh seluruh 

pengadilan dalam sistem peradilan federal dan negara bagian (diffuse 

constitutional review), dengan Mahkamah Agung sebagai penafsir 

konstitusi tertinggi dan final. Model ini kemudian menjadi rujukan 

awal bagi banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun dalam 

bentuk yang telah dimodifikasi secara institusional. 
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1. Kedudukan dan Struktur Mahkamah Agung Amerika Serikat 

Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan pengadilan 

tertinggi dalam sistem peradilan federal dan memiliki peran 

sentral dalam menafsirkan Konstitusi, hukum federal, dan 

perjanjian internasional. Mahkamah Agung terdiri dari sembilan 

hakim (justices), yaitu satu chief justice dan delapan associate 

justices. Jumlah ini tidak ditentukan oleh Konstitusi, melainkan oleh 

undang-undang federal (U.S. Courts, n.d.). 

Para hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden dan 

harus memperoleh persetujuan (advice and consent) dari Senat. 

Setelah diangkat, hakim menjabat seumur hidup (during good 

behavior), kecuali mengundurkan diri, wafat, atau diberhentikan 

melalui mekanisme impeachment. Model masa jabatan seumur 

hidup ini dimaksudkan untuk menjamin independensi yudisial dari 

tekanan politik jangka pendek (Congress.gov, n.d.). 

 

2. Kewenangan Pengujian Konstitusional 

Kewenangan judicial review Mahkamah Agung Amerika Serikat 

mencakup pengujian konstitusionalitas undang-undang federal 

maupun undang-undang negara bagian, serta tindakan eksekutif. 

Pengujian ini hanya dapat dilakukan dalam konteks perkara 

konkret (case or controversy), sesuai dengan Pasal III Konstitusi 

Amerika Serikat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak 

memberikan advisory opinions dan tidak melakukan pengujian 

abstrak atas undang-undang (U.S. Courts, n.d.). 

Dalam praktiknya, judicial review di Amerika Serikat 

berkembang melalui preseden (case law). Mahkamah Agung 

berperan menentukan standar konstitusional dalam berbagai 

bidang, seperti pemisahan kekuasaan, federalisme, hak-hak sipil, 

dan kebebasan berekspresi. Putusan-putusan Mahkamah Agung 

mengikat seluruh pengadilan di bawahnya melalui prinsip stare 

decisis, meskipun Mahkamah Agung tetap dapat mengubah 

preseden sebelumnya dalam kondisi tertentu. 

 

3. Jenis Perkara dan Karakter Putusan 

Perkara konstitusional di Amerika Serikat dapat diajukan oleh 

individu, korporasi, atau pemerintah, sepanjang memenuhi syarat 
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standing, ripeness, dan mootness. Sebagian besar perkara yang 

sampai ke Mahkamah Agung berasal dari proses banding (appellate 

jurisdiction), sementara yurisdiksi asli (original jurisdiction) 

Mahkamah Agung bersifat terbatas, misalnya dalam sengketa antar 

negara bagian. 

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Apabila 

suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, undang-

undang tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sejak 

awal (void ab initio). Namun, berbeda dengan Mahkamah 

Konstitusi di beberapa negara, Mahkamah Agung Amerika Serikat 

tidak memiliki kewenangan khusus untuk membatalkan undang-

undang secara erga omnes melalui satu putusan abstrak; efek 

pembatalan berkembang melalui penerapan preseden dalam 

perkara-perkara selanjutnya (Corwin, 1914). 

Dengan demikian, sistem Amerika Serikat mencerminkan 

model judicial supremacy, di mana Mahkamah Agung memiliki 

otoritas penafsiran konstitusi yang dominan, meskipun secara 

teoritis tetap berada dalam kerangka checks and balances antara 

cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

 

Korea Selatan (Mahkamah Konstitusi Korea) 

Korea Selatan menganut sistem dual apex courts, yakni pemisahan 

antara Mahkamah Agung (Supreme Court of Korea) sebagai pengadilan 

puncak untuk perkara perdata dan pidana, serta Mahkamah 

Konstitusi Korea (Constitutional Court of Korea) sebagai lembaga 

khusus yang menangani perkara konstitusional. Mahkamah Konstitusi 

Korea didirikan berdasarkan Konstitusi Republik Korea tahun 1987 

dan mulai beroperasi pada 1988, sebagai respons langsung atas 

transisi demokrasi pasca gerakan rakyat tahun 1987. Pembentukan 

lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin supremasi konstitusi, 

perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan kembalinya 

otoritarianisme (Hong, 2019; Constitutional Court of Korea, n.d.-a). 

Dalam desain ketatanegaraan Korea Selatan, Mahkamah 

Konstitusi diposisikan sebagai guardian of the Constitution yang 

berdiri terpisah dari struktur peradilan biasa. Model ini menempatkan 

Korea Selatan secara teoretis dekat dengan tradisi Mahkamah 
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Konstitusi Eropa Kontinental, khususnya Jerman, meskipun dengan 

karakteristik institusional yang khas (Hong, 2019). 

Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi Korea terdiri atas sembilan orang. 

hakim konstitusi. Seluruh hakim secara formal diangkat oleh 

Presiden Republik Korea, namun proses pengusulan calonnya dibagi 

secara seimbang di antara tiga cabang kekuasaan negara. Tiga hakim 

diajukan oleh Majelis Nasional (parlemen), tiga oleh Ketua Mahkamah 

Agung, dan tiga lainnya diajukan langsung oleh Presiden. Seluruh 

calon harus melalui proses confirmation hearing di Majelis Nasional 

sebelum dilantik secara resmi oleh Presiden (Constitutional Court of 

Korea, n.d.-b). 

Hakim konstitusi harus memiliki kualifikasi profesional di bidang 

hukum dan diangkat untuk masa jabatan enam tahun, dengan 

kemungkinan untuk diangkat kembali satu kali. Ketua Mahkamah 

Konstitusi ditunjuk oleh Presiden dari antara para hakim konstitusi, 

dengan persetujuan Majelis Nasional. Mekanisme ini mencerminkan 

prinsip representasi dan keseimbangan antar cabang kekuasaan 

(inter-branch representation), yang dimaksudkan untuk memperkuat 

legitimasi demokratis dan independensi lembaga (Hong, 2019). 

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Korea 

Berdasarkan Pasal 111–113 Konstitusi Republik Korea dan 

Constitutional Court Act, Mahkamah Konstitusi Korea memiliki 

yurisdiksi eksklusif atas lima kategori perkara konstitusional utama 

(Constitutional Court of Korea, n.d.-c). 

Pertama, pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial 

review). Pengujian ini pada umumnya dilakukan melalui mekanisme 

rujukan dari pengadilan biasa (constitutional review on referral), 

apabila hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa undang-

undang yang relevan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. 

Model ini serupa dengan konkrete Normenkontrolle dalam sistem 

Jerman (Hong, 2019). 

Kedua, perkara impeachment, yaitu kewenangan untuk memutus 

permohonan pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk 

presiden. Kewenangan ini memperoleh perhatian internasional 

setelah Mahkamah Konstitusi Korea menguatkan pemakzulan 
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Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, yang menjadi tonggak 

penting penegakan akuntabilitas konstitusional di Asia Timur 

(Constitutional Court of Korea, 2017). 

Ketiga, pembubaran partai politik, yaitu kewenangan untuk 

membubarkan partai yang dinilai bertentangan dengan tatanan 

demokrasi dasar. Kewenangan ini pernah digunakan dalam perkara 

pembubaran Unified Progressive Party pada tahun 2014, yang 

menunjukkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menjaga 

demokrasi konstitusional (Venice Commission, 2015). 

Keempat, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga 

negara, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar 

lembaga konstitusional negara. 

Kelima, pengaduan konstitusional individu (constitutional 

complaint), yakni mekanisme yang memungkinkan warga negara 

mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah Konstitusi apabila 

hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian 

pemerintah. Mekanisme ini merupakan ciri khas sistem Korea Selatan 

dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai forum perlindungan 

hak asasi yang efektif, bahkan tanpa harus melalui seluruh tahapan 

peradilan biasa terlebih dahulu (Constitutional Court of Korea, n.d.-d). 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Korea paling sering 

menangani perkara pengujian undang-undang dan pengaduan 

konstitusional individu, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan 

berekspresi, hak politik, dan prinsip kesetaraan. Perkara perdata dan 

pidana biasa tetap berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung, kecuali 

jika menyentuh isu konstitusional secara langsung. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea bersifat final dan mengikat 

seluruh organ negara. Dalam perkara tertentu, Mahkamah juga dapat 

memberikan efek penangguhan (suspensive effect) terhadap 

pelaksanaan undang-undang sampai putusan konstitusional 

dijatuhkan. Sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi Korea secara 

konsisten memainkan peran sentral dalam penguatan demokrasi 

konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia (Hong, 2019). 
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Jerman (Bundesverfassungsgericht: Mahkamah Konstitusi 

Federal) 
Jerman menganut model pengujian konstitusional terpusat 

(concentrated constitutional review) yang dijalankan oleh Mahkamah 

Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht atau BVerfG). 

Mahkamah ini dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan Grundgesetz 

1949 (Undang-Undang Dasar Federal Jerman) sebagai respons 

terhadap pengalaman historis pemerintahan otoriter pada masa Nazi, 

dengan tujuan utama menjamin supremasi konstitusi, demokrasi, dan 

perlindungan hak-hak dasar warga negara 

(Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

Berbeda dengan Mahkamah Agung biasa, BVerfG merupakan 

organ konstitusional tersendiri yang tidak berada dalam hierarki 

peradilan umum. Mahkamah ini berfungsi sebagai guardian of the 

constitution dengan kewenangan eksklusif untuk menafsirkan dan 

menegakkan Grundgesetz secara mengikat terhadap seluruh lembaga 

negara (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

1. Komposisi dan Pengangkatan Hakim 

Mahkamah Konstitusi Federal terdiri atas 16 hakim konstitusi yang 

terbagi ke dalam dua senat, masing-masing beranggotakan delapan 

hakim. Kedua senat memiliki kewenangan yang setara dan 

menangani jenis perkara konstitusional yang berbeda 

(Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

Pengangkatan hakim dilakukan melalui mekanisme 

pembagian kekuasaan legislatif federal dan negara bagian. 

Sebanyak delapan hakim dipilih oleh Bundestag (Parlemen 

Federal) dan delapan lainnya oleh Bundesrat (perwakilan negara-

negara bagian), masing-masing dengan persyaratan mayoritas dua 

pertiga suara. Setelah dipilih, hakim secara formal diangkat oleh 

Presiden Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

Hakim Mahkamah Konstitusi Federal harus berusia minimal 

40 tahun, memiliki kualifikasi hukum penuh, dan menjabat selama 

12 tahun tanpa kemungkinan dipilih kembali, atau hingga 

mencapai usia pensiun wajib 68 tahun. Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah dipilih secara bergiliran oleh Bundestag dan Bundesrat, 

mencerminkan keseimbangan federal dalam struktur 

ketatanegaraan Jerman (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 
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2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal diatur secara rinci 

dalam Pasal 93–100 Grundgesetz dan Federal Constitutional Court 

Act (BVerfGG). Kewenangan tersebut meliputi beberapa jenis 

perkara utama (Bundesverfassungsgericht, n.d.-b): 

a. Pengaduan Konstitusional (Verfassungsbeschwerde) 

Setiap individu atau badan hukum dapat mengajukan 

pengaduan langsung ke Mahkamah jika merasa hak 

konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang, tindakan 

administratif, atau putusan pengadilan. Mekanisme ini 

menjadikan perlindungan hak dasar di Jerman bersifat langsung 

dan efektif (Bundesverfassungsgericht, n.d.-c). 

b. Pengujian Undang-Undang secara Abstrak (Abstrakte 

Normenkontrolle) 

Pemerintah federal, pemerintah negara bagian, atau seperlima 

anggota Bundestag dapat meminta Mahkamah menilai 

konstitusionalitas suatu undang-undang tanpa harus menunggu 

adanya perkara konkret. Mekanisme ini bersifat preventif dan 

menjaga konsistensi sistem hukum (Bundesverfassungsgericht, 

n.d.-b). 

c. Pengujian Undang-Undang secara Konkret (Konkrete 

Normenkontrolle) 

Jika pengadilan biasa meragukan konstitusionalitas suatu 

undang-undang yang akan diterapkan dalam perkara konkret, 

pengadilan tersebut wajib merujuk persoalan konstitusionalnya 

ke Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht, 

n.d.-b). 

d. Sengketa Kewenangan Konstitusional 

Mahkamah berwenang memutus sengketa antar lembaga 

negara federal maupun antara pemerintah federal dan negara-

negara bagian (Länder), terutama terkait pembagian 

kewenangan konstitusional (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

e. Pemilihan Umum dan Partai Politik 

Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk 

mengadili sengketa konstitusional terkait pemilu federal serta 

memutus pembubaran partai politik yang terbukti mengancam 
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tatanan demokrasi bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 

Grundgesetz (Bundesverfassungsgericht, n.d.-a). 

 

3. Jenis Perkara dan Kekuatan Putusan 

Dalam praktiknya, mayoritas perkara yang diterima oleh 

Mahkamah Konstitusi Federal adalah pengaduan konstitusional 

individu, yang mencerminkan kuatnya orientasi perlindungan hak 

asasi dalam sistem hukum Jerman (Bundesverfassungsgericht, 

n.d.-c). Selain itu, Mahkamah secara aktif memutus pengujian 

undang-undang baik secara abstrak maupun konkret, serta 

sengketa federal dan konstitusional strategis lainnya. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal bersifat final dan 

mengikat secara erga omnes. Apabila suatu undang-undang 

dinyatakan bertentangan dengan Grundgesetz, norma tersebut 

dinyatakan tidak berlaku dan gugur dari sistem hukum. Dengan 

demikian, BVerfG memainkan peran sentral dalam menjaga 

supremasi konstitusi, prinsip negara hukum (Rechtsstaat), 

federalisme, dan demokrasi konstitusional di Jerman 

(Bundesverfassungsgericht, n.d.-b). 

 

Kesimpulan Perbandingan 
1. Model Kelembagaan: Terpusat vs. Tersebar 

Kelima negara menunjukkan dua model besar pengujian 

konstitusionalitas undang-undang: 

a. Model Terpusat (Centralized Constitutional Review) Dianut oleh: 

1) Indonesia 

2) Korea Selatan 

3) Jerman 

Dalam model ini, satu lembaga khusus (Mahkamah 

Konstitusi/Federal Constitutional Court) memiliki kewenangan 

eksklusif untuk menafsirkan dan menguji konstitusi. Model ini 

mencerminkan tradisi Eropa Kontinental (model Kelsenian) yang 

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the 

constitution secara eksplisit. 

b. Model Tersebar (Decentralized/Diffuse Judicial review) Dianut 

oleh: Amerika Serikat dan Australia 
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Pengujian konstitusional dilakukan oleh pengadilan biasa, 

dengan mahkamah agung sebagai otoritas tertinggi. Tidak terdapat 

mahkamah konstitusi khusus. Model ini berakar pada tradisi 

common law, di mana konstitusionalisme berkembang melalui 

preseden yudisial. 

 

2. Kedudukan dan Peran Konstitusional 

a. Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman secara tegas 

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga 

konstitusi, dengan mandat eksplisit dalam konstitusi. 

b. Amerika Serikat dan Australia tidak menggunakan istilah 

tersebut secara formal, tetapi Mahkamah Agung berfungsi de 

facto sebagai penjaga konstitusi melalui doktrin judicial 

supremacy (AS) dan constitutional interpretation (Australia). 

Perbedaannya terletak pada: 

1) Indonesia dan Korea Selatan: fungsi konstitusional bersifat 

eksplisit dan normatif. 

2) Amerika Serikat: fungsi tersebut berkembang melalui 

yurisprudensi (Marbury v. Madison). 

3) Australia: lebih restriktif, dengan pendekatan legalistik dan 

kehati-hatian yudisial. 

 

3. Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim 

Semua negara berupaya menjaga keseimbangan cabang 

kekuasaan, tetapi dengan desain yang berbeda: 

 

Tabel 4.1: Komposisi dan Mekanisme Pengangkatan Hakim 

Negara Jumlah 
Hakim 

Pola Pengangkatan 

Indonesia 9 DPR, Presiden, MA masing-masing 3 

Korea Selatan 9 Presiden (3), Parlemen (3), Ketua MA (3) 

Jerman 16 Bundestag & Bundesrat 
Amerika 
Serikat 

9 Presiden dengan persetujuan Senat 

Australia ±7 Pemerintah federal (eksekutif) 

Sumber: Data diolah penulis 
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Catatan penting: 
a. Indonesia dan Korea Selatan paling eksplisit menerapkan prinsip representasi tiga 

cabang kekuasaan. 
b. Jerman menekankan legitimasi federal dan parlementer. 
c. Amerika Serikat dan Australia lebih menonjolkan dominasi eksekutif, meskipun 

dikontrol melalui mekanisme politik. 

 

4. Ruang Lingkup Kewenangan 

Perbandingan kewenangan menunjukkan tingkat aktivisme 

konstitusional yang berbeda: 

a. Jerman dan Korea Selatan memiliki kewenangan paling luas, 

termasuk: 

1) Pengaduan konstitusional individu 

2) Impeachment 

3) Pembubaran partai politik 

b. Indonesia memiliki kewenangan signifikan, tetapi belum 

mengenal constitutional complaint individu secara eksplisit. 

c. Amerika Serikat dan Australia tidak mengenal: 

1) Pembubaran partai politik oleh pengadilan 

2) Pengaduan konstitusional langsung oleh warga negara 

Hal ini menunjukkan bahwa Eropa dan Asia Timur cenderung 

lebih protektif terhadap hak konstitusional warga negara. 

 

5. Sifat Putusan dan Dampak Konstitusional 

a. Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman: putusan bersifat final dan 

mengikat secara erga omnes, serta dapat membatalkan norma 

hukum. 

b. Amerika Serikat dan Australia: Putusan berlaku melalui 

preseden dan secara formal tidak membatalkan undang-

undang, tetapi meniadakan penerapannya. 

c. Dari perspektif kepastian hukum, model terpusat lebih jelas dan 

sistematis, sedangkan model tersebar lebih fleksibel tetapi 

bergantung pada perkembangan yurisprudensi. 

 

6. Implikasi bagi Konstitusionalisme 

Secara keseluruhan: 

a. Jerman dan Korea Selatan merepresentasikan model 

konstitusionalisme substantif dan progresif, dengan 

perlindungan HAM yang kuat. 
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b. Indonesia berada dalam posisi transisional: telah mengadopsi 

desain kelembagaan modern, tetapi masih menghadapi 

tantangan konsistensi dan legitimasi etik. 

c. Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa 

konstitusionalisme tidak selalu membutuhkan Mahkamah 

Konstitusi khusus, tetapi sangat bergantung pada tradisi hukum 

dan budaya yudisial. 
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Pendahuluan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi dan 

pelindung hak konstitusional warga negara (Konstitusi 2010). Oleh 

karenanya prosedur pengajuan perkara ke MK merupakan instrumen 

utama untuk mewujudkan keadilan konstitusional secara konkret dan 

tegas (Mahfud et al. 2010; Widiarto 2019). 

Melalui mekanisme permohonan yang diatur secara rinci dalam 

UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), setiap 

pemohon yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang atau oleh 

sengketa kewenangan tertentu diberi jalan untuk meminta penilaian 

dan koreksi konstitusional. 

Dalam praktik, akses berperkara ke MK tidak hanya menyangkut 

aspek formal (siapa yang berhak mengajukan, objek apa yang dapat 

dipersoalkan, dan bagaimana bentuk permohonan) melainkan juga 

aspek substantif, seperti konstruksi kerugian konstitusional dan 

kualitas argumentasi hukum yang diajukan pemohon (Rishan 2021). 

Oleh karena itu, memahami prosedur pengajuan kasus ke MK bukan 

semata persoalan teknis kepaniteraan, tetapi juga bagian dari strategi 

litigasi konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, 

mengoreksi kebijakan legislatif, dan menjaga keseimbangan antar 

lembaga negara. 

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi 

peradilan, MK mengembangkan prosedur pengajuan permohonan 

baik secara langsung (luring) maupun secara elektronik melalui 

sistem permohonan online yang diatur dan dijelaskan dalam laman 

resmi Kepaniteraan MK. Inovasi ini dimaksudkan untuk memperluas 

akses terhadap keadilan konstitusional, mengurangi hambatan 

geografis dan administratif, serta memastikan bahwa prosedur 

berperkara tetap sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan. 

Bab ini menguraikan mengenai prosedur pengajuan 

kasus/perkara ke MK sesuai dengan kewenangan MK, antara lain 

(Hukumonline 2022; Mahkamah Konstitusi RI n.d.): 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 
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2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. Memutus pembubaran partai politik; dan 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

 

Prosedur Pengajuan Perkara Pengujian Undang-Undang 

(PUU)  

Menurut Mardian Wibowo (2022), pokok-pokok hukum acara 

pengujian undang-undang (baik formil maupun materiil) prosedurnya 

meliputi: 

1. Pemohon mengajukan permohonan; 

2. Pemeriksaan kelengkapan/persyaratan permohonan; 

3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara); 

4. Sidang Pendahuluan I (memeriksa permohonan); 

5. Sidang Pendahuluan II (memeriksa perbaikan permohonan); 

6. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi; 

7. Sidang Pleno Pemeriksaan I; 

8. Sidang Pleno Pemeriksaan …; 

9. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi; 

10. Sidang Pengucapan Putusan; dan 

11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara. 

Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi 

terhadap pengujian formil dan materiil sama. Salah satu yang 

membedakan ialah mengenai daluarsa dan parameter pengujian. 

Pengujian formil dibatasi jangka waktu paling lama 45 (empat puluh 

lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengujian formil 

tidak mengenal daluarsa. Yang kedua mengenai parameter pengujian 

pada pengujian formil batu uji nya ialah pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang (UU atau 

Perppu) yang dibentuk berdasar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan 

berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

(didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan). 
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Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang, tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas: 

1. Pengajuan Permohonan 

“Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi secara luring (offline) atau secara daring (online) atau 

melalui media elektronik lainnya. Pengajuan Permohonan 

sekurang-kurangnya terdiri atas:” 

a. Permohonan; 

b. Fotokopi identitas Pemohon; 

c. Fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau 

d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART). 

 

Permohonan sekurang-kurangnya memuat: 

a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, 

kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat 

elektronik; 

b. Uraian yang jelas mengenai: 

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi; 

2) Kedudukan hukum Pemohon; 

3) Alasan Permohonan. 

c. Petitum pengujian formil: 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau 

Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi 

ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu 

berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a 

quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3) Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia; 

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

2. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3; 

Buku Pengajuan Permohonan Elektronik, disingkat e-BP3, adalah 

buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai 
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nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan 

mengenai nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok 

permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh pemohon. 

3. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan; 

4. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2; 

5. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan permohonan; 

6. Penyampaian laporan Permohonan dalam Rapat 

Permusyawaratan Hakim (RPH); 

7. Pencatatan Permohonan dalam e-BRP K; 

8. Penyampaian salinan Permohonan;  

9. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;  

10. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;  

11. Pemeriksaan Pendahuluan;  

12. Pemeriksaan Persidangan;  

13. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;  

14. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan  

15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah. 

 

Prosedur Pengajuan Perkara Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara (SKLN)  
Perkara SKLN ini harus disebutkan dalam permohonan pemohon, 

lembaga mana yang menjadi termohon yang merugikan 

kewenangannya yang diperoleh dari UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi 

2010:177). Dalam Pasal 61 UU MK menegaskan bahwa: 

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (subjectum litis) yang mempunyai kepentingan langsung 

terhadap kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis).  

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya 

tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan 

kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan 

jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Jadi alasan 

permohonan (fundamentum petendi) harus jelas untuk dapat 

diajukan di depan Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman 

Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga 
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Negara menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi 

pemohon atau termohon dalam perkara SKLN adalah DPR, DPD, MPR, 

Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lain yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

Pasal 5 PMK Nomor 08/PMK/2006 menyebutkan bahwa 

permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: 

1. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama 

lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga 

negara;  

2. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;  

3. Uraian yang jelas tentang: a. Kewenangan yang dipersengketakan; 

b. Kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut; c. 

Hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 

Permohonan dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan 

ditandatangani oleh presiden atau pimpinan lembaga negara yang 

mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain dibuat dalam bentuk 

tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format digital yang 

tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa 

disket, cakram padat (compact disk), atau yang sejenisnya. 

Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara 

diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Permohonan tertulis dan/atau 

format digitalnya (soft copy) diajukan kepada Mahkamah melalui 

Kepaniteraan. Permohonan tersebut harus disertai alat bukti 

pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau 

surat/dokumen pendukung. Alat-alat bukti tertulis yang diajukan, 

seluruhnya dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dengan bukti yang 

asli diberi materai secukupnya. Apabila pemohon bermaksud 

mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon harus menyertakan daftar 

ahli dan/atau saksi yang akan memberi keterangan yang berisi 

identitas, keahlian, kesaksian, dan pokok-pokok keterangan yang akan 

diberikan. Dalam hal pemohon belum mengajukan ahli dan/atau saksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon masih dapat 

mengajukan ahli dan/atau saksi selama dalam pemeriksaan 

persidangan. Sebelum memasuki tahapan penjadwalan dan panggilan 

sidang, terdapat tahapan pemeriksaan administrasi dan registrasi 

melalui petugas kepaniteraan.  
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Prosedur Pengajuan Perkara Pembubaran Partai Politik 
Prosedur pengajuan perkara pembubaran partai politik ke MK diatur 

dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam 

Pembubaran Partai Politik. Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwa 

Partai Politik dapat dibubarkan oleh MK apabila: 

1. Ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; dan/atau  

2. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang 

ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa 

Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. 

Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai 

politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Tata cara mengajukan 

permohonan dalam Pasal 4 s/d 6 PMK 12 Tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5.1: Permohonan Pembubaran Partai Politik 

Sumber: Data dioleh penulis 
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Prosedur Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 

MK berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berwenang 

dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam 

berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan dan 

beberapa putusan MK, jenis pemilihan umum yang sengketa hasilnya 

menjadi kewenangan MK untuk diadili dan diputus, diantaranya: 

1. Pemilihan umum legislatif meliputi pemilihan umum untuk 

anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 

3. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 

MK telah menetapkan peraturan yang menjadi dasar dalam 

hukum acara pada pemeriksaan 3 sengketa di atas. Diantaranya: 

1. Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Uum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah; 

3. Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara 

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden; 

4. Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara 

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 

2016. 

Secara umum pengajuan perkara ke MK pada prinsipnya tahapan 

dan prosesnya sama seperti beberapa sub bab sebelumnya. Yang 

membedakan salah satunya ialah secara substansi mengenai legal 

standing dan materi apa yang harus dipenuhi dalam permohonan 

PHPU. Saat ini MK telah memberikan saluran permohonan secara 

daring maupun secara luring. 
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Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan  

 
Gambar 5.2: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara 

Luring (offline) 

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.) 
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Gambar 5.3 Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara 

Daring (online) 

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.) 
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Penutup 

Bab ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan perkara di 

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan “arus utama” yang 

harus dilalui oleh setiap pencari keadilan konstitusional, apa pun jenis 

perkaranya. Secara garis besar, seluruh kewenangan MK (pengujian 

undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran 

partai politik, dan perselisihan hasil pemilu) berjalan di atas rangkaian 

tahapan yang relatif serupa: pengajuan permohonan, pemeriksaan 

administrasi dan registrasi, penunjukan panel atau majelis, 

pemeriksaan persidangan, permusyawaratan hakim, hingga 

pengucapan dan penyampaian putusan. Perbedaan antarjenis perkara 

terutama muncul pada subjek yang berhak menjadi pemohon, objek 

yang diuji atau disengketakan, tenggat waktu (khususnya dalam 

PHPU), serta parameter pengujian seperti yang tampak dalam 

pembedaan pengujian formil dan materiil undang-undang maupun 

penegasan kriteria legal standing dan kerugian konstitusional. 

Di sisi lain, praktik beracara di MK masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang memengaruhi kualitas dan efektivitas akses keadilan. 

Pertama, secara substantif, tidak semua pemohon (terutama 

perseorangan atau kelompok warga) memiliki kapasitas yang 

memadai untuk merumuskan kerugian konstitusional dan merangkai 

argumentasi normatif sesuai standar yang berkembang dalam 

yurisprudensi MK. Kedua, secara teknis-administratif, kompleksitas 

tahapan, mulai dari pemenuhan kelengkapan berkas, kewajiban 

penggunaan format tertentu, hingga pemanfaatan sistem elektronik 

dapat menjadi hambatan bagi pemohon yang tidak terbiasa dengan 

prosedur peradilan modern, meskipun MK telah menyediakan 

prosedur luring maupun daring serta standar pelayanan yang cukup 

terperinci. Ketiga, tuntutan waktu yang sangat ketat dalam perkara 

PHPU dan karakter teknis yang tinggi pada perkara SKLN atau 

pembubaran partai politik sering kali menempatkan prosedur MK 

sebagai arena litigasi yang “high stake” dan “high speed,” yang hanya 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemohon yang memiliki 

dukungan sumber daya dan keahlian memadai. 
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Namun demikian, jika dilihat dari sudut pandang desain hukum 

acara, terdapat benang merah kesamaan prosedural yang mengikat 

seluruh jenis perkara di MK dan sekaligus menjadi landasan bagi 

penguatan keadilan konstitusional. Setiap permohonan, apa pun 

jenisnya, harus (1) diajukan oleh subjek yang memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) yang jelas, (2) diarahkan pada objek yang 

berada dalam lingkup kewenangan MK menurut Pasal 24C UUD NRI 

Tahun 1945, (3) disusun dalam permohonan tertulis yang memuat 

uraian kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, dan alasan 

permohonan, serta (4) melewati proses pemeriksaan terbuka di 

hadapan publik sebelum diputus secara final dan mengikat. 

Keseragaman struktur dasar inilah yang memungkinkan MK menjaga 

konsistensi standar pemeriksaan, transparansi proses, dan 

akuntabilitas putusan, sekaligus memberi ruang bagi inovasi 

prosedural seperti sistem permohonan elektronik dan 

penyederhanaan standar pelayanan. Dengan demikian, tantangan ke 

depan bukan hanya menyempurnakan detail prosedur, melainkan 

memastikan bahwa seluruh desain beracara di MK benar-benar 

memperluas, bukan membatasi, akses warga negara dan lembaga 

negara terhadap keadilan konstitusional yang efektif dan bermakna. 
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Judicial Review sebagai Kekuasaan Konstitusional 

Mahkamah Konstitusi 
Supremasi konstitusi adalah asas fundamental yang menegaskan 

kedudukan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem 

ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan 

kewenangan oleh organ negara wajib berlandaskan pada konstitusi 

dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diaturnya. Dalam 

negara yang menjunjung supremasi konstitusi, konstitusi berfungsi 

sebagai tolok ukur utama bagi sah atau tidaknya penggunaan 

kekuasaan negara. 

Indonesia secara eksplisit menempatkan diri sebagai negara 

hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak 

semata-mata bertumpu pada norma hukum, tetapi juga harus 

dijalankan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi serta menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam 

konteks tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menjadi fondasi utama bagi seluruh bangunan sistem 

ketatanegaraan, baik dalam pembentukan lembaga negara maupun 

dalam pelaksanaan kewenangannya. 

Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI 1945 mengatur 

pembagian, pembatasan, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh 

karena itu, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus 

senantiasa dikontrol agar tidak menyimpang dari konstitusi. 

Kebutuhan akan mekanisme pengawasan konstitusional inilah yang 

melahirkan lembaga khusus yang berperan sebagai penjaga dan 

penafsir konstitusi (the guardian of the constitution), yaitu Mahkamah 

Konstitusi. 

Pemikiran mengenai perlunya pembentukan Mahkamah 

Konstitusi berlandaskan pada teori Hans Kelsen, seorang pakar 

hukum tata negara dari Universitas Wina. Kelsen berpendapat bahwa 

supremasi konstitusi hanya dapat dijamin apabila terdapat suatu 

lembaga yang bersifat independen di luar cabang legislatif, yang diberi 

kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap 

konstitusi. Apabila suatu undang-undang terbukti bertentangan 

dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak 
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mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, 2023). 

Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dalam pembentukan 

Mahkamah Konstitusi Austria yang dikenal sebagai 

Verfassungsgerichtshof. Model ini menempatkan kewenangan 

pengujian undang-undang secara terpusat pada satu lembaga 

peradilan khusus yang terpisah dari Mahkamah Agung. Model ini 

dikenal sebagai Kelsenian Model atau centralized system of judicial 

review, yang pertama kali diadopsi dalam Konstitusi Austria Tahun 

1920. Melalui model ini, supremasi konstitusi dijaga secara sistematis 

melalui mekanisme peradilan konstitusional. 

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai 

lembaga negara yang berwenang menjaga kemurnian dan supremasi 

Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang, 

tetapi juga sebagai penafsir konstitusi dalam rangka memastikan 

bahwa nilai-nilai konstitusional tetap hidup dan dijalankan. Dalam 

menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada 

visi untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang 

bermartabat, dengan menjalankan kekuasaan kehakiman secara 

independen dan bertanggung jawab. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pascareformasi 

membawa penguatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu implikasi penting 

dari perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar 

dengan Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945, kewenangan yudisial dijalankan oleh Mahkamah Agung 

bersama seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah 

naungannya, serta Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan 

konstitusi. 

Dengan kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan 

bagian integral dari kekuasaan yudikatif yang memiliki independensi 

dalam menjalankan fungsi peradilannya. Independensi ini menjadi 

syarat utama agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan 

kewenangan konstitusionalnya secara objektif dan bebas dari 
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intervensi kekuasaan lain, khususnya dalam mengadili perkara-

perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik dan 

ketatanegaraan (Hasibuan and Rumesten, 2023). 

Secara normatif, pengaturan mengenai kewenangan dan 

kewajiban Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) 

dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang selanjutnya dirinci dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

beserta perubahan-perubahannya, terakhir melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, Mahkamah 

Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional, yaitu: 

1. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

memperoleh kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945; 

3. Memutus perkara pembubaran partai politik; dan 

4. Mengadili perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. (Dasar et 

al., 1945) 

Di samping kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi 

juga dibebani satu kewajiban konstitusional, yakni memberikan 

putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. 

Rangkaian kewenangan dan kewajiban tersebut menempatkan 

Mahkamah Konstitusi pada posisi yang strategis dan menentukan 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjadi salah 

satu pilar utama kekuasaan kehakiman yang berperan menjaga 

supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta 

menjamin agar penyelenggaraan kekuasaan negara tetap selaras 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas yang besar 

dalam mengawal konstitusi, namun di sisi lain, kewenangan tersebut 

harus dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menjaga 

keseimbangan antara supremasi konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan 

keadilan konstitusional. 

Salah satu tugas dan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah 
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melaksanakan pengujian konstitusional (judicial review). 

Kewenangan tersebut meliputi evaluasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif serta 

pengujian atas tindakan normatif yang dilakukan oleh cabang 

kekuasaan eksekutif. 

Pada dasarnya, judicial review merupakan mekanisme hukum 

yang memberikan kewenangan kepada badan peradilan atau lembaga 

lain yang secara tegas ditetapkan oleh konstitusi (grondwet) untuk 

menguji validitas suatu norma hukum. Pelaksanaan kewenangan 

tersebut dilakukan melalui proses penafsiran hukum dan/atau 

konstitusi sebagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan yang 

bersifat yuridis maupun konstitusional. 

Dalam perkembangan sistem hukum di berbagai negara, 

penerapan doktrin judicial review memperlihatkan keragaman yang 

cukup nyata. Tidak terdapat satu pola baku yang berlaku secara 

universal, karena setiap negara merancang dan 

mengimplementasikan mekanisme pengujian konstitusional sesuai 

dengan karakteristik sistem hukum dan struktur ketatanegaraannya. 

Sebagai contoh, meskipun Inggris dan Amerika Serikat sama-sama 

berakar pada tradisi common law, keduanya memiliki perbedaan 

mendasar dalam memahami serta menerapkan konsep judicial review. 

Variasi konseptual dan kelembagaan serupa juga dijumpai di negara-

negara lain, seperti Prancis, Belanda, Austria, Belgia, dan negara-

negara di kawasan Amerika Latin, yang masing-masing 

mengembangkan model judicial review berdasarkan kerangka 

konstitusi dan sistem pemerintahan yang dianut. 

Secara historis, wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sesungguhnya telah muncul jauh sebelum Indonesia menyatakan 

kemerdekaannya. Gagasan tersebut dapat ditelusuri dalam proses 

perumusan Undang-Undang Dasar oleh Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ketika mulai 

berkembang pemikiran mengenai perlunya suatu lembaga yang 

berfungsi mengawal serta menafsirkan konstitusi. Dalam forum 

sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengemukakan pandangan 

tentang pentingnya membentuk institusi yang diberi kewenangan 

untuk menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme 
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judicial review dan mengaturnya secara tegas dalam konstitusi. Akan 

tetapi, gagasan tersebut tidak memperoleh dukungan. Soepomo 

menolak pandangan tersebut dengan alasan bahwa sistem 

ketatanegaraan yang sedang dirancang berpijak pada prinsip 

supremasi parlemen. Dalam konstruksi tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga 

tertinggi negara, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi dianggap 

belum memiliki kebutuhan maupun relevansi dalam struktur 

ketatanegaraan pada masa itu. 

Gagasan mengenai urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi 

kembali menguat seiring dengan bergulirnya era reformasi yang 

membawa perubahan fundamental terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui rangkaian 

amandemen konstitusi, posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak 

lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, karena paradigma 

supremasi bergeser dari supremasi lembaga menuju supremasi 

konstitusi. Perubahan tersebut meniscayakan hadirnya suatu lembaga 

peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-

undang terhadap UUD, sehingga fungsi pengujian konstitusional tidak 

lagi berada dalam ranah politik, melainkan dijalankan oleh institusi 

yudisial yang mandiri, yakni Mahkamah Konstitusi. 

Seiring dengan proses perubahan UUD 1945, gagasan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi memperoleh dukungan yang 

semakin kuat dan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari agenda 

resmi perubahan konstitusi oleh MPR. Melalui proses pembahasan 

yang komprehensif, pembentukan Mahkamah Konstitusi akhirnya 

dilembagakan secara konstitusional melalui pengesahan Pasal 24 ayat 

(2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari 

Perubahan Ketiga UUD 1945. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki dasar 

konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 

24C UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, landasan yuridis 

pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa 

perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara 
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komprehensif mengatur posisi kelembagaan, kewenangan, struktur 

organisasi, serta mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 

Agung bersama seluruh badan peradilan yang berada dalam berbagai 

lingkungan peradilan, serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga yudisial yang berkedudukan sejajar dan bersifat independen. 

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menempati peran yang 

strategis dalam sistem peradilan nasional, terutama dalam menjaga 

dan menegakkan supremasi konstitusi. 

Selanjutnya, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menetapkan 

berbagai kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya berupa 

kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan fungsi tersebut, 

Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara pengujian 

undang-undang pada tingkat pertama sekaligus terakhir, dengan 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. 

Pengaturan ini menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai 

penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) melalui 

pelaksanaan mekanisme judicial review. 

Penetapan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 

sebagai kompetensi utama Mahkamah Konstitusi, baik dalam UUD NRI 

Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan 

pelaksanaannya, mencerminkan kehendak pembentuk konstitusi 

untuk menempatkan judicial review sebagai sarana pokok dalam 

menjaga keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip 

konstitusional. Dengan demikian, secara konseptual maupun 

normatif, peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjamin 

terwujudnya konstitusionalisme dalam penyelenggaraan kehidupan 

bernegara. (Qamar et al., 2012). 

 

Batasan dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam 

Judicial Review 

Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 



Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review: Antara Kekuasaan dan Kewajiban 

 

129 Eling Sinta 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut secara 

tegas dan terbatas ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dengan demikian, MK tidak 

berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang, karena kompetensi tersebut 

menjadi kewenangan Mahkamah Agung. 

Batasan lain yang tidak kalah penting adalah larangan bagi 

Mahkamah Konstitusi untuk berperan sebagai legislator positif. Dalam 

pelaksanaan kewenangan judicial review, MK hanya dapat 

menyatakan apakah suatu norma undang-undang sejalan atau 

bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak dibenarkan membentuk 

norma hukum baru yang menjadi domain pembentuk undang-undang, 

yakni DPR dan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 

conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional 

kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi 

melampaui batas kewenangan tersebut. 

Selain itu, MK juga dibatasi oleh prinsip self-restraint, yaitu sikap 

kehati-hatian hakim konstitusi agar tidak terlalu jauh mencampuri 

ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dalam konteks ini, 

selama pembentuk undang-undang masih berada dalam koridor 

konstitusi dan rasionalitas, MK seharusnya tidak menggantikan 

pilihan kebijakan tersebut dengan preferensi hakim. 

Sebagai lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi (the 

guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi memikul tanggung 

jawab fundamental untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi 

sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional 

warga negara. Dalam setiap perkara pengujian undang-undang, 

Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan penafsiran 

konstitusi secara konsisten, rasional, serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun etis. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memikul tanggung jawab 

untuk mempertahankan keseimbangan antara prinsip kepastian 

hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan 

tidak semata-mata harus tepat secara konstitusional, tetapi juga perlu 
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memperhatikan konsekuensi sosial serta implikasinya terhadap 

sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, argumentasi hukum (legal 

reasoning) yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus 

dirumuskan secara utuh, sistematis, dan terbuka, sehingga dapat 

berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun 

sebagai rujukan bagi masyarakat secara luas. 

Lebih lanjut, MK memiliki tanggung jawab etik dan kelembagaan 

untuk menjaga independensi serta imparsialitas peradilan konstitusi. 

Independensi ini menjadi syarat mutlak agar judicial review tidak 

dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan 

demikian, kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga 

pengawal konstitusi dapat tetap terjaga. 

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian yang menitikberatkan 

pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review dan 

potensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bersifat 

superbody, maka pembahasan mengenai batasan dan tanggung jawab 

Mahkamah Konstitusi menjadi elemen konseptual yang tidak 

terpisahkan. Batasan kewenangan menunjukkan bahwa meskipun 

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis sebagai the guardian 

of the constitution dan penafsir konstitusi, kewenangan tersebut 

secara konstitusional tidak bersifat absolut. Adanya larangan 

bertindak sebagai legislator positif, prinsip self-restraint, serta 

penghormatan terhadap open legal policy merupakan instrumen 

pembatas agar Mahkamah Konstitusi tidak berkembang menjadi 

lembaga superbody yang mendominasi cabang kekuasaan lain. 

Sementara itu, tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam 

judicial review menegaskan dimensi normatif dan etik dari 

penggunaan kewenangan tersebut. Tanggung jawab untuk melindungi 

hak konstitusional warga negara, menjaga supremasi konstitusi, serta 

menyusun pertimbangan hukum yang rasional dan transparan 

berfungsi sebagai mekanisme pengendali internal. Dengan demikian, 

judul penelitian tidak hanya memotret besarnya kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menekankan bahwa eksistensi 

kewenangan tersebut harus selalu diimbangi oleh batasan 

konstitusional dan tanggung jawab kelembagaan agar prinsip checks 

and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga. 
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Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat 

menjadikan lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat signifikan 

serta berpengaruh dalam bangunan sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Namun, kekuatan tersebut secara konstitusional tidak dimaksudkan 

untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang 

kekuasaan tanpa batas. 

Oleh karena itu, keberadaan batasan konstitusional, baik yang 

bersumber dari UUD 1945, prinsip checks and balances, maupun 

larangan bertindak sebagai positive legislator serta tanggung jawab 

etik dan institusional Mahkamah Konstitusi, menjadi faktor penentu 

agar kewenangan judicial review tetap berada dalam koridor negara 

hukum demokratis.  

Mahkamah Konstitusi memegang peranan strategis dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia melalui kewenangannya melakukan 

judicial review terhadap undang-undang. Kewenangan ini 

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kunci dalam 

menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk 

legislasi sejalan dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks 

tersebut, judicial review bukan sekadar manifestasi kekuasaan 

yudisial, melainkan instrumen konstitusional yang sarat dengan 

tanggung jawab hukum dan moral. 

Kekuatan Mahkamah Konstitusi tercermin dari sifat putusannya 

yang final dan mengikat secara erga omnes. Konsekuensi yuridis dari 

karakter putusan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi 

memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan 

hukum nasional. Namun, besarnya kekuasaan tersebut harus 

dipahami secara proporsional, karena kewenangan judicial review 

pada hakikatnya dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan dan 

mekanisme checks and balances. Mahkamah Konstitusi tidak 

ditempatkan sebagai pembentuk norma, melainkan sebagai penguji 

konstitusionalitas norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan judicial review sering berada 

pada wilayah yang sensitif antara penegakan konstitusi dan potensi 

perluasan kekuasaan yudisial. Ketika Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan konstitusi secara progresif, muncul tantangan untuk 
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memastikan bahwa penafsiran tersebut tidak berkembang menjadi 

bentuk pengambilalihan fungsi legislasi. Oleh karena itu, setiap 

putusan judicial review menuntut kehati-hatian agar Mahkamah 

Konstitusi tetap berada dalam koridor sebagai negative legislator dan 

tidak bergeser menjadi positive legislator. 

Di sisi lain, kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam judicial review 

tidak hanya berhenti pada pengujian norma undang-undang, tetapi 

juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional 

warga negara dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Putusan 

yang dihasilkan harus memberikan kepastian hukum, menjamin 

keadilan substantif, serta mempertimbangkan dampak konstitusional 

yang lebih luas. Dengan demikian, kekuasaan judicial review harus 

selalu dijalankan seiring dengan kesadaran akan kewajiban 

konstitusional Mahkamah Konstitusi. 

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dan judicial review dapat 

dipahami sebagai arena dialektika antara kekuasaan dan kewajiban. 

Kewenangan yang besar dalam menguji undang-undang menuntut 

tanggung jawab yang seimbang agar Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai 

institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum 

demokratis. 

Berdasarkan uraian mengenai batasan dan tanggung jawab 

Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan judicial review, dapat 

ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan 

kekuasaan konstitusional yang bersifat strategis, namun tidak absolut. 

Kewenangan tersebut secara tegas dibatasi oleh ketentuan konstitusi, 

prinsip pemisahan kekuasaan, serta mekanisme checks and balances 

yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Pembatasan berupa 

larangan bertindak sebagai legislator positif, penerapan prinsip self-

restraint, dan penghormatan terhadap ruang open legal policy 

pembentuk undang-undang merupakan instrumen penting untuk 

mencegah terjadinya perluasan kekuasaan yudisial yang berlebihan. 

Di sisi lain, kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat 

final dan mengikat secara erga omnes menempatkan lembaga ini pada 

posisi yang sangat menentukan dalam arah perkembangan hukum 

nasional. Oleh karena itu, kekuasaan judicial review tidak dapat 
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dipisahkan dari tanggung jawab konstitusional yang melekat padanya. 

Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban menjaga supremasi 

konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta 

menyusun pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etik. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai batasan dan tanggung 

jawab Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa judicial review 

merupakan ruang dialektika antara kekuasaan dan kewajiban. 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut untuk kuat dalam 

menegakkan konstitusi, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan 

kewenangannya. Keseimbangan antara kekuasaan dan kewajiban 

inilah yang menjadi prasyarat agar Mahkamah Konstitusi tetap 

berfungsi sebagai guardian of the constitution, tanpa berkembang 

menjadi lembaga superbody yang mendominasi cabang kekuasaan 

lain. Pada akhirnya, keberadaan batasan dan tanggung jawab tersebut 

merupakan jaminan agar pelaksanaan judicial review tetap berada 

dalam koridor negara hukum demokratis dan menjaga 

keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang berkeadilan. 
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Pendahuluan 

Lembaga negara merupakan salah satu elemen krusial dalam suatu 

negara yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan sistem 

pemerintahan. Setiap lembaga negara memiliki peran yang spesifik, 

yang dirancang untuk memenuhi kepentingan negara serta 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tanpa keberadaan lembaga negara, sebuah negara tidak 

akan mampu beroperasi dengan baik. Ketidakhadiran lembaga negara 

dalam kerangka suatu negara dapat mengakibatkan 

ketidakberdayaan negara tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan 

ketidakstabilan dan keruntuhan negara (Patrialis Akbar, 2013). 

Secara umum, pemahaman mengenai lembaga negara di seluruh 

dunia berakar dari pandangan Montesquieu tentang Trias Politica. 

Montesquieu berpendapat bahwa setiap negara memiliki tiga cabang 

kekuasaan dalam struktur pemerintahannya, yakni kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep Trias Politica ini merupakan 

ide dasar mengenai pemisahan kekuasaan (separation of power) yang 

bertujuan untuk melindungi kebebasan politik, di mana setiap cabang 

kekuasaan harus menghormati dan tidak melanggar fungsi dari 

cabang kekuasaan lainnya (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024). 

Di Indonesia, konsep mengenai lembaga negara dipahami secara 

lebih komprehensif, sehingga tidak hanya terfokus pada pembagian 

kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan tersebut. Sebagai negara 

hukum, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," ide 

trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu sudah tidak sesuai 

dengan realitas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Setiap cabang 

kekuasaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Prinsip distribusi 

kekuasaan (distribution of power) di antara cabang kekuasaan 

tersebut mengimplikasikan bahwa masing-masing kekuasaan dapat 

saling mengawasi dan mengendalikan dengan menerapkan prinsip 

check and balances (Nessa Fajriyana Farda et al., 2024). Prinsip ini 

mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan 

antara lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

disebabkan oleh adanya tumpang tindih dalam kewenangan serta 
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perbedaan interpretasi terhadap norma konstitusi yang mengatur 

kewenangan masing-masing lembaga (Shyne Hendriko & Olivia, 

2025). 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan pada tahun 1999 hingga 

tahun 2002 membawa dampak signifikan terhadap konstruksi 

ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya 

mencakup pergeseran paradigma mengenai kedudukan lembaga 

negara serta pembentukan lembaga negara baru yang tugas beserta 

wewenangnya diatur dalam UUD 1945.  

Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Indonesia 

mengenal dua kategori lembaga negara, yaitu lembaga tertinggi 

negara dan lembaga tinggi negara. Dalam konteks ini, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi sebagai lembaga yang 

memegang kekuasaan tertinggi serta bertanggung jawab penuh atas 

kedaulatan rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi, memiliki 

wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan 

wakil presiden. Presiden, sebagai pelaksana kekuasaan negara, wajib 

tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Namun, setelah 

amandemen, posisi MPR berubah; lembaga ini tidak lagi menjadi 

lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara 

lainnya dalam menjalankan fungsi check and balances (Warsito & 

Marbun, 2022).  

Susunan lembaga negara sebelum dan setelah amandemen UUD 

1945 disajikan pada gambar di bawah ini.  

 
Gambar 7.1: Susunan Lembaga Negara Sebelum Amandemen 

UUD 1945 
Sumber: Data diolah penulis 
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Gambar 7.2: Susunan Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 

1945 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan gambar 7.2 di atas, diketahui bahwa terdapat 

delapan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat dan 

kewenangannya disebutkan dalam UUD 1945. Lembaga negara 

tersebut ialah (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan 

Daerah; (3). Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Presiden dan Wakil 

Presiden; (5) BPK; (6). Mahkamah Agung; (7). Mahkamah Konstitusi; 

dan (8). Komisi Yudisial.  

 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi dibentuk 

pada tahun 2001 lewat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu 

kewenangan yang dimiliki oleh MK menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 

1945 yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Merujuk 

ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang dimaksud dengan 

sengketa kewenangan lembaga negara adalah perselisihan atau 

perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Dalam konteks ini, 

lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang 

kewenangannya terdapat dalam UUD 1945.  

UUD 
1945

DPR DPD MPR

PRESIDEN 
DAN 

WAKIL 
PRESIDEN

BPK MA MK KY
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Sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam 

praktiknya muncul karena sejumlah faktor, antara lain sebagai 

berikut: Pertama, adanya ketidakcukupan sistem yang mengatur dan 

memfasilitasi interaksi antar lembaga negara, yang dapat 

menyebabkan perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran terhadap 

ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan sering kali 

memicu terjadinya sengketa.  

Kedua, hubungan antar lembaga negara dalam sistem 

ketatanegaraan dalam UUD 1945 bukan lagi vertikal melainkan 

bersifat horizontal. Berdasarkan paradigma baru ini, seluruh lembaga 

negara secara konstitusional memiliki kedudukan yang setara. MPR 

bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR setara 

dengan Presiden, DPR, BPK, MA, MK, dan lembaga lainnya. Penyebutan 

lembaga negara hanyalah lembaga negara saja. Tidak ada lagi lembaga 

tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.  

Ketiga, adanya perluasan norma-norma yang mengatur lembaga 

negara dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar tersebut tidak hanya terbatas pada yang 

selama ini dikenal, seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, 

tetapi juga mencakup lembaga-lembaga baru, antara lain TNI, Polri, 

DPD, KPU, MK, KY, dan lain-lain (Natasha & Priskap, 2021) 

 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 
Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari upaya pembaharuan sistem ketatanegaraan pasca 

reformasi pada tahun 1998 lalu. Kesadaran di kalangan para elit 

politik dan masyarakat mengenai pentingnya suatu institusi negara, 

yang khusus bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi, muncul 

disebabkan karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada 

masa orde baru akibat kekuasaan eksekutif yang mendominasi 

kekuasaan, sehingga melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan 

keadilan (Ridwan, 2024). Inisiatif untuk membentuk Mahkamah 

Konstitusi dapat dianggap sebagai perkembangan yang relatif baru, 

yang merupakan salah satu hasil pemikiran dan inovasi dalam bidang 

hukum serta pemerintahan modern yang muncul pada abad ke-20 

(Puspitasari, 2014). 
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Sebelum adanya amandemen UUD 1945, khususnya amandemen 

ketiga, dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, tidak 

terdapat satu peraturan pun yang mengatur tentang mekanisme 

penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga 

negara. Selain itu, juga belum terdapat lembaga yang berwenang 

untuk memberikan putusan terkait sengketa kewenangan 

konstitusional tersebut. Hal ini disebabkan pada masa itu tidak ada 

peristiwa ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan 

penanganan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga 

negara. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan 

antar lembaga negara dan lembaga yang berwenang memutus 

sengketa tersebut baru ada setelah MK dibentuk berdasarkan 

perubahan Ketiga UUD 1945 (Ferdinand et al., 2023). 

Dengan dibentuknya MK, konstitusi harus ditegakkan dan tidak 

boleh diabaikan, dilanggar, atau hanya dijadikan atribut oleh siapa 

pun, termasuk oleh para penyelenggara negara. MK memiliki empat 

fungsi utama, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, 

penegak demokrasi, dan pelindung hak asasi manusia (Puspitasari, 

2014). Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat 

(2) UUD 1945, merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman 

bersama dengan Mahkamah Agung, yang memiliki peran penting 

dalam ketatanegaraan Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C 

UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan 

satu kewajiban, yaitu: 

1. Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya 

Bersifat Final Untuk Menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945; 

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang 

Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945; 

3. Memutus Pembubaran Partai Politik; 

4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum; Dan 

5. Memberikan Putusan Atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan 

Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut 

UUD. 

Diaturnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan 
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dengan kewenangan lembaga tersebut. Dengan kata lain, inti dari 

kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam 

memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara merupakan 

fungsi pengawasan dari badan peradilan terhadap pelaksanaan 

kekuasaan oleh lembaga negara. Hal ini dilakukan dengan cara 

memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara 

dijalankan sesuai dengan proporsi atau batasan kekuasaan yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (Holle, 2011). 

Agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa sengketa 

kewenangan lembaga negara, terdapat dua syarat utama yang harus 

dipenuhi (Shyne Hendriko & Olivia, 2025): 

1. Subjek Sengketa 

Lembaga negara yang terlibat dalam sengketa harus memiliki 

kewenangan yang secara tegas atau tersirat diberikan oleh UUD 

1945. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti presiden, DPR, DPD, 

serta lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi. 

 

2. Objek Sengketa 

Objek yang menjadi sengketa harus berkaitan dengan kewenangan 

konstitusional yang dipertentangkan di antara lembaga-lembaga 

negara tersebut. Sengketa harus berhubungan dengan pelaksanaan 

kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, bukan oleh regulasi 

yang lebih rendah. 

Sejak tahun 2003 hingga 2024, berdasarkan data dari Mahkamah 

Konstitusi, terdapat 29 putusan MK dalam perkara sengketa 

kewenangan lembaga negara. Berikut disajikan tabel jumlah perkara 

sengketa lembaga negara sejak tahun 2003 hingga 2024. 

 

 

Tabel 7.1: Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara Tahun 2003-2024 

No. Tahun Jumlah Perkara 

1 2003 0 

2 2004 1 

3 2005 0 
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4 2006 3 

5 2007 2 

6 2008 4 

7 2009 1 

8 2010 0 

9 2011 4 

10 2012 6 

11 2013 2 

12 2014 1 

13 2015 1 

14 2016 0 

15 2017 0 

16 2018 0 

17 2019 1 

18 2020 0 

19 2021 3 

20 2022 0 

21 2023 0 

22 2024 0 

Total 29 

Sumber: www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN 

 

Sebagaimana disajikan pada tabel 7.1, berdasarkan jumlah 

perkara yang masuk sejak tahun 2003 hingga 2024, dapat diketahui 

bahwa tahun 2012 merupakan tahun yang paling banyak menerima 

permohonan perkara sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu 

dengan jumlah 6 perkara. Kemudian disusul pada tahun 2008 dan 

2011 dengan masing-masingnya 4 perkara. Sementara itu, pada tahun 

2006 dan 2021 terdapat 3 perkara, dan 2 perkara pada tahun 2007 

dan 2013, serta masing-masing 1 perkara pada tahun 2004, 2009, 

2014, 2015, dan 2019.  

Adapun rincian putusan sengketa lembaga negara menurut amar 

putusannya dijelaskan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

http://www.mkri/
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Tabel 7.2: Rincian Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara Tahun 2003-2024 Berdasarkan Amar Putusan 

No Amar Putusan Jumlah Persentase 
1 Dikabulkan 1 3,45% 
2 Ditolak 2 6,90% 
3 Tidak Dapat Diterima 18 62,07% 
4 Ditarik Kembali 7 24,14% 
5 Tidak Berwenang 1 3,45% 

Sumber: www.mkri.id/perkara/visualisasi-statistik?jenis=SKLN 

 

Dari tabel 7.2 di atas diketahui bahwa sebanyak 29 perkara 

sengketa kewenangan lembaga negara yang didaftarkan ke 

Mahkamah Konstitusi dan telah melewati proses pemeriksaan 

sebagaimana diatur dalam hukum acara penyelesaian sengketa 

kewenangan lembaga negara, hanya ada 1 perkara yang diputus oleh 

hakim dengan amar putusan dikabulkan. Sementara itu, terdapat 2 

perkara dengan amar putusan ditolak, 18 putusan memiliki amar 

putusan tidak dapat diterima, 7 putusan dengan amar putusan ditarik 

kembali, dan 1 putusan dengan amar putusan tidak berwenang.  

Salah satu putusan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga 

negara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menarik 

untuk dibahas, ialah sengketa kewenangan antara KPU yang memiliki 

legal standing sebagai pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

(DPRP) dan Gubernur Papua dengan legal standing sebagai termohon. 

Sengketa lembaga negara ini teregistrasi dengan perkara Nomor 

3/SKLN-X/2012.  

Sengketa ini bermula saat DPRP bersama Gubernur Papua 

mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 

2011 mengenai Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Selain itu, DPRP juga menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Papua No. 064/Pimp DPRP-5/2012 yang menetapkan jadwal 

tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Papua untuk periode 2012-2017, yang tertanggal 27 April 

2012. Pemohon beranggapan bahwa langkah ini telah mengambil 

kewenangannya dalam merumuskan dan menetapkan pedoman 

teknis terkait tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Papua (Puspitasari, 2014). 
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Oleh karena permohonan pemohon merupakan sengketa 

mengenai kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 

1945, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk mengadili 

permohonan tersebut. Mengenai legal standing pemohon dan 

termohon, MK berpendapat bahwa kedua belah pihak memenuhi 

kriteria sebagai subjectum litis, yaitu pihak dalam perkara ini, 

mengingat keberadaan dan kewenangan Pemohon diatur dalam Pasal 

22E ayat (5) UUD 1945. Di sisi lain, keberadaan dan kewenangan para 

Termohon juga diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. 

Terkait dengan objectum litis, Mahkamah menilai bahwa 

kewenangan yang diperdebatkan dalam permohonan ini merupakan 

kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam konteks 

perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Hal ini disebabkan 

karena objek kewenangan yang menjadi sengketa dalam perkara ini 

adalah pelaksanaan pemilihan umum, yang mencakup penyusunan 

dan penetapan pedoman teknis tahapan pemilihan umum, serta 

penerimaan dan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Papua. 

Kewenangan ini merupakan derivasi dari kewenangan atributif 

yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menurut 

Pemohon telah diambil alih oleh Termohon melalui penyusunan dan 

penetapan pedoman teknis tahapan pemilihan umum tersebut, yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, 

serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp 

DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk 

periode 2012-2017, yang ditandatangani pada 27 April 2012. Oleh 

karena itu, terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan antara 

Pemohon dan para Termohon, sehingga memenuhi syarat objectum 

litis dalam perkara ini. 

Persoalan sengketa kewenangan lembaga negara ini kemudian 

diputus oleh MK yang mengabulkan permohonan pemohon, yaitu 

KPU, sehingga Pemohon memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
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seluruh proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di 

Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk 

memberikan pertimbangan serta persetujuan terhadap pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan. Putusan ini 

mendapatkan dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida 

Indrati dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Lebih lengkap putusan 

dapat dibaca pada link berikut: 

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar
_1097_1461_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-

Yunita%20N%20(7).pdf. 
 

Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara 

Hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara 

oleh MK secara khusus diatur dalam Pasal 61-Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional 

Lembaga Negara.  

Pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga 

negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945 dan memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan 

yang dipersoalkan. Adapun lembaga negara yang dapat menjadi 

pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan lembaga 

negara tersebut adalah sebagai berikut: (1) DPR; (2) DPD; (3) MPR; 

(4) Presiden; (5) BPK; (6) Pemerintahan Daerah; or (7) Lembaga 

negara lain yang kewenangannya diberikannya oleh UUD 1945.  

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 

08/PMK/2006, tidak semua kewenangan lembaga negara dapat 

disengketakan. Namun, terbatas hanya pada kewenangan yang 

diberikan atau ditentukan oleh konstitusi. Hal ini berarti, sengketa 

kewenangan yang terjadi antara pemohon dan termohon yang tidak 

ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat diselesaikan dan diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung tidak dapat 

menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam 

sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).  

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1097_1461_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-Yunita%20N%20(7).pdf
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1097_1461_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-Yunita%20N%20(7).pdf
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1097_1461_IKHTISAR%20PUTUSAN%203-SKLN-X-2012-Yunita%20N%20(7).pdf
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Mekanisme pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

diatur dalam ketentuan PMK Nomor 08/PMK/2006 sebagai berikut: 

1. Pengajuan Permohonan (Pasal 5 dan Pasal 6) 

Permohonan diajukan secara resmi dalam bentuk tertulis oleh 

lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar 

oleh lembaga negara lainnya. Dalam permohonan ini, harus 

tercantum identitas pemohon dan termohon, penjelasan mengenai 

kewenangan yang menjadi sengketa, serta permintaan keputusan 

yang diajukan kepada MK. Permohonan tersebut harus 

ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau kuasanya dan disusun 

dalam 12 rangkap. 

2. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi (Pasal 7 – Pasal 8) 

Setelah permohonan diterima, panitera MK akan melakukan 

pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan. 

Apabila permohonan tersebut memenuhi syarat, maka akan 

dilakukan registrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 

Konstitusi (BRPK). Namun, jika terdapat kekurangan, pemohon 

akan diberikan waktu tertentu untuk melengkapinya. 

3. Penjadwalan dan Panggilan Sidang (Pasal 9 – Pasal 10) 

Ketua Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menetapkan susunan 

panel hakim yang akan menangani perkara tersebut. Panel hakim 

terdiri dari minimal tiga hakim konstitusi. Setelah itu, panitera 

akan menjadwalkan sidang dan memanggil semua pihak yang 

terlibat untuk hadir dalam persidangan. 

4. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 11) 

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh panel hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh 

pemohon dan/atau kuasanya; kecuali dalam hal adanya 

permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/atau 

kuasanya.  

5. Putusan Sela (Pasal 12 – Pasal 13) 

Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon. 

Permohonan putusan sela yang diajukan oleh pemohon harus 

disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, Majelis 

Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum. 
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Putusan sela diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.  

6. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 14 – Pasal 15) 

Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali jika 

ditentukan lain oleh MK. Dalam persidangan, MK akan memeriksa 

substansi permohonan, mendengarkan keterangan dari para pihak, 

memeriksa dan mengesahkan alat bukti, serta mendengarkan 

keterangan dari ahli atau saksi jika diperlukan. Pemeriksaan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan 

benar-benar merupakan sengketa kewenangan konstitusional 

antar lembaga negara. 

7. Pembuktian (Pasal 16 – Pasal 17) 

Beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Dalam hal 

terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat 

membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Majelis Hakim 

dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan 

dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.  

8. Rapat Permusyawaratan Hakim dan Putusan (Pasal 20 – Pasal 

31) 

Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim konstitusi akan 

mengadakan rapat permusyawaratan untuk mengambil 

keputusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta akan 

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini menjadi 

dasar hukum yang mengikat bagi semua pihak dalam menjalankan 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam 

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

diatur oleh UUD 1945. Namun, MK masih menghadapi berbagai 

tantangan yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. 

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh MK, yang hanya dapat 

mengadili sengketa antar lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 

1945, membatasi ruang lingkup penyelesaian sengketa yang dapat 
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dilakukan. Selain itu, kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif 

terhadap putusan MK menyebabkan rendahnya daya implementasi, 

terutama ketika salah satu pihak yang terlibat tidak mematuhi 

keputusan tersebut.  

Perkembangan kompleksitas sistem ketatanegaraan, dengan 

munculnya lembaga-lembaga independen serta otonomi daerah, juga 

menambah tantangan baru dalam penyelesaian sengketa 

kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum 

melalui revisi Undang-Undang MK, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, serta pembentukan lembaga mediasi antar lembaga 

negara sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, 

pengembangan budaya etika konstitusional di kalangan pejabat dan 

lembaga negara juga merupakan langkah strategis untuk mencegah 

sengketa sejak awal dan mendukung konsolidasi demokrasi 

konstitusional di Indonesia secara berkelanjutan (Shyne Hendriko & 

Olivia, 2025). 
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Kedudukan MK dalam Perlindungan HAM  

Hak Asasi Manusia (HAM) di banyak negara dipahami sebagai self-

executing, yakni hukum positif dengan daya laku langsung mengikat. 

Sehingga hak harus dipenuhi tanpa menunggu peraturan pelaksana, 

dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kunci hak-hak tersebut 

terpenuhi (Mykola, 2020). Di Indonesia, pembentukan MK 

berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUD NRI) 1945, memiliki wewenang menguji Undang-

Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara pembubaran Partai Politik (parpol), 

serta sengketa pemilu (Adi, 2024). 

Terdapat beberapa peran MK, yakni Guardian of Democracy, 

Guardian of the Constitution, dan Protector of Human Rights (Kurnia, 

2016). MK berfungsi menjaga dan mengawal agar konstitusi 

dilaksanakan dan ditaati dengan konsisten, serta mengarahkan dan 

mendorong proses demokratisasi berlandaskan konstitusi (MK RI, 

2004). MK tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, melainkan juga 

benteng hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. 

Hak-hak masyarakat sipil di Pasal 27-34 UUD NRI 1945 dan HAM 

dalam Pasal 28A-28J UUD NRI menjadi standar konstitusional yang 

diperhatikan oleh MK (Nurhayati et al., 2025). 

Perlindungan HAM oleh MK bersifat tidak langsung (indirect). 

Korban pelanggaran HAM tidak diberikan kompensasi secara 

langsung oleh MK. Namun, aturan yang menjadi sumber pelanggaran 

dapat dicabut oleh MK (Adissya, 2025). Putusan ini mengikat semua 

orang dan bersifat umum (erga omnes). Sehingga perlindungan yang 

diberikan menyeluruh, struktural, dan bukan hanya bagi pemohon. 

 

Peran MK dalam Perlindungan HAM 

Konstitusi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, 

dan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di 

depan hukum. Segala tindakan diatur oleh hukum, sehingga tidak ada 

tindakan yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum. Semua hal yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan. Namun, perlu ada jaminan kepastian hukum dan 

keadilan bagi warga negara. Kepastian hukum bisa diartikan sebagai 
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kondisi di mana hukum diterapkan secara pasti dan jelas (Yusuf Kalla, 

2011). 

Hak manusia dalam sebuah negara perlu dirumuskan melalui 

kepastian hukum. Kepastian hukum adalah hak yang dengan tegas dan 

jelas dimuat di berbagai instrumen HAM (Fahmi, 2013). Terdapat 

beberapa regulasi mengenai kepastian hukum. Sebagai salah satu hak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(UU HAM) mengatur kepastian hukum.  

Di tingkat internasional, hak atas kepastian hukum diakui dalam 

instrumen HAM. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai 

pribadi di dalam hukum dimanapun itu. Pasal 7 DUHAM menegaskan 

bahwa semua orang sama di depan hukum serta memiliki hak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Pasal ini 

juga menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh 

perlindungan yang sama dari diskriminasi yang melanggar deklarasi 

ini. Pasal 8 DUHAM memberikan penegasan bahwa setiap orang 

memiliki hak mendapatkan penyelesaian yang efektif dari peradilan 

dari tindakan yang melanggar hak dasar warga negara. 

Berdasarkan berbagai jaminan hak atas kepastian hukum 

tersebut, jelas bahwa hak atas kepastian, keadilan hukum, dan 

perlakuan tanpa diskriminasi merupakan bagian dari HAM yang 

dijamin, dilindungi, serta diakui di tingkat nasional ataupun 

internasional. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan 

terhadap hak tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. 

1. Perlindungan Hak Sipil Politik 

a. Kebebasan Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, serta 

Berkumpul 

Pengakuan terhadap hak ini tertuang di Pasal 28 UUD NRI 1945. 

Pasal ini menegaskan perbedaan antara HAM yang dinikmati 

warga negara serta tanggung jawab warga negara untuk 

menjunjung tinggi hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 27 

UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 28J Ayat (2) untuk menjalankan 

kebebasan dan haknya, setiap orang wajib mematuhi 

pembatasan yang ditetapkan UU. Tujuan itu menjamin 

penghormatan serta pengakuan atas kebebasan maupun hak 

orang lain. 
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Pengakuan terhadap hak di atas tidak dibarengi dengan 

pasal khusus yang menjelaskan kewajiban negara. Negara hanya 

memiliki tanggung jawab yang terbatas pada aspek 

menghormati serta melindungi. UUD NRI 1945 membebani 

negara dengan tanggung jawab untuk membatasi praktik 

kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan 

berserikat. 

Terdapat tiga hal yang mengatur hak ini dari skema UUD 

NRI 1945 dan UU. UUD NRI 1945 memberikan batasan untuk 

hak yang diakui, meliputi pembatasan terhadap praktik 

kebebasan berserikat, berpendapat, berkumpul, dan 

berekspresi. Pembatasan ini secara detail diberikan oleh UU 

turunannya. Hak ini merupakan kebebasan yang rentan 

bertentangan dengan hak-hak lain. 

Praktik kebebasan tersebut bisa bertentangan dengan hak 

orang lain, seperti reputasi atau martabat, moral, ketertiban 

umum, dan agama, dengan merujuk pada skema hak 

konstitusional warga negara di UUD NRI 1945. Kontrol negara 

terhadap kebebasan individu dapat digambarkan sebagai 

pembatasan ini. Namun, pembatasan ini dapat dilakukan tanpa 

syarat selama tidak mengganggu perkembangan demokrasi. 

b. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak individu 

yang tidak dapat dihalangi. Kebebasan beragama dan 

berkeyakinan adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh 

negara. Dalam sejarah manusia, banyak kesepakatan dan konflik 

berasal dari kebebasan beragama. Setelah itu, norma 

internasional tentang kebebasan beragama ditetapkan, 

terutama selama sepuluh tahun Perang Dingin. Kebebasan 

beragama dianggap sebagai konsekuensi dari Perang Dingin 

dalam perundingan internasional tentang standar HAM. 

Menurut Kevin Boyle (2007), kebebasan untuk menganut 

materialisme dianggap sebagai lawan dari kebebasan untuk 

menganut nilai-nilai spiritual dan keyakinan.  

Secara umum, hak asasi manusia untuk kebebasan beragama 

dan berkeyakinan dapat dibagi menjadi delapan komponen 

(Lindholen, 2010).  
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Dalam hal kebebasan internal, setiap orang memiliki hak 

kebebasan berkesadaran, berpikir, maupun beragama, 

termasuk kebebasan untuk memiliki, menganut, 

mempertahankan, atau meninggalkan agama atau keyakinan 

tertentu. Dalam hal kebebasan eksternal, setiap orang memiliki 

kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam 

kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah, dan penataan, baik 

secara pribadi maupun bersama orang lain, baik di tempat 

terbuka maupun tertutup. Ketiga, tidak ada yang dapat dipaksa 

untuk melakukan sesuatu dengan cara yang mengganggu 

kebebasan seseorang. Keempat, negara bertanggung jawab 

untuk menjamin serta menghormati hak kebebasan beragama 

atau keyakinan bagi masyarakat sipil yang tinggal di wilayahnya 

yang berada di area yurisdiksi negara tersebut. Tidak ada 

diskriminasi berdasarkan ras, bahasa, jenis kelamin, agama atau 

keyakinan, politik, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kelahiran, 

kekayaan, maupun status lain. Kelima, hak orang tua dan wali: 

negara bertanggung jawab menghormati kebebasan orang tua 

dan wali dan memastikan bahwa pendidikan agama dan moral 

diberikan kepada anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 

mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk 

melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak 

seiring dengan perkembangan mereka.  

Keenam, kebebasan korporasi dan kedudukan hukum: 

Komunitas keagamaan memiliki kebebasan beragama atau 

berkeyakinan, serta hak untuk otonomi dalam urusan mereka. 

Sudah umum diakui bahwa komunitas keagamaan memiliki hak 

kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini terutama berlaku 

untuk kebebasan beragama secara individual dan bersama 

orang lain. Ketujuh, batasan terhadap kebebasan beragama atau 

keyakinan: hukum hanya dapat membatasi kebebasan 

seseorang untuk beragama atau menganut keyakinan mereka 

jika itu diperlukan untuk menjaga keamanan publik, ketertiban, 

kesehatan, atau moralitas, serta hak-hak dasar orang lain. 

Kedelapan, kebebasan tidak dapat dibatasi. Bahkan dalam 

situasi darurat, negara tidak boleh membatasi kebebasan 

beragama atau keyakinan seseorang.  
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Hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ini terdiri 

dari berbagai standar HAM yang rumit yang diakui secara 

internasional. Norma-norma ini mungkin perlu ditafsirkan dan 

dijelaskan lebih lanjut saat diterapkan dalam konteks tertentu 

dan untuk tujuan praktis. Ada batasan pada hak kebebasan 

beragama (Manfred, 2010). Batasan tersebut meliputi 

perlindungan keamanan publik, perlindungan ketertiban 

masyarakat, perlindungan kesehatan masyarakat, dan 

perlindungan moral masyarakat. 

c. Hak Atas Hidup 

Hak hidup merupakan hak yang esensial, menurut Thomas 

Hobbes, serta sebuah kontrak sosial dapat membantu 

mewujudkan hak apabila masyarakat tidak mempertahankan 

hak ini (Micheline, 2004). Hobbes (1588–1679) juga 

menegaskan, “Setiap orang harus menggunakan kekuatannya 

sendiri, sebagaimana yang ia lakukan demi pelestarian 

kehidupannya sendiri.” Tidak seorang pun dapat mengambil 

hidup orang lain tanpa alasan yang sah, dan konsep ini penting 

dalam memahami bagaimana perubahan dalam pendapatan 

memengaruhi aktivitas ekonomi. Setiap orang berhak atas 

kehidupan yang damai, bahagia, aman, sejahtera lahir batin, dan 

lingkungan yang sehat (Javaid, 2003). Menurut Pasal 6 Kovenan 

Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak untuk 

hidup harus dilindungi oleh hukum serta tidak dapat 

diperlakukan sewenang-wenang.  

Salah satu jenis hukuman kriminal yang paling tua adalah 

hukuman mati. Menurut hukum, hukuman mati pertama kali 

digunakan di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Pada 

abad ke-7 sebelum Masehi, Kode Draconia menjadikan 

hukuman mati sebagai satu-satunya hukuman atas pelanggaran 

hukum, dan pada abad ke-5 sebelum Masehi, hukuman mati 

menjadi bagian dari hukum Romawi dan digunakan di sebagian 

besar dunia (Simmons, 2009). Selama perang terbuka dan 

periode peralihan politik pada abad ke-18, hak hidup dan 

integritas tubuh seseorang dilindungi, termasuk hukuman 

pemenjaraan yang ilegal. Menurut Rousseau, hidup adalah 
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“sebuah hadiah alam yang esensial” selama Perang Tujuh Tahun 

(1756–1763). Sejarah hukum kriminal abad pertengahan hanya 

melihat penerapan hukuman mati. Apabila seseorang berusaha 

melakukan kekerasan terhadap hak natural orang lain, hidup 

mereka dapat dihilangkan, menurut John Locke.  

Lima negara dengan konstitusi yang hampir sama dengan 

Indonesia sudah menghapus hukuman mati karena 

berseberangan dengan konstitusi mereka. Ini termasuk Afrika 

Selatan pada tahun 1995, Hongaria pada tahun 1990, Lituania, 

Ukraina, dan Albania (William, 2002). Ada beberapa 

ketidaksesuaian antara ICCPR dan konstitusi Indonesia, 

menurut hasil penelitian. Pertama, konstitusi Indonesia tidak 

mengakui hukuman mati sebagai eksepsi terhadap hak atas 

kehidupan. Kedua, dalam situasi lain, ICCPR dan konstitusi 

Indonesia menegaskan bahwa hak atas kehidupan yang 

diperkenankan tidak bisa dikurangi atau dikecualikan. Ketiga, 

Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan hak atas kehidupan, yang 

serupa dengan Pasal 28A UUD 1945, serta Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 membahas pembatasan atau larangan yang memiliki 

karakteristik yang sama. Keempat, Pasal 6 ayat 2 ICCPR 

memiliki pengecualian untuk hukuman mati, tetapi tidak ada 

ekuivalennya dalam UUD 1945. Kelima, derogasi hak atas 

kehidupan dalam UUD 1945 terkait hukuman mati lebih maju 

dan progresif daripada ICCPR.  

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menggunakan 

pendekatan penafsiran inovatif saat menyelesaikan kasus yang 

menuntut penghapusan hukuman mati. Pendekatan ini 

menekankan pemahaman konstitusi dan tujuan para 

penyusunnya. Namun, dapat dibantah bahwa tujuan utama 

konstitusi Republik Indonesia adalah hak atas kehidupan, yang 

berarti bahwa hukuman mati harus dihapus dari teks UU. 

Konstitusi hanya memberikan jaminan hak atas kehidupan yang 

terbatas. Satu-satunya penjelasan yang bisa diterima yakni MK 

jauh lebih konvensional serta tidak konstruktif dalam 

memajukan hak sipil, terutama hak atas kehidupan. Pendapat 

utama dari putusan MK adalah bahwa hak atas kehidupan dapat 

dibatasi. 
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d. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi 

Ahli-ahli di bidang HAM sepakat bahwa kesetaraan serta non-

diskriminasi merupakan pernyataan negatif serta positif dari 

prinsip yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Bayefsky, "Ini 

secara luas diterima bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi 

merupakan pernyataan positif dan negatif dari prinsip yang 

sama." Dalam konteks pencegahan tindakan diskriminasi, dapat 

diartikan dengan tindakan maupun perlakuan yang 

mengesampingkan hak-hak tertentu. Konsep ini penting dalam 

memahami bagaimana perubahan dalam hak asasi manusia 

memengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa peningkatan perlakuan 

terhadap kelompok tertentu secara seimbang, tetapi tidak 

sepenuhnya sesuai. Tapi, perlakuan yang berbeda terhadap 

individu maupun kelompok tertentu hanya boleh dibenarkan 

selama terbukti memiliki hubungan dengan kepentingan 

individu maupun kelompok tersebut sebagai bagian dari 

masyarakat yang utuh.  

Perilaku yang berbeda tersebut membentuk fondasi untuk 

diskriminasi positif terhadap kelompok yang termarginalkan 

serta rentan (Warwick, 1983). Salah satu terobosan dalam 

pemahaman tentang kesetaraan dan non-diskriminasi adalah 

bahwa ada perbedaan yang jelas antara diskriminasi yang 

berlandaskan pada hal-hal tidak masuk akal, yang tidak 

diinginkan, maupun individu yang tidak dapat dibenarkan. Ada 

perbedaan dalam perlakuan, memiliki efek tertentu, dan 

didasarkan pada latar belakang tertentu adalah tiga komponen 

penting dari gagasan diskriminasi (Dinstein, 1985).  

Para pemohon sering menggunakan hak untuk bebas dari 

diskriminasi saat mengajukan gugatan. Dalam pengujian 

ketentuan normal, dalil diskriminasi biasanya mengacu pada 

Pasal 28I (2), 28D (1,2), dan 27. Namun demikian, pokok materi 

yang diajukan tidak relevan dengan penggunaan pasal tersebut. 

Akibatnya, hanya segelintir UU yang diuji dan diakui oleh MK 

dengan menggunakan dalil diskriminasi. Perkara Nomor 011-

017/PUU-I/2003, yang menguji Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan contoh 

tindakan MK untuk memajukan dan melindungi hak bebas dari 

diskriminasi. 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP), sebagaimana diatur dalam putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Nomor 38/PUU-IX/2011, 

mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, 

MK menetapkan kontribusi penting dalam menunjukkan cara 

anak tersebut harus diperlakukan. Meskipun demikian, MK 

masih kurang dalam menggunakan dalil-dalil tentang 

diskriminasi dan keadilan untuk memutus perkara. 

Sebelumnya, UUP juga pernah diuji mengenai prosedur 

poligami dalam perkara Nomor 12/PUU-V/2007. MK 

menyatakan bahwa prosedur tersebut merupakan 

konstitusional, dengan dasar putusan berupa pandangan 

keagamaan; bahkan secara khusus Mahkamah Konstitusi 

memiliki pemahaman tertentu mengenai mazhab keagamaan 

dalam memutuskan perkara tersebut. Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut sebenarnya dapat berkontribusi dalam 

penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, 

jika putusan tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip 

konstitusional serta bertujuan menghapus diskriminasi 

terhadap perempuan. 

Namun, kejahatan diskriminasi sulit dibuktikan, kecuali 

dengan memahami dampaknya. Diskriminasi lebih mirip 

kejahatan abstrak, sehingga penggunaan dalil diskriminasi 

dalam putusan MK masih tergolong sedikit. Sebaliknya, dalil 

diskriminasi sering digunakan oleh para pemohon yang 

mengajukan pengujian UU, seperti mereka yang mengajukan 

pengujian terkait masa jabatan, ingin melamar jabatan publik, 

atau yang berebut kewenangan. 

MK dalam memutus perkara berdasarkan dalil diskriminasi 

sudah berkontribusi dalam memberikan batasan dalam 

memaknai konsep diskriminasi serta nondiskriminasi. MK 

menyatakan bahwa perlakuan berbeda tidak selalu 
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menunjukkan adanya diskriminasi. MK juga berperan penting 

dalam memutuskan konflik hak dan konflik norma dalam 

sebuah UU. Tapi, kontribusi tersebut belum dibarengi dengan 

interpretasi konsep yang kuat dan dapat menjadi pedoman. MK 

hanya fokus pada batasan serta derogasi HAM, yang tertuang di 

Pasal 28J ayat (2). 

 

2. Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) 

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 

Human Rights, juga dikenal sebagai DUHAM) adalah sumber yang 

paling jelas dan penting mengenai hak ekosob sebagai HAM. 

Kovenan Hak Ekosob, yang ditandatangani oleh lebih dari 142 

negara, menguraikan lebih lanjut hak yang dilindungi dalam Bagian 

III (Pasal 6–15). Semua HAM menghasilkan kewajiban. Negara 

memiliki tanggung jawab yang tidak ketat menurut Pasal 2 

Kovenan Hak Ekosob, tetapi tanggung jawab tersebut harus diuji 

dalam tiga tingkat. 

a. Kewajiban untuk menghormati Untuk memenuhi kewajiban ini, 

negara harus menahan diri dari intervensi dalam upaya untuk 

memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tingkat ini, 

negara tidak boleh mengambil tindakan yang membatasi hak 

tersebut. Ini termasuk mencegah tindakan yang menghambat 

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, 

negara tidak boleh memaksa penggusuran dalam konteks hak 

atas tempat tinggal. 

b. Kewajiban untuk melindungi Negara harus memastikan bahwa 

pihak ketiga, baik individu maupun perusahaan, tidak dihalangi 

untuk memanfaatkan hak tersebut. Oleh karena itu, hak-hak ini 

juga mencegah deprivasi lebih lanjut dan menjamin bahwa 

orang yang hak mereka dilecehkan memiliki akses ke upaya 

hukum. Misalnya, negara harus melindungi buruh dari kelalaian 

perusahaan yang melanggar standar perburuhan, termasuk hak 

atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan layak, dan hak 

lainnya.  

c. Kewajiban memenuhi apabila kewajiban menghormati 

membatasi tindakan negara. Kewajiban ini mengharuskan 
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negara melaksanakan tindakan proaktif untuk meningkatkan 

akses masyarakat terhadap sumber daya. Kewajiban ini 

merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara, 

atau tindakan positif, untuk menjamin hak setiap orang untuk 

mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha 

sendiri. Pemerintah harus memprioritaskan akses ke tanah atau 

kredit rumah murah dalam konteks hak atas tempat tinggal 

yang layak.  

Tiga jenis indikator diusulkan oleh Paul Hunt, laporan khusus 

pertama yang dipilih oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2002 

sebagai standar tertinggi untuk hak atas kesehatan: indikator 

struktural, indikator proses, dan indikator hasil. Indikator proses, 

bersama dengan indikator hasil, digunakan untuk melacak komponen 

hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indikator proses berasal dari konsep 

"re-establishment" dan berkaitan dengan keberadaan atau 

pembentukan infrastruktur yang dihasilkan oleh pemahaman dan 

kemampuan pemerintah untuk membangun institusi, hukum, 

konstitusi, dan kebijakan yang diperlukan (Audrey, 2005). Secara 

khusus, indikator ini menilai upaya yang telah dilakukan, bukan 

hasilnya. Indikator ini juga menilai tingkat aktivitas yang dibutuhkan 

untuk mencapai hak tertentu, serta perkembangan hak tersebut dari 

waktu ke waktu. Berbagai jenis input yang diberikan pemerintah dan 

jumlah input yang diberikan adalah komponen penting dari indikator 

proses. Indikator proses berbeda dengan indikator struktural karena 

mereka membutuhkan data statistik. Meskipun demikian, indikator 

hasil digunakan untuk menilai seberapa baik hak asasi dilaksanakan 

dan bagaimana masyarakat melihatnya. Indikator hasil biasanya 

digunakan dalam Tujuan Pembangunan Millenium karena mereka 

mengukur hasil yang dicapai dan menunjukkan fakta. Indikator hasil, 

seperti indikator proses, memerlukan data statistik.  

MK memiliki peluang untuk berfungsi sebagai agen negara dan 

membawa janji konstitusi, seperti melindungi warga miskin, 

memastikan akses universal ke pendidikan, kehidupan layak, jaminan 

pekerjaan, kesehatan, tempat tinggal, serta jaminan sosial. Putusan 

MK mengenai hak ekonomi warga negara yang dijamin di Pasal 28C 

(1), 28D (2), dan 28H (1) UUD 1945 adalah salah satu cara untuk 

melakukan transformasi ini.  
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Berbeda dengan hak sipol, hak ekosob dicapai dengan bertahap 

memaksimalkan sumber daya nasional dan dukungan internasional. 

Dalam Komentar Umum Nomor 3, Komite Ekonomi, Sosial, dan Hak 

Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (CESCR) menyatakan bahwa 

kewajiban negara terkait hak-hak tersebut terbagi menjadi dua 

kategori: kewajiban hasil (kewajiban hasil) dan kewajiban tindakan 

(kewajiban tindakan). Selain itu, General Comment Number 3 

menyatakan, kegagalan untuk memenuhi hak ekosob yang dijamin 

oleh ICESCR dan ditetapkan dalam konstitusi nasional tidak bisa 

secara langsung dianggap sebagai pelanggaran, selama pemerintah 

dapat membuktikan bahwa langkah-langkah progresif telah 

dilakukan.  

MK tidak cocok untuk membuktikan kemajuan atau menyatakan 

tindakan dan legislasi yang melanggar hak ekosob. MK hanya memiliki 

tugas untuk menguji apakah undang-undang tertentu bersifat 

konstitusional terhadap UUD NRI 1945. Mengingat UUD NRI 1945 

yang melindungi hak warga negara, MK tidak memiliki otoritas untuk 

membentuk lembaga yang dapat mengembalikan hak-hak warga 

negara yang terlanggar oleh undang-undang. Seperti yang disebutkan 

sebelumnya, MK menyatakan bahwa kemakmuran rakyat dan 

kesejahteraan sosial adalah tujuan dari semua upaya yang dilakukan 

oleh negara menggunakan sumber dayanya.  

MK merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan 

tindakan yang dipandang perlu untuk memastikan hak konstitusional 

masyarakat sipil dipenuhi. Membentuk Peraturan Pemerintah (PP) 

adalah salah satu langkah tersebut. Dalam kasus ini, MK dapat 

dianggap melampaui kewenangannya sebagai legislator negatif. 

Namun, dalam kasus ini, MK berfungsi untuk melindungi hak ekonomi 

warga negara dengan mendukung liberalisasi ekonomi dengan tidak 

mengorbankan nilai-nilai tata ekonomi yang terkandung dalam Pasal 

33 UUD NRI 1945. Dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi 

yang terjadi di seluruh dunia, MK telah mengeluarkan arahan untuk 

reformasi hukum dengan mengeluarkan undang-undang yang 

memungkinkan Dalam proses ini, MK terus memperhatikan upaya 

untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum 

melalui tindakan mendukung berbagai macam, seperti mengontrol 
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harga, memberikan subsidi, dan menulis janji tindakan yang 

disarankan kepada pemerintah. Meskipun MK telah melakukannya 

dengan baik, pemerintah memiliki peran penting sebagai pelaksana. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan terjebak dalam 

perekonomian pasar penuh, atau perekonomian pasar penuh, jika 

kewajiban tindakan yang diberikan oleh MK tidak dipenuhi. Hal ini 

akan membenarkan pernyataan "mereka yang telah keluar, dan yang 

miskin membayar lebih banyak." 
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Pendahuluan  

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya dimaknai 

sebagai filosofi bangsa, tetapi juga sebagai norma fundamental yang 

menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Dalam konteks 

ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila harus dijaga agar tetap menjadi 

pedoman utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran 

penting, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi tidak hanya menguji 

konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga 

memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai 

Pancasila sebagai cita hukum bangsa (Yonas Bo, 2020.) 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi secara aktif menjadikan 

Pancasila sebagai tolok ukur dalam berbagai putusannya, khususnya 

dalam perkara pengujian undang-undang. Beberapa keputusan MK 

menekankan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan prinsip 

kesetaraan sebagai bagian dari interpretasi nilai-nilai Pancasila. MK 

menggunakan pendekatan substansial dalam mempertimbangkan 

konstitusionalitas suatu norma, tidak hanya berpijak pada aspek 

yuridis formal semata (Hidayah et al., 2025). Dengan demikian, MK 

tidak hanya bertindak sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai 

penjaga ideologi bangsa yang aktif dalam membentengi nilai-nilai 

luhur Pancasila dari degradasi dalam legislasi modern. 

Beberapa kajian kontemporer juga menyoroti pentingnya peran 

MK dalam memperkuat posisi Pancasila dalam sistem hukum 

Indonesia. Dalam studi terbaru, disebutkan bahwa peran MK sangat 

strategis dalam membangun sistem hukum berbasis nilai-nilai 

Pancasila, terutama ketika terjadi tarik-menarik antara hukum 

nasional (Usman, 2020). Bahkan di tengah tantangan pluralisme 

hukum, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga integritas ideologi 

negara dengan pendekatan konstitusionalisme Pancasila (Andjani et 

al., 2024). Melalui kekuatan putusannya, MK secara konsisten 

menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial, moralitas 

hukum, dan kemanusiaan universal sebagai bentuk pengejawantahan 

ideologi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan (Siregar, 2024). 
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Pancasila sebagai Norma Fundamental  
Pancasila sebagai norma fundamental memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena bertindak 

sebagai staatsfundamentalnorm, yaitu norma dasar negara yang 

menjadi fondasi pembentukan konstitusi dan seluruh tatanan hukum 

nasional. Sebagai norma tertinggi, Pancasila tidak hanya melandasi 

keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tetapi juga memberikan arah ideologis dan etis bagi seluruh 

peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila, yang tercantum 

secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea 

keempat, menjadi sumber utama dalam merumuskan cita-cita hukum 

dan keadilan sosial di Indonesia. 

1. Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm  

Pancasila merupakan norma dasar negara (staatsfunda-

mentalnorm) yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sebagai 

norma tertinggi, Pancasila menjadi sumber bagi segala sumber 

hukum di Indonesia. Artinya, seluruh konstitusi, undang-undang, 

dan peraturan lain harus tunduk dan sejalan dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila (Yonas Bo, 2020). 

Kedudukannya melampaui Undang-Undang Dasar 1945, karena 

menjadi dasar pembentukannya. 

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam berbagai 

putusannya bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang 

tidak dapat diganggu gugat. Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2010 

menyatakan bahwa Pancasila adalah landasan ideologis dan 

normatif yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. 

Oleh karena itu, setiap undang-undang yang bertentangan dengan 

Pancasila, secara langsung bertentangan pula dengan UUD 1945 

(Hidayah et al., 2025).  

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi juga 

bermakna sebagai penjaga ideologi negara. Dengan menempatkan 

Pancasila sebagai norma dasar, MK bertugas memastikan bahwa 

seluruh produk legislasi tidak menyimpang dari nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi yang merupakan roh 

dari Pancasila (Wibowo et al., 2018). Ini menjadikan Pancasila 

tidak hanya sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai dasar 

pengambilan keputusan hukum. 
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Secara teoritis, kedudukan Pancasila sebagai staatsfunda-

mentalnorm dapat dibandingkan dengan konsep grundnorm dari 

Hans Kelsen. Namun, jika grundnorm bersifat hipotesis dan 

abstrak, maka Pancasila bersifat konkret dan hidup dalam 

kehidupan berbangsa. Pancasila tidak hanya menciptakan 

legitimasi formal terhadap sistem hukum, tetapi juga memberikan 

arah etis dan filosofis bagi penyelenggaraan negara (Dphn, 2025).  

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan 

Pancasila sebagai tolok ukur dalam berbagai pengujian undang-

undang, terutama dalam perkara-perkara strategis yang 

menyangkut keadilan dan hak-hak dasar rakyat. Putusan terhadap 

UU Cipta Kerja dan UU Minerba menjadi bukti bahwa Pancasila 

bukan hanya dasar negara yang statis, tetapi menjadi norma aktif 

yang dijalankan dalam sistem hukum melalui fungsi pengawasan. 

MK (Usman, 2020) 

 

2. Nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD Tahun 1945  

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang sangat penting dari 

konstitusi Indonesia. Di dalamnya, nilai-nilai Pancasila dinyatakan 

secara eksplisit, khususnya dalam alinea keempat. Nilai-nilai ini 

mencakup kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 

sosial, yang menjadi dasar bagi semua pasal dalam batang tubuh 

UUD (Wibowo et al., 2018).  

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pembukaan UUD 

1945 tidak boleh diubah, karena memuat Pancasila sebagai dasar 

filsafat negara. Dalam banyak putusan, MK mengacu pada 

Pembukaan ini untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan 

dengan semangat keadilan dan kemanusiaan (Andjani et al., 2024). 

Oleh sebab itu, pembukaan bukan sekadar teks pengantar, tetapi 

juga sumber hukum yang mengikat. 

Nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD memberikan arah 

moral dan ideologis dalam proses legislasi. Artinya, ketika 

Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang, ia harus 

memastikan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan 

semangat Pembukaan yang mencerminkan Pancasila (Thohir & 
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Sukriono, 2024). Ini menandakan bahwa konstitusi Indonesia 

bukan hanya legal-formal, tapi juga mengandung dimensi etis. 

Ahli hukum konstitusi menyebut Pembukaan UUD 1945 

sebagai "roh konstitusi." Di dalamnya terdapat cita-cita hukum 

bangsa Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan. MK bertanggung 

jawab untuk menghidupkan nilai-nilai ini melalui putusan-

putusannya, sehingga hukum yang berlaku tidak hanya sah secara 

formal, tetapi juga adil secara substantif (Simanjuntak & Djoko 

Priyono, 2022).  

Penelitian (Hadin Muhjad, 2025) menunjukkan bahwa 

pembacaan konstitusi oleh MK semakin bernuansa ideologis, 

terutama dalam isu-isu keadilan sosial dan perlindungan hak 

konstitusional warga negara. Hal ini membuktikan bahwa nilai 

Pancasila dalam Pembukaan UUD menjadi acuan nyata dalam 

praktik peradilan konstitusi di Indonesia. 

 

MK sebagai Penjaga Konstitusi dan Ideologi Bangsa  

Mahkamah Konstitusi memegang peran strategis sebagai penjaga 

konstitusi sekaligus ideologi bangsa dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang lahir dari reformasi, MK 

tidak hanya menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertindak sebagai penafsir 

resmi konstitusi yang menentukan arah dan batas konstitusionalitas 

suatu norma hukum. MK sebagai benteng terakhir dalam memastikan 

bahwa seluruh produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar 

negara, yaitu Pancasila. Dengan demikian, MK bukan hanya pengawal 

teks konstitusi secara legal-formal, tetapi juga pelindung ideologi 

negara dari infiltrasi nilai-nilai yang bertentangan dengan jati diri 

bangsa Indonesia. 

1. MK sebagai Penafsir Resmi Konstitusi  

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah 

Konstitusi (MK) secara fungsional berperan sebagai penafsir resmi 

konstitusi. Kewenangan ini melekat pada tugas utama MK untuk 

menjaga kemurnian konstitusi dari interpretasi yang menyimpang. 
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Dalam praktiknya, tafsir putusan yang dilakukan oleh MK bersifat 

otoritatif dan mengikat semua lembaga negara, karena tidak ada 

lembaga lain yang memiliki legitimasi serupa dalam menafsirkan 

norma konstitusi secara final (Yonas Bo, 2020).  

Tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya 

terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga menyangkut nilai-

nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Salah satu 

nilai dasar tersebut adalah Pancasila, yang disebut secara eksplisit 

dalam Pembukaan UUD 1945 dan diposisikan sebagai dasar 

negara. MK dalam sejumlah putusannya menafsirkan konstitusi 

dengan menjadikan Pancasila sebagai referensi utama, sehingga 

setiap norma hukum yang diuji tidak hanya dilihat dari 

kesesuaiannya dengan pasal-pasal UUD, tetapi juga sejauh mana ia 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Hidayah et al., 2025).  

Kewenangan menafsirkan konstitusi secara otoritatif 

memberikan MK kekuatan strategis dalam membentuk arah 

ideologis negara. Dalam beberapa kasus, seperti pengujian UU 

Ormas dan UU Pemilu, MK menggunakan nilai-nilai Pancasila, 

terutama tentang keadilan (sila ke 5), demokrasi (sila ke 4), dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia (sila ke 2), sebagai 

dasar pertimbangan dalam menyatakan suatu norma bertentangan 

dengan konstitusi (Wibowo et al., 2018). Ini menunjukkan bahwa 

penafsiran konstitusi oleh MK tidak bersifat netral ideologis, 

melainkan berpijak pada nilai dasar negara. 

Sejalan dengan itu, para ahli hukum tata negara menyatakan 

bahwa tafsir konstitusi yang dilakukan oleh MK menjadi sarana 

penting untuk menjaga integritas ideologi negara. Dalam proses 

judicial review, MK tidak hanya berperan sebagai "penjaga teks," 

melainkan juga sebagai "penjaga nilai," khususnya nilai-nilai 

ideologis Pancasila yang harus senantiasa hadir dalam praktik 

legislasi nasional. MK berfungsi sebagai filter yang menyaring 

setiap peraturan agar tetap sesuai dengan cita-cita kebangsaan 

(Thohir & Sukriono, 2024). 

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa MK telah 

berkembang menjadi lembaga interpretatif ideologis. MK 

memosisikan dirinya sebagai institusi yang tidak sekadar 
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menegakkan hukum, tetapi juga menjaga arah ideologis negara dari 

penetrasi nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila 

(Hadin Muhjad, 2025). Hal ini memperkuat posisi MK sebagai 

benteng terakhir dalam menjaga konsistensi antara konstitusi, 

ideologi, dan sistem hukum Indonesia. 

 

2. MK Menjaga Ideologi dari Penyimpangan Produk Hukum 

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai benteng terakhir 

dalam menjaga kemurnian ideologi negara, yaitu Pancasila, dari 

kemungkinan penyimpangan yang muncul dalam produk hukum. 

Kewenangan ini dijalankan melalui fungsi pengujian undang-

undang terhadap UUD 1945, di mana MK dapat membatalkan 

peraturan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Dalam perspektif konstitusional, Pancasila bukan hanya dasar 

negara, tetapi juga menjadi standar ideologis yang harus tercermin 

dalam seluruh peraturan perundang-undangan (Hidayah et al., 

2025).  

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 

lembaga ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas 

formal, tetapi juga menilai substansi undang-undang dari sudut 

pandang ideologi Pancasila. Misalnya, dalam Putusan Nomor 

46/PUU-VIII/2010, MK menolak norma yang berpotensi 

diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan 

keadilan sosial. Sikap ini menegaskan bahwa MK menggunakan 

nilai-nilai keadilan (sila ke 5), kemanusiaan (sila ke 2), dan 

persatuan (sila ke 3) sebagai batu uji terhadap kebijakan negara 

yang menyimpang dari semangat konstitusi (Yonas Bo, 2020).  

Dalam praktiknya, banyak undang-undang yang dibatalkan 

atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK karena tidak sejalan 

dengan nilai Pancasila. Ini termasuk UU Ormas dan UU Minerba, 

yang dalam beberapa aspek dipandang MK telah melanggar 

prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan substantif. Hal ini 

mencerminkan bahwa MK tidak hanya bertugas menyelaraskan 

norma hukum dengan Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, 

tetapi juga memastikan bahwa ideologi negara tetap menjadi 

pijakan dalam perumusan kebijakan hukum (Wibowo et al., 2018).  



Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Pancasila sebagai Dasar Negara 

 

175 Mardhatillah Suaka 

Ahli hukum tata negara menilai bahwa pengawasan ideologi 

oleh MK sangat penting untuk mencegah masuknya nilai-nilai asing 

atau liberalisme ekstrem yang bertentangan dengan jati diri bangsa 

Indonesia. MK secara konsisten membentengi ideologi negara 

dengan memperhatikan prinsip Ketuhanan, keadilan sosial, dan 

gotong royong dalam menilai peraturan yang diajukan untuk diuji. 

Ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila bukan hanya simbolik, 

melainkan operasional dalam sistem hukum (Krismanto Manurung 

et al., 2024).  

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan peran ideologisnya 

secara konsisten dalam berbagai kasus strategis. Dalam studi 

tersebut, MK disebut sebagai guardian of ideology, yang bertugas 

memastikan bahwa produk hukum tidak menjadi sarana deviasi 

ideologis. Oleh karena itu, peran MK dalam menjaga ideologi tidak 

hanya bersifat reaktif melalui putusan, tetapi juga preventif melalui 

peneguhan nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangan hukum 

(Buana, 2020).  

 

Kewenangan Judicial Review Berbasis Pancasila  
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial 

review merupakan sarana penting untuk menjaga agar setiap undang-

undang tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila sebagai dasar negara. Pengujian undang-undang oleh MK 

dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian 

materil. Pengujian formil berkaitan dengan tata cara pembentukan 

undang-undang, sedangkan pengujian materil menilai kesesuaian 

substansi undang-undang dengan konstitusi. Dalam praktiknya, 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai apakah suatu undang-

undang bertentangan secara tekstual dengan UUD 1945, tetapi juga 

menguji substansi norma hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, 

kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam 

Pancasila.  

1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan 

Pancasila  

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi diberikan 

kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

bukan secara langsung terhadap Pancasila. Namun demikian, 

karena Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945 dan 

menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka setiap pengujian 

undang-undang oleh MK pada dasarnya juga merupakan pengujian 

terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, UUD 1945 tidak 

dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, 

sehingga dalam praktiknya Pancasila menjadi tolok ukur 

substansial dalam proses judicial review (Hasibuan MF dan 

Rumesten I, 2023). 

Pengujian oleh MK dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil berfokus 

pada proses pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan 

ketentuan tata cara perundang-undangan yang diatur dalam UUD 

1945. Meskipun berorientasi pada prosedur, pengujian formil tetap 

memuat dimensi ideologis karena proses legislasi yang tidak 

partisipatif atau tidak mencerminkan nilai demokratis dianggap 

melanggar sila keempat Pancasila tentang kerakyatan dan 

musyawarah. Oleh karena itu, ketika MK menyatakan suatu 

undang-undang cacat formil, keputusan tersebut pada hakikatnya 

juga merupakan pembelaan terhadap nilai-nilai demokrasi 

Pancasila.  

Sementara itu, pengujian materil menyentuh isi atau substansi 

dari suatu undang-undang. Dalam konteks ini, MK menilai apakah 

norma-norma dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-

pasal dalam UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai Pancasila 

secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, jika suatu norma 

hukum mengandung ketidakadilan sosial, diskriminasi, atau 

penyimpangan terhadap hak asasi manusia, maka norma tersebut 

dapat dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan 

prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesetaraan yang 

merupakan pengejawantahan dari Pancasila (Mahkamah 

Konstitusi, 2010).  

Dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 tidak berdiri 

sendiri sebagai norma tertinggi, melainkan bersumber pada 

Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau norma dasar 
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negara. Oleh karena itu, meskipun secara formal MK menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945, substansi dari pengujian itu 

tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap pasal 

dalam UUD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa judicial 

review oleh MK pada dasarnya juga menjadi mekanisme 

perlindungan ideologi negara (Setiawan & Fathahillah Purnama, 

2024).  

Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai jiwa dari 

konstitusi menjadikan Pancasila selalu hadir secara normatif 

dalam pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi. Maka, 

meskipun secara konstitusional MK tidak menguji undang-undang 

secara langsung terhadap Pancasila, namun seluruh praktik 

pengujian yang dilakukan tetap mencerminkan usaha menjaga 

agar hukum nasional tidak menyimpang dari jati diri bangsa yang 

tertuang dalam Pancasila (Rasji, et al, 2024.).  

 

2. Penilaian Keselarasan UU dengan Prinsip Keadilan 

Dalam menjalankan kewenangan judicial review terhadap undang-

undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa kesesuaian 

norma hukum dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga 

dengan nilai-nilai ideologis yang melekat di dalamnya. Pancasila, 

sebagai dasar negara dan ruh dari UUD 1945, menjadi parameter 

substansial yang digunakan MK dalam menilai apakah suatu 

peraturan perundang-undangan layak diberlakukan. Dengan 

demikian, pengujian substansi undang-undang oleh MK 

mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip 

Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial sebagai 

poros utama keadilan konstitusional (Putra, 2024). 

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam uji materiil 

terhadap undang-undang yang berpotensi mengganggu kebebasan 

beragama dan keyakinan. MK menilai bahwa setiap norma hukum 

yang bersinggungan dengan kehidupan beragama harus 

memperhatikan nilai toleransi dan kebebasan spiritual. Misalnya, 

dalam pengujian UU Penodaan Agama, MK tidak hanya berpatokan 

pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah 

regulasi tersebut sejalan dengan sila pertama Pancasila yang 
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menjunjung tinggi keberagaman keyakinan di Indonesia 

(Mahkamah Konstitusi, 2024). 

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan 

dalam membatalkan undang-undang yang mengandung 

ketimpangan dan ketidakadilan. MK dalam beberapa putusannya 

telah menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar 

manusia tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan hukum 

formal. Ketika suatu pasal dalam undang-undang mengandung 

diskriminasi atau merendahkan martabat warga negara, MK secara 

tegas membatalkannya dengan alasan bertentangan dengan 

prinsip kemanusiaan Pancasila yang melekat dalam konstitusi 

(Jenderal et al., 2010).  

Selanjutnya, prinsip demokrasi sebagaimana tercermin dalam 

sila keempat, menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana suatu 

undang-undang dibentuk dan diberlakukan melalui mekanisme 

partisipatif dan akuntabel. MK menegaskan bahwa undang-undang 

yang dibentuk tanpa proses demokratis, termasuk yang minim 

partisipasi publik atau manipulatif secara politik, merupakan 

bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. Oleh karena itu, dalam 

putusan judicial review, MK tidak segan membatalkan norma 

hukum yang secara substansial anti-demokrasi (Thohari, n.d.).  

Akhirnya, prinsip keadilan sosial menjadi tolok ukur penting 

dalam menilai kebijakan ekonomi, sosial, atau administratif yang 

dilegalkan melalui undang-undang. Ketika suatu norma hukum 

memperkuat kesenjangan sosial atau memperlakukan kelompok 

marginal secara tidak adil, maka Mahkamah Konstitusi memiliki 

landasan kuat untuk menyatakan norma tersebut inkonstitusional. 

Prinsip keadilan sosial mengharuskan negara menciptakan 

peraturan yang inklusif dan pro-rakyat, bukan yang memperkuat 

kepentingan ekonomi elite (Putusan MKRI, 2025). MK dalam hal ini 

bertindak sebagai pelindung nilai-nilai keseimbangan dan 

kesejahteraan sebagaimana dirumuskan dalam sila kelima 

Pancasila. 
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Putusan MK yang Mencerminkan Pancasila  

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan 

ideologi negara, dalam berbagai keputusannya tidak hanya 

menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 secara tekstual, tetapi juga 

menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pertimbangan 

hukumnya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahkan secara 

eksplisit menyebut sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar pengujian, 

menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya fondasi normatif negara, 

tetapi juga instrumen substantif dalam membentuk hukum yang adil 

dan berkeadilan sosial. 

Salah satu contoh paling kuat adalah Putusan Nomor 27/PUU-

VIII/2010 tentang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penodaan Agama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah 

menegaskan bahwa negara berdasarkan sila pertama 

Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, wajib menjaga keharmonisan 

umat beragama dan mencegah penodaan keyakinan agama. MK 

menekankan bahwa perlindungan terhadap agama merupakan bagian 

dari jati diri bangsa yang plural dan toleran. 

Kemudian dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah 

menguji Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang membatasi hak anak 

luar kawin. MK menyatakan bahwa setiap anak, tanpa memandang 

status pernikahan orang tuanya, memiliki hak atas identitas dan 

hubungan perdata dengan ayah biologis. Pertimbangan Mahkamah ini 

berpijak pada sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, sebagai dasar moral dan hukum yang melarang segala 

bentuk diskriminasi terhadap anak. 

Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait pengujian UU No. 

18 Tahun 2012 tentang Pangan, Mahkamah menegaskan bahwa 

negara wajib memenuhi hak atas pangan sebagai bagian dari 

kesejahteraan warga negara. Mahkamah menilai bahwa substansi UU 

tersebut harus berpihak pada keadilan distribusi pangan, selaras 

dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. 

Lebih lanjut, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam 

pengujian UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan terhadap nilai 

dasar bangsa. Mahkamah menyatakan bahwa korupsi tidak hanya 

merugikan negara, tetapi juga bertentangan dengan sila kedua dan 

kelima Pancasila, yakni prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. 

Terakhir, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengujian 

UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan bagaimana 

Mahkamah menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan 

partisipasi. Mahkamah menilai bahwa pembubaran ormas tidak boleh 

dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses 

hukum dan sesuai dengan sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. 

Putusan-putusan ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga ideologis. Nilai-

nilai Pancasila dijadikan rujukan eksplisit dalam menilai keadilan, 

kemanusiaan, kebebasan beragama, dan keberpihakan pada 

kelompok rentan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah 

menjadikan Pancasila sebagai living ideology dalam praktik 

konstitusional. 
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Doktrin Conditionally Constitutional/Unconstitutional: 

Pergeseran dari Negative ke Positive Legislator 

Dalam arsitektur ketatanegaraan purik yang digagas oleh Hans Kelsen, 

Mahkamah Konstitusi didalilkan beroperasi semata-mata sebagai 

legislator negatif. Postulat ini mengasumsikan bahwa kewenangan 

yudisial terbatas pada tindakan 'menidakkan' norma yang 

bertentangan dengan konstitusi, tanpa memasuki ranah penciptaan 

norma baru yang menjadi prerogatif parlemen. Namun, realitas 

adjudikasi konstitusional di Indonesia menunjukkan anomali yang 

menarik sekaligus menantang doktrin klasik tersebut. Seiring dengan 

kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang tidak dapat dijawab 

hanya dengan logika biner ('konstitusional' atau 'inkonstitusional') 

Mahkamah Konstitusi Indonesia melakukan terobosan hermeneutika 

yang radikal melalui penemuan hukum (rechtsvinding) berupa 

putusan bersyarat (conditional decisions). 

Fenomena ini bukan sekadar variasi prosedural, melainkan 

sebuah pergeseran paradigmatik yang mentransformasi peran 

Mahkamah dari penjaga gawang pasif menjadi aktor politik-hukum 

yang proaktif, atau apa yang disebut oleh Alec Stone Sweet sebagai 

judicial law-making. Ketika Mahkamah menyatakan sebuah norma 

'konstitusional bersyarat' (conditionally constitutional), pada 

hakikatnya Mahkamah sedang menyuntikkan tafsir tunggal yang 

mengikat (erga omnes), yang secara efektif mengubah tekstur norma 

tersebut tanpa mengubah redaksinya.  

Pada awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi (MK) RI melakukan 

terobosan prosedural fundamental: tidak hanya membatalkan 

undang-undang (batal demi hukum), tetapi juga memberikan syarat 

tafsir (conditionally constitutional/unconstitutional). Langkah ini 

menandai pergeseran peran MK dari sekadar negative legislator 

(pembatal norma) ke arah judicial law-making yang lebih aktif. 

Hans Kelsen menempatkan MK sebagai legislator negatif, yakni 

hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi 

tanpa membentuk norma baru (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 

2019; Winata & Putri, 2019). Namun, realitas kebutuhan hukum di 

Indonesia menuntut MK untuk mengisi kekosongan hukum dan 
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memberikan keadilan substantif, sehingga MK kadang bertindak 

sebagai legislator positif, terutama dalam situasi mendesak, demi 

mencegah kekacauan hukum (rechtvacuum) (Nugraha et al., 2020; 

Elisabet & Memi, 2019; Syahputra & Adhari, 2024). Putusan bersyarat 

(inkonstitusional/konstitusional bersyarat) muncul sebagai respons 

atas kebutuhan keadilan substantif dan kepastian hukum, bukan 

sekadar keadilan prosedural (Nugraha et al., 2020; Elisabet & Memi, 

2019; Sanjaya, 2022). 

 

Tabel 10.1: Bukti Empiris: Praktik Syarat Tafsir dalam Putusan 

MK 

Putusan MK Bentuk Terobosan Implikasi 

No. 006/PUU-

IV/2006 (UU KKR) 

Syarat tafsir, tidak 

sekadar pembatalan 

MK menafsirkan norma 

agar sesuai konstitusi, 

bukan membatalkan 

seluruhnya 

No. 91/PUU-

XVIII/2020 (UU 

Cipta Kerja) 

Inkonstitusional 

bersyarat 

UU tetap berlaku dengan 

syarat perbaikan tertentu, 

menegaskan peran MK 

dalam mengarahkan 

legislator 

No. 20/PUU-

XIV/2016 (UU ITE) 

Inkonstitusional 

bersyarat 

Norma dinyatakan 

inkonstitusional jika syarat 

MK tidak dipenuhi 

Sumber: Nugraha et al., 2020; Efendi et al., 2024; Suhardin & Flora, 
2023; Guswara & Nasution, 2023; Ningsih, 2022; Sanjaya, 2022; 

Syahputra & Adhari, 2024; Hardianto et al., 2024 
 

Terobosan prosedural MK berupa pemberian syarat tafsir 

menandai pergeseran dari negative legislator ke peran judicial law-

making. Hal ini didorong kebutuhan keadilan substantif dan kepastian 

hukum, meski menimbulkan perdebatan teoretis. Praktik ini kini 

menjadi ciri khas putusan MK dalam merespons dinamika hukum dan 

kebutuhan masyarakat. 

Legitimasi demokratis putusan conditionally constitutional dapat 

dipertanggungjawabkan jika Mahkamah Konstitusi membatasi peran 

legislator positif hanya pada situasi mendesak, menjaga 
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proporsionalitas, dan tetap menghormati prinsip checks and balances. 

Putusan conditionally constitutional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

yang berperan sebagai positive legislator memang menimbulkan 

polemik, terutama karena MK dianggap mengambil alih fungsi 

legislasi DPR. Hal ini memicu kekhawatiran terkait legitimasi 

demokratis, mengingat MK terdiri dari hakim yang tidak dipilih secara 

langsung oleh rakyat, berbeda dengan DPR (Mihradi et al., 2021; 

Safaat & Widiarto, 2021; Efendi et al., 2023). Namun, peran ini dapat 

dibenarkan secara demokratis jika dilakukan secara terbatas, 

proporsional, dan hanya dalam kondisi mendesak, seperti ketika 

terjadi kekosongan hukum yang berpotensi melanggar hak 

konstitusional warga negara (Faisyah, 2025; Gonzales, 2025; Safaat & 

Widiarto, 2021). 

Legitimasi demokratis putusan MK sebagai legislator positif 

dapat dipertanggungjawabkan jika: 

1. Intervensi dilakukan hanya untuk mencegah disfungsi 

konstitusional atau melindungi hak-hak fundamental yang 

terancam akibat kelalaian legislator (legislative omission) 

(Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021; Farinacci-Fernós, 2021). 

2. MK tetap menghormati proses legislasi dengan memberikan 

tenggat waktu kepada DPR untuk memperbaiki undang-undang, 

bukan langsung menggantikan peran legislator secara permanen 

(Gonzales, 2025; Safaat & Widiarto, 2021; Efendi et al., 2023). 

3. Putusan bersifat subsidiaritas, artinya MK hanya bertindak jika 

DPR gagal menjalankan kewajibannya sesuai konstitusi (Gonzales, 

2025; Safaat & Widiarto, 2021). 

4. MK menghindari konflik kepentingan dan menjaga transparansi 

serta akuntabilitas dalam setiap putusan (Faisyah, 2025; Safaat & 

Widiarto, 2021). 

Legitimasi demokratis putusan conditionally constitutional dapat 

dipertanggungjawabkan jika MK membatasi peran legislator positif 

hanya pada situasi mendesak, menjaga proporsionalitas, dan tetap 

menghormati prinsip checks and balances serta supremasi konstitusi. 

Dengan demikian, intervensi MK justru memperkuat demokrasi 

substantif, bukan melemahkannya. 
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Peran Mahkamah Konstitusi dalam Transitional Justice dan 

Rekonsiliasi Nasional: Penghapusan Diskriminasi Politik 

Warisan Orde Baru 
Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam mendukung 

transitional justice dan rekonsiliasi nasional, khususnya melalui 

penghapusan diskriminasi politik yang diwariskan dari era Orde Baru. 

Hal ini berakar pada prinsip hak asasi manusia, khususnya asas non-

diskriminasi, serta konsep civic death yang menyoroti pencabutan 

hak-hak sipil dan politik akibat afiliasi politik masa lalu. Teori hak 

asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas 

perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam 

berbagai instrumen internasional dan konstitusi nasional. Prinsip 

non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam menolak segala 

bentuk pembedaan, termasuk yang berbasis latar belakang politik 

(Mekhaneg, 2023; Buniak, 2019). Konsep civic death, yaitu pencabutan 

hak-hak sipil dan politik akibat status atau afiliasi tertentu, dipandang 

bertentangan dengan prinsip equality before the law dan hak 

partisipasi politik warga negara (Ahmad & Nggilu, 2020; Kreide, 

2016). 

MK berperan sebagai "The Guardian of the Constitution" yang 

memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan 

menegakkan supremasi konstitusi di atas kepentingan politik jangka 

pendek (Ahmad & Nggilu, 2020). Keterlibatan MK dalam perubahan 

konstitusi dan pengujian undang-undang menjadi instrumen penting 

untuk mengoreksi warisan diskriminasi politik, seperti larangan bagi 

mantan anggota PKI untuk menjadi calon legislatif. MK diharapkan 

menjadi penyeimbang agar perubahan hukum tidak hanya didominasi 

oleh lembaga politik, melainkan juga berorientasi pada keadilan 

substantif dan partisipasi masyarakat (Ahmad & Nggilu, 2020; Kreide, 

2016). 

Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 yang membatalkan 

larangan bagi mantan anggota PKI untuk menjadi calon legislatif 

merupakan tonggak penting dalam penghapusan diskriminasi politik. 

Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan hak politik berdasarkan 

afiliasi masa lalu tanpa alasan yang objektif dan proporsional 

merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara 

konstitusional (Kurnia, 2025; Ahmad & Nggilu, 2020). MK 



Pengaruh Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Pemaknaan 
terhadap Konstitusi : Redefinisi, Reorientasi, dan Shifting Paradigm 
 
 

 

190 Vegitya Ramadhani Putri 

menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang 

setara dalam sistem demokrasi konstitusional. Peran MK dalam 

transitional justice dan rekonsiliasi nasional sangat strategis untuk 

menghapus diskriminasi politik warisan Orde Baru. Melalui landasan 

hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, serta putusan-

putusan progresif, MK memperkuat demokrasi konstitusional dan 

keadilan substantif di Indonesia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 011-017/PUU-I/2003 

yang membatalkan larangan bagi mantan anggota PKI menjadi calon 

legislatif menandai pergeseran penting dalam lanskap transitional 

justice Indonesia. Putusan ini memperluas hak politik dan menandai 

pendekatan rekonsiliasi yang berbeda dibandingkan negara pasca-

otoriter lain seperti Afrika Selatan atau Eropa Timur. Putusan MK ini 

menegaskan prinsip non-diskriminasi dan pemulihan hak politik, 

menandai upaya negara untuk mengakhiri stigmatisasi politik 

terhadap kelompok tertentu, khususnya eks-PKI (Mukhlis et al., 

2019). Namun, implementasi putusan MK seringkali tidak konsisten, 

karena legislasi baru kadang menghidupkan kembali pembatasan 

serupa, mencerminkan tarik-menarik antara kepastian hukum dan 

kepentingan politik (Mukhlis et al., 2019; Nggilu, 2019). Secara umum, 

Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan “rekonsiliasi tanpa 

keadilan penuh,” di mana pemulihan hak politik terjadi tanpa 

mekanisme pertanggungjawaban atau pengungkapan kebenaran yang 

komprehensif (Wahyuningroem, 2021; Wahyuningroem, 2019; 

Nastiti, 2021). 

 

Tabel 10.2: Perbandingan dengan Negara Pasca-Otoriter Lain 

Negara Pendekatan 
Transitional 

Justice 

Mekanisme 
Utama 

Implikasi pada 
Hak Politik 

Indonesia Rekonsiliasi 
terbatas, hak 
politik dipulihkan, 
minim 
akuntabilitas 

Putusan MK, 
amnesti terbatas 

Eks-
pelaku/korban 
dapat berpolitik, 
tanpa lustrasi 
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Afrika 
Selatan 

Truth and 
Reconciliation 
Commission (TRC), 
amnesti bersyarat 

Pengungkapan 
kebenaran, 
amnesti, reparasi 

Pelaku diampuni 
jika mengaku, 
korban diakui 

Eropa 
Timur 

Lustrasi, 
pembatasan hak 
politik eks-
komunis 

Lustrasi, 
pengadilan, 
pengungkapan 
arsip 

Eks-pelaku rezim 
lama dilarang 
berpolitik 

Sumber: Mukhlis et al., 2019; Wahyuningroem, 2021; 
Wahyuningroem, 2019; Nastiti, 2021; Bernasconi & Díaz, 2022; Olsen 

et al., 2010; Brown, 2020 
 

Di Indonesia, pemulihan hak politik tidak diiringi dengan 

pengungkapan kebenaran atau keadilan bagi korban, berbeda dengan 

model TRC Afrika Selatan atau lustrasi di Eropa Timur 

(Wahyuningroem, 2021; Wahyuningroem, 2019; Nastiti, 2021; Olsen 

et al., 2010). Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi implementasi 

putusan MK menimbulkan keraguan terhadap efektivitas transitional 

justice di Indonesia (Mukhlis et al., 2019; Nggilu, 2019). Putusan MK 

No. 011-017/PUU-I/2003 memperluas hak politik eks-PKI dan 

menandai pendekatan rekonsiliasi yang lebih inklusif, namun tanpa 

mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Ini membedakan 

Indonesia dari negara-negara pasca-otoriter lain yang lebih 

menekankan lustrasi atau pengungkapan kebenaran. Tantangan 

utama tetap pada konsistensi hukum dan pemenuhan keadilan bagi 

korban. 

 

Tafsir Ekonomi Konstitusi: Menjaga Kedaulatan Sumber 

Daya Alam (Pasal 33 UUD 1945) 
Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menegaskan peran 

negara dalam menguasai sumber daya alam, khususnya air dan energi, 

sebagai implementasi prinsip welfare state dan kedaulatan ekonomi 

yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Sikap ini tercermin dalam 

sejumlah putusan penting yang membatalkan upaya liberalisasi dan 

privatisasi sektor-sektor vital. MK menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 

sebagai dasar filosofi negara kesejahteraan (welfare state) dan 

kedaulatan ekonomi, di mana penguasaan negara atas bumi, air, dan 

kekayaan alam adalah bentuk kepemilikan publik kolektif demi 
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kemakmuran rakyat. Negara tidak sekadar bertindak sebagai 

regulator, tetapi juga sebagai pengelola, pembuat kebijakan, dan 

pengawas, sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak boleh 

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau swasta 

(Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 2016; Tejawati et 

al., 2021). Konsep ini menolak semangat liberal individualistik dan 

menegaskan bahwa pengelolaan cabang produksi penting harus tetap 

berada di bawah kontrol negara (Magnar et al., 2016; Arizona, 2016). 

MK membatalkan ketentuan liberalisasi sektor ketenagalistrikan 

yang memisahkan (unbundling) penguasaan negara atas sektor hulu 

dan hilir, karena dinilai bertentangan dengan prinsip penguasaan 

negara yang luas dan kolektif. MK menegaskan bahwa negara harus 

menjalankan lima fungsi: kebijakan (beleid), pengurusan 

(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) demi 

kemakmuran rakyat (Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 

2016; Wicaksono, 2017). 

MK membatalkan UU Sumber Daya Air karena dinilai terlalu 

membuka ruang privatisasi dan mengabaikan hak rakyat atas air. MK 

menegaskan bahwa air sebagai cabang produksi yang menguasai hajat 

hidup orang banyak harus dikuasai negara, dengan pembatasan ketat 

terhadap pengusahaan swasta. Prioritas utama pengelolaan air 

diberikan kepada BUMN/BUMD, dan keterlibatan swasta hanya 

dimungkinkan jika kebutuhan dasar rakyat telah terpenuhi (Hsb & 

Butar, 2018; Triningsih & Agustine, 2020; Surachman, 2017; 

Handayani, 2015). 

 

Tabel 10.3: Sikap MK terhadap Liberalisasi dan Privatisasi 

Sumber Daya Alam 

Sektor Putusan MK & Substansi 
Sikap terhadap 

Privatisasi 
Ketenagalistrikan No. 001-021-022/PUU-

I/2003: Tolak unbundling, 
tegaskan kontrol negara 

Menolak liberalisasi, 
negara harus dominan 

Sumber Daya Air No. 85/PUU-XI/2013: 
Batalkan UU SDA, prioritas 
BUMN/BUMD 

Menolak privatisasi, 
pembatasan ketat 
swasta 



Pengaruh Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Pemaknaan 
terhadap Konstitusi : Redefinisi, Reorientasi, dan Shifting Paradigm 

 

 

193 Vegitya Ramadhani Putri 

Sumber: Ritonga et al., 2021; Arizona, 2016; Magnar et al., 2016; 
Wicaksono, 2017; Hsb & Butar, 2018; Triningsih & Agustine, 2020; 

Surachman, 2017; Handayani, 2015 
Sikap MK menegaskan bahwa negara wajib menguasai dan 

mengelola sumber daya alam strategis demi kemakmuran rakyat, 

menolak liberalisasi dan privatisasi yang mengurangi peran negara, 

serta memperkuat prinsip welfare state dan kedaulatan ekonomi 

sesuai amanat konstitusi. 

MK menafsirkan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai 

kewenangan negara yang tidak bersifat kepemilikan mutlak, 

melainkan pengelolaan demi kemakmuran rakyat, meski di tengah 

tekanan globalisasi ekonomi dan investasi asing. MK menegaskan 

bahwa HMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, bukan 

berarti negara sebagai pemilik absolut atas sumber daya alam, 

melainkan sebagai pemegang mandat untuk: 

1. Merumuskan kebijakan (beleid) 

2. Melakukan pengaturan (regelendaad) 

3. Melakukan pengurusan (bestuursdaad) 

4. Melakukan pengelolaan (beheersdaad) 

5. Melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) 

Kelima fungsi ini harus dijalankan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan negara atau korporasi 

semata (Taufiq, 2023; Baetal et al., 2021; Nizammudin, 2016; 

Sembiring, 2016). 

Tekanan globalisasi dan liberalisasi investasi, termasuk melalui 

regulasi seperti UU Penanaman Modal, telah membuka peluang besar 

bagi investasi asing di sektor-sektor strategis. Namun, MK 

menegaskan bahwa keterlibatan swasta dan asing tetap dibatasi agar 

tidak mengurangi peran negara dalam pengambilan keputusan 

strategis dan penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam 

(Nizammudin, 2016; Aji, 2016). Negara tetap wajib menjaga agar 

pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

bisnis, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum 

(Taufiq, 2023; Baetal et al., 2021; Nizammudin, 2016; Aji, 2016; 

Sembiring, 2016). MK mmendefinisikan HMN sebagai mandat 

pengelolaan, bukan kepemilikan, dengan orientasi utama pada 

kemakmuran rakyat. Negara tetap menjadi aktor sentral dalam 
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pengelolaan sumber daya, meski membuka ruang bagi investasi asing, 

asalkan tidak mengorbankan kepentingan publik dan kedaulatan 

ekonomi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hak Menguasai 

Negara (HMN) yang bernuansa proteksionis umumnya ditujukan 

untuk melindungi kepentingan rakyat dan mendorong keadilan sosial, 

namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

efisiensi ekonomi nasional sangat bergantung pada implementasi dan 

tindak lanjut regulasi. Putusan MK yang menegaskan peran negara 

dalam pengelolaan sumber daya alam (misal, putusan terkait migas, 

pertambangan, dan wilayah pesisir) didasarkan pada Pasal 33 UUD 

1945, yang menuntut negara mengelola cabang produksi penting demi 

kemakmuran rakyat. MK menegaskan bahwa pengelolaan sumber 

daya tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi yang 

menguntungkan kelompok kecil, tetapi harus melibatkan rakyat 

seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan 

(Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021). Namun, dalam 

praktiknya, implementasi putusan seringkali menghadapi kendala, 

seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan potensi 

pengalihan manfaat ke kelompok modal besar, sehingga tujuan 

keadilan sosial tidak selalu tercapai (Rahayu et al., 2022; Ali et al., 

2021). 

Putusan MK yang membatalkan privatisasi atau liberalisasi 

berlebihan dapat menghambat efisiensi ekonomi (misal, kompetisi 

pasar bebas), namun MK menekankan efisiensi harus berkeadilan dan 

berkelanjutan (Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021). Dalam 

beberapa kasus, proteksionisme negara justru mencegah eksploitasi 

berlebihan oleh swasta dan menjaga keberlanjutan sumber daya, 

meski berisiko menurunkan daya saing atau investasi jika tidak 

diimbangi tata kelola yang baik (Nizammudin, 2016; Asnawi, 2016). 

 
Tabel 10.4: Dampak Putusan MK Bernuansa Proteksionis 

Aspek Potensi Dampak Positif Potensi Hambatan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Perlindungan hak rakyat, 
distribusi adil, akses luas 

Manfaat tidak merata, 
implementasi lemah 
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Efisiensi 
Ekonomi 

Pencegahan monopoli, 
keberlanjutan SDA 

Hambatan investasi, 
birokrasi, tumpang tindih 
regulasi 

Sumber: Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021; Rahayu et al., 2022; 
Nizammudin, 2016; Asnawi, 2016; Rahayu et al., 2022 

Putusan MK bernuansa proteksionis dapat mendukung 

kesejahteraan rakyat jika diimplementasikan secara konsisten dan 

adil, namun berpotensi menghambat efisiensi ekonomi jika tidak 

diimbangi tata kelola yang baik. Efektivitasnya sangat bergantung 

pada tindak lanjut regulasi dan pengawasan negara. 

 

Putusan MK dan Transformasi Demokrasi Elektoral 

Indonesia: Dari Nomor Urut Partai ke Suara Terbanyak 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 

menandai perubahan fundamental dalam sistem demokrasi elektoral 

Indonesia, menggeser dominasi nomor urut partai menjadi sistem 

suara terbanyak berbasis proporsional terbuka. Perubahan ini 

didasari perdebatan filosofis antara kedaulatan rakyat versus 

kedaulatan partai, serta prinsip representasi yang lebih langsung. 

Teori kedaulatan rakyat (popular sovereignty) menekankan 

bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang 

diekspresikan melalui pemilihan umum langsung dan partisipasi aktif 

dalam menentukan wakilnya. Sebaliknya, kedaulatan partai 

menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam menentukan 

calon legislatif, sering kali melalui mekanisme nomor urut atau daftar 

tertutup (Puspahani & Saleh, 2024; Rofiq, 2020; Jamaluddin et al., 

2021). Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa sistem 

proporsional terbuka lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat 

sebagaimana diamanatkan UUD 1945, karena memberikan kebebasan 

kepada pemilih untuk menentukan langsung calon legislatif yang 

diinginkan, bukan sekadar memilih partai (Puspahani & Saleh, 2024; 

Haruni & Esfandiari, 2024; Jamaluddin et al., 2021). 

Prinsip representasi dalam sistem ini juga berubah: dari 

representasi berbasis partai menjadi representasi berbasis individu 

yang memperoleh suara terbanyak, sehingga memperkuat 
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akuntabilitas anggota legislatif kepada pemilih, bukan hanya kepada 

partai (Puspahani & Saleh, 2024; Jamaluddin et al., 2021). 

Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 membatalkan ketentuan 

penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut, dan menetapkan 

bahwa calon legislatif terpilih adalah yang memperoleh suara 

terbanyak. Hal ini memperkuat sistem proporsional terbuka murni, 

yang telah diterapkan sejak Pemilu 2009 (Puspahani & Saleh, 2024; 

Goldwen, 2023; Jamaluddin et al., 2021). MK menilai sistem ini lebih 

adil dan demokratis, serta mencegah dominasi partai dalam 

menentukan wakil rakyat (Puspahani & Saleh, 2024; Goldwen, 2023; 

Haruni & Esfandiari, 2024). 

Sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi dan 

keterwakilan rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti 

biaya politik tinggi, politik uang, dan kompetisi internal partai yang 

tajam (Hamar et al., 2024; Rosmini et al., 2024; Rofiq, 2020). Meski 

demikian, sistem ini dinilai lebih sesuai dengan perkembangan 

demokrasi Indonesia dan prinsip kedaulatan rakyat (Puspahani & 

Saleh, 2024; Goldwen, 2023; Haruni & Esfandiari, 2024; Jamaluddin et 

al., 2021). Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan 

pergeseran paradigma demokrasi elektoral Indonesia ke arah 

kedaulatan rakyat, dengan sistem proporsional terbuka berbasis 

suara terbanyak. Meskipun menghadirkan tantangan baru, sistem ini 

dinilai lebih demokratis dan representatif. 

Sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak secara 

teori dan sebagian praktik memang memperkuat hubungan langsung 

antara pemilih dan wakil rakyat. Pemilih dapat memilih langsung 

calon yang dianggap paling mewakili aspirasi mereka, sehingga 

representasi politik menjadi lebih akurat dan akuntabilitas wakil 

rakyat kepada konstituen meningkat (Azis & Sihombing, 2023; 

Puspahani & Saleh, 2024). Sistem ini juga mendorong keterlibatan 

pemilih dan memperluas partisipasi politik (Azis & Sihombing, 2023; 

Puspahani & Saleh, 2024).  

Namun, bukti empiris kuat menunjukkan bahwa sistem suara 

terbanyak juga secara signifikan menyuburkan praktik politik uang 

(vote buying) dan meningkatkan biaya politik. Persaingan antar calon, 
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bahkan dalam satu partai, mendorong kandidat untuk menggunakan 

berbagai cara, termasuk pemberian uang atau barang kepada pemilih, 

demi memperoleh suara terbanyak (Argoebie et al., 2025; Hamar et 

al., 2024; Aspinall, 2014; Hukum, 2024; Purnama & Manitra, 2023; 

Erlina, 2023; Hannan, 2023; Risky et al., 2023; Priyanto et al., 2024; 

Indrastuti, 2023). Data menunjukkan bahwa praktik politik uang 

meningkat sejak sistem ini diterapkan, dengan Indonesia menjadi 

salah satu negara dengan tingkat politik uang tertinggi di dunia 

(Erlina, 2023; Hannan, 2023; Indrastuti, 2023). Biaya kampanye yang 

tinggi juga berpotensi mendorong korupsi pasca terpilih (Hannan, 

2023; Priyanto et al., 2024). Secara empiris, sistem suara terbanyak 

memang memperkuat hubungan konstituen-wakil rakyat, namun di 

saat yang sama juga secara nyata menyuburkan praktik politik uang 

dan meningkatkan biaya politik. Tantangan utama ke depan adalah 

memperkuat regulasi dan pengawasan agar manfaat demokratisasi 

tidak dikalahkan oleh dampak negatif politik uang. 

Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 mengubah sistem pemilu 

menjadi proporsional terbuka berbasis suara tterbanyak,membawa 

konsekuensi besar terhadap pelembagaan (institutionalization) dan 

kohesi internal partai politik di Indonesia. Secara umum, sistem ini 

cenderung melemahkan pelembagaan partai dan memperburuk 

kohesi internal. Sistem suara terbanyak mendorong persaingan antar 

kandidat dalam satu partai, sehingga fokus partai bergeser dari 

penguatan organisasi dan ideologi ke popularitas individu. Hal ini 

menyebabkan partai kehilangan kontrol atas kader, memperlemah 

identitas dan struktur internal, serta mengurangi peran partai sebagai 

institusi utama demokrasi (Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; ', 

2013; Riau, 2013; Sarah & Suatmiati, 2022; Hamar et al., 2024). 

Banyak partai menjadi sekadar kendaraan elektoral tanpa penguatan 

kaderisasi dan ideologi, sehingga pelembagaan partai menjadi rapuh 

(Kristiyanto et al., 2023; Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Erlina, 

2023; Aminuddin & Ramadlan, 2022). Fragmentasi partai juga 

meningkat, dengan munculnya partai-partai baru yang tidak berbasis 

ideologi kuat (Argoebie et al., 2025; Sarah & Suatmiati, 2022; , 2022). 

Sistem ini memperburuk kohesi internal karena kandidat lebih 

fokus membangun basis suara pribadi daripada loyalitas pada partai. 
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Kompetisi internal menjadi tajam, sering memicu konflik, 

faksionalisasi, dan bahkan perpecahan partai (Argoebie et al., 2025; 

Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Sarah & Suatmiati, 2022; 

Yogyakarta, 2016). Partai kesulitan menjaga disiplin dan kesatuan 

visi, karena anggota legislatif lebih mengutamakan kepentingan 

elektoral pribadi (Widiono & Zhang, 2024; Tan, 2012; Sarah & 

Suatmiati, 2022). Akibatnya, partai sulit membangun solidaritas dan 

konsistensi kebijakan. Putusan MK tentang sistem suara terbanyak 

memperlemah pelembagaan dan kohesi internal partai politik di 

Indonesia. Partai menjadi kurang solid, lebih pragmatis, dan rentan 

konflik internal, sehingga tantangan pelembagaan partai semakin 

besar dalam demokrasi elektoral Indonesia. 

 

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Hak Asal-

Usul dan Pluralisme Hukum di Indonesia 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak progresif dalam 

pengakuan hak masyarakat adat dan pluralisme hukum di Indonesia. 

Secara filosofis dan teoretis, putusan ini menegaskan pentingnya 

pluralisme hukum dan pengakuan hak-hak masyarakat asli sebagai 

bagian dari keadilan sosial dan konstitusional. Putusan ini berakar 

pada prinsip pluralisme hukum, yaitu pengakuan atas keberadaan 

berbagai sistem hukum (negara, adat, agama) yang hidup 

berdampingan di masyarakat Indonesia (Sinay et al., 2022; Arman & 

Riyanto, 2023; Flambonita, 2021). Hak masyarakat adat diakui 

sebagai hak konstitusional (Pasal 18B(2) UUD 1945), menegaskan 

bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak asal-usul serta 

sistem hukum adat yang masih hidup (Sinay et al., 2022; Flambonita, 

2021). Teori legal pluralism menolak sentralisme hukum negara dan 

menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dan 

relevan (Sinay et al., 2022; Flambonita, 2021). 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara tegas mengeluarkan 

hutan adat dari kategori hutan negara, sehingga masyarakat adat 

diakui sebagai subjek hukum pemilik hutan adat (Basyar et al., 2024; 

Fajar et al., 2024; Imran et al., 2020; Ghopur, 2019). Dampak 

positifnya, pengakuan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam 
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pengelolaan sumber daya alam dan memperluas perlindungan hak-

hak mereka (Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Imran et al., 2020). 

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, 

seperti birokrasi pengakuan formal, tumpang tindih perizinan, dan 

lemahnya regulasi daerah (Tandori & Murdiati, 2025; Wiraprana, 

2025; Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Ghopur, 2019). Banyak 

daerah belum memiliki produk hukum yang mengakui hak 

masyarakat adat secara efektif (Wiraprana, 2025; Ghopur, 2019; Nelis, 

2018; Sari & Fu'adah, 2017). 

Meskipun secara normatif pengakuan telah diperkuat, realisasi di 

tingkat lokal masih lemah akibat minimnya regulasi daerah, 

lambatnya proses verifikasi, dan seringnya hak adat diabaikan dalam 

pemberian izin komersial (Tandori & Murdiati, 2025; Wiraprana, 

2025; Basyar et al., 2024; Fajar et al., 2024; Ghopur, 2019; Nelis, 2018; 

Sari & Fu'adah, 2017). Rekomendasi utama adalah moratorium izin di 

wilayah sengketa, penguatan sanksi atas pelanggaran FPIC (Free, 

Prior, and Informed Consent), serta integrasi kelembagaan adat dalam 

tata kelola kehutanan (Tandori & Murdiati, 2025; Basyar et al., 2024; 

Jaenong et al., 2025). Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara filosofis 

dan empiris memperkuat pengakuan pluralisme hukum dan hak 

masyarakat adat di Indonesia. Namun, tantangan implementasi di 

tingkat lokal masih besar, sehingga perlu penguatan regulasi, 

kelembagaan, dan perlindungan nyata bagi masyarakat adat agar 

keadilan substantif benar-benar terwujud. 

Terdapat gap besar antara putusan MK dan implementasi 

birokratis di daerah. Tanpa reformasi regulasi, harmonisasi 

kewenangan, dan perlindungan nyata, pengakuan wilayah adat akan 

terus lambat dan rawan konflik. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 

secara tegas mengakui hutan adat sebagai milik masyarakat hukum 

adat, bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun, implementasi di 

tingkat pemerintah daerah masih menghadapi banyak hambatan 

birokratis dan struktural, sehingga pengakuan wilayah adat berjalan 

sangat lambat dan tidak merata.  

Hambatan utama implementasi di daerah antara lain: syarat 

pengakuan formal & regulasi daerah, tumpang tindih kepentingan & 

perizinan komersial, fragmentasi kewenangan & dualisme regulasi, 
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serta minimnya partisipasi dan perlindungan. Pengakuan hak adat 

mensyaratkan adanya peraturan daerah (perda) atau keputusan 

kepala daerah. Banyak daerah belum memiliki perda atau mekanisme 

yang jelas, sehingga masyarakat adat sulit memperoleh pengakuan 

resmi (Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021; Sari & Fu'adah, 2017; 

Pradhani, 2019; Tamma & Duile, 2020). Proses identifikasi, verifikasi, 

dan penetapan status adat seringkali berbelit dan memakan waktu 

lama (Tandori & Murdiati, 2025; Muharman, 2025; Pradhani, 2019). 

Selama proses pengakuan berjalan, pemerintah daerah kerap tetap 

mengeluarkan izin usaha (perkebunan, kehutanan, pariwisata) di atas 

wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat (FPIC), menyebabkan 

konflik, deforestasi, dan hilangnya akses masyarakat adat terhadap 

sumber daya (Tandori & Murdiati, 2025; Muharman, 2025; 

Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021). Terdapat tumpang tindih 

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, 

terutama jika wilayah adat melintasi batas administratif. Tidak ada 

koordinasi yang jelas antar level pemerintahan, sehingga pengakuan 

wilayah adat sering terhambat (Jayuska et al., 2025; Pradhani, 2019; 

Tamma & Duile, 2020). Keterlibatan masyarakat adat dalam proses 

pengakuan masih terbatas, dan perlindungan hukum terhadap hak-

hak mereka belum optimal. Banyak kasus pengambilalihan tanah adat 

tanpa kompensasi yang adil (Maisa et al., 2024; Muharman, 2025; 

Wiraprana, 2025; Karjoko et al., 2021). 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara normatif membuka 

peluang besar untuk pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya 

alam (SDA) dari sentralistik ke berbasis komunitas. Putusan ini 

mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum yang berhak 

mengelola hutan adat, memberi mereka kewenangan menentukan 

peruntukan, fungsi, dan pemanfaatan wilayahnya (Basyar et al., 2024; 

Nugroho, 2016; Mayastuti & Purwadi, 2023; Patittingi, 2020). 

Pengakuan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam tata kelola 

SDA dan mendorong model community-based management yang 

mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan (Budiman et al., 

2021; Mayastuti & Purwadi, 2023; Nugroho, 2016; Jaenong et al., 

2025). 
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Namun, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya terwujud 

dalam praktik. Hambatan utama meliputi: 

1. Kebutuhan pengakuan formal: Pengelolaan berbasis komunitas 

baru berjalan jika ada pengakuan resmi dari pemerintah daerah, 

yang prosesnya lambat dan birokratis (Basyar et al., 2024; 

Wiraprana, 2025; Budiman et al., 2021; Nugroho, 2016). 

2. Tumpang tindih kepentingan: Masih sering terjadi konflik antara 

klaim masyarakat adat dan izin komersial yang dikeluarkan 

pemerintah (Wiraprana, 2025; Nugroho, 2016). 

3. Minimnya regulasi daerah: Banyak daerah belum memiliki perda 

yang mengatur pengakuan dan tata kelola hutan adat (Basyar et al., 

2024; Budiman et al., 2021; Wiraprana, 2025). 

4. Keterbatasan dukungan institusional dan anggaran: Proses 

fasilitasi dan penguatan kelembagaan adat seringkali tidak menjadi 

prioritas pemerintah daerah (Budiman et al., 2021). 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 secara hukum sangat potensial 

mendorong pengelolaan SDA berbasis komunitas, namun 

implementasinya masih terbatas akibat hambatan birokrasi, regulasi, 

dan politik di tingkat daerah. Perubahan paradigma baru akan nyata 

jika didukung penguatan regulasi, kelembagaan, dan komitmen 

pemerintah daerah. 

 

Perluasan Objek Praperadilan: Melindungi Hak Tersangka 

(Habeas Corpus) 

Perluasan objek praperadilan secara signifikan memperkuat kontrol 

yudisial terhadap tindakan penyidik, sehingga dapat menekan potensi 

penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Praperadilan memberi 

ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan penetapan status 

tersangka, penangkapan, penahanan, dan tindakan paksa lain di 

pengadilan, sehingga penyidik harus lebih profesional dan berhati-

hati dalam bertindak (Sekti et al., 2024; Krismen, 2019). Mekanisme 

ini juga mendorong peningkatan etika dan profesionalisme penyidik, 

karena setiap tindakan dapat diuji dan dibatalkan jika terbukti 

melanggar hukum (Krismen, 2019). 

Namun, perluasan objek praperadilan juga membawa tantangan 

berupa potensi litigasi yang berlarut-larut. Dalam praktiknya, proses 
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praperadilan dapat memperlambat penanganan perkara, terutama 

jika digunakan sebagai strategi oleh tersangka untuk menunda proses 

hukum (Sekti et al., 2024). Selain itu, dualisme budaya hukum dan 

kurangnya kesatuan pemahaman di antara aparat penegak hukum 

dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan praperadilan, 

sehingga efektivitasnya dalam menekan penyalahgunaan wewenang 

tidak selalu optimal (Putri & Senjaya, 2022). Perluasan objek 

praperadilan efektif menekan penyalahgunaan wewenang kepolisian, 

namun juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum jika 

tidak diimbangi dengan konsistensi penerapan dan budaya hukum 

yang kuat. Optimalisasi manfaatnya memerlukan profesionalisme 

penyidik dan harmonisasi pemahaman di antara aparat penegak 

hukum. 

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek 

praperadilan, khususnya penetapan tersangka, penggeledahan, dan 

penyitaan, sehingga dapat diuji keabsahannya sebelum perkara 

masuk ke tahap adjudikasi. Hal ini berdampak signifikan pada 

independensi peradilan pidana di tahap pra-adjudikasi. 

Putusan ini memperkuat posisi pengadilan negeri sebagai 

pengawas tindakan penyidik pada tahap pra-adjudikasi. Pengadilan 

tidak hanya menjadi pelengkap formalitas, tetapi berperan aktif dalam 

menguji legalitas dan akuntabilitas tindakan penyidik, sehingga 

mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (Rahman, 2019; 

Suratno, 2018; Akbar, 2019). Dengan demikian, pengadilan 

memperoleh ruang yang lebih luas untuk menjaga hak asasi tersangka 

dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip due process of 

law (Suratno, 2018; Nugraha, 2017; Akbar, 2019). 

Putusan MK ini juga memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat, khususnya tersangka, karena penetapan status tersangka 

kini harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini 

mencegah penetapan tersangka secara sewenang-wenang dan 

memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tahap awal proses 

pidana (Nugraha, 2017; Suratno, 2018; Akbar, 2019). Hakim 

praperadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan 

tersangka yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga 
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memperkuat independensi dan integritas peradilan (Nugraha, 2017; 

Priyanka, 2021). 

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperkuat independensi 

peradilan pidana pada tahap pra-adjudikasi dengan memperluas 

ruang kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, meningkatkan 

perlindungan hak asasi, dan memastikan proses hukum berjalan adil 

serta akuntabel. Meski demikian, perluasan kewenangan ini juga 

menuntut hakim praperadilan untuk tetap berada dalam batas-batas 

yang diatur KUHAP dan putusan MK, agar tidak melampaui 

kewenangan yang diberikan (Rahman, 2019). Selain itu, konsistensi 

dan profesionalisme hakim sangat penting agar independensi 

peradilan tetap terjaga (Rahman, 2019; Suratno, 2018).  

 

Independensi Lembaga Negara Independen: Kasus KPK dan 

Angket DPR 

Analisis posisi konstitusional KPK sebagai state auxiliary organ 

menyoroti tarik-menarik antara kebutuhan akan pengawasan 

legislatif (DPR) dan prinsip independensi kelembagaan, terutama 

pasca Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan revisi UU KPK. Prinsip 

checks and balances menuntut adanya mekanisme saling mengawasi 

antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Dalam konteks Indonesia, checks and balances diimplementasikan 

melalui fungsi pengawasan DPR, termasuk hak angket terhadap 

lembaga negara seperti KPK (Iskandar, 2019; Firdaus, 2018; 

Sumartini & Arifin, 2020). Namun, teori institutional independence 

menegaskan pentingnya lembaga-lembaga tertentu, seperti KPK, 

untuk tetap bebas dari intervensi kekuasaan politik agar dapat 

menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara efektif (Rannie, 

2021; Zaini & Ridho, 2023; Aris, 2018). 

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 memunculkan tiga pandangan 

utama: (1) KPK berada di ranah eksekutif sehingga DPR berhak 

menggunakan hak angket; (2) KPK adalah lembaga independen di luar 

tiga cabang kekuasaan utama; (3) KPK berada di ranah eksekutif 

namun tetap independen, sehingga hak angket DPR tidak dapat 

diterapkan pada tugas yudisial KPK (Iskandar, 2019; Nurlette, 2020; 
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Aris et al., 2019; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris, 2018). Revisi UU KPK 

(UU No. 19/2019) mempertegas posisi KPK dalam rumpun eksekutif 

dan memperkenalkan Dewan Pengawas, yang dinilai memperlemah 

independensi KPK (Rannie, 2021; Zaini & Ridho, 2023; Price, 2024; M 

& Simatupang, 2025). 

Secara konstitusional, DPR memiliki hak pengawasan melalui hak 

angket, namun implementasinya terhadap KPK menimbulkan dilema. 

Di satu sisi, pengawasan DPR adalah manifestasi checks and balances; 

di sisi lain, intervensi legislatif berpotensi menggerus independensi 

KPK dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi (Iskandar, 

2019; Firdaus, 2018; Rannie, 2021; Zaini & Ridho, 2023; Aris, 2018; M 

& Simatupang, 2025). Perbandingan dengan negara lain menunjukkan 

bahwa lembaga antikorupsi umumnya diposisikan sebagai 

independent agencies yang tidak menjadi objek hak angket legislatif 

(Aris et al., 2019; Aris, 2018). 

 

Tabel 10.5: Posisi KPK dan Implikasi Konstitusional 

Aspek 

Sebelum 
Putusan MK 

36/PUU-
XV/2017 

Setelah 
Putusan MK 

36/PUU-
XV/2017 & 

Revisi UU KPK 

Implikasi 
Konstitusional 

Status KPK Lembaga 
independen di 
luar trias 
politica 

Dimasukkan ke 
rumpun 
eksekutif 

Potensi 
pelemahan 
independensi 

Hak Angket 
DPR 

Tidak berlaku 
untuk KPK 

Berlaku 
terbatas 
(kecuali tugas 
yudisial KPK) 

Pengawasan 
legislatif 
meningkat 

Pengangkatan 
Pimpinan 

Melalui DPR Melalui DPR, 
tetap 
diperdebatkan 

Potensi 
intervensi 
politik 

Dewan 
Pengawas 

Tidak ada Ada (diangkat 
pemerintah) 

Pengawasan 
internal, potensi 
pelemahan 

Sumber: Iskandar, 2019; Nurlette, 2020; Aris et al., 2019; Rannie, 2021; 
Nada, 2022; Aris, 2018; M & Simatupang, 2025; Iskandar, 2019; Nurlette, 

2020; Firdaus, 2018; Aris et al., 2019; Aris, 2018; Sumartini & Arifin, 2020; 
Zaini & Ridho, 2023; Price, 2024 
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Tarik-menarik antara pengawasan legislatif dan independensi 

KPK mencerminkan ketegangan antara doktrin checks and balances 

dan kebutuhan institutional independence. Perubahan konstitusional 

dan legislasi terbaru cenderung memperlemah posisi independen 

KPK, berisiko menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi dan 

kualitas demokrasi Indonesia. 

Inkonsistensi Putusan MK tentang Status KPK melemahkan 

independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan apakah 

KPK merupakan bagian dari eksekutif atau lembaga independen telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif pada 

upaya pemberantasan korupsi. 

Putusan MK yang berubah-ubah kadang menyatakan KPK sebagai 

lembaga independen di luar eksekutif, kadang sebagai bagian dari 

eksekutif, menyebabkan polemik berkepanjangan di kalangan ahli 

hukum dan masyarakat. Ketidakpastian ini mempersulit penetapan 

batas kewenangan KPK dan membuka ruang intervensi politik, 

terutama setelah revisi UU KPK yang menempatkan KPK di bawah 

eksekutif (Rannie, 2021; Sirait et al., 2020; Nada, 2022; Susanto et al., 

2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Pattimahu et al., 2023). 

Perubahan status KPK menjadi bagian dari eksekutif berpotensi 

mengurangi independensi KPK, membuatnya lebih rentan terhadap 

intervensi kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan DPR. Hal ini 

dikhawatirkan akan menghambat KPK dalam menjalankan tugas 

penegakan hukum secara bebas dan efektif (Rannie, 2021; Sirait et al., 

2020; Nada, 2022; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; 

Pattimahu et al., 2023). 

Ambivalensi status KPK menimbulkan keraguan publik terhadap 

komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. KPK yang tidak 

sepenuhnya independen dinilai kurang mampu bertindak tegas 

terhadap pelaku korupsi, terutama jika melibatkan pejabat eksekutif 

(Susanto et al., 2023; Pattimahu et al., 2023). Inkonsistensi putusan 

MK mengenai status KPK telah menciptakan ketidakpastian hukum, 

menurunkan independensi, dan mengancam efektivitas KPK dalam 

memberantas korupsi. Kejelasan dan konsistensi status KPK sebagai 
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lembaga independen sangat penting untuk menjaga integritas dan 

efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Kerangka hukum MK belum sepenuhnya kuat melindungi 

lembaga independen dari intervensi politik. Kerangka hukum yang 

dibangun Mahkamah Konstitusi (MK) secara normatif menegaskan 

prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan independensi 

kekuasaan kehakiman. MK berperan sebagai pengawal konstitusi (the 

guardian of the constitution) dan memiliki kewenangan menguji 

undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga 

negara, serta menjaga hak-hak konstitusional warga negara 

(Kurniawati & Rohmah, 2024; Ahmad & Nggilu, 2020; Heryansyah & 

Nugraha, 2020). Secara teori, sistem ini dirancang untuk mencegah 

dominasi satu cabang kekuasaan dan melindungi lembaga independen 

dari intervensi politik (Suparman, 2023; Ahmad & Nggilu, 2020; 

Heryansyah & Nugraha, 2020). 

Namun, dalam praktiknya, kerangka hukum ini menghadapi 

beberapa kelemahan. Proses pengisian hakim MK yang melibatkan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka peluang konflik 

kepentingan dan intervensi politik, sehingga independensi hakim MK 

dapat terancam (Alsyam, 2023). Eksekusi putusan MK seringkali tidak 

berjalan efektif karena lemahnya komitmen politik dan tidak adanya 

mekanisme sanksi tegas bagi lembaga negara yang tidak mematuhi 

putusan MK (Christia et al., 2024).  

Revisi undang-undang MK dan dinamika politik dapat 

melemahkan posisi MK, misalnya melalui perubahan aturan yang 

menguntungkan pihak tertentu atau mengurangi partisipasi publik 

(Pratama & Kadir, 2025; Fiqih et al., 2024). Kasus-kasus kontroversial 

menunjukkan bahwa putusan MK kadang dipengaruhi kepentingan 

politik, sehingga menimbulkan keraguan atas integritas dan 

perlindungan terhadap lembaga independen (Fiqih et al., 2024; 

Alsyam, 2023). Secara normatif, kerangka hukum MK cukup kuat di 

atas kertas, namun dalam praktiknya masih terdapat celah yang 

memungkinkan intervensi politik. Penguatan mekanisme seleksi 

hakim, eksekusi putusan, dan transparansi sangat diperlukan agar 

perlindungan terhadap lembaga independen benar-benar efektif. 
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Doktrin TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam 

Sengketa Pilpres 
Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak hanya berperan sebagai 

“kalkulator” suara, tetapi juga diharapkan menjadi penjaga keadilan 

substantif dalam pemilu. Peran ini didasari oleh kerangka filosofis 

electoral justice yang menuntut keadilan tidak hanya secara 

prosedural, tetapi juga secara substantif. Keadilan 

Pproseduralmenekankan kepatuhan pada aturan formal, seperti 

tenggat waktu dan ambang batas selisih suara. MK sering kali 

konsisten menegakkan keadilan prosedural, namun hal ini tidak selalu 

sejalan dengan keadilan substantif (Halili et al., 2018). Keadilan 

Substantif menuntut hakim untuk menggali rasa keadilan masyarakat, 

bahkan jika harus melampaui batasan undang-undang. Judicial 

activism oleh MK, seperti memperluas makna “hasil pemilu” dan 

mengakui pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), 

merupakan upaya menuju keadilan substantif (Kurnia, 2019; Sadzali, 

2022; Nugraha, 2015; Halili et al., 2018). Teori adjudikasi 

menempatkan MK sebagai gatekeeper demokrasi, yang seharusnya 

berani mengambil peran progresif untuk memastikan pemilu benar-

benar adil, bukan sekadar sah secara prosedural (Kurnia, 2019; 

Sadzali, 2022; Nugraha, 2015). 

Dalam sengketa Pilpres 2014 dan 2019 (Prabowo vs. Jokowi), MK 

cenderung fokus pada aspek prosedural dan pembuktian formal, 

sehingga sering dikritik hanya sebagai “mahkamah kalkulator” (Butt, 

2015; Kurnia, 2019; Butt, 2015). Namun, MK juga pernah mengambil 

langkah progresif, seperti mengakui pelanggaran TSM dan 

memperbolehkan penggunaan KTP untuk memilih, yang memperkuat 

keadilan substantif (Sadzali, 2022; Nugraha, 2015). Pada Pilpres 2024, 

peran MK kembali diuji, dengan harapan MK lebih menonjolkan 

keadilan substantif melalui penegakan hukum progresif (Sadzali, 

2022). 

 

Tabel 10.6: Perbandingan Peran MK dalam Sengketa Pemilu 
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Aspek Keadilan Prosedural 

(Kalkulator) 

Keadilan Substantif 

(Pengawal Demokrasi) 

Fokus 

Putusan 

Hitung suara, tenggat waktu Pelanggaran TSM, hak 

pilih, progresivitas 

Kritik Formalistik, kurang 

responsif 

Berani, progresif, kadang 

kontroversial 

 

Secara filosofis dan empiris, MK diharapkan tidak hanya menjadi 

“kalkulator” suara, tetapi juga pengawal keadilan substantif pemilu. 

Meski kecenderungan prosedural masih dominan, terdapat preseden 

dan dorongan agar MK lebih progresif demi demokrasi yang adil dan 

bermakna. 

Standar pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan 

Masif (TSM) yang diterapkan Mahkamah Konstitusi (MK) memang 

sangat tinggi. Pemohon harus membuktikan bahwa pelanggaran: 

1. Melibatkan struktur kekuasaan (terstruktur), 

2. Direncanakan dan terorganisir (sistematis), 

3. Berdampak luas dan signifikan pada hasil pemilu (masif) (Sadzali, 

2022; Sudiartha et al., 2024; Yusuf et al., 2025). 

 

Pembuktian ini tidak hanya membutuhkan bukti kuat, tetapi juga 

argumentasi yang terstruktur dan spesifik. MK menuntut pemohon 

menyusun dalil yang jelas, lengkap, dan didukung alat bukti yang layak 

diverifikasi di persidangan (Yusuf et al., 2025; Safi', 2011; Gani et al., 

2022). Dalam praktiknya, mayoritas permohonan sengketa pemilu 

gagal bukan karena substansi pelanggaran, tetapi karena tidak 

memenuhi syarat formil dan lemahnya kualitas pembuktian (Yusuf et 

al., 2025; Gani et al., 2022). Data empiris menunjukkan: 

1. 74,8% perkara sengketa pemilu di MK tidak dapat diterima karena 

alasan formil, seperti dalil tidak jelas (obscuur libel), kurang 

spesifik, atau melewati tenggat waktu (Yusuf et al., 2025). 

2. Hanya 0,4% perkara yang ditolak karena alat bukti tidak 

memenuhi syarat, menandakan bahwa kualitas pembuktian tetap 

menjadi hambatan (Yusuf et al., 2025). 

3. Ketidakseimbangan kapasitas pembuktian antara pemohon dan 

termohon, serta keterbatasan MK dalam pemeriksaan aktif, 
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memperparah kesulitan pemohon (Islami & Wiraguna, 2025; Gani 

et al., 2022). 

Tingginya standar ini seringkali menyulitkan pencari keadilan, 

terutama peserta pemilu dengan sumber daya terbatas atau tanpa 

pendampingan hukum memadai (Yusuf et al., 2025; Islami & 

Wiraguna, 2025; Gani et al., 2022). Standar pembuktian TSM di MK 

sangat tinggi dan seringkali sulit dijangkau pemohon, sehingga 

berpotensi menghambat akses keadilan elektoral, terutama bagi pihak 

dengan sumber daya terbatas. Reformasi sistem bantuan hukum dan 

penyederhanaan prosedur sangat dibutuhkan agar keadilan 

substantif lebih mudah diakses. 

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam 

menjaga stabilitas politik pasca-pemilu, terutama melalui manajemen 

persidangan sengketa pilpres yang transparan dan akuntabel. 

Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan 

publik, mencegah konflik, dan memastikan legitimasi hasil pemilu. 

Seluruh proses persidangan sengketa pilpres di MK dilakukan secara 

terbuka dan disiarkan langsung, sehingga masyarakat dapat 

memantau jalannya persidangan. Hal ini mencegah manipulasi, 

memperkuat akuntabilitas, dan memastikan proses berjalan adil 

(Nainggolan et al., 2025). Keputusan MK bersifat final dan mengikat, 

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Putusan yang 

transparan dan berbasis analisis hukum mendalam membantu 

mencegah konflik berkepanjangan dan memperkuat legitimasi 

pemerintahan terpilih (Nainggolan et al., 2025; Chofifi & Kusdarini, 

2024; Mustika et al., 2024). MK juga berperan sebagai mekanisme 

pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Melalui putusan-

putusan yang transparan, MK dapat mengoreksi kesalahan 

KPU/Bawaslu, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan 

kualitas pemilu (Nainggolan et al., 2025). 

Transparansi manajemen persidangan sengketa pilpres oleh MK 

sangat efektif dalam menjaga stabilitas politik pasca-pemilu. Dengan 

proses terbuka, putusan objektif, dan pengawasan ketat, MK 

memperkuat legitimasi hasil pemilu, mencegah konflik, dan 

memastikan demokrasi berjalan sehat. Transparansi dan keadilan 

dalam persidangan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem pemilu, sehingga masyarakat lebih menerima hasil pemilu dan 
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mengurangi potensi konflik (Chofifi & Kusdarini, 2024; Nainggolan et 

al., 2025; Baderung et al., 2025). Dengan legitimasi yang kuat dari 

putusan MK, transisi kekuasaan dapat berlangsung damai, 

memperkuat sistem demokrasi, dan menjaga stabilitas politik 

nasional (Chofifi & Kusdarini, 2024; Nainggolan et al., 2025; Mustika 

et al., 2024; Baderung et al., 2025). Kepercayaan pada MK sebagai 

pengadil sengketa pemilu adalah fondasi utama dalam menjaga 

keadilan konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia (Chofifi & 

Kusdarini, 2024; Nainggolan et al., 2025). 

Batas Usia Perkawinan: Merespons Isu Gender dan 

Perlindungan Anak 

Pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak anak dan 

perempuan telah mengalami perubahan signifikan, dari pendekatan 

konservatif menuju lebih progresif. Transformasi ini tercermin dalam 

putusan-putusan penting terkait batas usia perkawinan, yang kini 

lebih menekankan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan prinsip 

living constitution. MK menegaskan bahwa perbedaan batas usia nikah 

antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi yang 

melanggar hak konstitusional anak dan perempuan, serta 

bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM (Ilhami, 

2020; Zain & Ansori, 2019; Muhibbin, 2022; Gunawan et al., 2023; 

Hadiati & Ramadhan, 2022; Karim, 2024). Dalam kerangkaliving 

constitution, MK mulai menafsirkan UUD 1945 secara dinamis, 

menyesuaikan dengan perkembangan sosial, kesehatan, dan 

kebutuhan perlindungan anak di era modern (Zain & Ansori, 2019; 

Gunawan et al., 2023; Hadiati & Ramadhan, 2022). 

Putusan progresif MK memperkuat perlindungan hak anak dan 

perempuan, mendorong revisi UU Perkawinan, dan menghapus 

diskriminasi gender (Zain & Ansori, 2019; Muhibbin, 2022; Gunawan 

et al., 2023; Murni, 2020; Karim, 2024). Implementasi di lapangan 

masih menghadapi kendala, seperti tingginya permohonan dispensasi 

nikah dan resistensi budaya (Ilhami, 2020; Gunawan et al., 2023; 

Karim et al., 2020; Karim, 2024). Evolusi pandangan MK dari 

konservatif ke progresif didorong oleh filosofi perlindungan anak, 

kesetaraan gender, dan living constitution. Putusan-putusan terbaru 
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MK menandai komitmen kuat terhadap keadilan substantif, meski 

tantangan implementasi masih perlu diatasi agar perlindungan hak 

anak dan perempuan benar-benar terwujud. 

Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam isu batas usia 

perkawinan dalam waktu singkat didorong oleh kombinasi faktor 

sosiologis dan yuridis yang saling memengaruhi. Dorongan utama 

berasal dari meningkatnya kesadaran perlindungan hak anak dan 

perempuan, tekanan sosial, serta penyesuaian terhadap norma hukum 

nasional dan internasional. Perubahan sikap MK didorong oleh 

kombinasi tekanan sosial (lonjakan perkawinan anak, advokasi 

masyarakat, perubahan nilai) dan pertimbangan yuridis 

(konstitusionalitas, harmonisasi hukum, living constitution). Sinergi 

kedua faktor ini mempercepat perubahan regulasi demi perlindungan 

hak anak dan perempuan. 

Lonjakan kasus perkawinan usia dini, terutama akibat kehamilan 

di luar nikah, tekanan adat, ekonomi, dan rendahnya pendidikan, 

mendorong urgensi perubahan (Mursyid & Yusuf, 2022; 

Supraptiningsih, 2021; Bukido et al., 2023; Rusmita et al., 2023). Data 

menunjukkan perkawinan anak berkontribusi pada tingginya angka 

perceraian, kemiskinan, putus sekolah, serta risiko kesehatan ibu dan 

anak (Supraptiningsih, 2021; Rusmita et al., 2023; Murni, 2020; Yulita 

et al., 2022). Advokasi kelompok perempuan, LSM, dan pengaruh 

konvensi internasional tentang hak anak dan kesetaraan gender 

memperkuat tuntutan perubahan (Dakhoir & Sa’adah, 2023; Murni, 

2020; Maliki et al., 2022). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan dan kesehatan anak, serta perubahan pola 

pikir tentang peran perempuan (Supraptiningsih, 2021; Rusmita et al., 

2023; Murni, 2020). 

MK menilai pembedaan usia nikah antara laki-laki dan 

perempuan sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan 

UUD 1945, khususnya Pasal 28B tentang hak anak dan keluarga 

(Mursyid & Yusuf, 2022; Dakhoir & Sa’adah, 2023; Maliki et al., 2022). 

Penyesuaian dengan UU Perlindungan Anak dan komitmen terhadap 

perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan yuridis kuat 

(Dakhoir & Sa’adah, 2023; Murni, 2020; Nuruddin et al., 2023). MK 

menerapkan tafsir konstitusi yang dinamis, menyesuaikan dengan 
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perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan anak (Maliki et al., 

2022). Evaluasi terhadap putusan lama yang dianggap tidak lagi 

relevan dengan kondisi sosial dan hukum saat ini (Hadiati & 

Ramadhan, 2022; Maliki et al., 2022). 

Putusan MK yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 

tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan menurunkan angka 

perkawinan anak. Namun, data demografi pasca-putusan 

menunjukkan penurunan angka perkawinan anak berjalan lambat dan 

belum signifikan secara nasional, dengan beberapa tantangan utama. 

Data dari BPS menunjukkan proporsi perempuan usia 20-24 

tahun yang menikah sebelum 18 tahun turun dari 10,35% (2019) 

menjadi 8,06% (2022), namun penurunan ini hanya sekitar 1,17 poin 

dan cenderung stagnan di beberapa wilayah (Retnowulandari et al., 

2024). Beberapa provinsi masih mencatat angka tinggi, bahkan ada 

yang mengalami kenaikan, sementara daerah lain menunjukkan 

penurunan yang lebih nyata (Retnowulandari et al., 2024; Kistiana et 

al., 2025). Setelah revisi UU Perkawinan, permohonan dispensasi 

nikah melonjak tajam di pengadilan agama, sehingga praktik 

perkawinan anak tetap berlangsung melalui jalur hukum ini 

(Fakihudin et al., 2022; Safira et al., 2023; Sumner, 2020; Imran et al., 

2024; Amalia et al., 2025). 

Celah hukum dispensasi membuat upaya penurunan angka 

perkawinan anak kurang efektif (Fakihudin et al., 2022; Sumner, 2020; 

Imran et al., 2024; Amalia et al., 2025). Norma adat, kemiskinan, dan 

kehamilan di luar nikah tetap mendorong praktik perkawinan anak 

(Kistiana et al., 2025; Safira et al., 2023; Sopyan et al., 2023; Wibowo 

et al., 2020). Komitmen dan pengawasan di tingkat daerah sangat 

menentukan efektivitas kebijakan (Cameron et al., 2022; Purnomo et 

al., 2022; Safira et al., 2023). Putusan MK dan revisi UU Perkawinan 

telah mendorong penurunan angka perkawinan anak, namun 

dampaknya masih terbatas secara nasional. Lonjakan dispensasi 

nikah dan kuatnya faktor sosial-budaya menjadi tantangan utama, 

sehingga upaya penurunan angka perkawinan anak memerlukan 

intervensi lebih komprehensif di luar perubahan hukum semata. 
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Etika Peradilan dan Batas Usia Capres/Cawapres: Ujian 

Integritas Mahkamah 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang 

batas usia Capres/Cawapres memicu perdebatan global terkait etika 

hakim konstitusi dan praktik politik dinasti. Analisis berikut 

menguraikan landasan filosofis-teoretis dan bukti empiris dari 

putusan ini. Etika Hakim Konstitusi menuntut independensi, 

integritas, dan kebebasan dari konflik kepentingan. Prinsip nemo 

judex in causa sua (tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan 

kepentingan sendiri/keluarga) adalah standar universal (Ichsan & 

Irawan, 2024; Udak et al., 2024; Alghifari et al., 2024). Dalam kasus ini, 

terbukti terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua MK yang memiliki 

hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan, 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan serius (Ichsan & Irawan, 

2024; Dekananda & Syahputra, 2024; Khair & Syafri, 2023; Udak et al., 

2024). Pelanggaran etika ini berdampak pada penurunan kepercayaan 

publik dan kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi (Ichsan & 

Irawan, 2024; Novitalia et al., 2024; Zaman et al., 2024). 

Putusan ini menandai pergeseran peran MK dari negative 

legislator (hanya membatalkan norma) menjadi positive legislator 

(membentuk norma baru), sehingga memperkuat gejala 

judicialization of politics (Vagunaldi et al., 2024; Hardianto et al., 

2024). Judicialization of politics terjadi ketika lembaga yudikatif 

masuk ke ranah kebijakan politik yang seharusnya menjadi domain 

legislatif/eksekutif, menimbulkan perdebatan tentang batas 

kewenangan hakim konstitusi (Vagunaldi et al., 2024; Hardianto et al., 

2024). 

Putusan ini mengubah tafsir batas usia Capres/Cawapres, 

sehingga memungkinkan calon yang belum berusia 40 tahun namun 

pernah/sedang menjabat kepala daerah untuk maju (Aykar & 

Ahwadzy, 2024; Syahputra & Adhari, 2024; Vagunaldi et al., 2024). 

Putusan ini dinilai menguntungkan keluarga Ppresidenyang sedang 

berkuasa, sehingga memperkuat praktik politik dinasti dan nepotisme 

(Aykar & Ahwadzy, 2024; Dekananda & Syahputra, 2024; Darma et al., 

2024; Kurniansyah & Siregar, 2023). Ketua MK diberhentikan dari 

jabatannya karena terbukti melanggar kode etik dan melakukan 

intervensi demi kepentingan keluarga (Ichsan & Irawan, 2024; 
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Dekananda & Syahputra, 2024; Khair & Syafri, 2023). Putusan ini 

memicu gelombang kritik, laporan pelanggaran etik, dan penurunan 

kepercayaan terhadap MK, baik di tingkat nasional maupun 

internasional (Ichsan & Irawan, 2024; Novitalia et al., 2024; Zaman et 

al., 2024). Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi preseden 

kontroversial yang menyoroti pentingnya etika hakim konstitusi, 

bahaya konflik kepentingan, dan risiko judicialization of politics. Bukti 

empiris menunjukkan pelanggaran etika, penguatan politik dinasti, 

dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif. 

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menurunkan kepercayaan 

publik dan memperburuk persepsi independensi peradilan, baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Putusan ini secara nyata 

menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen. Teknik 

pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan dan adanya 

pelanggaran etika memperkuat persepsi negatif masyarakat 

(Novitalia et al., 2024; Pirdaus et al., 2024; Avianti & Pamungkas, 

2024; Maslul, 2025; Larasati et al., 2024; Wijaya et al., 2024). Putusan 

ini memicu gelombang kritik, demonstrasi, dan kecaman dari 

masyarakat, akademisi, serta mantan hakim MK, yang menilai 

keputusan tersebut sarat kepentingan pribadi dan politik (Wijaya et 

al., 2024; Maslul, 2025; Larasati et al., 2024). Adanya perbedaan sikap 

hakim (dissenting opinion) dan inkonsistensi putusan MK dalam 

kasus serupa memperdalam keraguan publik terhadap integritas dan 

konsistensi lembaga (Avianti & Pamungkas, 2024; Ichsan & Irawan, 

2024; Hardianto et al., 2024). 

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berdampak signifikan pada 

penurunan kepercayaan publik dan memperburuk persepsi 

independensi peradilan, baik secara nasional maupun internasional, 

akibat pelanggaran etika, konflik kepentingan, dan inkonsistensi 

putusan. Putusan ini menjadi perhatian internasional karena 

melibatkan pelanggaran kode etik dan dugaan konflik kepentingan, 

sehingga memperburuk citra independensi peradilan Indonesia di 

mata dunia (Fiqih et al., 2024; Mulyadi & Megawati, 2024; Pirdaus et 

al., 2024; Pratama et al., 2025). Persepsi bahwa MK tunduk pada 

tekanan politik dan kepentingan keluarga penguasa menimbulkan 
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kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan rule of law di 

Indonesia (Mulyadi & Megawati, 2024; Pratama et al., 2025; 

Wicaksana et al., 2025). 

Fenomena yudisialisasi politik di iIndonesiabelum melampaui 

batas kewajaran, namun mengandung risiko ancaman bagi demokrasi 

konstitusional. Yudisialisasi politik di Indonesia terjadi ketika 

Mahkamah Konstitusi (MK) aktif menafsirkan atau bahkan 

membentuk norma hukum, terutama saat lembaga legislatif gagal 

memenuhi kebutuhan konstitusional masyarakat (Bisariyadi, 2016; 

Akmal et al., 2020; Fauzani & Rohman, 2020). MK kadang bertindak 

sebagai plegislator positif,misalnya dalam putusan-putusan yang 

mengubah atau menambah norma undang-undang, namun tindakan 

ini sering dianggap sebagai solusi atas kebuntuan politik dan 

lemahnya kualitas legislasi (Akmal et al., 2020; Fauzani & Rohman, 

2020). Studi menunjukkan MK masih menerapkan prinsip self-

restraint (menahan diri) dalam banyak kasus, terutama pada isu-isu 

yang jelas merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) 

llegislatif/eksekutif(Bisariyadi, 2016; Fauzani & Rohman, 2020). 

Risiko utama muncul ketika yudisialisasi politik digunakan secara 

abusif (abusive judicial review), yakni ketika MK dipolitisasi untuk 

kepentingan sempit atau kelompok tertentu, seperti yang dikritik 

dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Kurnia, 2025). Jika MK terlalu 

sering atau terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan politik, hal ini dapat 

mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) 

dan mengancam demokrasi konstitusional (Kurnia, 2025; Fauzani & 

Rohman, 2020). Namun, yudisialisasi politik juga dapat berperan 

positif sebagai pemecah kebuntuan politik dan pelindung hak 

konstitusional warga negara ketika lembaga politik gagal menjalankan 

fungsinya (Bisariyadi, 2016; Akmal et al., 2020; Kurnia, 2025). 

Fenomena yudisialisasi politik di Indonesia belum sepenuhnya 

melampaui batas kewajaran, tetapi terdapat kecenderungan yang 

mengkhawatirkan, terutama jika praktik judicial review menjadi 

abusif dan dipolitisasi. Pengawasan dan penerapan prinsip self-

restraint sangat penting agar yudisialisasi politik tidak mengancam 

prinsip demokrasi konstitusional. 
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Redesain Sistem Demokrasi: Menakar Putusan Pemilu 

Serentak 

Fokus: Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 23/PUU-

XXII/2021. 

Secara teori MK adalah negative legislature yang hanya 

membatalkan norma inkonstitusional (Yadjitala, 2025). Namun dalam 

praktik, banyak putusan bersifat positif legislator: tidak hanya 

menghapus, tetapi juga membentuk dan merekayasa norma baru 

ketika ada kekosongan atau desain UU dinilai tidak sejalan dengan 

konstitusi dan demokrasi (Yadjitala, 2025; Nugraha, 2015). Dalam 

konteks pemilu, MK menjadi aktor rekayasa sistem politik 

(constitutional/electoral engineering) agar sistem kepartaian dan 

manajemen pemilu kompatibel dengan asas presidensialisme 

(Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025). 

 

Tabel 11.1: Contoh Tindakan MK Sebagai Positive Legislator Di 

Ranah Pemilu 

Dimensi 
Tindakan MK sebagai 

positive legislator 

Dampak ke manajemen 
pemilu & 

presidensialisme 
Desain 
jadwal 
pemilu 

Menyatakan pemilu 
presiden setelah pemilu 
legislatif inkonstitusional 
dan memerintahkan pemilu 
serentak 2019 (Kusnadi, 
2020; Atmadja, 2021) 

Sinkronisasi mandat 
eksekutif–legislatif, 
memperkecil coattail 
politik & transaksi koalisi 
pasca-pemilu; lebih sesuai 
presidensialisme murni 
(Kusnadi, 2020) 

Ambang 
batas 
pencalonan 
(presidential 
threshold) 

Awalnya mengakui sebagai 
open legal policy untuk 
penyederhanaan partai 
(Kusnadi, 2020; Ghoffar, 
2018; Pratama et al., 2025), 
lalu melalui Putusan 
62/PUU-XXII/2024 
menghapus threshold dan 
memberi desain alternatif 
pembatasan calon (Hanan 
et al., 2025; Mau, 2025; 
Pratama et al., 2025) 

Menggeser fokus dari 
stabilitas koalisi ke 
keterwakilan & keadilan 
pemilu, membuka 
partisipasi luas tapi 
berimplikasi pada 
fragmentasi yang harus 
diatur ulang manajemen 
pemilu (Hanan et al., 2025; 
Mau, 2025; Pratama et al., 
2025) 
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Redesain 
kewenangan 
sengketa 
hasil 

Mengembangkan konsep 
pelanggaran TSM 
(terstruktur, sistematis, 
masif) dan mendorong 
perluasan makna “hasil 
pemilu” dari sekadar angka 
suara ke kualitas proses 
(Sadzali, 2022; Nugraha, 
2015; Wahanisa et al., 2025) 

Menjadikan penyelesaian 
sengketa sebagai 
instrumen penataan ulang 
tata kelola pemilu dan 
peningkatan integritas 
pemilu presiden 
(Nainggolan et al., 2025; 
Nugraha, 2015; Kusuma & 
Budianto, 2025) 

Distribusi 
kelembagaan 
peradilan 
pemilu 

Mempertahankan 
kewenangan PHPU dan 
pilkada, bahkan ketika UU 
memandatkan peradilan 
khusus tapi tak kunjung 
dibentuk (Fakhlevi et al., 
2025; Kamila, 2024) 

Secara de facto menata 
ulang arsitektur peradilan 
pemilu yang 
mempengaruhi 
akuntabilitas 
penyelenggara dan 
kualitas sistem 
presidensial (Nainggolan 
et al., 2025; Wicitra et al., 
2024; Fakhlevi et al., 2025; 
Kamila, 2024) 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Implikasi terhadap penguatan sistem presidensial antara lain 

menjaga logika presidensialisme sebagai prinsip konstitusional. MK 

secara eksplisit menjadikan asas presidensialisme sebagai standar 

pengujian UU pemilu, termasuk pengaturan threshold, keserentakan 

pemilu, dan sistem kepartaian (Kusnadi, 2020; Pratama et al., 2025). 

Putusan-putusan MK mengubah secara substantif tata kelola pemilu 

(jadwal, syarat pencalonan, standar pelanggaran) sehingga MK 

menjadi kanal utama electoral reform ketika politik elektoral dan DPR 

tidak mampu atau enggan mereformasi diri (Kusnadi, 2020; Nugraha, 

2015; Hanan et al., 2025; Kusuma & Budianto, 2025). 

Pada fase awal, MK cenderung mendukung threshold demi 

stabilitas pemerintahan presidensial (Kusnadi, 2020; Ghoffar, 2018; 

Pratama et al., 2025); belakangan bergeser ke inklusivitas dan 

kedaulatan rakyat, sambil tetap memberi panduan desain teknis agar 

fragmentasi dapat dikelola (Hanan et al., 2025; Mau, 2025; Pratama et 

al., 2025). Dengan demikian, sesungguhnya MK bertindak sebagai 

legislator positif dalam pemilu ketika melalui judicial review dan 

PHPU: mengubah desain jadwal, ambang batas, standar pelanggaran, 



Putusan Monumental MK Indonesia (2003–2025) 

 
 

 

243 Vegitya Ramadhani Putri 

dan arsitektur peradilan pemilu, sehingga manajemen pemilu dipaksa 

lebih konsisten dengan asas presidensialisme. Namun, efektivitas 

penguatan sistem presidensial tetap bergantung pada tindak lanjut 

legislatif dan penataan kelembagaan pemilu secara komprehensif. 

Original intent pembentuk UUD 1945 dapat dibatasi, tetapi tidak 

boleh diabaikan, dan efisiensi birokrasi pemilu bukan alasan utama 

yang sah. Penafsiran original intent amandemen UUD 1945 dipakai 

untuk menilai kesesuaian desain pemilu dengan konstitusi, misalnya 

soal pemilu serentak (Rishanda, 2021). Studi terhadap Putusan 

14/PUU-XI/2013 dan 55/PUU-XVII/2019 justru menemukan bahwa 

MK pernah menyimpangi original intent mengenai ketidakserentakan 

pemilu, sehingga putusan pemilu serentak dinilai tidak sejalan dengan 

desain UUD 1945 (Rishanda, 2021). Dalam kasus independensi 

penyelenggara pemilu, konsep badan pemilu independen digali dari 

original intent Pasal 22E ayat (5); MK menggunakannya untuk 

membatalkan norma yang membuka ruang komisioner partisan 

(Syawawi, 2020). Di sini, efisiensi politik/birokrasi tidak boleh 

mengurangi prinsip independensi yang dimaksudkan pembentuk 

konstitusi (Syawawi, 2020). 

Secara teori, UUD dipahami sebagai living constitution yang boleh 

dikembangkan melalui praktik dan nilai baru, tetapi tetap dalam 

kerangka nilai dasar yang dipilih pembentuk UUD 1945 (Tanjung et 

al., 2020). Judicial activism MK di bidang pemilu dianjurkan tunduk 

pada prinsip prudensialitas dulu, aktivisme kemudian (Kurnia, 2019) 

artinya MK tidak boleh menggeser makna dasar konstitusi hanya demi 

kemudahan teknis atau efisiensi birokrasi pemilu (Kurnia, 2019; 

Pradika et al., 2020; Fathullah et al., 2025). Dalam sengketa pilkada 

dan pemilu, MK berkali-kali menyampingkan batasan prosedural 

(misalnya, ambang selisih suara) ketika pelanggaran TSM mengancam 

keadilan substantif (Kurnia, 2019; Fathullah et al., 2025). Ini 

menunjukkan bahwa, jika harus memilih, MK menomorsatukan hak 

konstitusional dan keadilan elektoral, bukan efisiensi administratif 

(Kurnia, 2019; Fathullah et al., 2025; Kusuma & Budianto, 2025). 
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Tabel 11.2: Batas Ruang Gerak MK terhadap Original Intent 

Aspek Posisi MK 
Implikasi terhadap 

efisiensi 
Desain serentak/tidak 
serentak (Rishanda, 
2021; Zulhidayat et al., 
2023) 

Pernah 
menyimpangi 
original intent 

Efisiensi boleh 
dipertimbangkan, tapi 
menimbulkan problem 
konsistensi 

Independensi 
KPU/Bawaslu 
(Syawawi, 2020; 
Pradika et al., 2020; 
Jennifer et al., 2022) 

Original intent 
dijadikan standar 
minimum 

Efisiensi tidak boleh 
melemahkan independensi 

Sengketa hasil & TSM 
(Kurnia, 2019; Pradika 
et al., 2020; Fathullah 
et al., 2025; Fakhlevi 
et al., 2025; Kusuma & 
Budianto, 2025) 

Memperluas 
kewenangan demi 
keadilan 

Mengorbankan sebagian 
efisiensi prosedural 

Sumber: Data diolah penulis 

 

MK dapat menafsirkan ulang bahkan melampaui original intent 

dalam menata manajemen pemilu, tetapi secara normatif ruang itu 

dibatasi oleh kewajiban menjaga nilai dasar UUD 1945. Pertimbangan 

efisiensi birokrasi pemilu hanya sah sejauh menunjang, bukan 

menggantikan, perlindungan hak konstitusional, independensi 

penyelenggara, dan keadilan elektoral. 

Beban teknis pemilu serentak dapat mengancam kualitas pemilu 

dan berpotensi menggerus pemenuhan hak konstitusional warga 

negara. Pemilu serentak 2019 menimbulkan kerumitan tinggi bagi 

penyelenggara dan pemilih: banyaknya surat suara, pilihan ratusan 

calon, kampanye legislatif yang tenggelam oleh pilpres, dan beban 

kerja ekstrem di tingkat KPPS hingga ratusan petugas meninggal dan 

banyak sakit (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). Evaluasi normatif 

menilai dalih efisiensi justru “mengurangi esensi pemilu yang 

demokratis dan subtansial” karena varian masalah teknis yang luas 

(Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). 

Studi lain menemukan masalah serius: kekacauan daftar pemilih 

(manipulasi DPT), kekurangan logistik di >10.000 TPS, kotak suara 

tidak tersegel, dan puluhan ribu TPS bermasalah, yang jelas 
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mengganggu hak warga untuk memilih secara setara dan rahasia 

(Prasetio et al., 2022; Perbawa et al., 2024). Beban kerja besar tanpa 

jumlah penyelenggara memadai dinilai MK sendiri berpotensi 

mengurangi profesionalitas dan pada akhirnya mengancam 

terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil (Pasaribu, 2019). 

Hal ini berdampak pada kualitas partisipasi dan pilihan rasional. 

Kompleksitas lima surat suara dan ratusan nama membuat banyak 

pemilih kesulitan menggunakan hak pilih secara sadar dan rasional, 

mengancam hak atas pemilu yang “berkualitas,” bukan sekadar formal 

(Fuadi, 2022). Penelitian mengenai pemilu 2024 menunjukkan voter 

fatigue (kelelahan pemilih) menurunkan kualitas pengambilan 

keputusan dan partisipasi, sehingga hak pilih secara substantif 

tereduksi meski secara formal tetap ada (Hanida et al., 2025). 

Pemusatan perhatian pada pilpres membuat isu lokal dan legislatif 

terpinggirkan, sehingga representativitas hasil (bagian dari kualitas 

pemilu) melemah (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). 

Banyak kajian menawarkan pemisahan pemilu nasional–lokal 

atau model serentak dua tingkat untuk menurunkan beban teknis dan 

mengembalikan fokus pada kualitas proses, integritas, dan 

rasionalitas pilihan pemilih (Sirajuddin et al., 2021; Fuadi, 2022). 

Secara normatif, beban teknis pemilu serentak yang berlebihan sudah 

terbukti mengurangi integritas, akses efektif, dan kualitas rasionalitas 

pilihan pemilih. Ini berarti ada ancaman nyata terhadap pemenuhan 

hak konstitusional warga atas pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, 

sehingga desain keserentakan perlu dikoreksi. 

 

Dekolonisasi Hukum Agraria dan Pengakuan Masyarakat 

Adat 
Fokus: Putusan No. 35/PUU-X/2012 dan Putusan No. 181/PUU-

XXV/2024. 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dipandang sebagai “babak baru 

pengakuan negara terhadap masyarakat adat” karena: (a) menghapus 

doktrin lama bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, dan 

(b) menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak atas 

hutan/tanah ulayatnya sendiri, bukan sekadar objek kebijakan negara 

(Wardhana, 2020; Basyar et al., 2024; Fitri & Firdaus, 2024; Ghopur, 

2019; Fajar et al., 2024). Ini mengoreksi praktik lama berbasis 
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pasal-pasal UU Kehutanan yang merefleksikan logika 

staatdominium/machtstaat: negara bertindak seolah pemilik, 

menempatkan wilayah adat sebagai “ruang kosong” konsesi dan 

meminggirkan sistem tenurial komunal (Mulana et al., 2025; Sari & 

Fu’adah, 2017; Yulia & Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Saija et al., 2020; 

Lumbanraja, 2023). Dengan menegaskan bahwa hutan adat “berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat” dan bukan hutan negara, MK 

secara paradigmatik menggeser makna Pasal 33 ayat (3) dari 

kepemilikan mutlak negara menuju fungsi hak menguasai yang 

dibatasi hak asasi, termasuk hak kolektif masyarakat adat (Basyar et 

al., 2024; Taufik et al., 2025; Lumbanraja, 2023). 

Putusan 35 menjadi dasar konstitusional bagi reforma agraria 

berbasis keadilan sosial: penataan ulang penguasaan tanah dan 

sumber daya dari basis negara/korporasi menuju pengakuan hak 

komunal dan pemulihan hak masyarakat adat yang tertekan selama 

rezim kehutanan dan agraria kolonial-istik (Wardhana, 2020; Mulana 

et al., 2025; Yulia & Putri, 2025; Fitri & Firdaus, 2024; Saija et al., 

2020). Ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) 

UUD 1945 yang menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia (Sari & Fu’adah, 

2017; Taufik et al., 2025). 

 

Tabel 11.3 Perubahan Relasi Negara–Adat Menuju Hak Komunal 

Dimensi 
Paradigma lama 

(machtstaat) 
Paradigma pasca 

Putusan 35 
Status hutan 
adat 

Bagian dari hutan 
negara; negara pemilik 

Hutan adat = hak komunal, 
warga adat subjek hukum 

Relasi negara–
adat 

Sentralistik, hak ulayat 
subordinat, simbolik 

Pengakuan normatif kuat; 
perlu rekonstruksi hukum 
agraria 

Reforma 
agraria 

Dominan redistribusi 
“tanah negara” 

Harus memasukkan 
pemulihan & legalisasi 
tanah ulayat 

Politik hukum Kontrol negara & 
investasi 

Keadilan sosial, pluralisme 
hukum, hak komunal 

Sumber: Data diolah penulis 
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Literatur mutakhir mencatat bahwa efek Putusan 35 masih 

banyak terhambat oleh: 

1. Syarat pengakuan formal melalui perda dan penetapan menteri, 

yang membuat banyak komunitas adat tetap tanpa status hukum 

atas wilayahnya; hak komunal de facto belum terlindungi (Sari & 

Fu'adah, 2017; Basyar et al., 2024; Fitri & Firdaus, 2024; Widiyoko 

& Wiranto, 2024; Wiraprana, 2025; Ghopur, 2019; Fajar et al., 

2024). 

2. Fragmentasi regulasi kehutanan-agraria dan resistensi politik 

daerah yang lebih mengutamakan investasi daripada pengakuan 

wilayah adat (Mulana et al., 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Yulia & 

Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Wiraprana, 2025; Saija et al., 2020; 

Lumbanraja, 2023). 

3. Reforma agraria (Perpres 86/2018) dan program redistribusi 

tanah yang justru menjadikan tanah ulayat sebagai “tanah negara” 

objek redistribusi, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan 

semangat Putusan 35 (Wardhana, 2020; Setya et al., 2023; Saija et 

al., 2020). 

Rangkaian kajian ini menilai bahwa reforma agraria yang adil 

secara sosial mensyaratkan rekonstruksi menyeluruh: harmonisasi 

UU Kehutanan–UUPA, mekanisme pengakuan berbasis bukti dan 

pemetaan partisipatif, serta desain ulang politik hukum agar hak 

komunal tidak lagi hanya diakui secara simbolik tetapi efektif 

membatasi kekuasaan negara atas tanah (Mulana et al., 2025; Sari & 

Fu'adah, 2017; Yulia & Putri, 2025; Taufik et al., 2025; Saija et al., 2020; 

Lumbanraja, 2023). Dalam konteks itu, Putusan No. 

181/PUU-XXV/2024 (meski belum dibahas rinci di artikel-artikel ini) 

dapat dibaca secara teoretis sebagai kelanjutan: menguji apakah MK 

konsisten melangkah lebih jauh dari paradigma machtstaat menuju 

konstitusionalisasi hak asasi komunal dan reforma agraria 

berkeadilan, atau justru kembali memperkuat dominasi negara/ 

investasi atas tanah ulayat. 

MK berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan hak adat, 

tetapi perlindungan hak yang bersifat non-formal masih sering kalah 

oleh logika pembangunan dan kelemahan implementasi putusan. 

Konstitusionalisasi hak adat sebagai batas pembangunan. Oleh 

karenanya, Putusan 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa 
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pembangunan (misalnya konsesi hutan) tidak boleh mengabaikan hak 

konstitusional masyarakat adat atas tanah dan hutan ulayat (Hidayat 

et al., 2018; Mayastuti & Purwadi, 2023; Rudy et al., 2021). MK 

memposisikan hak adat sebagai bagian dari pemenuhan HAM dan 

SDGs (goal 16), sehingga pembangunan harus selaras dengan 

perlindungan hak dan keadilan lingkungan (Haryono, 2020; Mayastuti 

& Purwadi, 2023; Nurhidayah & Rusdi, 2025). 

Mekanisme “pengakuan formal atas hak yang non-formal” terjadi 

manakala MK mengakui masyarakat adat sebagai subjek hak, tetapi 

mensyaratkan adanya pengakuan melalui perda/keputusan kepala 

daerah atau regulasi lain untuk mendapatkan legal standing dan 

perlindungan konkret (Rompegading & Maemanah, 2022; 

Cahyaningrum, 2016; Rahman et al., 2016; Rudy et al., 2021). Hak adat 

yang hidup dalam praktik (non-formal) baru efektif mengikat negara 

setelah “diterjemahkan” ke dalam hukum positif; ini dimaksudkan 

sebagai filter kepastian hukum, tetapi sekaligus menjadi hambatan 

akses keadilan (Mubarok et al., 2023; Rompegading & Maemanah, 

2022; Cahyaningrum, 2016; Rahman et al., 2016). 

Penelitian menunjukkan pemerintah sering menafsirkan 

pembangunan terutama sebagai agenda ekonomi, sehingga putusan 

MK tentang hak adat tidak sepenuhnya dilaksanakan; konflik lahan, 

penggusuran, dan marginalisasi tetap terjadi (Maringka et al., 2025; 

Akmal et al., 2025; Maisa et al., 2024; Nurhidayati, 2016). Dalam 

proyek besar seperti IKN, kerangka hukum mengakui hak adat, namun 

partisipasi, konsultasi bermakna, dan perlindungan dari perampasan 

tanah masih lemah; kebijakan lebih mengikuti logika investasi 

ketimbang putusan MK dan prinsip keadilan (Maringka et al., 2025; 

Akmal et al., 2025; Maisa et al., 2024). 

 

Tabel 11.4: Strategi MK dan Keterbatasannya 

Dimensi Strategi MK Keterbatasan Praktis 

Hak adat vs 

pembangunan 

Menegaskan hak adat 

sebagai hak konstitusional 

& prasyarat pembangunan 

berkelanjutan 

Kebijakan pembangunan 

tetap dominan ekonomi, 

sering mengabaikan 

putusan MK 
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Hak non-formal Diakui sejauh dapat 

dibuktikan sebagai 

masyarakat hukum adat 

yang “masih hidup” 

Perlu perda/keputusan 

formal; banyak 

komunitas tak punya 

pengakuan, sehingga 

haknya tak terlindungi 

Implementasi 

putusan 

Putusan final & mengikat Tanpa daya eksekusi; 

tergantung DPR dan 

pemerintah, sehingga 

perlindungan hak adat 

bersifat “weak-form” 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Secara doktrinal, MK mendorong pembangunan yang berkeadilan 

dan berkelanjutan dengan menjadikan hak masyarakat adat sebagai 

batas konstitusional. Namun, karena hak adat yang non-formal harus 

diformalisasi dan putusan MK lemah di tingkat eksekusi, dalam 

praktik ambisi pembangunan nasional masih sering mengungguli 

perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. 

Implementasi putusan “hutan adat” (Putusan MK 35/2012) 

tersendat bukan karena ketiadaan dasar hukum, tetapi karena 

kombinasi masalah regulasi, kepentingan politik–ekonomi, dan 

budaya birokrasi di cabang eksekutif. Pengakuan hutan adat 

mensyaratkan rantai administratif panjang: penetapan MHA lewat 

perda/produk hukum daerah, pemetaan wilayah, lalu penetapan 

hutan adat oleh KLHK (Adianto & Muamar, 2023; Simarmata, 2024; 

Siscawati et al., 2017). Regulasi pengakuan hutan adat dinilai 

kompleks, berstandar ambigu, dan memakan waktu lama (proses 

berlarut-larut), sehingga sedikit sekali klaim yang sampai ke tahap 

penetapan (Simarmata, 2024; Adianto & Muamar, 2023; Siscawati et 

al., 2017; Simarmata, 2019). Dualisme dan ketidakkonsistenan hukum 

agraria–kehutanan (BAL, UU Kehutanan, skema perhutanan sosial) 

membuat pejabat memilih “main aman” dengan tetap menganggap 

kawasan sebagai hutan negara (Siscawati et al., 2017; Simarmata, 

2019; Safitri, 2017). 

Birokrasi pusat dan daerah sering memprioritaskan agenda 

pembangunan lain (investasi, proyek ekstraktif, IUPHHK, perkebunan, 
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pariwisata) ketimbang pengakuan hutan adat (Sopaheluwakan et al., 

2023; Myers et al., 2017; Siscawati et al., 2017; Safitri, 2017). Selama 

proses verifikasi klaim adat yang lamban, izin usaha sering tetap 

dikeluarkan di atas wilayah yang sedang diajukan sebagai hutan adat, 

seperti kasus Pubabu di NTT (Tandori & Murdiati, 2025; Myers et al., 

2017; Musrifah & Syarifah, 2025). Desentralisasi tanpa devolusi 

kekuasaan justru memperkuat elite lokal dan birokrasi daerah yang 

punya kepentingan ekonomi sendiri atas kawasan hutan 

(Sopaheluwakan et al., 2023; Siscawati et al., 2017; Musrifah & 

Syarifah, 2025). 

Kultur hukum di KLHK dan pemerintah daerah masih kuat 

dipengaruhi paradigma “hutan negara”; perubahan internal berjalan, 

tetapi lambat dan tidak merata (Adianto & Muamar, 2023; Siscawati 

et al., 2017; Hidayat et al., 2018). Banyak daerah tidak memiliki perda 

pengakuan MHA atau perda tanpa peta/batas jelas, sehingga membuat 

pejabat eksekutif ragu (dan enggan) menandatangani penetapan 

hutan adat (Adianto & Muamar, 2023; E.M. et al., 2025; Budiman et al., 

2021; Apricia, 2022; Nugraha et al., 2023). Resistensi birokrat dan 

korporasi terhadap formalisasi hak adat menghambat tujuan utama: 

melindungi hak tradisional atas tanah (Simarmata, 2019; Hidayat et 

al., 2018; Musrifah & Syarifah, 2025; Ifrani et al., 2019). Hambatan 

birokrasi di eksekutif muncul dari desain hukum yang mempersulit 

formalisasi hak adat, orientasi pembangunan yang pro-izin usaha, dan 

kultur birokrasi yang masih berpegang pada kontrol negara atas 

hutan, sehingga putusan MK 35/2012 belum sepenuhnya efektif 

melindungi hutan adat. 

 

Keadilan Keluarga: Mendefinisikan Ulang Status Anak Luar 

Kawin 

Fokus: Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 212/PUU-

XXV/2024. 

Apakah perlindungan martabat dan hak anak dapat melalui 

terobosan lintas privat–publik? Pertanyaan ini menyentuh jantung 

progresivitas MK: menjadikan hubungan keluarga (ranah privat) 

sebagai objek koreksi konstitusional (ranah publik) demi martabat 
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manusia dan hak anak. Putusan 46/PUU-VIII/2010 “mem-

publikasikan” ranah keluarga demi hak anak.  

Sebelum putusan, anak luar kawin secara keperdataan hanya 

dihubungkan dengan ibu/keluarga ibu; ayah biologis “tak ada” dalam 

hukum perdata dan agama positif yang berlaku (Farahi & Ramadhita, 

2017; Bustomi, 2023; Sihotang, 2020; Hutasoit et al., 2024). MK 

menyatakan Pasal 43 ayat (1) UUP inkonstitusional sejauh dimaknai 

memutus hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat 

dibuktikan secara ilmu pengetahuan/teknologi (DNA, dsb.) (Farahi & 

Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; Baharudin et al., 2023). Ini 

adalah intervensi publik-konstitusional yang kuat ke dalam ranah 

paling privat (hubungan seksual, perkawinan, nasab), untuk 

menegakkan asas kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan 

anak sebagai hak asasi (Farahi & Ramadhita, 2017; Widiastuti et al., 

2025; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). 

Putusan MK tersebut menjadi episentrum karena menggeser 

pusat perhatian dari moralitas orang tua ke martabat anak. Paradigma 

lama “anak haram” membuat anak menanggung stigma dan 

kehilangan hak waris, pemeliharaan, dan pengakuan dari ayah (Farahi 

& Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). MK 

merombak ini: anak tidak boleh menjadi korban pilihan orang tua; hak 

anak diposisikan sebagai hak konstitusional universal yang harus 

dilindungi negara terlepas dari status perkawinan orang tuanya 

(Muhibbin, 2022; Farahi & Ramadhita, 2017; Hukum et al., 2023; 

Hutasoit et al., 2024). Sejumlah penulis menyebut putusan ini 

“revolusioner” dan “spektakuler” dalam perlindungan perempuan dan 

anak, menghapus unsur diskriminasi dalam UUP (Muhibbin, 2022; 

Bustomi, 2023; Hukum et al., 2023). 

Dengan membuka pintu pembuktian medis (tes DNA), MK 

memaksa institusi keluarga dan hukum waris tunduk pada 

rasionalitas ilmiah dan standar hak asasi, bukan sekadar konstruksi 

formal “sah/tidak sah” (Farahi & Ramadhita, 2017; Libra & Nelli, 2024; 

Baharudin et al., 2023; Naini et al., 2023). Hukum keluarga (privat) 

dipaksa selaras dengan konstitusi sebagai hukum publik tertinggi; ini 

menempatkan martabat anak di atas kenyamanan sosial-kultural 

orang dewasa (Triningsih & Agustine, 2020; Bustomi, 2023; Jarir et al., 
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2023; Hutasoit et al., 2024). Putusan 46 mengafirmasi bahwa setiap 

anak, tanpa melihat asal-usul kelahiran, berhak atas pengakuan 

hukum, hubungan keperdataan, dan perlindungan dari diskriminasi 

sejalan dengan prinsip universal HAM dan konvensi internasional 

tentang hak anak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 

(Muhibbin, 2022; Bustomi, 2023; Hukum et al., 2023; Hutasoit et al., 

2024). Beberapa analisis menggarisbawahi bahwa MK memadukan 

hukum Islam, hukum nasional, dan nilai keadilan universal untuk 

membentuk norma baru yang lebih inklusif bagi semua anak 

(Triningsih & Agustine, 2020; Jarir et al., 2023; Hutasoit et al., 2024). 

 

Tabel 11.5: Dimensi Terobosan MK Melalui Putusan 46/2010 

Aspek 
Batas privat–publik 

yang ditembus 
Implikasi bagi martabat 

& hak anak 
Status anak 
luar kawin 

Nasab & hak perdata 
sebelumnya murni 
domain keluarga/agama 

Negara memaksa 
pengakuan hubungan 
perdata dengan ayah 
biologis lewat mekanisme 
konstitusional & ilmiah 

Diskriminasi & 
stigma 

Kategori “anak haram”, 
tanpa hak waris & 
pemeliharaan dari ayah 

Anak diperlakukan setara 
dengan anak sah sejauh 
terbukti hubungan darah; 
menghapus diskriminasi 
struktural 

Universalitas 
HAM 

Norma keluarga berbeda-
beda menurut 
agama/adat 

Konstitusi dijadikan 
payung universal: semua 
anak dilindungi sebagai 
subjek HAM, bukan objek 
moralitas 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Belum ditemukan publikasi ilmiah yang secara spesifik 

membahas Putusan No. 212/PUU-XXV/2024 dalam basis data yang 

ada, sehingga analisis rinci terhadap putusan tersebut tidak dapat 

diberikan tanpa berspekulasi. Namun, pola umum dari penelitian 

tentang peran MK menunjukkan bahwa ketika menyentuh hak anak 

dan martabat manusia, MK cenderung menguji ulang batas “privat” 

(keluarga, status personal, kontrak) dengan standar konstitusi dan 

HAM, dan menempatkan kepentingan terbaik anak (best interests of 
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the child) sebagai alasan utama pembatalan norma diskriminatif 

(Muhibbin, 2022; Farahi & Ramadhita, 2017; Sumardi et al., 2022; 

Hutasoit et al., 2024). Keberanian MK terutama tampak pada Putusan 

46/PUU-VIII/2010: hukum keluarga yang tradisionalnya “privat” 

diposisikan sebagai urusan konstitusional ketika menyangkut 

martabat manusia dan hak anak. Dengan membuka hubungan perdata 

anak luar kawin dengan ayah biologis dan menegaskan prinsip 

non-diskriminasi, MK melampaui batas privat–publik demi 

perlindungan hak anak yang bersifat universal, bahkan ketika hal itu 

mengundang resistensi sosial-keagamaan. 

Mahkamah Konstitusi jelas melakukan judicial activism progresif 

dalam Putusan 46/PUU-VIII/2010, tetapi sebagian besar kajian 

menilai langkah ini masih berada dalam koridor nilai religius dan 

konstitusional bangsa, bukan melampauinya. Putusan 46 dipandang 

sebagai contoh klasik MK menciptakan norma baru 

(declaratoir-constitutief) dengan memperluas makna Pasal 43 ayat (1) 

UUP sehingga melahirkan hubungan keperdataan anak luar kawin 

dengan ayah biologis bila terbukti secara ilmiah (Huda et al., 2021; 

Fajar, 2023). Kajian tentang judicial activism MK menyebut putusan ini 

sebagai bentuk “penemuan hukum progresif” yang bergerak dari teks 

menuju keadilan substantif bagi anak dan kesetaraan di depan hukum 

(Hasanah & Triadi, 2025; Ardhanariswari et al., 2023). Penelitian lain 

menyimpulkan putusan ini adalah “tonggak rekonstruksi keadilan” 

dalam hukum keluarga nasional, menghapus diskriminasi normatif 

terhadap anak luar kawin (Dahlan & Info, 2025; Hukum et al., 2023; 

Rajagukguk et al., 2025). 

Studi sosiologis menunjukkan putusan ini koheren dengan sistem 

kekerabatan parental/bilateral yang hidup di masyarakat Indonesia; 

keluarga dipahami berdasarkan hubungan darah, sehingga perluasan 

hubungan perdata justru selaras dengan realitas sosial dan etos 

kekeluargaan (Huda et al., 2021; Fajar, 2023). Analisis fikih dan 

hukum keluarga Islam menunjukkan banyak ulama dan akademisi 

membaca Putusan 46 sebagai upaya menegakkan maqāṣid al-sharī‘ah: 

perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan anak; yang diubah 

adalah rezim hak keperdataan, bukan pengesahan zina atau 

perubahan syarat sah perkawinan (Hukum et al., 2023; Djaja & 
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Yohanes, 2023; Purnamasari & Prasetyo, 2021). Sejumlah tulisan 

menekankan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan dengan 

pluralitas agama; reformasi hukum keluarga selalu berupa negosiasi 

antara norma agama, HAM, dan Pancasila, bukan penundukan agama 

secara sepihak (Grijns & Horii, 2018; Sugitanata & Hasan, 2024; Maula 

& Muhsin, 2024; Pradikta et al., 2024). Dalam lanskap ini, Putusan 46 

dibaca sebagai penyeimbang kecenderungan konservatif yang 

mengorbankan hak anak. 

Banyak peneliti menilai MK mengalihkan fokus dari moralitas 

hubungan seksual orang tua ke martabat dan perlindungan anak 

sebagai subjek hak konstitusional yang universal (Dahlan & Info, 

2025; Hukum et al., 2023; Rajagukguk et al., 2025; Fajar, 2023). Debat 

publik yang menuduh “melegalkan zina” tercatat, tetapi kajian 

akademik menegaskan putusan tidak mengubah larangan zina 

maupun struktur hukum perkawinan; ia hanya menolak agar anak 

dijadikan korban permanen dari pelanggaran moral orang dewasa 

(Hukum et al., 2023; Fajar, 2023; Fattah & Mustaufiy, 2024). Perluasan 

definisi hubungan keperdataan dalam Putusan 46/2010 memang 

bentuk judicial activism yang kuat, karena MK secara kreatif menulis 

ulang norma lama. Namun mayoritas kajian menilai langkah ini tidak 

melampaui nilai religius bangsa, melainkan menafsirkan nilai 

keagamaan dan Pancasila secara lebih adil dan manusiawi dengan 

menempatkan martabat dan hak anak sebagai pusat. 

Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menegosiasikan, bukan 

secara konsisten “mengalahkan” hukum agama oleh HAM, atau 

sebaliknya. Polanya berbeda menurut isu: interfaith marriage vs usia 

kawin dan status anak. Dalam perkara perkawinan beda agama 

(Putusan No. 68/PUU-XII/2014), MK menolak uji materi Pasal 2 ayat 

(1) UU Perkawinan dan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan 

harus sesuai hukum agama (Purnomo et al., 2023; Syofyan, 2023; 

Setiyanto, 2017). Secara HAM, hak menikah dan membentuk keluarga 

diakui sebagai hak dasar, tetapi MK membacanya dibatasi oleh nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran agama (Purnomo et al., 2023; 

Syofyan, 2023; Setiyanto, 2017). Hasilnya: kebebasan memilih 

pasangan diakui, namun dikonstruksi sebagai kebebasan yang harus 

dijalankan dalam koridor norma agama, bukan hak absolut seperti 
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dalam DUHAM (Maula & Muhsin, 2024; Purnomo et al., 2023; Hamdani 

et al., 2023; Setiyanto, 2017). Para peneliti mengidentifikasi 

pendekatan ini melahirkan model HAM yang “partikular-teologis”: 

HAM diakui, tetapi dipagari “enklave yuridiksi agama” dalam ruang 

perkawinan (Maula & Muhsin, 2024; Purnomo et al., 2023; Setiyanto, 

2017). 

Di isu lain, MK justru menggunakan bahasa HAM dan maqāṣid 

al-syarī‘ah secara sinergis: putusan mengenai batas usia dan 

perbedaan usia kawin (No. 22/PUU-XV/2017) dipahami sebagai 

upaya mencegah mafsadah, melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan, 

dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta kekerasan 

pada anak (Purnomo et al., 2023; Muhibbin, 2022). Putusan No. 

46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dipandang selaras dengan 

maqāṣid (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl) sekaligus prinsip 

non-diskriminasi HAM; anak diberi hubungan keperdataan dengan 

ayah biologis demi kemaslahatan dan perlindungan martabat 

(Nawawi et al., 2022; Wahyudi, 2017; Muhibbin, 2022; Huda et al., 

2021). 

Kajian komprehensif menilai MK berperan mereformasi hukum 

keluarga. Islam dengan “kacamata konstitusi”: dalam beberapa 

putusan (46/2010, 69/2015, 22/2017) MK bertindak sebagai 

legislator negatif sekaligus positif untuk mengoreksi norma yang 

dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan anak (Najichah, 

2022; Muhibbin, 2022). Pendekatan ini menggunakan kombinasi 

argumen fikih/maqāṣid dan standar HAM, sehingga konflik agama 

HAM sering diolah menjadi harmonisasi nilai perlindungan dan 

kemaslahatan alih-alih dikonstruksi sebagai oposisi biner (Purnomo 

et al., 2023; Nawawi et al., 2022; Wahyudi, 2017; Muhibbin, 2022). 

 

Tabel 11.6: Variasi pola MK mengelola ketegangan agama–HAM 

Isu Kecenderungan MK Posisi agama vs HAM 
Perkawinan beda 
agama 

Menolak perluasan; 
menegaskan syarat sah 
agama 

HAM dibaca dalam batas 
ajaran agama & Ketuhanan 

Usia kawin Menaikkan/merevisi 
demi perlindungan 
anak & perempuan 

Maqa s id digunakan untuk 
mengafirmasi HAM 
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Anak luar kawin Memperluas hubungan 
keperdataan 

Tafsir progresif Islam + 
HAM untuk anti 
diskriminasi 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Dalam perkara keluarga, MK tidak mengambil satu garis lurus: 

pada interfaith marriage, MK lebih mengutamakan konfigurasi 

religius Pancasila sehingga HAM dibatasi agama; pada usia kawin dan 

status anak, MK memakai maqāṣid untuk memperkuat agenda HAM 

(non-diskriminasi, perlindungan anak dan perempuan). Intinya, 

ketegangan agama–HAM dikelola melalui model harmonisasi selektif, 

bukan dominasi salah satunya secara absolut. 

 

Konstitusi Ekonomi dan Kedaulatan Sumber Daya Alam 

Fokus: Putusan No. 85/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 145/PUU-

XXV/2024. 

Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 bisa ditarik dari rangkaian 

putusan sektoral (listrik, migas, air, pesisir, penanaman modal) yang 

menjadi rujukan doktrin “dikuasai oleh negara.” Sejak perkara listrik 

dan migas (001-021-022/PUU-I/2003; 21-22/PUU-V/2007), MK 

membangun doktrin bahwa frasa “dikuasai oleh negara” bukan 

sekadar kepemilikan privat oleh negara (model BUMN murni) dan 

bukan hanya kewenangan regulasi biasa. MK menafsirnya sebagai hak 

menguasai negara yang bersumber dari kedaulatan rakyat atas 

sumber daya, dan dimandatkan kepada negara untuk menjalankan 

lima fungsi: kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan 

pengawasan (toezichthoudensdaad) (Magnar et al., 2016; Ruslina, 

2016; Siswoyo & Imran, 2022; Ali et al., 2021). Dengan tafsir ini, bumi, 

air, SDA, serta cabang produksi penting ditempatkan dalam rezim 

hukum publik, bukan semata obyek transaksi privat. Pemberian 

konsesi pada swasta/asing hanya sah sejauh negara tetap memegang 

posisi menentukan dalam arah kebijakan dan pengelolaan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat (Magnar et al., 2016; Ruslina, 

2016; Muda, 2016; Tamam, 2019). 
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Di perkara penanaman modal (21-22/PUU-V/2007), MK 

menerima investasi asing dan kemudahan hak atas tanah, tetapi 

memaksa penataan ulang norma agar negara tetap bisa mencabut, 

membatasi, dan mengevaluasi hak jika merugikan kepentingan 

umum; ini diturunkan dari makna “dikuasai oleh negara” (Muda, 

2016; Andani, 2020). Di sektor migas dan listrik, MK beberapa kali 

membatalkan desain unbundling dan struktur korporatisasi yang 

dianggap mereduksi peran negara menjadi regulator semata, karena 

bertentangan dengan kewajiban penguasaan yang efektif atas cabang 

produksi strategis (Magnar et al., 2016; Ruslina, 2016; Butt & Siregar, 

2013; Butt & Lindsey, 2008). Penelitian tentang privatisasi BUMN 

menilai bahwa, menurut garis konstitusional Pasal 33 ayat (4), 

privatisasi hanya dapat dibenarkan jika fungsi kontrol negara tetap 

kuat melalui regulasi dan kepemilikan strategis, serta tercapai 

efisiensi berkeadilan, bukan komersialisasi murni (Anggraeny, 2017; 

Bayuaji & Mulyo, 2018; Barata et al., 2024). 

Dalam praktik, beberapa putusan MK yang “memperketat” tafsir 

Pasal 33 dinilai berpotensi menurunkan minat investor asing, 

khususnya di sektor SDA hulu (Andani, 2020; Butt & Siregar, 2013; 

Butt & Lindsey, 2008). Namun secara doktrinal, MK konsisten 

menempatkan kedaulatan ekonomi dan perlindungan sosial di atas 

kepastian absolut bagi investor. 

Berdasarkan konstruksi ini, kecenderungan MK ketika 

berhadapan dengan UU yang mendorong privatisasi dan investasi 

global adalah: 

1. Mengakui kebutuhan investasi (termasuk asing) untuk modal, 

teknologi, dan lapangan kerja, sejalan dengan tafsir Hatta bahwa 

asing boleh masuk “dengan syarat yang ditentukan pemerintah” 

(Fadhli et al., 2023; Butt & Siregar, 2013; Winanti et al., 2021; 

Tamam, 2019). 

2. Menolak “kastrasinya,” hak menguasai negara oleh UU yang terlalu 

liberal, misalnya yang memberi hak jangka sangat panjang atau 

HP3 pesisir kepada swasta secara dominan sehingga menggeser 

kontrol negara dan merugikan masyarakat lokal (Fadhli et al., 

2023; Gatot et al., 2024; Andani, 2020; Ali et al., 2021). 
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3. Menekankan public purpose: setiap skema privatisasi atau konsesi 

harus diuji dengan ukuran “sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 

jika manfaatnya terkonsentrasi pada pemodal dan masyarakat 

menjadi residual, MK cenderung membatalkan atau menafsirkan 

ketat (Fadhli et al., 2023; Isharyanto, 2020; Ruslina, 2016; Butt & 

Lindsey, 2008). 

 

Tabel 11.7: Arah Umum Tafsir MK terhadap Pasal 33 

Dimensi Posisi MK atas Pasal 33 
Implikasi bagi 
privatisasi/FDI 

Makna “dikuasai” Mandat publik: beleid, 
bestuursdaad, 
regelendaad, 
beheersdaad, 
toezichthoudensdaad 

Negara wajib tetap 
memegang kendali 
substantif 

Bentuk 
pengelolaan 

Tidak harus 100% 
dikelola langsung 
negara; dapat melalui 
BUMN, koperasi, swasta 

Skema campuran boleh 
sepanjang kontrol 
negara nyata dan untuk 
kemakmuran rakyat 

Uji 
konstitusionalitas 
UU ekonomi 

Ukuran: dampak pada 
kemakmuran rakyat, 
kedaulatan SDA, dan 
demokrasi ekonomi 

UU yang terlalu 
liberal/pro investor 
tanpa safeguard sering 
dibatalkan atau direvisi 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Dalam lanskap privatisasi dan investasi global, tafsir MK atas 

Pasal 33 yang akan membingkai Putusan 85/PUU-XI/2013 dan 

145/PUU-XXV/2024 menegaskan bahwa investasi dan privatisasi 

diperbolehkan, tetapi selalu di bawah rezim hak menguasai negara 

sebagai mandat publik yang aktif dan berlapis. Negara tidak boleh 

direduksi menjadi “regulator netral” di pasar; ia harus tetap menjadi 

aktor penentu arah pengelolaan cabang produksi penting dan SDA, 

dengan tolok ukur kemakmuran rakyat, bukan semata iklim investasi. 

Batas intervensi MK adalah menguji konstitusionalitas, bukan 

menggantikan pilihan ekonomi pemerintah. MK dapat memengaruhi 

kebijakan ekonomi, tetapi secara prinsip hanya pada level 

konstitusionalitas norma dan prosedur, bukan menggantikan pilihan 

kebijakan teknis eksekutif–legislatif. Ruang Intervensi MK adalah 

penjaga konstitusi dengan kewenangan uji UU dan, dalam praktik 
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tertentu, kebijakan eksekutif yang berbasis UU (Hasibuan et al., 2024). 

Dalam ranah ekonomi, perannya dipahami sebagai penjaga “konstitusi 

ekonomi”: memastikan kebijakan selaras dengan Pasal 33, hak-hak 

sosial ekonomi, dan prinsip good governance (transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi) (Yuliana, 2024; Harvelian, 2016; Lutfi & 

Supriyadi, 2021). MK memosisikan diri sebagai bagian dari 

mekanisme checks and balances, bukan pengambil kebijakan: ia 

mengoreksi pelanggaran hak atau penyimpangan mandat konstitusi, 

tetapi pelaksanaan konkretnya diserahkan kembali ke pembentuk 

kebijakan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Gilani et al., 2023; Williams, 

2010). 

Garis pembatas agar tidak melanggar pemisahan kekuasaan, 

yakni MK menilai apakah kebijakan ekonomi melanggar konstitusi 

(misalnya mengabaikan keadilan sosial atau melampaui delegasi Pasal 

22/33), namun tidak mendesain skema teknis pemulihan ekonomi, 

subsidi, dsb. (Harvelian, 2016; Gilani et al., 2023; Lutfi & Supriyadi, 

2021). Di berbagai yurisdiksi, termasuk Afrika Selatan dan Jerman, 

pengadilan cenderung memberi putusan yang menetapkan standar 

konstitusional minimum dan memerintahkan pemerintah menyusun 

kebijakan baru dalam jangka waktu tertentu, bukan memaksakan 

desain tunggal; ini dipandang tetap menghormati separation of 

powers (Ngang, 2014; Williams, 2010; Clinic, 2019; Nyane & 

Malapane, 2023). Literatur Indonesia juga menekankan bahwa 

putusan MK idealnya mengarahkan, bukan mengelola, detail 

kebijakan ekonomi (Harvelian, 2016; Gilani et al., 2023). Penegakan 

hak sosial-ekonomi oleh pengadilan sebaiknya dilihat sebagai strategi 

komplementer terhadap agenda transformasi ekonomi pemerintah, 

bukan pesaingnya (Ngang, 2014; Nyane & Malapane, 2023). Secara 

normatif, MK boleh sangat menentukan arah kebijakan ekonomi 

ketika menemukan pelanggaran konstitusi, tetapi harus menahan diri 

pada penilaian konstitusional dan remedi normatif–dialogis. Begitu 

MK mulai merumuskan detail teknis program atau alokasi anggaran, 

risiko pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan meningkat tajam. 

Konsep energi berkelanjutan dalam putusan MK cenderung 

mampu menjadi landasan normatif bagi kepastian hukum investor 

sekaligus perlindungan hak rakyat, tetapi efektivitasnya sangat 
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bergantung pada konsistensi regulasi turunan dan implementasi 

pemerintah. Putusan MK di bidang energi dan sumber daya mineral 

(misalnya 11/PUU-XIV/2016 dan 91/PUU-XVIII/2020) digunakan 

untuk menegaskan pembagian kewenangan pusat–daerah dalam 

pengelolaan panas bumi, sehingga memberi kejelasan siapa pemberi 

izin dan penanggung jawab kebijakan (Ramdini, 2024)- Menguji UU 

Cipta Kerja secara formil sehingga mendorong perbaikan tata kelola 

regulasi yang memengaruhi iklim investasi energi (Ramdini, 2024; 

Triningsih & Agustine, 2020)Di tingkat prinsip, MK memaknai 

“dikuasai oleh negara” dan “keadilan sosial” sebagai kewajiban negara 

menjamin ketersediaan, distribusi merata, dan keterjangkauan harga 

cabang produksi penting, termasuk energi, bagi rakyat (Triningsih & 

Agustine, 2020). Ini menjadi pagar konstitusional atas kebijakan 

transisi energi. 

Riset investasi menunjukkan bahwa kepastian hukum 

(konsistensi, kejelasan jangka panjang) adalah prasyarat utama 

investasi di energi, terutama EBT (Marlianto, 2025; Syahadah, 2025). 

Perubahan mendadak atau tidak sinkron (misalnya, penundaan pajak 

karbon yang tidak sejalan dengan instrumen non-pajak) menimbulkan 

uncertainty premium dan berpotensi melanggar asas kepastian 

hukum dan prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) terhadap 

investor asing (Marlianto, 2025; Syahadah, 2025). Dalam kontrak hulu 

migas, MK melalui Putusan 36/PUU-X/2012 menegaskan bahwa 

ketika negara terikat kontrak, negara tidak bebas lagi mengeluarkan 

kebijakan yang bertentangan dengan kontrak, sehingga perlindungan 

kepentingan investor dan asas kepastian hukum harus dijaga 

walaupun negara memegang otoritas atas SDA (Syahadah, 2025). Ini 

relevan untuk skema transisi energi yang mengubah insentif dan 

kontrak jangka panjang. 

Sejumlah literatur menekankan bahwa negara hukum menuntut 

perlindungan hak rakyat (kesejahteraan, lingkungan hidup, akses 

energi) sebagai turunan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila 

(Fatmawaty & Sutanto, 2025; Ramdini, 2024; Triningsih & Agustine, 

2020). Tanpa checks and balances yang efektif, termasuk ketaatan 

terhadap putusan MK, terjadi defisit negara hukum yang dapat 

mengingkari hak rakyat (Fatmawaty & Sutanto, 2025; Putra, 2022). 
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Putusan-putusan MK di sektor SDA (listrik, pesisir, minerba) 

menunjukkan pola: ketika liberalisasi mengancam hak kelompok 

rentan (nelayan, masyarakat lokal, konsumen energi), MK cenderung 

memperketat tafsir Pasal 33 demi keadilan sosial (Triningsih & 

Agustine, 2020). Dalam konteks keberlanjutan energi, pola ini dapat 

diterjemahkan sebagai dukungan terhadap transisi yang adil (just 

transition): mendorong energi bersih dan iklim investasi yang jelas, 

tetapi dengan koridor perlindungan sosial dan lingkungan.  

Konsep keberlanjutan energi yang berakar pada Pasal 33 dan 

keadilan sosial berpotensi menjadi “jembatan” antara kepastian 

hukum bagi investor dan perlindungan hak rakyat. Putusan MK telah 

memberi fondasi normatif yang relatif jelas: negara berhak mengatur 

transisi energi sepanjang menghormati kontrak, asas kepastian 

hukum, dan orientasi kemakmuran rakyat. Namun, apakah kepastian 

dan perlindungan itu benar-benar terwujud sangat bergantung pada 

konsistensi regulasi turunan, stabilitas kebijakan fiskal/non-fiskal, 

dan kesetiaan pemerintah serta lembaga lain pada putusan MK. 

 

Independensi Lembaga Anti-Korupsi dalam Arus Politik 

Fokus: Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan Putusan No. 13/PUU-

XVI/2018. 

MK berperan sebagai tameng institusional bagi lembaga negara 

independen terhadap intervensi legislatif lewat dua putusan konkret 

(11/PUU-V/2007 & 13/PUU-XVI/2018). Tidak ada makalah yang 

membahas dua nomor putusan itu secara spesifik, tetapi peran 

umumnya dapat ditarik dari literatur tentang fungsi MK dalam sistem 

ketatanegaraan. Beberapa kajian menekankan bahwa MK berfungsi 

menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan keseimbangan 

kekuasaan, terutama melalui kewenangan uji UU dan penyelesaian 

sengketa kewenangan antar lembaga negara (Suryono, 2025; 

Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; Irawan, 2024). MK 

dilihat sebagai penjaga konstitusi, hak konstitusional warga, dan 

demokrasi (Suryono, 2025; Ahmad, 2024; Chayani & Wibowo, 2023; 

Rezah & Sapada, 2023). Dalam konteks hubungan antar lembaga, MK 

berperan memastikan bahwa DPR/pembentuk UU tidak mengubah 
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secara sewenang-wenang arsitektur kelembagaan yang telah 

ditetapkan dalam UUD atau prinsip konstitusional (independensi, 

checks and balances, due process, dsb.) (Kurniawati & Rohmah, 2024; 

Arifien et al., 2025; Irawan, 2024). 

Putusan-putusan mengenai Komisi Yudisial, KPK, 

Bawaslu/penyelenggara pemilu, DPD, dan lain-lain sering dibaca 

sebagai pola “perlindungan institusional” (institutional safeguarding) 

terhadap lembaga-lembaga yang secara fungsional independen, 

meskipun banyak di antaranya hanya diatur oleh UU (state auxiliary 

bodies). Literatur terbaru menggambarkan dua dimensi yang relevan 

untuk menilai putusan 11/PUU-V/2007 dan 13/PUU-XVI/2018: 

dimensi proteksi dan dimensi pembatasan diri (self-restraint). MK 

menjaga agar redisain kewenangan lembaga oleh legislatif tidak 

merusak prinsip checks and balances dan rule of law, misalnya dengan 

menegaskan atau memulihkan kewenangan lembaga tertentu ketika 

dipreteli oleh UU (Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; 

Irawan, 2024). Dalam sengketa kewenangan, MK memetakan secara 

tegas siapa berwenang apa menurut UUD, sehingga dapat berfungsi 

sebagai pelindung functional independence lembaga yang 

dipersoalkan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et al., 2025; 

Irawan, 2024). Beberapa studi mengingatkan bahaya judicial 

overreach ketika MK bertindak sebagai positive legislator dan ikut 

merumuskan desain kelembagaan baru melalui amar bersyarat atau 

ultra petita (Lailossa et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Muhammad, 

2025; Yadjitala, 2025). Karena banyak auxiliary bodies berdasar UU, 

bukan UUD, ada pandangan bahwa kewenangan MK untuk melindungi 

mereka dari intervensi legislatif harus dibaca hati-hati dan tetap 

berangkat dari teks/struktur UUD, bukan preferensi politik 

kelembagaan hakim (Arifien et al., 2025; Nugraha et al., 2020; 

Muhammad, 2025). 

Secara teori dan praktik umum, MK memang diposisikan sebagai 

pelindung institusional yang dapat menghalangi intervensi legislatif 

yang menggerus independensi atau fungsi konstitusional lembaga 

independen (Suryono, 2025; Kurniawati & Rohmah, 2024; Arifien et 

al., 2025; Chayani & Wibowo, 2023; Rezah & Sapada, 2023). Namun, 

perlindungan itu secara normatif sah hanya sejauh masih berpijak 
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pada teks dan struktur UUD; ketika MK terlalu jauh berperan sebagai 

positive legislator dalam mendesain detail kelembagaan, muncul 

risiko judicial overreach dan gangguan terhadap hak DPR untuk 

mengatur auxiliary bodies yang hanya diberi dasar UU (Lailossa et al., 

2025; Nugraha et al., 2020; Muhammad, 2025; Yadjitala, 2025). 

Untuk analisis tesis, bagian hasil dapat menimbang apakah 

11/PUU-V/2007 dan 13/PUU-XVI/2018 lebih mendekati model 

“proteksi konstitusional” atau “over-constitutionalization” atas desain 

lembaga independen oleh MK. 

MK dalam tekanan politik anti-korupsi tampak menerapkan pola 

navigasi lewat doktrin, prosedur, dan (kadang) aktivisme. Penelitian 

tentang Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa 

ketika menyentuh masa jabatan dan syarat pimpinan KPK, MK berada 

di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ideal independensi 

lembaga antirasuah (Juliana et al., 2024; Karlina & Putra, 2024; 

Kurniawan & Santoso, 2024; Prabowo & Tinambunan, 2023). Tekanan 

itu dinavigasi dengan beberapa cara: 

1. Bersandar pada doktrin formal (open legal policy) lalu 

“membelokkannya” 

a. Pengaturan masa jabatan dan usia pimpinan KPK diakui sebagai 

kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (Juliana et al., 2024; 

Karlina & Putra, 2024). 

b. Namun MK menyatakan open legal policy boleh dikesampingkan 

jika melahirkan ketidakadilan intolerable, diskriminasi, atau 

penyalahgunaan wewenang (Karlina & Putra, 2024; Kurniawan 

& Santoso, 2024). Ini membuka ruang bagi MK untuk 

mengoreksi pilihan legislatif yang diduga bermuatan politik, 

sambil tetap mengklaim dasar konstitusional. 

2. Menggunakan argumen kesetaraan antar lembaga independen 

a. Perpanjangan masa jabatan KPK dari 4 ke 5 tahun dibenarkan 

dengan alasan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap 

KPK dibanding komisi independen lain yang juga bertipologi 

constitutional importance dan sama-sama 5 tahun (Timbonga, 

2023; Karlina & Putra, 2024; Kurniawan & Santoso, 2024). 

b. Dengan cara ini, MK memosisikan diri seolah melindungi 

independensi KPK dari desain kelembagaan yang membuatnya 
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lebih rentan terhadap kontrol politik DPR/Presiden (karena 

bisa dua kali seleksi dalam satu periode) (Karlina & Putra, 2024; 

Sirait et al., 2020). 

Sejumlah kajian menilai putusan terkait KPK menunjukkan 

inkonsistensi status dan perlakuan terhadap KPK (mis. Soal hak 

angket dan posisi di ranah eksekutif), yang mengindikasikan pengaruh 

konfigurasi politik yang berubah (Sirait et al., 2020; Suparto & 

Gusniawan, 2020). Analisis lebih luas tentang MK sebagai positive 

legislature di era regresi demokrasi menyoroti bahwa ketiadaan batas 

tegas atas aktivisme yudisial membuat MK rentan menjadi kanal 

abusive constitutionalism, yaitu penggunaan tafsir konstitusi untuk 

mengamankan kepentingan elite (Muhammad, 2025). 

Dalam perkara-perkara politis lain (mis. Putusan 

90/PUU-XXI/2023), bahkan hakim sendiri menyinggung beban 

“politik” yang dipikul Mahkamah ketika mengubah kebijakan yang 

semula jelas open legal policy (Gusman, 2024; Muhammad, 2025). Ini 

menegaskan bahwa tekanan politik diakui sebagai realitas yang harus 

dinavigasi lewat doktrin judicial self-restraint dan mekanisme etik 

internal, meski efektivitasnya masih diperdebatkan (Muhammad, 

2025; Sidiq, 2025). Dalam perkara masa jabatan pimpinan KPK, MK 

menavigasi tekanan politik dengan membungkus koreksi atas desain 

yang diduga politis dalam bahasa keadilan, kesetaraan antar lembaga 

independen, dan pengecualian atas open legal policy. Secara teori, ini 

memperkuat perlindungan institusional KPK, tetapi literatur menilai 

corak aktivisme dan inkonsistensi putusan justru membuka ruang 

persepsi bahwa MK sendiri ikut terseret dinamika politik ketika 

menyentuh arsitektur lembaga antirasuah. 

Doktrin MK tentang kedudukan KPK justru dinilai tidak konsisten 

dan berubah seiring waktu. Beberapa gelombang putusan 

menunjukkan perubahan garis besar: 

1. Gelombang awal: KPK sebagai lembaga negara independen “di 

luar” cabang kekuasaan. Serangkaian putusan 012-016-019 

/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/ 2010, 

5/PUU-IX/2011, 49/PUU-XI/2013 menegaskan KPK sebagai 

lembaga negara independen, bukan bagian langsung 

legislatif-eksekutif-yudikatif, dengan tugas penegakan hukum 
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korupsi dan bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun (Sirait 

et al., 2020; Budiarta et al., 2022; Asmarianti & Yunarti, 2022; 

Rannie, 2021; Nada, 2022). 

2. Peralihan: KPK ditempatkan dalam “keluarga eksekutif” 

Putusan 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK sebagai lembaga 

negara di ranah eksekutif (executive family), sehingga dapat 

menjadi objek hak angket DPR, sekaligus tetap menyebutnya 

independen (Nurlette, 2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 

2023; Iskandar, 2019; Nada, 2022; Zaini & Ridho, 2023). 

a. Banyak penulis menilai ini bertentangan dengan 

putusan-putusan sebelumnya yang memosisikan KPK sebagai 

lembaga independen di luar tiga cabang kekuasaan (Sirait et al., 

2020; Sirait & Ismaidar, 2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti 

& Yunarti, 2022; Rannie, 2021; Nada, 2022; Aris et al., 2019). 

b. Putusan 70/PUU-XVII/2019 dan keberlakuan UU 19/2019 

kemudian mengukuhkan posisi KPK sebagai organ bantu 

eksekutif yang independen, dengan Dewan Pengawas dan status 

ASN bagi pegawai (Syahuri et al., 2022; Susanto et al., 2023; 

Kurniawan & Santoso, 2024; Zaini & Ridho, 2023; M & 

Simatupang, 2025). 

Sejumlah kajian secara eksplisit menyimpulkan adanya 

“inkonsistensi putusan MK terhadap keberadaan KPK sebagai 

lembaga negara independen” (Sirait et al., 2020; Sirait & Ismaidar, 

2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; 

Nada, 2022; Aris et al., 2019). Inkonsistensi ini menciptakan 

ketidakpastian hukum mengenai apakah KPK harus dipahami sebagai 

lembaga independen supra-cabang kekuasaan atau sebagai auxiliary 

state organ di rumpun eksekutif (Sirait et al., 2020; Sirait & Ismaidar, 

2024; Susanto et al., 2023; Asmarianti & Yunarti, 2022; Rannie, 2021; 

Nada, 2022; Zaini & Ridho, 2023; Hidayat, 2020). Literatur perihal 

independensi lembaga negara secara dominan menilai MK belum 

berhasil membangun doktrin yang stabil dan koheren tentang 

kedudukan KPK. Arah terbaru cenderung mengakomodasi KPK 

sebagai organ bantu eksekutif yang independen, tetapi sampai 

sekarang fondasinya ditandai oleh putusan-putusan yang saling 

bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian konstitusional. 
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Prosedur Pembentukan Undang-Undang dan Partisipasi 

Bermakna 

Fokus: Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadikan uji formil bukan 

sekadar “cek prosedur,” tetapi alat koreksi konstitusional atas proses 

legislasi yang tertutup dan minim partisipasi. MK menilai 

pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan dan 

tahapan formal UU 12/2011 (perencanaan–penyusunan–

pembahasan–pengesahan–pengundangan) (Sy & Irawan, 2022; 

Firdaus, 2022; Saputro et al., 2022). Penyusunan omnibus law 

menyimpang dari Lampiran II UU 12/2011 dan menimbulkan 

ketidakpastian karena metode omnibus belum diatur (Sy & Irawan, 

2022; Saputro et al., 2022). Terjadi perubahan substansi naskah 

setelah persetujuan DPR–Presiden dan draf tidak mudah diakses 

publik (Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022). Partisipasi publik hanya 

formalistik: pertemuan dengan kelompok masyarakat tidak disertai 

akses ke naskah akademik maupun RUU sehingga publik tidak tahu 

dengan jelas materi yang diubah (Firdaus, 2022). 

Dalam pertimbangan, MK menautkan partisipasi dengan 

kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) dan hak konstitusional warga 

untuk ikut dalam pemerintahan serta pembangunan (Pasal 27 ayat 

(1), 28C ayat (2)) (Fadillah, 2022). Artinya, keterbukaan dan 

partisipasi dimaknai sebagai hak konstitusional, bukan sekadar “tata 

tertib teknis” (Fadillah, 2022; Firdaus, 2022). Dari sini MK 

merumuskan konsep “partisipasi masyarakat yang bermakna 

(meaningful participation)” dengan tiga unsur: 1) hak untuk didengar, 

2) hak agar pendapat dipertimbangkan, 3) hak mendapatkan 

penjelasan atas pendapat (Guswara & Nasution, 2023; Firdaus, 2022; 

Artioko, 2022). Unsur ini kemudian diadopsi sebagai rujukan normatif 

dalam perubahan kedua UU 12/2011 (UU 13/2022) (Firdaus, 2022; 

Artioko, 2022). 

Putusan 91 adalah putusan uji formal pertama yang dikabulkan 

yang memakai model “inkonstitusional bersyarat” dalam konteks 

prosedur, bukan substansi (Setiawan, 2024; Rahman, 2022; Saputro 

et al., 2022). Implikasi desain ini: UU Cipta Kerja dinyatakan 
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inkonstitusional bersyarat karena prosesnya tidak transparan dan 

mengabaikan partisipasi bermakna (Setiawan, 2024; Ningrum et al., 

2023; Saputro et al., 2022; Saputra et al., 2023). MK memerintahkan 

perbaikan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dalam 2 tahun 

melalui mekanisme pembentukan peraturan yang “baik dan benar” 

yang harus mencakup partisipasi masyarakat yang bermakna 

(Rahman, 2022; Saputro et al., 2022; Saputra et al., 2023). Putusan ini 

menjadi dasar koreksi terhadap hukum acara pembentukan UU: revisi 

UU 12/2011 (menjadi UU 13/2022) mengubah pengaturan partisipasi 

masyarakat dan memposisikan partisipasi sebagai basis uji formal di 

masa depan (Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022; Artioko, 2022). 

Walaupun secara doktrinal uji formil dipakai untuk menegakkan 

transparansi dan partisipasi, pelaksanaannya menghadapi beberapa 

masalah: penggunaan Perppu 2/2022 untuk “memperbaiki” UU Cipta 

Kerja mengabaikan kembali partisipasi bermakna, sehingga dinilai 

bertentangan dengan esensi Putusan 91 (Guswara & Nasution, 2023; 

Saputra et al., 2023). Pemerintah dan UU 6/2023 memosisikan 

Putusan 91 “ada dan tiada”: dijadikan dasar yuridis, tetapi perintah 

perbaikan substantif dengan partisipasi bermakna tidak dijalankan 

(Suhardin & Flora, 2023; Setyady et al., 2024). Model inkonstitusional 

bersyarat dalam uji formal dinilai problematis karena desain uji 

formal seharusnya menghasilkan konsekuensi lebih tegas terhadap 

cacat prosedur (Rahman, 2022). 

Secara konseptual, Putusan 91/PUU-XVIII/2020: (a) mengangkat 

uji formil menjadi instrumen penegakan asas keterbukaan dan 

partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU, dengan 

dasar langsung pada UUD 1945; dan (b) menjadikan partisipasi 

bermakna sebagai parameter baru keabsahan prosedural (formal 

validity) yang mengikat pembentuk UU dan menjadi rujukan 

perubahan UU 12/2011. Namun, ketidakkonsistenan pelaksanaan 

putusan dan penggunaan Perppu untuk mengelak prosedur 

partisipatif menunjukkan bahwa efektivitas uji formil sebagai alat 

penegak transparansi dan partisipasi masih sangat bergantung pada 

kepatuhan politik pembentuk undang-undang, bukan hanya 

konstruksi doktrinal MK. 
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Putusan inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja lebih 

banyak dinilai mereduksi wibawa MK, meski secara doktrinal 

dimaksudkan sebagai kompromi untuk menjaga kepastian hukum. MK 

menyatakan UU 11/2020 cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, 

namun tetap berlaku maksimal 2 tahun sambil diperbaiki, untuk 

menghindari kekacauan regulasi dan ketidakpastian hukum yang luas 

bagi dunia usaha dan administrasi negara (Saputro et al., 2022). 

Pertimbangan ini jelas sebagai kompromi antara kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan: membenahi proses pembentukan tanpa 

langsung “mengosongkan” seluruh rezim regulasi yang diubah UU 

Cipta Kerja (Saputro et al., 2022). 

Beberapa analisis menilai doktrin penundaan dan pembatasan 

daya ikat menimbulkan ambiguitas mengenai final-and-binding: 

norma dinyatakan bertentangan dengan UUD tetapi dibiarkan tetap 

berlaku dalam jangka waktu tertentu (Ali et al., 2019; Saputro et al., 

2022). Ketika pemerintah kemudian menerbitkan Perppu 2/2022 dan 

UU 6/2023 untuk “menyelamatkan” UU Cipta Kerja tanpa memenuhi 

perintah perbaikan formal dan partisipasi bermakna, beberapa 

penulis menyimpulkan terjadi pengingkaran substansi Putusan 91 

dan memunculkan fenomena constitutional disobedience (Suhardin & 

Flora, 2023; Rizki et al., 2023). Kajian lain menyebut peraturan 

pelaksana yang dibuat pasca putusan seharusnya kehilangan daya ikat 

dan tindakan pemerintah melanggar kewajiban menaati putusan yang 

final dan mengikat (Rizki et al., 2023). Hal ini dipandang mereduksi 

posisi putusan MK yang seharusnya setara dengan undang-undang 

dan menentukan arah legislasi (Ali et al., 2019; Mukhlis et al., 2019; 

Rizki et al., 2023). Secara desain, formula inkonstitusional bersyarat 

pada UU Cipta Kerja adalah kompromi yang dimaksudkan bijak untuk 

menjaga kepastian hukum. Namun praktik politik pasca putusan 

membuat banyak analisis melihatnya justru membuka ruang 

pengabaian putusan, sehingga pada akhirnya lebih cenderung 

melemahkan wibawa dan kepastian hukum MK daripada 

menguatkannya. 

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 memformulasikan tiga prasyarat 

minimum meaningful participation: right to be heard, right to be 

considered, and right to be explained (Nursetiawan & Ardhanariswari, 
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2023; Wahjoe & Soeprapto, 2024; Sy & Irawan, 2022; Firdaus, 2022). 

Sejumlah kajian menilai standar ini tepat ditempatkan sebagai 

parameter konstitusional uji formal, yang mengikat pembentuk UU 

tanpa mengatur detail teknis (berapa rapat, model forum, dsb.). 

(Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023; Fajri, 2023; Sy & Irawan, 

2022). MK juga menunjuk tahap-tahap di mana partisipasi minimal 

harus hadir (pengajuan RUU, pembahasan bersama, persetujuan 

bersama) (Nursetiawan & Ardhanariswari, 2023; Kurdi et al., 2025; 

Firdaus, 2022), namun tidak sampai mendikte desain internal 

prosedur DPR. Secara teori, ini menjaga keseimbangan: MK 

menetapkan “batas bawah konstitusional,” sementara perincian 

mekanisme tetap berada pada domain politik-legislatif (UU 13/2022, 

Tatib DPR, dll.) (Zuhdi et al., 2025; Utami et al., 2025; Firdaus, 2022; 

Pratama et al., 2025). 

Penelitian mengenai meaningful participation menunjukkan dua 

bahaya utama: (a) Jika standar terlalu rendah (sekadar konsultatif–

informatif), partisipasi jatuh pada tokenism, sehingga kontrol yudisial 

menjadi tidak efektif (Putri et al., 2024; Fajri, 2023; Firdaus, 2022); (b) 

Jika MK masuk ke detail prosedural (misalnya mensyaratkan model 

referendum, kuota peserta, atau format digital tertentu), ia berpotensi 

dituding menghambat kelincahan legislasi dan melampaui 

kewenangan sebagai negative legislator (Zuhdi et al., 2025; Fajri, 2023; 

Pratama et al., 2025). Karena itu, beberapa penulis mendorong MK 

fokus pada substansi keterlibatan (akses naskah, bukti bahwa 

masukan dijawab/ditimbang, inklusivitas kelompok terdampak) 

sebagai tolok ukur uji formal, dan menyerahkan inovasi mekanisme 

(platform online DPR, konsultasi publik terstruktur, bahkan 

kemungkinan referendum legislatif) kepada pembentuk UU dan 

praktik kelembagaan (Zuhdi et al., 2025; Wahjoe & Soeprapto, 2024; 

Pathak et al., 2025; Firdaus, 2022; Saragih et al., 2025). Tanpa 

menghambat DPR, MK secara sah dapat (dan perlu) menetapkan 

standar konstitusional minimum partisipasi bermakna yang 

menekankan hak, keterbukaan, dan akuntabilitas. Batasnya: MK tidak 

merumuskan “manual prosedural” legislatif, tetapi menguji apakah 

DPR dan Presiden sungguh-sungguh membuka ruang partisipasi yang 

dapat memengaruhi substansi dan dapat diaudit secara transparan. 
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Perlindungan Hak Pekerja di Era Neoliberalisme 

Fokus: Putusan No. 102/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 205/PUU-

XXV/2024. 

Putusan-putusan MK terkait UU Cipta Kerja (khususnya 

91/PUU-XVIII/2020 dan 168/PUU-XXI/2023) menunjukkan pola 

bahwa MK berfungsi sebagai korektor ketika fleksibilitas pasar kerja 

menggerus perlindungan buruh: MK membatalkan atau 

mengkondisikan norma yang terlalu pro-fleksibilitas dan menegaskan 

kembali jaminan konstitusional atas hak atas pekerjaan layak, 

kepastian hubungan kerja, dan upah yang adil (Soplantila, 2022; 

Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023; Hamid & Silvana, 

2025; Silalahi, 2019). 

Walaupun riset yang tersedia belum secara spesifik membahas 

102/PUU-XXIV/2023 dan 205/PUU-XXV/2024, pola argumentasi dan 

konsekuensi Putusan 168/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XVIII/2020, dan 

beberapa putusan ketenagakerjaan lain memberi dasar kuat untuk 

menelaah bagaimana MK diposisikan sebagai benteng terakhir hak 

buruh (termasuk pekerja informal) di tengah agenda fleksibilisasi. 

 

Tabel 11.8: Contoh Peran Korektif MK Terhadap Norma 

Fleksibilitas Pasar Kerja 

Ranah hak 
buruh 

Intervensi MK 
Implikasi bagi buruh di 

tengah fleksibilisasi 
PHK 
(PKWT/PKWTT) 

Putusan 
168/PUU-XXI/2023 
mensyaratkan 
perundingan bipartit, 
larangan PHK sepihak 
sebelum ada putusan 
lembaga PHI inkracht 
(Prasetyo, 2025) 

Menahan fleksibilitas 
PHK instan; 
mengembalikan due 
process dan posisi tawar 
buruh dalam sengketa 
PHK 

Struktur PKWT MK membatasi durasi 
PKWT maksimum 5 tahun 
termasuk perpanjangan, 
mewajibkan bentuk 
tertulis dan bahasa 
Indonesia (P et al., 2025) 

Mengurangi 
“permanen-kontrak” 
yang sangat fleksibel; 
memperkuat kepastian 
dan bukti hubungan 
kerja, penting juga bagi 
pekerja semi-informal 
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Upah & jaminan 
pembayaran 

Putusan 100/PUU-X/2012 
menghapus daluwarsa 2 
tahun atas klaim upah dan 
tunjangan (Agus, 2020) 

Upah sebagai hak 
konstitusional yang 
dapat ditagih kapan saja; 
penting bagi buruh 
lemah/terinformalisasi 
yang sering terlambat 
menggugat 

Upah minimum 
pasca Cipta Kerja 

Putusan 
168/PUU-XXI/2023 dibaca 
sebagai koreksi atas 
penghapusan UM sektoral; 
menegaskan kembali 
prinsip keadilan sosial dan 
pembatasan kewenangan 
pembentuk UU (Abas et al., 
2025; Hamid & Silvana, 
2025; Hendriadi et al., 
2025) 

Menghambat deregulasi 
upah yang terlalu 
pro-investor; mendorong 
transparansi dan 
akuntabilitas penetapan 
UM, termasuk di daerah 
industri padat buruh 
seperti Karawang 

Penggunaan TKA Putusan 
168/PUU-XXI/2023 
menambahkan frasa 
prioritas bagi tenaga kerja 
Indonesia dalam Pasal 42 
Cipta Kerja (Mayaka, 2024; 
Hamid & Silvana, 2025) 

Menahan liberalisasi 
pasar tenaga kerja 
berkemahiran 
rendah/menengah; 
memberi dasar 
konstitusional untuk 
melindungi kesempatan 
kerja lokal 

Sumber: Data diolah penulis 

 

UU Cipta Kerja dan turunannya (PP 35/2021, PP 36/2021, dst.) 

secara eksplisit mendorong fleksibilitas pasar kerja: perluasan PKWT, 

kelonggaran outsourcing, skema upah minimum yang lebih terkendali, 

serta prosedur PHK yang dipermudah (Prasetyo, 2025; Soplantila, 

2022; Guswara & Nasution, 2023; Hamid & Silvana, 2025; Arpangi & 

Sanni, 2025). 

Penelitian tentang Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan 

bahwa MK memutus UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, 

memerintahkan perbaikan dengan partisipasi publik yang bermakna, 

sebagai koreksi atas proses legislasi yang elitis dan kurang partisipatif 

(Soplantila, 2022; Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 2023). 

Namun, pemerintah merespons dengan menerbitkan Perppu 2/2022 

lalu mengesahkannya menjadi UU 6/2023 dengan cara yang dinilai 
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justru mengingkari substansi perintah MK dan memunculkan 

fenomena “constitutional disobedience” (Guswara & Nasution, 2023; 

Suhardin & Flora, 2023). 

Kajian lain menyimpulkan bahwa, secara normatif, Putusan MK 

Cipta Kerja “ada-dan-tiada”: dipakai sebagai dasar yuridis dalam UU 

6/2023, tetapi secara substantif diabaikan, sehingga justru 

memperlemah daya “benteng” MK jika tidak disertai mekanisme 

sanksi terhadap pengabaian putusan MK (Suhardin & Flora, 2023). 

Beberapa studi mutakhir menunjukkan Putusan 

168/PUU-XXI/2023 sebagai titik balik penting: 

1. PHK dan due process: PHK hanya sah setelah (i) (i) pemberitahuan 

tertulis dengan alasan yang jelas, (ii) kesempatan buruh untuk 

menerima/menolak, (iii) kewajiban perundingan bipartit, dan bila 

gagal, (iv) putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang berkekuatan hukum tetap (Prasetyo, 2025). Ini 

menarik kembali praktik PHK sepihak yang sangat fleksibel. 

2. PKWT dan kontrak kerja: MK membatasi PKWT maksimum 5 tahun 

dan mempertegas syarat bentuk tertulis, bahasa Indonesia, serta 

pengaturan outsourcing melalui kewenangan Menteri, yang 

dimaksudkan untuk menyeimbangkan fleksibilitas dengan 

kepastian kerja dan hak normatif (P et al., 2025; Hamid & Silvana, 

2025; Arpangi & Sanni, 2025). 

3. Upah minimum: Putusan 168 dibaca sebagai koreksi terhadap 

penghapusan UM sektoral dan logika “upah untuk daya saing” yang 

terlalu pro-modal. Penelitian di Karawang menunjukkan putusan 

ini menjadi rujukan dalam penataan kembali kebijakan UM 2025 

berdasarkan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan 

penghormatan hak dasar buruh (Abas et al., 2025). 

4. Keseimbangan hak pengusaha–pekerja: Studi sosio-legal 

menemukan bahwa pasca Putusan 168, UU 6/2023 lebih kuat 

menegaskan hak normatif buruh, sementara beban koreksi 

terhadap ketidakseimbangan hak pengusaha justru masih relatif 

kecil; negara diharapkan menata ulang agar keseimbangan 

benar-benar tercapai (Hendriadi et al., 2025). 

Secara makro, Putusan 168 meninjau ulang 21 ketentuan klaster 

ketenagakerjaan terkait TKA, PKWT, outsourcing, waktu istirahat, 
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upah, dan PHK dengan tujuan menciptakan “standar kerja yang lebih 

adil” sekaligus mempertahankan daya tarik investasi (Hamid & 

Silvana, 2025). Dengan demikian, MK secara eksplisit memposisikan 

diri di simpul antara kebutuhan fleksibilitas dan perlindungan. 

Kajian konseptual tentang perlindungan hak konstitusional 

buruh menegaskan bahwa hak buruh mencakup empat kelompok: hak 

ekonomi, politik, hak yang bersifat medikal (K3, jaminan kesehatan), 

dan hak sosial (Silalahi, 2019). Semua itu diturunkan dari Pasal 27 

ayat (2), 28D ayat (2), dan 33 UUD 1945 sebagai hak konstitusional 

warga negara, bukan sekadar hak kontraktual pekerja formal (Silalahi, 

2019). Putusan-putusan MK dalam perkara ketenagakerjaan 

menunjukkan pola: 

1. Mengangkat hak-hak buruh (seperti upah dan klaim pembayaran 

lain) sebagai hak milik pribadi yang dilindungi konstitusi dan tidak 

dapat dihapus hanya karena lewat waktu (Putusan 

100/PUU-X/2012) (Agus, 2020). 

2. Menolak norma yang menempatkan buruh semata-mata sebagai 

komponen biaya demi fleksibilitas, dan menegaskan kembali 

dimensi martabat manusia dan keadilan sosial dalam hubungan 

kerja (Agus, 2020; Silalahi, 2019). 

Literatur ketenagakerjaan internasional yang mengkritik 

pendekatan “fleksibilitas pasar kerja” misalnya analisis tentang PKWT 

dan pasar kerja fleksibel yang justru melahirkan ketidakadilan 

struktural bila tidak diimbangi pengawasan dan perlindungan kuat 

(Arpangi & Sanni, 2025), memberi konteks teoretis bahwa peran MK 

Indonesia dapat dibaca sebagai upaya menghindari jebakan 

“flexibility without security,” termasuk bagi pekerja yang berada di 

zona semi-informal atau rentan. 

Sementara pekerja informal tidak selalu langsung tercakup dalam 

rezim UU Ketenagakerjaan, logika konstitusional MK (hak atas kerja 

layak, upah yang adil, dan perlindungan sosial sebagai hak warga 

negara) menyediakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk 

menuntut perluasan perlindungan ke sektor informal, terutama ketika 

mereka berada dalam hubungan kerja substantif yang mirip pekerja 

formal (platform work, subkontraktor, dll.). (Stecher et al., 2025; 

Silalahi, 2019; Lobato, 2025). 
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Sejumlah kajian menggarisbawahi paradoks: di satu sisi, MK 

diproyeksikan sebagai “the guardian of the constitution” yang 

mengoreksi legislasi elitis dan kurang partisipatif (Ahmad & Nggilu, 

2020). Di sisi lain, praktik menunjukkan Pemerintah dan DPR kerap 

merespons Putusan MK Cipta Kerja dengan strategi legislasi yang 

secara substantif mengabaikan perintah MK (partisipasi bermakna, 

pembenahan menyeluruh), sehingga menimbulkan gejala 

constitutional disobedience (Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & 

Flora, 2023). Putusan MK yang kontroversial di bidang lain (misalnya, 

Putusan 90/PUU-XXI/2023) memunculkan kritik atas integritas, 

kemandirian, dan “kenegarawanan” hakim konstitusi, yang jika tidak 

dibenahi, berpotensi melemahkan kredibilitas MK sebagai benteng 

hak konstitusional, termasuk hak buruh (Ntsanwisi, 2025). 

Sejumlah penelitian kemudian mengusulkan (a) reformasi 

mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi agar lebih independen 

dari kepentingan politik lembaga pengusul (Presiden, DPR, MA) 

(Ntsanwisi, 2025); (b) perumusan sanksi normatif atas pengabaian 

putusan MK dan kemungkinan memberikan kewenangan MK untuk 

menguji UU yang bertentangan dengan putusan-putusannya sendiri 

(Suhardin & Flora, 2023). Tanpa koreksi institusional semacam ini, 

fungsi MK sebagai benteng terakhir hak buruh di tengah fleksibilitas 

pasar kerja akan selalu bergantung pada kemauan politik cabang 

kekuasaan lain. 

Walaupun belum ada kajian akademik yang spesifik terhadap 

Putusan 102/PUU-XXIV/2023 dan 205/PUU-XXV/2024 dalam data 

yang tersedia, pola dari 91/PUU-XVIII/2020, 168/PUU-XXI/2023, dan 

putusan terkait upah/PKWT/PHK menunjukkan: (a) MK cenderung 

mengakui dan mengoreksi risiko ketidakadilan substantif yang lahir 

dari desain fleksibilitas pasar kerja (PKWT panjang, PHK mudah, 

rezim upah yang menekan, TKA longgar); (b) Hak buruh ditempatkan 

sebagai hak konstitusional warga negara, yang batas-batasnya 

mengikat pembentuk UU dan pelaksana kebijakan ketenagakerjaan 

(Agus, 2020; Silalahi, 2019). Namun, efektivitas MK sebagai benteng 

terakhir sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pemerintah/DPR 

terhadap Putusan MK (Guswara & Nasution, 2023; Suhardin & Flora, 

2023), kapasitas serikat pekerja dan masyarakat sipil menggunakan 
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forum MK untuk menggugat norma-norma fleksibilitas yang 

eksploitatif (Effendy & Susilo, 2025; Abas et al., 2025; Hendriadi et al., 

2025), dan reformasi internal MK agar benar-benar menjalankan 

fungsi guardian of the constitution secara konsisten (Ahmad & Nggilu, 

2020; Ntsanwisi, 2025). Dengan demikian, dalam telaah akademik 

atas Putusan 102 dan 205, penting menempatkan keduanya dalam: (a) 

arsitektur besar rezim Cipta Kerja dan fleksibilitas pasar kerja, dan (b) 

trajektori yurisprudensi MK yang berusaha menyeimbangkan 

fleksibilitas ekonomi dengan jaminan hak konstitusional buruh baik 

formal maupun informal. 

MK menyeimbangkan pekerjaan layak dan investasi melalui uji 

kepatutan (proportionality) dan “kompromi konstitusional.” MK 

membaca hak atas pekerjaan layak (Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2), 33 

UUD 1945) sebagai hak sosial-ekonomi yang boleh dibatasi sejauh 

pembatasan itu proporsional dengan tujuan sah seperti pertumbuhan 

ekonomi dan penciptaan kerja. Banyak perkara ekonomi-sosial 

menunjukkan penggunaan analisis proporsionalitas (tujuan sah, 

kecocokan, kebutuhan, dan penyeimbangan) berdasarkan nilai 

Pancasila dan keadilan sosial (Lailam & Anggia, 2023; Omara, 2017; 

Wahanisa, 2019). 

Dalam beberapa kasus, MK memilih “weak form judicial review”: 

mengakui adanya pelanggaran atau risiko pelanggaran, tetapi tidak 

membatalkan seluruh rezim kebijakan, melainkan memberi koreksi 

terbatas atau amar bersyarat untuk menjaga ruang kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi dan investasi (Omara, 2017; Nurhayati 

et al., 2022). 

Lewat Putusan 012/PUU-I/2003 dan 27/PUU-IX/2011, MK 

menyatakan outsourcing konstitusional sebagai sarana efisiensi dan 

iklim usaha, tetapi hanya bila diimbangi dua lapis perlindungan 

(perlindungan di perusahaan penyedia dan pengguna) sebagai syarat 

pemenuhan hak konstitusional pekerja (Dewa et al., 2023; Nurhayati 

et al., 2022). MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional 

bersyarat, bukan batal total, untuk mencegah kekosongan dasar 

hukum investasi dan perizinan yang bisa mengganggu investasi besar, 

sambil memerintahkan perbaikan dengan partisipasi bermakna dan 

koreksi substansi ketenagakerjaan (Nurhayati et al., 2022; Saputro et 
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al., 2022; Ningrum et al., 2023). Ini dibaca sebagai “jalan tengah” 

antara kepastian bagi investor dan perlindungan hak buruh 

(Nurhayati et al., 2022; Setyady et al., 2024). Pada Putusan 

168/PUU-XXI/2023 atas UU 6/2023, MK tidak menolak agenda cipta 

kerja, tetapi mengoreksi pasal-pasal PKWT, outsourcing, TKA, 

istirahat, dan PHK (batas maksimal PKWT 5 tahun, kewajiban tertulis, 

prioritas TKI, PHK melalui bipartit dan mekanisme perselisihan 

industrial) untuk menciptakan “standar kerja yang lebih adil” tanpa 

menghapus kerangka deregulasi investasi (Hamid & Silvana, 2025; 

Hendriadi et al., 2025). 

Beberapa publikasi penelitian menunjukkan, dalam praktik, 

keseimbangan belum ideal. Implementasi UU Cipta Kerja 

meningkatkan FDI 8,3% tetapi juga menaikkan pekerja kontrak 25% 

dan ketidakpastian kerja, menunjukkan dominasi logika fleksibilitas 

atas perlindungan substantif (Hukum et al., 2025). Respons 

pemerintah terhadap Putusan 91/2020 melalui Perppu 2/2022 dan 

UU 6/2023 dinilai menyimpang dari perintah MK dan menciptakan 

fenomena “constitutional disobedience,” yang melemahkan posisi MK 

sebagai penyeimbang struktural antara hak buruh dan agenda 

investasi (Guswara & Nasution, 2023; Setyady et al., 2024; Ningsih, 

2022). Evaluasi pasca Putusan 168/2023 menunjukkan hak normatif 

pekerja dikuatkan, tetapi isu perlindungan hak pengusaha/investor 

dan desain ekosistem kerja yang benar-benar seimbang masih 

mengemuka (Hendriadi et al., 2025). Secara doktrinal, MK 

menyeimbangkan hak atas pekerjaan layak dengan kebutuhan 

penciptaan lapangan kerja melalui analisis proporsionalitas, amar 

bersyarat, dan koreksi normatif (outsourcing, PKWT, TKA, PHK) agar 

deregulasi investasi tidak menghilangkan hak konstitusional pekerja. 

Namun, efektivitas keseimbangan ini bergantung pada kepatuhan 

politik terhadap putusan MK dan keberanian MK keluar dari “weak 

review” ketika hak buruh terancam serius. 

Beberapa putusan MK di bidang ketenagakerjaan dan kelompok 

rentan menunjukkan pola perluasan makna hak konstitusional yang 

tidak lagi semata-mata bergantung pada status formal pekerja. Dalam 

perkara pekerja/buruh, MK menempatkan hak atas pekerjaan, upah, 

dan membentuk keluarga sebagai hak konstitusional yang membatasi 



Putusan Monumental MK Indonesia (2003–2025) 

 
 

 

277 Vegitya Ramadhani Putri 

kebebasan berkontrak dan membatalkan klausul perjanjian kerja 

yang diskriminatif (larangan menikah satu kantor) (Winata & Putri, 

2019; Yupinda, 2019). Dalam perkara upah buruh di perusahaan 

pailit, MK menggeser kedudukan upah agar diprioritaskan di atas 

kreditor lain, menegaskan upah sebagai hak konstitusional yang tidak 

boleh dikalahkan oleh logika pasar dan kreditor (Sulistyo & Dwiyatmi, 

2019). Di luar ketenagakerjaan, MK memproteksi kelompok marjinal 

lain (masyarakat pesisir, penganut aliran kepercayaan) dengan 

merujuk langsung ke hak konstitusional dan prinsip keadilan sosial 

untuk mengoreksi rezim perizinan dan praktik administratif yang 

merugikan mereka (Triningsih & Agustine, 2020; Ali et al., 2021; 

Kepada et al., 2022). 

Kajian teoritis tentang pekerja rumahan (pekerja sektor 

informal) memperlihatkan bahwa fleksibilitas hubungan kerja 

menghilangkan banyak hak dasar; solusinya ditarik ke fondasi 

konstitusional dan Pancasila, karena UU Ketenagakerjaan hanya 

melindungi pekerja formal (Agusmidah, 2018). Ini selaras dengan 

arah penalaran MK yang makin sering memakai keadilan sosial dan 

perlindungan HAM sebagai rujukan utama (Triningsih & Agustine, 

2020; Muni, 2020). 

Studi tentang putusan-putusan keadilan sosial MK 2003–2010 

menunjukkan MK konsisten memaknai keadilan sosial sebagai 

kewajiban negara mengendalikan pasar dan sumber daya untuk 

kepentingan rakyat banyak (Triningsih & Agustine, 2020). Penelitian 

mutakhir menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusionalisme, 

tetapi juga mencatat dinamika dan inkonsistensi ketika berhadapan 

dengan tekanan politik dan agenda deregulasi seperti Cipta Kerja 

(Amin, 2025; Yuliana, 2024). 

Perlindungan terhadap pekerja yang berada di zona 

informal/semi-informal memang memperkuat tren 

“konstitusionalisme sosial”: hak sosial-ekonomi dijadikan parameter 

membatasi kebebasan kontraktual dan kebijakan pro-pasar. Namun, 

riset yang ada menilai arah ini masih inkonsisten dan sangat 

bergantung pada komposisi hakim dan kepatuhan politik terhadap 

putusan MK (Sulistyo & Dwiyatmi, 2019; Ali et al., 2021; Amin, 2025). 

Perlindungan pekerja (termasuk yang terdorong ke informalitas) 
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dalam putusan-putusan terbaru MK dapat dibaca sebagai indikasi 

kuat menguatnya “konstitusionalisme sosial” di Indonesia, tetapi 

sejauh ini lebih merupakan kecenderungan berkembang daripada 

garis haluan yang sudah mapan dan konsisten. 

 

Keadilan Fiskal dan Transformasi Pajak Digital 

Fokus: Putusan No. 58/PUU-XXIII/2022 dan Putusan No. 218/PUU-

XXV/2024. 

Dalam membedah Putusan MK No. 58/PUU-XXIII/2022 maupun 

No. 218/PUU-XXV/2024, terdapat korpus yang cukup kaya tentang: 

1. rasionalitas hukum MK dalam perkara pajak dan ekonomi, 

2. tantangan ekonomi digital dan keadilan beban pajak, 

3. pola umum penalaran MK (termasuk ultra petita, keadilan sosial, 

dan digitalisasi). 

Sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka 

untuk “membaca” rasionalitas hukum MK dalam 58/2022 dan 

218/2024 soal uji materil sektor pajak. Penelitian tentang Putusan MK 

19/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa MK dilihat sebagai aktor yang 

dapat menggeser persepsi pelaku usaha tentang keadilan pajak dan 

kepatuhan, sehingga ratio decidendi tidak hanya berbasis teks UUD, 

tetapi juga efek normatif terhadap fairness dan perilaku wajib pajak 

(Judijanto & Heriyanto, 2024). Ini mengindikasikan MK menggunakan 

pendekatan “constitutional policy + behavioral effect”: menilai apakah 

desain aturan pajak selaras dengan keadilan konstitusional dan 

mampu mendorong kepatuhan sukarela (Judijanto & Heriyanto, 

2024). Dalam sengketa kewenangan/akses upaya hukum, pembatasan 

upaya hukum otoritas pajak (misalnya, larangan peninjauan kembali 

oleh DJP dalam Putusan 24/PUU-XXI/2024) dinilai berpotensi 

mengurangi kepastian hukum dan keadilan korektif, sekaligus 

berdampak pada penerimaan negara (Listanti, 2025). 

Untuk membaca 58/PUU-XXIII/2022 dan 218/PUU-XXV/2024, 

dapat diuji: (a) Apakah MK menyeimbangkan kepastian hukum 

(stabilitas aturan pemajakan) dengan keadilan distributif (pembagian 

beban antar-warga)? (b) Apakah MK mempertimbangkan efek 

putusan terhadap penerimaan negara dan kemampuan negara 
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memenuhi hak-hak konstitusional warga (pendidikan, kesehatan, 

dsb.) sebagaimana kerangka “hak ekonomi” dalam putusan ultra 

petita tentang SDA (Wahanisa, 2019)? 

Literatur perpajakan digital menyoroti beberapa problem 

struktural yang melekat dan hampir pasti menjadi konteks bagi 

58/2022 dan 218/2024. Pertama, terdapat kesenjangan aturan 

berbanding karakter ekonomi digital. Kerangka PPh Indonesia masih 

“tradisional” dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakter 

transaksi borderless, tanpa kehadiran fisik, dan sering anonim 

(Latifolia et al., 2025). Konsep sumber penghasilan dan bentuk usaha 

tetap (BUT) yang mensyaratkan kehadiran fisik tidak lagi memadai; 

sekalipun UU HPP sudah mengenalkan kriteria significant economic 

presence, norma ini masih butuh penjabaran rinci (Latifolia et al., 

2025; Cahyadini et al., 2023). Kedua, keadilan horizontal antar wajib 

pajak. Pelaku ekonomi digital luar negeri dapat memperoleh 

penghasilan besar dari pasar Indonesia tanpa pemajakan yang setara 

dengan pelaku domestik, sehingga menimbulkan ketidakadilan beban 

pajak dan hilangnya potensi penerimaan (Latifolia et al., 2025; 

Burnama, 2022).  

Riset keadilan pajak dalam ekonomi digital menekankan prinsip 

level playing field: transaksi digital dan konvensional, serta pelaku 

domestik dan asing, seharusnya diperlakukan setara sepanjang situasi 

ekonominya sebanding (Cahyadini et al., 2023; Harinurdin, 2020; 

Burnama, 2022). Ketiga, respon regulatif dan tekanan internasional. 

Pemerintah merespon melalui PMK 35/PMK.03/2019, UU 2/2020, 

dan pengenaan Pajak Transaksi Elektronik, dengan fokus pada 

perluasan BUT dan kemungkinan PTE sebagai solusi terakhir jika 

konsensus OECD tidak tercapai (Burnama, 2022). Kebijakan ini 

sempat dipersoalkan oleh USTR dengan tuduhan diskriminatif; 

analisis akademik justru menilai desain Indonesia relatif netral karena 

nama dan struktur pajak tidak secara eksplisit menargetkan 

perusahaan negara tertentu (Burnama, 2022). Kajian lain menilai 

kebijakan pajak digital Indonesia belum optimal dan inkonsisten, dan 

menuntut konsep regulasi komprehensif yang menjamin kepastian 

hukum, keadilan, efisiensi ekonomi, ketahanan terhadap 

penghindaran, dan kompatibilitas dengan standar internasional 
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(BEPS, Inclusive Framework) (Cahyadini et al., 2023; Latifolia et al., 

2025). 

Jika dikaitkan dengan 58/2022 dan 218/2024, rasionalitas 

hukum MK dapat dibaca di tiga sumbu: (a) Apakah MK mengoreksi 

ketidakadilan antara warga/entitas yang menikmati manfaat ekonomi 

digital tanpa beban pajak berimbang dengan warga yang patuh pajak? 

(b) Apakah MK mendorong desain norma yang mampu menangkap 

“significant economic presence” sebagai basis pemajakan yang adil 

(Cahyadini et al., 2023; Latifolia et al., 2025)? ; dan (c) Bagaimana MK 

menimbang tuntutan keadilan domestik vs komitmen internasional 

(OECD, potensi sengketa dengan mitra dagang) seperti yang muncul 

dalam kasus investigasi USTR (Burnama, 2022)? 

Meski bukan kasus pajak, pola penalaran MK dalam putusan 

terkait ruang digital memberi petunjuk tentang cara Mahkamah 

merespons tantangan teknologi. Dalam Putusan 105/PUU-XXII/2024, 

MK mengubah delik pencemaran nama baik di ruang digital menjadi 

delik aduan absolut yang murni melindungi kehormatan individu, dan 

secara eksplisit memperkuat perlindungan terhadap kritik publik dan 

fungsi kontrol demokratis warga (Hadi, 2025; Chariansyah, 2025). 

Penelitian tersebut di atas menilai ratio decidendi MK selaras dengan 

UUD 1945 dan prinsip necessity & proportionality dalam ICCPR 

(Chariansyah, 2025). 

Pada saat yang sama, literatur mengenai digitalisasi MK sendiri 

menyoroti bahwa transformasi digital proses judicial review 

meningkatkan keterbukaan, aksesibilitas, dan transparansi, namun 

MK harus sensitif terhadap kesenjangan akses teknologi dan belum 

memanfaatkan secara optimal AI dan big data (Setiawan et al., 2024; 

Ibnususilo et al., 2025). 

Ditarik ke isu pajak digital, pola ini dapat dibaca sebagai MK 

cenderung menggunakan kerangka keadilan konstitusional yang 

adaptif terhadap teknologi, tidak sekadar formalistik. Dalam pajak 

digital, itu dapat berarti membaca ulang konsep “badan usaha tetap,” 

“domisili,” atau “sumber penghasilan” agar tidak membuat warga 

negara tertentu menanggung beban pajak lebih berat daripada pelaku 

digital lintas negara. MK juga bergerak ke arah governance yang 

transparan dan berbasis data, sebuah pendekatan yang secara teori 
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mendukung desain beban pajak yang lebih adil dan terukur di era 

platform dan big data (Setiawan et al., 2024; Ibnususilo et al., 2025). 

Beberapa studi tentang ultra petita MK dan keadilan sosial 

memberi lensa teoretik untuk mengkaji sejauh mana 58/2022 dan 

218/2024 bersifat progresif. Dalam perkara SDA (air dan listrik), MK 

pernah membatalkan keseluruhan undang-undang karena pasal-pasal 

yang diuji dianggap sebagai “jantung” UU dan sangat mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar rakyat. Tindakan ultra petita 

ini dibaca sebagai perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dalam 

kerangka keadilan sosial Pancasila (Wahanisa, 2019). Penelitian 

mutakhir tentang ultra petita (misalnya Putusan 90/PUU-XXI/2023 

dan 60/PUU-XXII/2024) mengaitkan penalaran MK dengan teori 

keadilan Plato, Aristoteles, Rawls, utilitarianisme Bentham, dan 

prinsip fair equality of opportunity Rawls (Yandy & Lestiyani, 2025). 

Dalam konteks keadilan beban pajak, pajak adalah instrumen 

utama realisasi keadilan sosial; karenanya, ketika struktur pajak 

digital menyebabkan sebagian kelompok hampir tidak menanggung 

beban sementara kelompok lain dibebani penuh, MK mempunyai 

dasar filosofis-konstitusional untuk koreksi yang kuat, bahkan ultra 

petita, sepanjang tidak menabrak kepastian hukum (Cahyadini et al., 

2023; Latifolia et al., 2025; Wahanisa, 2019; Yandy & Lestiyani, 2025; 

Burnama, 2022). 

Penataan kelembagaan dan prosedur juga merupakan bagian dari 

keadilan beban pajak. Putusan 26/PUU-XXI/2023 memerintahkan 

agar Pengadilan Pajak dipindah pembinaannya dari Kemenkeu ke 

Mahkamah Agung sebelum 31 Desember 2026, untuk menghapus 

dualisme eksekutif-yudisial dan memperkuat independensi hakim 

pajak, yang dinilai penting bagi wajib pajak mencari keadilan 

(Moningka & Rasji, 2023; Ibnususilo et al., 2025; Devano et al., 2025). 

Penelitian lain menunjukkan disharmoni antara UU Pengadilan Pajak, 

UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU KUP yang menimbulkan 

ketidakpastian yurisdiksi dan lemahnya independensi, serta 

menyarankan penggunaan ADR untuk efisiensi dan fairness 

(Ibnususilo et al., 2025). 

Jika 58/2022 dan 218/2024 berkaitan dengan prosedur 

penyelesaian sengketa atau hak konstitusional wajib pajak/negara di 
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forum peradilan, maka dapat dinilai apakah: MK memperkuat akses 

warga pada mekanisme yang independen, sederhana, cepat, dan 

berbiaya ringan, atau sebaliknya mengurangi kemampuan negara 

melakukan koreksi kesalahan putusan (yang bisa berujung kerugian 

keuangan negara) (Listanti, 2025; Moningka & Rasji, 2023; Ibnususilo 

et al., 2025). 

Pengenaan pajak pada platform digital, bukan pada dirinya, tidak 

diskriminatif, dan justru dapat menjadi instrumen keadilan distributif, 

asalkan desain dan implementasinya adil, netral, dan proporsional. 

DST dan PPN atas layanan/platform digital dipandang sebagai upaya 

menutup tax gap dan mencegah free-riding raksasa digital yang 

memperoleh laba besar tanpa kontribusi sepadan, sehingga 

mendukung keadilan distributif dan kedaulatan fiskal negara 

(Agrawal & Fox, 2021; Eke, 2024; Cui, 2019). 

Analisis berbasis teori keadilan Aristoteles dan kerangka 

“reciprocity” mengklasifikasikan pajak digital sebagai pajak distributif 

atau korektif; ia adil bila beban ekonominya benar-benar jatuh pada 

platform yang menikmati rente dan menggunakan infrastruktur 

publik, bukan sekadar dialihkan ke konsumen kecil (Plekhanova, 

2022). Di Indonesia, pengenaan PPN atas hiburan/konten digital 

melalui UU HPP dan PMK 70/2022 diposisikan untuk menangkap 

konsumsi yang sebelumnya lepas pajak, guna menjaga neutrality 

antara hiburan konvensional dan digital (Darhani & Wijaya, 2022). 

Studi tentang UMKM fashion di marketplace menunjukkan desain 

UU HPP (marketplace sebagai pemungut PPN + tetap PPh final) bisa 

menimbulkan beban ganda dan tidak sejalan dengan keadilan 

vertikal/horizontal; kebijakan teknis yang tidak proporsional 

terhadap kapasitas UMKM berpotensi melanggar equality before tax 

law dan mendorong kembali ke informalitas (Asyiah et al., 2025). 

Di Eropa, DST yang hanya berlaku bagi perusahaan dengan omzet 

global sangat besar menimbulkan risiko diskriminasi de facto 

berdasarkan kewarganegaraan, karena praktis hanya menimpa 

korporasi asing tertentu (Mason & Parada, 2020). Literatur global juga 

mengingatkan bahwa adopsi DST yang terfragmentasi bisa memicu 

double taxation, sengketa dagang, dan beban administrasi tinggi yang 

berujung regresif bagi konsumen kecil dan pelaku usaha lemah (Eke, 

2024; Stepnoff & Kovalchuk, 2020). 
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Kriteria pajak digital cenderung adil karena berlaku netral antara 

bisnis digital dan non-digital yang berada dalam posisi ekonomi 

serupa (Agrawal & Fox, 2021; Stepnoff & Kovalchuk, 2020). Basis 

pajak terkait value creation / digital presence di yurisdiksi tersebut, 

bukan diarahkan ke negara atau entitas tertentu (Plekhanova, 2022; 

Eke, 2024; Cui, 2019). Skema dan tarif disusun agar tidak membebani 

berlebih UMKM dan kelompok rentan; jika perlu diferensiasi atau 

threshold khusus (Asyiah et al., 2025; Saputra & Prabowo, 2025; 

Samsudin et al., 2025). Transparan, berbasis aturan (UU) dengan 

kepastian hukum dan administrasi yang bisa dipenuhi pelaku usaha 

(Asyiah et al., 2025; Utami et al., 2024; Stepnoff & Kovalchuk, 2020). 

Jika kriteria ini terpenuhi, riset cenderung menilai pajak atas platform 

digital sebagai instrumen penegakan keadilan distributif dan korektif, 

bukan diskriminasi hukum. Namun bila desainnya selektif, tidak 

proporsional, atau membebani kelompok lemah, ia dapat berubah 

menjadi praktik yang secara faktual diskriminatif. 

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menyelesaikan sengketa 

kontrak e-commerce atau pajak individual, tetapi menguji 

konstitusionalitas norma (UU, Perppu, dsb.). Karena itu, tantangan 

yurisdiksi lintas negara dihadapi terutama pada level: (a) apakah 

norma nasional boleh/dapat menjangkau entitas digital asing, dan (b) 

apakah perlu pembatasan agar tidak melampaui batas kedaulatan 

negara lain. 

Literatur “digital constitutionalism” menekankan bahwa 

pengadilan konstitusi harus membuka diri pada re-territorialization 

internet, yakni norma nasional boleh berlaku ke platform global 

sejauh didasarkan pada efek di wilayahnya (users, data, pasar) dan 

tetap menghormati hak asasi serta prinsip hukum internasional 

(Mendes & Fernandes, 2020; Allahrakha, 2024; Woods, 2018; Glasze 

et al., 2022). 

Pendekatan konseptual yang relevan bagi MK adalah jurisdiction 

berbasis efek dan berbasis ruang lingkup. Kajian tata kelola ekonomi 

digital menyarankan kombinasi scope-based rules (siapa yang 

termasuk “platform yang beroperasi di Indonesia”) dan effects-based 

standards (basisnya dampak nyata di wilayah negara, misalnya 

pendapatan, data, atau risiko sistemik) (Allahrakha, 2024). Ini 
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memberi dasar konstitusional bagi MK untuk membenarkan 

jangkauan aturan (pajak, data, konten) ke platform asing yang 

memperoleh manfaat ekonomi dari pasar domestik, tanpa harus ada 

kehadiran fisik (Allahrakha, 2024; Gobile et al., 2024). 

Penelitian tentang fraud legis di transaksi digital menyoroti 

bagaimana perusahaan menyamarkan lokasi (cloud, server tersebar, 

shell companies) untuk menghindari aturan wajib suatu negara 

(Ahmad-Hussain, 2025). MK, ketika menilai norma soal platform lintas 

negara, dapat memandang penerapan ekstrateritorial terbatas 

sebagai sah bila bertujuan menutup celah penghindaran dan 

melindungi kepentingan publik (pajak, konsumen, hak data) (Ahmad-

Hussain, 2025; Allahrakha, 2024; Engelmann, 2025). 

Berbagai studi (insolvency, IP, data) menegaskan bahwa 

penegakan putusan terhadap entitas asing tetap bergantung pada 

perjanjian timbal balik/reciprocity, mekanisme pengakuan putusan 

asing, dan kerja sama peradilan lintas negara (Sarabdeen, 2025; 

Igbinenikaro & Adewusi, 2024; Nagar & Singh, 2025; Gobile et al., 

2024; Engelmann, 2025). Ini berarti MK dapat menegaskan sahnya 

yurisdiksi normatif Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi 

kebutuhan harmonisasi dan kerja sama internasional agar putusan 

efektif di luar negeri. 

Kajian tentang digitalisasi judicial review di MK menunjukkan 

bahwa pemanfaatan teknologi (e-filing, sidang daring, akses putusan) 

memperluas akses dan memudahkan aktor lintas negara 

berpartisipasi sebagai pemohon, ahli, atau pihak terkait, sehingga 

tantangan yurisdiksi faktual (jarak, biaya) berkurang (Setiawan et al., 

2024; Prins, 2018). Namun, penelitian ini juga mencatat perlunya 

konsistensi penerapan prosedur digital dan tata kelola peradilan yang 

baik dan transparan, agar legitimasi putusan MK di isu-isu global 

(platform, data, pajak digital) tetap kuat (Setiawan et al., 2024; Prins, 

2018). 

Dalam memutus perkara yang menyentuh entitas digital lintas 

negara, MK secara konseptual akan cenderung pertama, memastikan 

dasar kedaulatan, apakah ada nexus yang cukup (pasar, pengguna, 

data, penerimaan pajak) untuk membenarkan jangkauan norma 

nasional (Allahrakha, 2024; Gobile et al., 2024; Glasze et al., 2022). 
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Kedua, menimbang hak asasi dan keadilan global dengan menjaga 

agar klaim yurisdiksi tidak berubah menjadi proteksionisme atau 

pelanggaran hak (misalnya privasi, kebebasan berekspresi) 

(Allahrakha, 2024; Woods, 2018; Kalyvaki, 2023). Ketiga, mendorong 

koordinasi internasional dengan mengakui bahwa efektivitas putusan 

atas platform global mensyaratkan perjanjian dan standar bersama, 

bukan hanya klaim unilateral (Sarabdeen, 2025; Igbinenikaro & 

Adewusi, 2024; Gobile et al., 2024; Engelmann, 2025). Dengan 

demikian, tantangan yurisdiksi tidak diatasi dengan menarik diri dari 

ruang digital global, melainkan dengan memperhalus kriteria nexus 

dan efek, memperkuat kerja sama lintas negara, dan mendigitalisasi 

sendiri proses peradilan. 

 

Konstitusionalisme Lingkungan: Menuju Hak Ekosistem 

Fokus: Putusan No. 67/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 231/PUU-

XXV/2024. 

Kajian tentang Putusan No. 67/PUU-XXIV/2023 dan No. 

231/PUU-XXV/2024 dapat dibaca dalam lanskap lebih luas: krisis 

ekologis global mendorong pergeseran dari paradigma antroposentris 

(alam dilihat sebagai instrumen bagi manusia) menuju ekosentris 

(alam bernilai intrinsik dan manusia hanyalah bagian dari komunitas 

ekologis) (Suryo, 2025; Filho, 2023; Kopnina et al., 2018; Priyono et 

al., 2025; Santika & Sarjan, 2025). Untuk menganalisis pergeseran 

paradigma MK, beberapa poros konseptual dari literatur dapat 

dipakai sebagai “kacamata”: 

Pertama, dari hak atas lingkungan (human-right based) ke hak 

lingkungan/alam itu sendiri. Pendekatan klasik melihat lingkungan 

terutama sebagai objek perlindungan demi hak asasi manusia atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat; ini tipikal antroposentris, 

karena kerusakan alam dipersoalkan sejauh merugikan manusia 

(Filho, 2023). Paradigma ekosentris menambahkan bahwa ekosistem, 

spesies, dan bahkan unsur non-hayati mempunyai nilai dan 

kerentanan sendiri, sehingga layak menjadi subjek perlindungan 

hukum, terlepas dari manfaat langsung bagi manusia (Guimarães & 

Corte, 2024; Filho, 2023; Plicanic, 2022). Dalam konteks Indonesia, 
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rekonstruksi UUD 1945 yang diajukan untuk memasukkan “hak 

lingkungan” dan kewajiban konstitusional negara menjaga kelestarian 

alam secara eksplisit diposisikan sebagai penguatan paradigma 

ekosentris dalam hukum lingkungan nasional dan yurisprudensi MK 

(Susanto, 2024). 

Kedua, dari “kerentanan lingkungan” ke “kerentanan ekologis.” 

Studi konseptual menunjukkan pergeseran dari kerentanan yang 

dipahami sebagai “risiko bagi manusia akibat degradasi lingkungan” 

(antroposentris), menuju kerentanan ekologis yang mencakup 

makhluk hidup, benda tak hidup, dan relasi spiritual sebagai entitas 

yang rentan terhadap ketidakharmonisan (Guimarães & Corte, 2024). 

Paradigma ekosentris yang berakar pada “hak-hak alam” memutus 

monisme hukum yang hanya mengenal manusia sebagai pusat, dan 

membuka ruang bagi model konstitusional baru yang menempatkan 

buen vivir / hidup selaras sebagai orientasi, bukan pertumbuhan 

ekonomi semata (Guimarães & Corte, 2024). Jika dalam dua putusan 

terbaru MK argumen kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, atau 

fungsi ekologis dikualifikasi sebagai kerugian konstitusional meski 

dampak ke manusia tidak langsung, maka itu adalah tanda pergeseran 

menuju logika kerentanan ekologis.  

Ketiga, kritik terhadap antroposentrisme dan dasar normatif 

pergeseran MK. Antroposentrisme dipandang sebagai akar impotensi 

hukum lingkungan: selama alam hanya dinilai sebagai sarana bagi 

kepentingan manusia dan pertumbuhan material tanpa batas, regulasi 

akan gagal menghentikan “destruction of Nature” (Biermann, 2020; 

Plicanic, 2022; Muradian & Gómez-Baggethun, 2021). Karena itu, 

sejumlah penulis mengajukan “ecocentric law”: transformasi dari 

environmental law yang sekadar mengelola dampak menjadi hukum 

ekologis yang menjadikan integritas ekologis dan keseimbangan alam 

sebagai tujuan utama, bahkan jika itu menuntut pembatasan hak 

ekonomi tertentu (Montini, 2020; Plicanic, 2022). Dalam konteks 

Indonesia, pergeseran politik hukum ke green policy berbasis 

ekosentrisme dikaitkan langsung dengan peran MK, misalnya melalui 

putusan-putusan yang membatalkan pelemahan instrumen 

perlindungan lingkungan (contoh kritik terhadap UU Cipta Kerja) 

karena mengancam keberlanjutan ekosistem dan menafsirkan 
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pasal-pasal UUD 1945 tentang lingkungan dan kekayaan alam sebagai 

mandat perlindungan ekosistem, bukan sekadar “sumber 

kemakmuran manusia” (Susanto, 2024). 

Jika dalam ratio decidendi kedua putusan tersebut MK: (a) 

merujuk kerusakan alam sebagai pelanggaran terhadap tatanan 

konstitusional sendiri, bukan hanya gangguan hak manusia; (b) 

menekankan kewajiban negara menjaga keutuhan ekosistem dan 

keanekaragaman hayati sebagai amanat UUD; dan (c) menggunakan 

bahasa “generasi mendatang”, “keseimbangan ekologi”, atau “fungsi 

ekologis” sebagai alasan menguji keabsahan norma; maka 

putusan-putusan itu dapat dibaca sebagai bagian dari pergeseran 

yurisprudensial menuju paradigma ekosentris, sejalan dengan tren 

global yang menganggap hanya konstruksi ekosentris yang mampu 

menjawab krisis ekologis era Antroposen (Biermann, 2020; 

Guimarães & Corte, 2024; Susanto, 2024; Montini, 2020; Plicanic, 

2022; Muradian & Gómez-Baggethun, 2021). 

MK hanya dapat memvalidasi “hak-hak alam” sebatas yang dapat 

ditarik dari UUD 1945 dan prinsip negara hukum, bukan dengan 

“menciptakan” subjek hukum baru secara lepas dari teks konstitusi. 

UUD 1945 memuat katalog luas hak asasi manusia yang jelas ber-

subjek “setiap orang” (manusia), termasuk hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)) (Muni, 2020; Triwati, 2019; 

Arrsa et al., 2024). Kajian green constitution Indonesia menegaskan 

bahwa UUD 1945 pasca-amandemen masih memosisikan lingkungan 

sebagai objek HAM manusia, belum sebagai pemegang hak 

konstitusional tersendiri (Prakoso, 2014; Arrsa et al., 2024). 

Perbandingan dengan Konstitusi Ekuador 2008 menunjukkan 

kontras: Ekuador secara eksplisit memberi hak konstitusional kepada 

alam, sedangkan UUD 1945 tidak (Arrsa et al., 2024). 

Literatur tentang penemuan hukum oleh MK menekankan peran 

MK sebagai the sole interpreter UUD dan pembentuk doktrin 

konstitusional melalui rechtsvinding progresif (Johan et al., 2023; 

Sujono, 2022; Nugraha et al., 2019). Diskursus konstitusi hijau dan 

hukum progresif lingkungan mendorong pergeseran dari 

antroposentris ke ekosentris, menjadikan integritas ekosistem 

sebagai nilai konstitusional yang harus dijaga (Kennedy, 2021; 
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Prakoso, 2014; Arrsa et al., 2024). Dalam kerangka ini, MK secara 

teoritis dapat menafsirkan hak atas lingkungan (28H ayat (1)) dan 

Pasal 33 sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjaga 

keberlanjutan ekosistem dan mengakui “kepentingan alam” sebagai 

dimensi yang dipertimbangkan dalam kerugian konstitusional, meski 

subjek formalnya tetap manusia/komunitas (Kennedy, 2021; Prakoso, 

2014; Arrsa et al., 2024). Secara konstitusional positif, MK belum 

dapat memvalidasi “hak-hak alam” sebagai subjek hukum penuh 

tanpa perubahan UUD. Namun melalui penemuan hukum dan konsep 

green constitution, MK dapat melangkah cukup jauh: mengangkat 

integritas ekologis sebagai nilai konstitusional yang melandasi 

perlindungan hak manusia dan komunitas, sehingga “hak-hak alam” 

terlindungi secara fungsional meski tidak diakui sebagai pemegang 

hak formal. 

Studi pada sejumlah praktik di China menunjukkan bahwa 

inspeksi lingkungan oleh pemerintah pusat dengan sanksi nyata 

(demosi, pidana, publikasi pelanggaran) secara signifikan mendorong 

pemerintah lokal untuk benar-benar menegakkan kebijakan 

lingkungan, bukan sekadar formalitas (Li et al., 2024; Hu et al., 2024; 

Ding et al., 2021; Kou & Han, 2021; Guo, 2023). Penguatan indikator 

lingkungan dalam sistem evaluasi dan promosi pejabat lokal terbukti 

meningkatkan intensitas regulasi dan menutup “implementation gap” 

di level daerah (Hu et al., 2024; Ding et al., 2021; Kou & Han, 2021; 

Zeng et al., 2022; Guo, 2023). Pembentukan pengadilan lingkungan 

meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah lokal dan menekan 

emisi, baik melalui peningkatan penegakan administratif maupun 

investasi lingkungan oleh perusahaan (Deng et al., 2024; Zhao et al., 

2022; Zhang et al., 2019). Di Indonesia, eksekusi putusan perdata 

lingkungan sering terhambat karena memakai rezim acara perdata 

umum, lemahnya pelacakan aset, dan tidak adanya lembaga khusus 

eksekusi; diusulkan adanya aturan khusus (mis. PERMA) plus badan 

eksekusi lingkungan dengan kewenangan mengidentifikasi, menyita, 

dan mengelola aset pelaku sejak tahap persidangan (Teguh & 

Rumadan, 2022). 

Environmental public interest litigation oleh kejaksaan/LSM 

terbukti mengubah pola perilaku pemerintah lokal yang sebelumnya 
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selektif dan kooperatif dengan pencemar menjadi lebih patuh dan 

ketat menegakkan hukum (Wang & You, 2024). Di Indonesia, 

penguatan citizen lawsuit di PTUN dan akses luas ke pengadilan 

merupakan alat menekan pemda yang lalai mengeksekusi putusan 

atau kewajiban pemulihan (Putrijanti et al., 2025). Agar putusan 

lingkungan tidak jadi “macan kertas,” pemda perlu diawasi melalui 

kombinasi tekanan vertikal (insentif–sanksi dan inspeksi), pengadilan 

lingkungan dengan mekanisme eksekusi khusus, serta penguatan 

gugatan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat yang 

transparan dan digital. 

 

Hak atas Informasi dan Privasi di Ruang Digital 

Fokus: Putusan No. 115/PUU-XXIV/2023 dan Putusan No. 189/PUU-

XXV/2024. 

Pola peran MK 2019–2024 dapat digunakan untuk menilai sejauh 

mana MK memitigasi penyalahgunaan teknologi oleh negara melalui 

perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi. Penelitian 

tentang peran MK 2019–2024 menegaskan bahwa MK menggunakan 

pengujian undang-undang untuk menjamin hak konstitusional warga 

dari potensi pelanggaran oleh produk legislasi, terutama dalam isu 

transparansi, partisipasi, dan due process pembentukan UU (Ningrum 

et al., 2023; Amin, 2025). Dalam konteks teknologi, perlindungan data 

dan kebebasan informasi diposisikan sebagai turunan hak atas privasi, 

kebebasan berekspresi, dan hak atas kepastian hukum, bukan sebagai 

“hak digital” tersendiri (Marune & Hartanto, 2021; Amin, 2025). 

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja 

menunjukkan MK berani menyatakan UU inkonstitusional bersyarat 

karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses 

legislasi (Ningrum et al., 2023; Amin, 2025). Pola ini dapat diperluas 

ke regulasi teknologi (SIM nasional, identitas digital, AI pemerintah): 

setiap sistem digital negara yang lahir dari proses tertutup atau tanpa 

partisipasi publik dapat dinilai melanggar prinsip negara hukum dan 

kedaulatan rakyat (Ningrum et al., 2023; Amin, 2025). 

Kajian tentang MK sebagai legislator positif terbatas 

menunjukkan MK kadang membentuk norma baru untuk menutup 
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kekosongan hukum, terutama bila terkait HAM dan mencegah 

kekosongan perlindungan (Elisabet & Memi, 2019). Dalam konteks 

data pribadi, pola ini bisa berarti ketika UU belum secara eksplisit 

melindungi data atau kebebasan informasi di ranah digital, MK dapat 

menegaskan standar konstitusional minimum (misalnya, keharusan 

persetujuan, pembatasan penyadapan, atau standar akuntabilitas 

algoritma) melalui putusan interpretatif. 

Sejumlah studi mengkritik Putusan 90/PUU-XXI/2023 karena 

membuka ruang konflik kepentingan dan “judicial activism” yang 

berpotensi mendekatkan MK pada logika kekuasaan politik (Anwar, 

2024; Maslul, 2025; Novitalia et al., 2024; Amin, 2025). Kritik ini 

penting karena desain pengawasan teknologi negara (surveilans, big 

data pemilu, dsb.) sangat bergantung pada independensi MK untuk 

mengoreksi abuse of power (Anwar, 2024; Maslul, 2025; Novitalia et 

al., 2024; Amin, 2025). Artikel-artikel tentang perlindungan data 

pribadi menekankan bahwa sinergi legislatif-eksekutif-yudikatif, 

dengan hakim yang menafsir progresif demi mencegah 

penyalahgunaan data, merupakan kunci keamanan siber dan 

perlindungan warga (Marune & Hartanto, 2021). 

Dalam kerangka putusan 2019–2024, MK berperan penting 

sebagai filter normatif terhadap potensi penyalahgunaan teknologi 

oleh negara melalui penguatan prosedur demokratis, jaminan HAM, 

dan (secara terbatas) pembentukan norma baru. Namun tanpa 

pengakuan eksplisit atas hak-hak digital di UUD dan pemulihan penuh 

independensi MK, perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi 

dari abuse of power teknologi masih bertumpu pada tafsir progresif 

yang rentan dikoreksi oleh dinamika politik dan etik internal lembaga. 

Di era big data, batas-batas konstitusional digambar lewat uji 

legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, dengan privasi sebagai hak 

konstitusional yang hanya boleh dibatasi secara ketat. 

Mahkamah/pengadilan konstitusi di berbagai negara menempatkan 

hak privasi digital sebagai hak dasar, lalu mengizinkan pembatasan 

demi keamanan nasional hanya jika lulus tiga syarat utama: legalitas, 

necessity, dan proportionality (Singh, 2025; Svobodová, 2025; Yadav 

& Varshney, 2024). Di Indonesia, hak privasi diturunkan dari jaminan 

perlindungan diri pribadi di UUD 1945 dan dipertegas lewat kerangka 
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UU PDP dan HAM (Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; K et al., 2024). 

Privasi dipandang sebagai bagian integral dari martabat manusia yang 

wajib dilindungi negara sekaligus dijaga dari negara itu sendiri 

(Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; K et al., 2024). 

Secara konseptual, batas yang digambar MK atau pengadilan 

konstitusi biasanya mencakup: (a) pengawasan harus berbasis UU 

yang spesifik, dapat diprediksi, dan tidak bekerja di “grey area” tanpa 

pengawasan yudisial (Zaib et al., 2025; N & N, 2025; Singh, 2025; 

Abdelhadi, 2022). Skema intercept atau akses massal ke data 

telekomunikasi tanpa aturan rinci dinilai bermasalah (Zaib¹ et al., 

2025; Abdelhadi, 2022); (b) kebutuhan (necessity) dan tujuan sah 

keamanan nasional. Pengawasan hanya sah bila benar-benar 

diperlukan untuk tujuan terbatas (mis. kontra-terorisme), bukan 

untuk kontrol sosial luas atau pemantauan politik (Svobodová, 2025; 

N & N, 2025; Singh, 2025; Abdelhadi, 2022). Retensi/penambangan 

data massal tanpa kaitan dengan ancaman konkret dianggap 

berlebihan (Svobodová, 2025; Abdelhadi, 2022); (c) pengadilan 

konstitusi menolak pengumpulan/analisis big data yang generalized 

dan indiscriminate, menuntut pembatasan jenis data, jangka waktu, 

subjek yang diawasi, dan mekanisme minimisasi data (Svobodová, 

2025; Singh, 2025; Abdelhadi, 2022). Penarikan data besar dari ISP 

dan berbagi ke intelijen asing tanpa filter dipandang melampaui batas 

konstitusional privasi (Abdelhadi, 2022). Banyak putusan menuntut 

otoritas pengawas data yang independen, persetujuan yang 

bermakna, dan hak akses/perbaikan data sebagai manifestasi 

“self-determination informatif” (Ruaro & Rodriguez, 2022; Allahrakha, 

2024; K et al., 2024). 

Literatur di Indonesia menekankan bahwa di tengah 

e-government dan pemanfaatan big data, MK idealnya menafsir hak 

privasi sebagai hak konstitusional yang tidak bisa dikalahkan semata 

dengan dalih efisiensi atau keamanan, dan mewajibkan dasar hukum 

khusus, pengawasan yudisial, lembaga pengawas data independen, 

serta pembatasan ketat atas penyadapan dan profiling massal 

(Juaningsih et al., 2021; Zaid, 2021; Khan, 2022; Iswandari, 2021; K et 

al., 2024). Secara doktrinal, batas antara pengawasan negara dan hak 

privasi di era big data ditarik melalui uji legalitas (necessity) 
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proporsionalitas, pengawasan independen, dan penguatan hak 

kendali individu atas data. Tantangannya di Indonesia adalah 

menerjemahkan kerangka ini secara eksplisit dalam tafsir MK dan 

regulasi teknis, agar alasan keamanan nasional tidak berubah menjadi 

legitimasi permanen bagi surveilans massal. 

Fokus utama ada pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 terkait 

alat bukti elektronik. MK menegaskan bahwa informasi/dokumen 

elektronik hanya sah sebagai alat bukti jika diperoleh “dalam rangka 

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 

institusi penegak hukum lain yang ditetapkan UU” (Lisnawati, 2017; 

Sanjaya, 2022). Putusan ini dimaknai sebagai upaya membatasi siapa 

yang boleh mengajukan dan memperoleh rekaman/penyadapan, demi 

melindungi hak privasi dan mencegah perekaman ilegal menjadi alat 

bukti (Lisnawati, 2017; Sanjaya, 2022). Secara konseptual, anotasi 

putusan menilai MK sudah tepat mempertegas bahwa 

perekaman/penyadapan adalah pelanggaran hak privasi sehingga 

batas-batasnya harus diatur secara tegas dalam UU dan dihubungkan 

dengan due process of law (Sanjaya, 2022). 

Penelitian lanjutan menunjukkan Putusan MK 20/2016 hanya 

menyentuh aspek keabsahan alat bukti, belum merumuskan standar 

rinci soal kriteria kebutuhan, ruang lingkup data, durasi penyimpanan, 

dan mekanisme minimisasi data (Lisnawati, 2017; Sanjaya, 2022; 

Sitompul, 2019). Hukum acara pidana (KUHAP, UU ITE) sendiri belum 

mengintegrasikan standar konstitusional yang jelas untuk 

perlindungan data pribadi dalam penggeledahan/penyitaan data 

besar (voluminous data) (Sitompul, 2019). Akibatnya, ada 

kesenjangan antara pengakuan hak atas data pribadi dan praktik 

penyidikan, sehingga aparat masih beroperasi dengan kewajiban yang 

lemah (“wajib memperhatikan” privasi) tanpa parameter ketat seperti 

spesifisitas dan proporsionalitas (Situmeang, 2021; Sitompul, 2019). 

MK telah memberi beberapa batas awal (khususnya lewat Putusan 

20/2016) yang mempersempit ruang akses sewenang-wenang 

terhadap rekaman/penyadapan, tetapi belum membangun rezim 

standar yang komprehensif dan ketat bagi aparat dalam mengakses 

dan mengelola data pribadi. Standar detail masih perlu dikembangkan 

di level putusan berikutnya dan pembaruan KUHAP/UU sektoral 

dengan merujuk prinsip legalitas, necessity, dan proportionality. 
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Pendahuluan 

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia lahir untuk 

menguatkan negara hukum. Lahir pada era reformasi sebagai respons 

terhadap defisit konstitusionalisme di masa lalu. Kehadirannya 

merupakan amanat langsung Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada 

tahun 2001, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. 

Institusi ini dibentuk untuk mengisi kekosongan mekanisme untuk 

menjaga konstitusi yang independen dan berwibawa. Lahirnya MK 

dimaksudkan untuk mengatasi konflik hukum tingkat tinggi dan 

menjamin supremasi konstitusi di atas kekuasaan negara mana pun. 

Dengan demikian, MK tidak sekadar lembaga baru, tetapi fondasi 

kunci untuk menguatkan prinsip negara hukum Indonesia yang 

demokratis. 

Sebagai penjaga konstitusi, MK diberi kewenangan strategis di 

mana melalui fungsi-fungsi ini, MK bertindak sebagai wasit akhir yang 

menentukan keselarasan hukum positif dengan norma dasar dalam 

UUDNRI 1945. Namun, dalam praktiknya, posisi sebagai ultimate 

interpreter ini justru sering menempatkan MK di pusat konflik hukum 

itu sendiri. Putusan-putusannya yang progresif kerap memicu debat 

mengenai batas antara penafsiran hukum dan pembentukan 

kebijakan baru.  

Pilihan Indonesia untuk menjadi negara hukum termuat dalam 

Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) bukanlah akhir, melainkan 

awal dari dinamika sistemik yang semakin kompleks. Komitmen 

konstitusional tersebut secara alamiah melahirkan banyak isu hukum 

seiring interaksi antar lembaga negara dan tuntutan masyarakat yang 

terus berkembang. Isu-isu tersebut muncul dalam bentuk konflik 

kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan perdebatan filosofis 

mengenai implementasi nilai-nilai konstitusi. Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi justru sering menjadi 

episentrum dari berbagai isu hukum tersebut. Pilihan negara hukum 

Indonesia membuatnya sangat dinamis, menjadikannya sebuah arena 

yang hidup, tempat konflik hukum dikelola untuk mencapai cita-cita 

keadilan substantif. 
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Konflik Hukum 

Teori konflik hukum klasik yang disampaikan dalam mata kuliah 

Pengantar Ilmu Hukum, setidaknya ada 3 jenis konflik hukum dengan 

asas: 

1. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori 

2. Lex posterior derogat legi priori 

3. Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

Perkembangan ketatanegaraan menunjukkan bahwa interaksi 

hukum dengan masyarakat tidak sesederhana ketiga asas di atas. Isu-

isu yang muncul atas satu kepentingan yang terlanggar, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, akan selalu menimbulkan konflik. 

Dapatlah dikatakan di sini bahwa konflik adalah keniscayaan. 

Beberapa konflik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi adalah 

sebagai berikut:  

1. Konflik antara makna "keadilan substantif" yang ingin dicapai MK 

dengan "kepastian hukum" formal. 

2. Konflik hukum antar-lembaga peradilan: Misalnya, ketegangan 

dengan Mahkamah Agung terkait boundary of authority. 

3. Konflik dengan legislator: Ketika MK membatalkan undang-

undang, muncul tuduhan "aktivisme judicial" yang melampaui 

kewenangan dan memasuki wilayah politik. 

4. Dilema dalam putusan yang bersifat conditionally constitutional 

atau conditionally unconstitutional. 

Putusan Mahkamah Konstitusi kerap melampaui fungsi awalnya 

sebagai penyelesai sengketa atau Negative Legislature (Laksono & 

Anggriawan, 2025). Alih-alih menjadi titik akhir, banyak putusannya 

justru menjadi awal dari dinamika hukum dan sosial-politik yang 

kompleks. Hal ini terjadi karena putusan MK tidak hanya membaca 

teks hukum, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai konstitusi yang sering 

kali menuntut perubahan mendasar pada status quo. Misalnya, 

putusan yang mengubah sistem pemilu atau membatalkan undang-

undang yang telah lama diterapkan, secara otomatis menciptakan 

lanskap hukum baru yang harus diadaptasi oleh semua pemangku 

kepentingan.  

Adaptasi ini tidak jarang memicu resistensi, debat publik, dan 

konflik implementasi yang justru lebih rumit dari konflik awal yang 
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diajukan. Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai wasit 

yang mengakhiri pertandingan, tetapi sering kali juga sebagai arsitek 

yang merancang ulang arena permainan itu sendiri (Hasanah & 

Kharisma, 2022). 

Ketegangan mendasar yang lahir dari putusan MK adalah 

pertama, dialektika antara tujuan untuk mencapai keadilan 

substantif dan tujuan untuk mencapai kepastian hukum formal. 

Dalam upayanya mewujudkan keadilan yang sesuai dengan semangat 

konstitusi, MK sering kali menggunakan penafsiran progresif yang 

dapat mengesampingkan ketentuan hukum positif yang ada.  

Misalnya, untuk melindungi hak kelompok marginal, MK mungkin 

memberikan penafsiran yang meluas terhadap pasal-pasal konstitusi, 

yang bisa dianggap "melanggar" bunyi harfiah undang-undang. Di satu 

sisi, pendekatan ini dipuji karena responsif terhadap rasa keadilan 

masyarakat. Namun, di sisi lain, pendekatan ini berisiko mengikis 

prinsip kepastian hukum, karena hukum menjadi sangat bergantung 

pada tafsir hakim dan kurang dapat diprediksi oleh warga negara. 

Konflik nilai ini menempatkan MK pada posisi dilematis antara 

menjadi pahlawan keadilan atau dianggap sebagai perongrong fondasi 

sistem hukum yang stabil. 

Kedua, dinamika konflik yang paling nyata muncul dalam relasi 

MK dengan lembaga legislatif. Ketika MK membatalkan sebuah 

undang-undang hasil produk legislatif, sering kali muncul tuduhan 

bahwa MK telah melakukan "aktivisme judicial," yaitu melampaui 

batas kewenangan mengadili dan memasuki wilayah pembentukan 

kebijakan (law-making) yang merupakan domain Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Legislator merasa bahwa kedaulatan rakyat yang 

diwakili oleh mereka telah "dijungkalkan" oleh sekelompok hakim 

yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat (Komisi 3 DPR RI, 

2025). Tuduhan ini semakin keras ketika putusan MK dinilai 

mengandung muatan politik atau menciptakan norma baru yang 

seharusnya melalui proses deliberasi demokratis di parlemen. Konflik 

ini pada dasarnya adalah perebutan otoritas untuk menafsirkan arah 

kebijakan negara, yang mempertanyakan apakah lembaga yudikatif 

boleh menjadi korektor utama terhadap kelambanan atau kesalahan 

legislatif, atau justru hal tersebut mengganggu checks and balances. 
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Ketiga, sebagai upaya kompromi dalam menyelesaikan 

ketegangan tersebut, MK sering kali menggunakan konstruksi putusan 

(Asy’ari et al., 2016):  

1. konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional. Berarti 

suatu norma dalam undang-undang dinyatakan konstitusional 

(tidak bertentangan dengan UUD), tetapi hanya jika diberi 

penafsiran atau pemahaman tertentu seperti yang ditetapkan oleh 

MK. Di luar penafsiran itu, normanya bisa menjadi inkonstitusional. 

2. Inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional. 

berarti suatu norma dalam undang-undang dinyatakan 

inkonstitusional (bertentangan dengan UUD), tetapi diberi tenggat 

waktu oleh MK agar pembentuk undang-undang (DPR dan 

Presiden) memperbaikinya. Selama tenggat waktu tersebut, norma 

tersebut tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.  

Dalam putusan semacam ini, MK tidak serta-merta membatalkan 

atau menyatakan sah suatu norma, melainkan memberinya tafsir 

tertentu atau mensyaratkan perubahan dalam waktu tertentu agar 

norma tersebut dapat bertahan atau dinyatakan bertentangan dengan 

konstitusi.  

Misalnya, MK menyatakan suatu pasal "inkonstitusional 

bersyarat" kecuali jika ditafsirkan dengan cara X, atau memberi waktu 

dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk 

memperbaikinya. Di satu sisi, teknik ini dianggap bijaksana karena 

menghindari kekosongan hukum dan memberi kesempatan 

perbaikan. Namun, di sisi lain, teknik ini justru menciptakan dilema 

dan ketidakpastian baru. Status hukum norma menjadi 

"mengambang" selama syarat belum terpenuhi, menimbulkan 

kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, MK seolah-olah 

mengambil peran sebagai pemberi petunjuk legislatif, yang kembali 

memperuncing konflik kelembagaan dan mempertanyakan finalitas 

serta kejelasan dari putusannya sendiri. 

 

Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi 

Sejak resmi melaksanakan kewenangannya, MK telah memutuskan 

banyak sengketa. Dinamika yang berkembang melahirkan putusan-

putusan monumental, beberapa di antaranya adalah: 
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1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 

tentang Pemilu Legislatif Tahun 2008 (Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 2008). 

Sebelum putusan ini, sistem pemilihan anggota legislatif (DPR, 

DPRD) diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Legislatif 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), 2008). yang menggunakan sistem 

proporsional daftar terbuka terbatas. UU ini memuat dua 

mekanisme penentuan calon terpilih yang kontroversial. l:  

a. Calon dari partai yang memperoleh kursi ditentukan oleh 

urutan nomor daftar calon; atau  

b. Jika ada calon yang memperoleh suara preferensi pribadi (suara 

terbanyak) yang mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP), 

calon tersebut dapat "melompati" urutan daftar.  

Namun, aturan ini dinilai tidak jelas dan menimbulkan 

ketidakpastian, serta dianggap tetap mengistimewakan calon yang 

berada di urutan atas daftar partai. 

Para pemohon mengajukan permohonan ini karena mereka 

menganggap bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tertentu dari 

undang-undang tersebut, seperti Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 

huruf a, b, c, d, dan e, bertentangan dengan norma-norma 

konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 

(3), serta Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945. Mereka berpendapat 

bahwa ketentuan tersebut tidak mencerminkan prinsip kedaulatan 

rakyat, memberikan perlakuan tidak adil, dan diduga mengandung 

unsur diskriminasi. 

Putusan MK dalam kasus ini adalah mengabulkan permohonan 

keberatan terhadap ketentuan dalam Pasal terkait. MK 

berpendapat bahwa sistem penetapan calon terpilih berdasarkan 

nomor urut dan suara minimal 30% dari BPP yang diatur dalam 

pasal tersebut dianggap mengabaikan hak konstitusional warga 

negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan 

hukum dan pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip 

pemenang di pemilihan umum harus didasarkan pada suara 

terbanyak secara adil dan tanpa diskriminasi.  
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MK secara aktif membentuk hukum (norma) baru (judicial 

law-making) dengan menetapkan bahwa calon terpilih ditentukan 

semata-mata berdasarkan perolehan suara tertinggi secara 

individu (the pure open-list proportional system). Dengan kata lain, 

kursi yang diperoleh partai di suatu daerah pemilihan akan diisi 

oleh calon dari partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak, 

tanpa peduli pada posisinya dalam daftar calon yang dibuat partai. 

MK dianggap telah melampaui kewenangannya dan memasuki 

ranah pembentukan kebijakan politik (positive legislation) yang 

seharusnya menjadi domain DPR. 

Di sisi yang lain, putusan yang menjadi landmark decision ini 

menunjukkan kekuatan MK sebagai transformative constitutional 

court. Putusan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa 

normatif, tetapi secara aktif merombak arsitektur politik elektoral 

Indonesia dengan dalih menegakkan kedaulatan rakyat.  

Dampaknya bersifat paradoks; di satu sisi dianggap sebagai 

kemenangan demokrasi langsung, di sisi lain menciptakan 

sejumlah masalah baru dalam stabilitas sistem kepartaian dan 

praktik perwakilan. Putusan ini menjadi bukti nyata bagaimana MK 

dapat menjadi "pembentuk hukum" (lawmaker) yang memicu 

dinamika dan konflik berlapis antara yudikatif dan legislatif, serta 

mengubah perilaku politik aktor di tingkat akar rumput. 

 

2. Putusan tentang Hak Anak Luar Kawin (2012) – PMK 46/PUU-

VIII/2010 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, 2012). 

Pokok permohonan dalam perkara ini adalah pengujian Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) yang menyatakan bahwa 

anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibunya. Ketentuan ini dinilai oleh pemohon telah 

menimbulkan kerugian konstitusional dan diskriminasi, 

khususnya dalam hal status keperdataan, hak waris, dan 

pengakuan dari ayah biologis. Mereka mendalilkan bahwa 

ketentuan tersebut bertentangan dengan hak atas persamaan di 

muka hukum dan hak anak atas identitas yang dijamin UUDNRI 

1945. 
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Dalam putusannya, MK membatalkan frasa pembatas dalam 

UU Perkawinan tersebut. MK menetapkan bahwa anak yang lahir 

di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan kedua 

orang tuanya, asalkan hubungan keayahan dapat dibuktikan secara 

ilmiah, seperti melalui tes DNA, atau dengan alat bukti hukum 

lainnya. Putusan ini secara fundamental menggeser paradigma 

hukum keluarga Indonesia dari yang berbasis pada status 

perkawinan orang tua menuju pada fakta biologis yang dapat 

dibuktikan. 

Pertimbangan utama MK adalah prinsip kepentingan terbaik 

anak dan hak konstitusional atas identitas. MK menegaskan bahwa 

anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari status 

hubungan orang tuanya. Diskriminasi berdasarkan latar belakang 

kelahiran dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dengan 

membuka jalan bagi pembuktian keayahan, putusan ini berupaya 

memulihkan hak dasar anak untuk diakui oleh kedua orang tuanya. 

Putusan ini menimbulkan ketegangan hukum yang mendalam, 

terutama dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam, 1991), yang hanya 

mengakui hubungan nasab dari perkawinan yang sah. MK dianggap 

telah mengintervensi domain hukum agama dengan logika 

konstitusi dan HAM universal, sehingga memicu perdebatan sengit 

di kalangan ahli hukum Islam dan praktisi. Putusan ini melakukan 

dekonstruksi terhadap konsep "anak sah" yang sakral dalam tradisi 

hukum berbasis agama. 

Secara praktis, putusan ini memindahkan persoalan dari ranah 

status ke ranah pembuktian, yang menciptakan kompleksitas baru 

terkait paksaan tes DNA dan penolakan ayah biologis. Implikasi 

pada hak waris juga mengubah peta pembagian waris dan memicu 

resistensi dari keluarga sah. Kelompok konservatif mengkritik 

putusan ini sebagai legitimasi hukum bagi perzinaan dan 

pelemahan institusi perkawinan, karena dianggap membuat 

konsekuensi hukum dari hubungan di luar nikah menjadi lebih 

jelas. 

Pada akhirnya, putusan ini adalah contoh monumental dari 

konstitusionalisme transformatif, di mana MK menggunakan 

konstitusi sebagai instrumen hidup untuk menyesuaikan hukum 
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dengan nilai-nilai HAM. Dengan berani merekonseptualisasi norma 

sosial dan agama yang mengakar, MK menempatkan diri di garda 

depan perubahan sosial. Dampaknya bersifat multilapis: 

menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, tetapi 

sekaligus memicu konflik norma dan dinamika hukum baru yang 

berkelanjutan, yang menunjukkan keberanian sekaligus 

konsekuensi dari peran aktif MK dalam perubahan masyarakat. 

 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 

tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Tahun 

2013. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013, 2014) 

Perkara ini berakar pada ketegangan mendasar mengenai model 

demokrasi lokal di Indonesia. Setelah berjalan secara langsung 

berdasarkan UU 32/2004 (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004), 

sistem Pilkada direvisi melalui UU 12/2008 (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, 2008) menjadi tidak langsung, di mana 

kepala daerah dipilih oleh DPRD. Perubahan ini dinilai sebagai 

kemunduran demokratis (democratic backsliding) yang 

mendorong permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

MK memutuskan membatalkan pasal-pasal kunci UU 12/2008 

yang menjadi pilar sistem pemilihan tidak langsung karena 

bertentangan dengan UUDNRI 1945. Lebih jauh, MK secara aktif 

membentuk norma baru dengan menetapkan bahwa pemilihan 

kepala daerah wajib dilaksanakan secara langsung oleh rakyat 

sebagai satu-satunya metode yang konstitusional. 

Pertimbangan hukum MK didasarkan pada penafsiran 

terhadap prinsip kedaulatan rakyat. MK menegaskan bahwa frasa 

"dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" tidak membuka 

ruang bagi pelaksanaan kedaulatan secara perwakilan bertingkat 

untuk memilih pejabat eksekutif. Pemilihan langsung dinilai 

sebagai jantung demokrasi yang membangun akuntabilitas kuat 

antara pemimpin dan rakyat, sekaligus mencegah politik 

transaksional di DPRD. 
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Putusan ini secara permanen mengukuhkan Pilkada langsung 

sebagai norma konstitusional, sekaligus memicu konflik 

kelembagaan yang sengit. DPR menuduh MK melakukan 

"kediktatoran yudisial" karena dianggap merampas kewenangan 

politiknya. Pembatalan tersebut juga menciptakan kekosongan 

hukum yang memaksa percepatan pembentukan UU baru dalam 

ketegangan politik tinggi (Indonesia Corruption Watch, 2022). 

Putusan ini memiliki implikasi jangka panjang yang 

mendalam. Di satu sisi, ia mendorong personalisasi politik dan 

meningkatkan biaya kampanye dengan fokus pada elektabilitas 

individu. Di sisi lain, putusan ini menegaskan dan memperluas 

otoritas MK untuk memutuskan model sistem politik yang sesuai 

dengan jiwa konstitusi, melampaui fungsi negatif menuju peran 

pembentuk kebijakan. 

Putusan ini merupakan contoh putusan heroik dan sangat 

aktivis yang menegaskan peran MK sebagai pengawal demokrasi 

substantif. Dengan berani membatalkan kebijakan politik legislatif, 

MK menyelamatkan demokrasi langsung di tingkat lokal, meski 

dengan ongkos konflik kelembagaan. Putusan ini memperkuat 

preseden bahwa MK akan "mengoreksi" demokrasi perwakilan jika 

dinilai menyimpang dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. 

 

4. Putusan tentang Sengketa Pilpres 2019 (2019) – PMK 

01/PHPU-PRES/XVII/2019. (Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, 2019) 

Perkara ini mewakili puncak ketegangan politik paling memecah 

belah pasca Reformasi, yaitu Sengketa Hasil Pilpres 2019 antara 

pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-

Sandiaga Uno. Setelah KPU menetapkan pasangan pertama sebagai 

pemenang, pasangan kedua mengajukan permohonan ke MK 

dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif 

(TSM) di semua tahapan pemilu, serta meminta pembatalan hasil 

dan pemungutan suara ulang secara nasional. 

Dalam memeriksa perkara, MK menyimpulkan bahwa seluruh 

dalil dan bukti pemohon, seperti keterangan saksi dan dokumen, 

tidak memenuhi standar pembuktian hukum yang sah dan relevan 
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dalam persidangan PHPU. Oleh karena itu, MK menyatakan semua 

dalil pemohon tidak terbukti secara hukum, yang pada dasarnya 

mengukuhkan kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 

secara final dan mengikat. 

MK menegaskan bahwa tuduhan kecurangan masif 

memerlukan standar pembuktian yang sangat tinggi, yang gagal 

dipenuhi pemohon karena bukti-bukti yang diajukan dinilai 

bersifat hearsay, anekdotal, dan tidak langsung. MK juga 

membedakan antara klaim umum dengan bukti spesifik yang dapat 

diverifikasi, dan menilai pemohon hanya mengajukan klaim umum 

tanpa bukti spesifik yang signifikan untuk mengubah hasil 

nasional. 

Putusan ini berhasil mengakhiri konflik di ranah hukum 

formal dengan menciptakan kepastian hukum, namun gagal 

meredam konflik di ranah politik dan sosial, yang memuncak dalam 

kerusuhan Mei 2019. Situasi ini memicu refleksi kritis tentang 

apakah MK dengan mekanisme hukumnya merupakan forum yang 

memadai untuk menyelesaikan sengketa pilpres yang sarat 

polarisasi dan menyembuhkan luka politik nasional. 

Putusan ini mengungkap kesenjangan antara pencapaian 

kepastian hukum dan terciptanya keadilan yang dirasakan oleh 

pihak yang kalah serta pendukungnya. Dalam konteks pilpres yang 

sangat partisan, keputusan hukum final ternyata tidak secara 

otomatis menghasilkan rekonsiliasi politik atau penerimaan luas, 

sehingga menyingkap batas otoritas sosial-politik MK. 

Pada akhirnya, putusan ini merupakan contoh nyata tentang 

batas efektivitas MK. Meski memiliki kewenangan final untuk 

menetapkan pemenang secara hukum, MK tidak mampu 

memaksakan perdamaian dan penerimaan sosial di tengah 

masyarakat yang terbelah. Putusan ini bukan kemenangan 

demokrasi deliberatif, melainkan sekadar penyelesaian prosedural 

yang meninggalkan krisis legitimasi, serta membuktikan bahwa 

MK terbebani oleh konflik politik yang akarnya jauh lebih dalam 

daripada sekadar sengketa penghitungan suara. 
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5. Putusan tentang Yudisial Review terhadap UU Cipta Kerja 

(2021) – PMK 91/PUU-XVIII/2020. (Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2021) 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta, 2020) sebagai 

produk omnibus law pertama yang kontroversial memicu protes 

nasional akibat proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, 

minim partisipasi publik, dan substansi yang merugikan. Puluhan 

permohonan judicial review diajukan dengan dalil fundamental 

cacat formil, khususnya terkait metode omnibus yang tidak diatur 

dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011), serta 

pelanggaran hak partisipasi publik dan masalah materiil yang 

melemahkan perlindungan pekerja dan lingkungan. 

MK tidak membatalkan UU CK secara keseluruhan, melainkan 

menyatakannya sebagai inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional). Putusan ini memberikan tenggat waktu 2 tahun 

kepada DPR dan Presiden untuk memperbaiki proses 

pembentukan UU, dengan kewajiban memenuhi partisipasi publik. 

Pertimbangan MK didasarkan pada pengakuan bahwa 

metode omnibus law melanggar asas hukum dan partisipasi publik 

yang tidak bermakna, namun dibayangi kekhawatiran akan 

kekacauan hukum dan ekonomi jika UU dibatalkan langsung. 

Konstruksi putusan ini menciptakan status hukum yang belum 

pernah terjadi: sebuah UU yang tetap berlaku namun berstatus 

"tidak konstitusional" selama 2 tahun. Hal ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum ekstrem bagi semua 

pemangku kepentingan karena masa depan UU bergantung pada 

proses politik. Selain itu, hakim dan penegak hukum dihadapkan 

pada kebingungan dalam menerapkan UU yang statusnya "cacat" 

dan "sementara." 

Putusan ini dianggap sebagai bentuk pelampauan 

kewenangan (judicial overreach), karena MK tidak hanya menilai 

hukum tetapi juga mengatur proses dan tenggat waktu legislasi 

yang menjadi domain konstitusional DPR dan Presiden. Masa 2 
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tahun menjadi arena pertarungan politik baru antara kelompok 

yang mendesak revisi substantif dan kalangan yang ingin 

mempertahankan substansi pro-investasi, dengan proses di DPR 

yang berjalan lambat dan penuh tarik-ulur. 

Putusan ini menciptakan preseden hukum berbahaya di mana 

MK dapat menghindari tanggung jawab membatalkan UU yang 

politis dengan "menendang masalah" kembali ke legislatif, 

berpotensi melemahkan fungsi kontrol konstitusionalnya. 

Terdapat dua pembacaan ekstrem: narasi "progresif" yang melihat 

MK bijaksana menjaga stabilitas, dan narasi "regresif" yang menilai 

putusan ini sebagai kapitulasi politik yang mengorbankan 

penegakan konstitusi. 

Putusan ini merupakan eksperimen konstitusional 

riskan yang mencerminkan dilema MK antara menegakkan prinsip 

konstitusi absolut dan menjaga stabilitas sosio-ekonomi. Alih-alih 

menyelesaikan konflik, putusan mengubah konflik substantif 

menjadi konflik prosedural dan temporal yang berlarut-larut, 

mengalihkan beban ke DPR sambil membiarkan bangsa dalam 

status "menunggu." Dengan demikian, putusan ini bukan 

kemenangan penegakan konstitusi, melainkan kompromi 

mahal yang meninggalkan warisan ketidakpastian dan 

memperumit hubungan antar cabang kekuasaan.  
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